


SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

A N A L I S I S  P U T U S A N  P E R DATA

DOKUMEN 
DAN PEMBUKTIAN



ANALISIS PUTUSAN PERDATAii

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, Desember 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan 

isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

A N A L I S I S  P U T U S A N  P E R DATA

DOKUMEN 
DAN PEMBUKTIAN

Penanggung Jawab
Arie Sudihar 

Pemimpin Redaksi
Juma'in

Redaktur Pelaksana
Jonsi Afriantara

Shidarta
Niken Savitri

Arsil

Editor
Bagus sujatmiko 

Ryan ilham Fibriansyah 
Nurasti Parlina

Rina Susani

Sekretariat
Darpitaning Wulansari Akhiryawati

Rahardian Fajar Nugroho
R M Yusri Ali

Adnan Faisal Panji

Desain Grafis & Sampul
Widya Eka Putra



ANALISIS PUTUSAN PERDATA iii

D a f t a r  I s i

Daftar Isi   ................................................................................... iii

Kata Sambutan Redaksi   ........................................................... v

Kata Pengantar Anggota KY   .................................................... vii

l  Perbuatan Melawan Hukum dalam Penetapan 
  Harta Bersama dan Penghibahan
     Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.   .................................          1

l  Urgensi Penerapan Asas-Asas Pokok Hukum Adat 
  dalam Pertimbangan Hukum Terkait Putusan Hakim 
  Terkait Tanah Desa Adat Semate
  Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.   .......................        17

l Imunitas Bani Sebagai Pihak yang Digugat 
  dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
     Mulyani Zulaeha dan Rachmadi Usman   ............................ 42

l  Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 
  Penguasaan Aset Yayasan
  Rachmadi Usman & Mulyani Zulaeha   ............................... 82 

l  Kedudukan Hukum tidak Tertulis Sebagai Dasar 
  Keabsahan Jual Beli Tanah dan Perbuatan Hukum 
  Perempuan yang Didampingi oleh Lelaki Sebagai 
  Salah Satu Keabsahan dalam Perbuatan Hukum       
  Prof. Dr. Aminuddin Kasim,S.H.,M.H   .................................           135

 l  Penggunaan Asas dan Aturan Hak Untuk Menentukan 
  Subjek yang Digugat, Prinsip Profesionalisme dan Itikat 
  Baik dalam Pemaknaan Perbuatan Melawan Hukum dan   
  Peristiwa Mentrasfer Uang Merupakan Bukti 
  Kepemilikan Uang 
  Supriyadi,S.H.,M.H.   ............................................................ 155 

l  Alur Pemikiran Hakim di dalam Menilai Peristiwa Hukum,   
     Peristiwa Perjanjian Kerja yang Dilakukan oleh Pekerja dan   



ANALISIS PUTUSAN PERDATAiv

D a f t a r  I s i

  Pemberi Kerja Termasuk Katagori PWKTT dan Pertimbangan   
  Berbeda dari Hakim Kedua Merupakan Concurrent Opinion
  Supriyadi,S.H.,M.H.   ......................................................... 180

l  Ketepatan Hakim dalam Mengabulkan Secara 
  Kumulasi Gugatan Wanprestasi dan Gugatan 
  Perbuatan Melawan Hukum
  Dwi Ratna Indri Hapsari.   .................................................          202 

l Pemeriksaan Gugatan Baru Hasil Putusan Niet 
  Ontvenkelijke Verklaad di Pengadilan Hubungan 
  Industrial yang Secara Bersamaan Sedang Diperiksa 
  di Mahkamah Agung
  Nur Putri Hidayah   ........................................................... 228 

l  Prespektif Keadilan dan Kepastian Hukum 
  Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara 
  Waris Golongan Kedua
  Sofyan Arief   ..................................................................... 247

Profil Penulis   .........................................................................         266



ANALISIS PUTUSAN PERDATA v

K a t a  S a m b u t a n

Kata Sambutan

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak 
dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti 
dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari 

putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan 
terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. 
Putusan hakim menjadi penting lantaran hal ini merupakan pokok 
dari suatu proses persidangan.  Putusan hakim dapat menentukan 
nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan 
kepada terdakwa. Dalam mempertimbangkan hukum yang akan 
ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian 
hukum. Idealnya, putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, 
kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial disebutkan bahwa 
“dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta prilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”. 

Komisi Yudisial sejak tahun 2022 telah melaksanakan program 
analisis putusan yang bekerjasama dengan beberapa Perguruan 
Tinggi Negeri atau Swasta di Indonesia dan NGO. Walaupun saat ini 
KY tidak terlibat dalam promosi mutasi di Mahkamah Agung tujuan 
program analisis putusan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai 
salah satu cara membangun database khususnya dalam pengayaan 
data terkait putusan dalam rangka penjaringan Seleksi Calon Hakim 
Agung potensial.
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T im Redak si

Objek putusan dalam program analisis putusan yaitu putusan 
hakim yang dinilai baik/positif (dalam konteks sebagai apresiasi) dari 
hakim yang ada di PN kelas 1A atau kelas 1 A khusus yang dinilai baik/
positif (dalam konteks apresiasi). Aspek penilaian dalam melakukan 
analisis putusan tersebut memiliki cangkupan yang luas dengan 
indikator-indikator dan metode yang ilmiah dan menghasilkan 
analisis putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. 
Dengan mitra analisis Putusan sejumlah 5 mitra yaitu 4 Perguruan 
Tinggi & 1 NGO. 

Di dalam buku ini akan membahas hasil analisis putusan 
khususnya putusan perdata dengan rincian putusan yang telah 
memenuhi kriteria: memuat kontribusi pemikiran yang signifikan 
dari hakim tersebut, adanya kompleksitas isu yang berangkat dari 
kasus/perkara yang kompleks seperti: aspek non-hukum sangat 
besar, menarik perhatian publik, tekanan public dan lain-lain, 
terdapat penemuan hukum didalamnya (dilakukan terobosan) dan 
terdapat keruntutan dalam penalaran hukum. Buku ini diharapkan 
dapat menjadi referensi penting bagi para penegak hukum, akademisi 
maupun masyarakat. 

                                                                                
                                                                        Selamat membaca!

 
                                                                        Tim Redaksi
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Analisis Putusan untuk Rekomendasi 
Mutasi Hakim

Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.1

Latar Belakang

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga yang bersifat mandiri yang 
dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD RI 1945. Kewenangan 
KY diatur secara spesifik dalam Pasal 24B ayat (1), bahwa KY 

diberi wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan konstitusional KY tersebut diturunkan dalam 
UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 
2004 tentang Komisi Yudisial (“UU KY”). Selain UU KY, tugas dan 
kewenangan KY juga diatur dalam berbagai UU lain, khususnya UU 
No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”), UU No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), 
UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (“UU Peradilan Umum”), UU 
No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”), dan UU 
No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”). 

1 Anggota Komisi Yudisial RI/Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan 
Pengembangan.
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Salah satu kewenangan KY yang diatur oleh UU di bidang 
peradilan, adalah analisis putusan berkekuatan hukum tetap dalam 
rangka rekomendasi mutasi hakim (“Analisis Putusan”). Dengan 
rumusan yang sama, Pasal 42 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13F 
UU Peradilan Umum dan UU PTUN serta Pasal 12F UU Peradilan 
Agama, menyatakan:
 “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.”
Dalam Risalah Rapat Panitia Kerja DPR saat membahas 

keempat UU bidang peradilan di atas, kewenangan Analisis Putusan 
dinyatakan diberikan pada KY sebagai bagian dari pengawasan 
eksternal atas perilaku hakim, di samping kewenangan untuk 
menghadiri sidang-sidang pengadilan (Faiz, 2013). Meski kemudian 
muncul pendapat yang memberinya beberapa batasan bahwa Analisis 
Putusan hanya dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan 
hukum tetap, dan hasilnya digunakan untuk melakukan pembinaan 
karir hakim, khususnya rekomendasi mutasi hakim (Faiz, 2013).

Analisis Putusan Terkait Pengawasan Hakim
Selama ini KY telah menjalankan kewenangannya melakukan 

Analisis Putusan yang berkaitan erat dengan pengawasan hakim. 
Setiap tahun KY menerima kurang lebih 1,500 sampai dengan 2,000 
laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim (“KEPPH”). Bahkan sepanjang 2023, 
laporan yang masuk ke KY mencapai 3,593 berkas (Komisi Yudisial, 
2024). Patut diketahui bahwa sebagian besar laporan tersebut 
turut mempermasalahkan putusan hakim, atau lebih spesifik lagi 
menjadikan putusan hakim sebagai salah satu indikasi adanya 
dugaan pelanggaran KEPPH yang didalilkan oleh para pelapor.

Tentu saja sebagai lembaga penegak etika perilaku hakim, KY 
harus memastikan bahwa laporan yang ditindaklanjuti dari ribuan 



ANALISIS PUTUSAN PERDATA ix

K a t a  P e n g a n t a r

laporan tersebut, memang benar mengarah pada pelanggaran KEPPH. 
Namun untuk mencapai ke sana, KY terlebih dulu harus melakukan 
analisis secara menyeluruh atas isi laporan, termasuk menganalisis 
putusan yang umumnya disertakan/dipersoalkan, sebagai salah satu 
pintu masuk untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran perilaku 
(judicial misconduct). Tentu KY tidak berpretensi menilai apakah 
suatu putusan mengandung kesalahan teknis (legal error) mengingat 
itu merupakan yurisdiksi hakim di pengadilan yang lebih tinggi 
melalui upaya hukum.

KY hanya perlu menyatakan suatu dugaan pelanggaran 
perilaku terbukti, yang di banyak situasi harus ditentukan pula 
lewat pintu masuk analisis putusan. KY kemudian akan menetapkan 
rekomendasi sanksi, dan meneruskannya ke MA. Berdasarkan Pasal 
22D ayat (2) UU KY juncto Pasal 19 Peraturan Bersama MA & KY No. 2 
Tahun 2012, jenis-jenis sanksi yang bisa direkomendasikan KY, baik 
sanksi ringan, sedang, atau berat, seluruhnya berhubungan langsung 
dengan karir hakim. Mulai dari reputasinya, penempatannya, hak 
keuangannya, jabatannya, fungsinya, hingga keberlangsungannya.

Dengan demikian, Analisis Putusan memang merupakan 
kegiatan rutin yang dilakukan KY selama ini, dan implikasinya 
terhadap karir hakim (termasuk rekomendasi mutasi), adalah suatu 
konsekuensi logis. Ada ribuan putusan hakim yang dianalisis KY 
setiap tahunnnya, dan dari situ, ada sekian banyak rekomendasi 
mutasi hakim yang disampaikan KY kepada MA.

Karakterisasi Putusan
Namun sebagai lembaga yang dinamis, KY terus berupaya 

mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KY juga 
menggunakan Analisis Putusan sebagai media bantu dalam turut 
meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan di kalangan hakim. 
KY berusaha menjadikan Analisis Putusan sebagai platform alternatif 
bagi peningkatan kapasitas hakim. KY memilih untuk tidak berhenti 
semata menjadikan Analisis Putusan sebagai pendukung pengawasan 
hakim.
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KY melakukannya pertama kali lewat program Karakterisasi 
Putusan. Bekerjasama dengan jejaring Perguruan Tinggi dan 
masyarakat sipil, program Karakterisasi Putusan didesain untuk 
memudahkan hakim (maupun anggota komunitas hukum 
lainnya) dalam membaca yurisprudensi dengan mengelompokkan 
indikator-indikator penting (karakter). Karakter tersebut kemudian 
dianalisis dan disandingkan dengan beberapa putusan dalam kasus 
sejenis sebagai perbandingan, sehingga bisa diketahui bagaimana 
perkembangan sebuah asas/doktrin/norma dalam yurisprudensi 
maupun dalam praktek peradilan.

Intinya Karakterisasi Putusan membantu para hakim 
memperkaya referensi dalam membuat putusan. Tidak hanya berupa 
peraturan perundang-undangan, melainkan juga yurisprudensi dan 
doktrin yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani.

Berbagai yurisprudensi yang telah dikarakterisasi, termasuk 
anotasi atas putusan-putusan yang mengikutinya, didiseminasikan 
KY melalui sebuah situs khusus (https://karakterisasi.komisiyudisial.
go.id/). Manfaat dari program tersebut relatif konkrit dirasakan tidak 
hanya oleh para hakim, melainkan juga anggota komunitas hukum 
lainnya seperti akademisi hukum, peneliti hukum, pembelajar 
hukum, hingga praktisi hukum. Hal ini terbukti dari testimoni yang 
disampaikan pihak-pihak tersebut di berbagai kesempatan. Hal ini 
juga terbukti dari jumlah pengunjung/pengguna situs Karakterisasi 
Putusan yang mencapai hampir 60,000 setiap tahunnya (Komisi 
Yudisial, 2024). Tentu KY berharap bahwa pemanfaatan berbagai data 
Karakterisasi Putusan bisa berkontribusi bagi perbaikan kualitas dan 
konsistensi putusan hakim maupun praktek hukum pada umumnya. 

Transformasi Eksaminasi/Anotasi Putusan
Dalam interaksi KY dengan banyak hakim di berbagai daerah, 

tidak sedikit di antara mereka yang menyuarakan perlunya disediakan 
mekanisme atau wadah bagi para hakim untuk menunjukkan 
kinerja mereka dalam menghasilkan putusan yang baik di berbagai 
perkara, kepada lembaga, sejawat sesama hakim, maupun publik. 
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Motivasi terbesar yang diutarakan di balik aspirasi tersebut adalah 
akuntabilitas publik lembaga peradilan. Motivasi berikutnya adalah 
keinginan berkontribusi lebih besar bagi terwujudnya rasa keadilan 
masyarakat, konsistensi penerapan hukum, sekaligus pembangunan 
hukum. Motivasi ikutannya adalah mendapatkan kepuasan 
profesional yang selayaknya berimbas pada pengembangan profesi/
jabatan mereka.

Memang di kalangan hakim dan di lembaga peradilan, 
mekanisme untuk menilai kinerja hakim berdasarkan putusan telah 
absen untuk jangka waktu yang cukup lama. Mekanisme tersebut 
biasa dinamakan sebagai eksaminasi putusan.

Pada masanya, para hakim dibina berdasarkan jumlah putusan 
yang dihasilkan dari waktu ke waktu, serta kualitas dari berbagai 
putusan tersebut. Mekanisme tersebut diintroduksi pertama kali 
oleh SEMA No. 1 Tahun 1967. Pada pokoknya diatur soal eksaminasi 
berjenjang bagi setiap hakim atas 3 putusan perdata dan 3 putusan 
pidana yang dihasilkannya, guna diberi catatan dan petunjuk tentang 
kasalahan, kekhilafan, atau kekurangannya. Mekanisme tersebut 
kemudian disempurnakan lewat SEMA No. 2 Tahun 1974 yang pada 
intinya menjadikan hasil eksaminasi sebagai salah satu dasar bagi 
kenaikan pangkat hakim. 

MA lalu menerbitkan SEMA No. 8 Tahun 1984 yang 
memerintahkan para Ketua PT dan hakim tinggi untuk melakukan 
pengawasan dan bimbingan secara langsung dengan membuat 
catatan-catatan samping di berita acara sidang PN, mengenai 
kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat para hakim di tingkat 
pertama, serta memberi petunjuk. Namun perintah ini dibuat tanpa 
didampingi kriteria yang obyektif dan netral. Akibatnya hakim-
hakim pengadilan tingkat bawah menjadi tergantung pada penilaian 
dengan kriteria yang kurang jelas dalam menentukan karir mereka 
(Pompe, 2012). 

Namun dalam perjalanannya fungsi eksaminasi menjadi 
semakin formal, menjadi semacam pengganti ujian dinas bagi 
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promosi hakim tingkat pertama ke tingkat banding, yang konsistensi 
pelaksanaannya pun kerap dipertanyakan (Pompe, 2012). Mekanisme 
eksaminasi yang dilakukan secara terbatas tersebut, diatur terakhir 
kali melalui SK Ketua MA No. 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola 
Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.

Sempat ada angin segar bahwa lingkungan peradilan agama coba 
menggiatkan mekanisme eksaminasi bahkan mengembangkannya 
secara elektronik pada 2023 melalui Surat Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Agama No. 1647/ DjA/HM.02.3/6/2023. Namun latar 
belakangnya adalah fakta bahwa jumlah hakim Pengadilan Agama/
Mahkamah Syariah kelas IA yang telah memenuhi syarat untuk 
dipromosikan menjadi hakim tinggi, lebih banyak dibandingkan 
formasi hakim tinggi yang dibutuhkan (Mahkamah Agung, 2023). 
Inisiatif tersebut pun agaknya belum menular ke lingkungan 
peradilan lain. 

Analisis Putusan dengan Pendekatan Positif
Karena itu, inisiatif KY terkini sehubungan dengan 

Analisis Putusan menemukan urgensinya. Sejak 2021, KY coba 
mengembangkan program baru yaitu “Analisis Putusan dengan 
Pendekatan Positif”. Lewat program ini KY secara serius menelusuri 
berbagai putusan hakim di mana perkaranya telah diputus dengan 
putusan berkekuatan hukum tetap. Kualitas putusan-putusan 
tersebut harus baik, yang ditandai oleh nilai yurisprudensi 
(jurisprudential value) yang menonjol. Putusan-putusan tersebut 
kemudian diangkat ke permukaan melalui analisis obyektif yang 
dilakukan KY bersama dengan jejaring Perguruan Tinggi dan 
masyarakat sipilnya. 

Terdapat kriteria obyektif yang dikembangkan KY guna 
menentukan putusan yang masuk dalam kategori baik. Kriteria 
tersebut terdiri dari beberapa indikator yang terus disempurnakan, 
namun pada saat ini meliputi: (1) Aspek format putusan; (2) Aspek 
pemenuhan hukum acara; (3) Aspek penerapan hukum; (4) Aspek 
penalaran hukum; dan (5) Aspek aksiologi. 
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Aspek format putusan meneliti pencantuman bagian-bagian 
dari dokumen putusan hingga seberapa banyak kesalahan ketik 
ditemukan dalam putusan. Aspek pemenuhan hukum acara menyoroti 
dipenuhinya berbagai elemen penting putusan yang dipersyaratkan 
oleh hukum acara maupun konvensi praktek yang merefleksikan 
tahapan-tahapan dalam hukum acara. Aspek penerapan hukum 
menilai uraian fakta hukum serta unsur-unsur norma hukum yang 
menjadi dasar, hingga penggunaan yurisprudensi dan doktrin yang 
memperkaya pertimbangan putusan. Sementara aspek penalaran 
hukum mengkritisi argumentasi yang dibangun melalui metode 
penentuan masalah hukum dan penemuan hukum tertentu. Adapun 
aspek aksiologi menguji faktor-faktor non-yuridis (psikologi, sosial, 
ekonomi, lingkungan, filosofi) yang dipertimbangkan hakim dalam 
putusan yang bersangkutan.

Tidak mudah untuk mendapatkan kerangka sampel putusan 
yang mendekati kriteria di atas. Kriteria tersebut idealnya dapat 
diterapkan terhadap 9,344,348 putusan yang telah dipublikasikan 
MA pada Direktori Putusan hingga saat ini, yang terdiri dari 
8,853,519 putusan pengadilan tingkat pertama, 269,346 putusan 
pengadilan tingkat banding, 154,122 putusan MA di tingkat kasasi, 
dan 67,361 putusan MA di tingkat peninjauan kembali.

Namun dengan totalitas Tim Analis Hukum KY, yang bernaung 
di bawah Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo), beserta para 
pakar hukum yang selama ini membersamai para analis hukum, juga 
dari hasil diskusi intens dengan berbagai anggota komunitas hukum, 
termasuk sebagian hakim, telah diperoleh sebuah pendekatan, yang 
harapannya akan berkembang terus menjadi metode, guna mencari 
dan mendapatkan putusan yang masuk kategori layak untuk dinilai 
di antara belantara putusan yang ada.

Memang harus diakui bahwa jenis putusan yang dianalisis 
belum lengkap mencakup seluruh lingkungan peradilan. Analisis 
masih terbatas pada putusan perdata dan pidana. Begitu pula 
banyak hal lain yang masih butuh penyempurnaan ke depan, seperti 
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perbaikan indikator agar lebih workable, metodologi program yang 
lebih tepat, termasuk intervensi teknologi informasi, tidak terkecuali 
artificial intelligence (AI). Begitu pun dirasakan perlunya prosedur 
yang lebih partisipatif, yang melibatkan peran aktif para hakim 
sendiri, selain para akademisi dan peneliti hukum yang kompeten 
dan obyektif.

Penutup
Kolaborasi antara KY dengan MA dalam menggulirkan program 

Analisis Putusan agaknya bersifat mutlak. Sebab MA lah yang memiliki 
dan menguasai pangkalan data putusan dan data SDM hakim. 
Menjadikan pangkalan data tersebut lebih terbuka pada inisiatif 
kolaborasi menjadi pekerjaan rumah utama. MA pun merupakan 
lembaga yang paling berkepentingan untuk mengefektifkan Analisis 
Putusan sebagai transformasi dari mekanisme eksaminasi putusan 
yang lama dinanti, serta guna mewujudkan niatannya untuk mulai 
berfokus pada perbaikan kualitas dan konsistensi putusan, melangkah 
lebih maju dari pencapaian terkait percepatan penanganan perkara.

MA pula yang punya kewenangan eksekutorial untuk 
mendasarkan mutasi (dan promosi) hakim, serta langkah-langkah 
pembinaan SDM hakim secara keseluruhan pada kinerja nyata 
mereka, khususnya kualitas putusannya.

KY berharap, program Analisis Putusan yang sudah dijalankan 
sejauh ini, serta publikasi hasilnya dalam seri buku yang diluncurkan 
ini, bisa mendorong dan menggerakkan kedua lembaga untuk 
bergandeng tangan lebih erat dan bekerja lebih nyata mewujudkan 
peradilan yang mandiri dan bersih, serta independen dan akuntabel, 
yang putusan-putusannya dihormati, layak dibanggakan dan bahkan 
bisa jadi rujukan dunia.

Jakarta, 17 Desember 2024
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ABSTRAK

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nama Penggugat 
Aleta Salomi Derica Kale-Pa Nomor 190/Pdt.G/2018/
PN.Kpg., mengenai hibah harta bersama. Isu Hukum yang 

diangkat dalam analisis ini adalah: Bagaimana analisis penetapan 
harta bersama pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg? 
Dan bagaimana hibah dan penguasaan atas obyek hibah dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pada Putusan 
Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg? Metode yang digunakan dalam 
analisis ini adalah Metode IRAC yang merupakan metode penalaran 
hukum dengan analisis issue (I), rule of law (R), argument (A), dan 
conclusion (C). Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan 
tersebut adalah untuk menentukan obyek hibah yang dalam hal 
ini berupa tanah merupakan harta bersama, maka langkah awal 
hakim adalah membuktikan bahwa penggugat dan pemilik tanah 
merupakan suami istri yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan. 
Kemudian pembuktian selanjutnya terkait penetapan harta 
bersama yang dibuktikan dengan dokumen jual beli tanah. Terkait 
proses jual beli tersebut, didukung pula berdasarkan keterangan 
saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui 
langsung jual beli tanah tersebut. Hibah dalam Putusan Nomor 190/
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Pdt.G/2018/PN.Kpg telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan 
hukum karena obyek hibah telah terbukti sebagai harta bersama 
yang dihibahkan tanpa persetujuan dari pihak Penggugat selaku 
istri dari pemilik tanah. Dengan demikian, maka hibah tersebut 
dinyatakan bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1666 KUHPerdata 
dan Pasal 584 KUHPerdata. Sehingga berdasarkan dasar hukum 
perdata tersebut, penghibahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak 
berwenang harus dinyatakan batal demi hukum sebagai kebatalan 
absolut dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, menurut 
penelitian amar Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg sudah 
tepat karena pertimbangan-pertimbangan hakim yang sesuai dengan 
bukti konkrit sebagaimana yang diajukan oleh para pihak.
Kata Kunci :Hibah, Harta Bersama, Perbuatan Melawan Hukum.

I. PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG
Perkawinan memiliki arti yang penting dalam kehidupan 

manusia yang merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan 
serta membentuk pondasi yang kuat dalam berumah tangga.1 

Terdapat berbagai peristiwa hukum dalam perkawinan atau selama 
pernikahan sepasang suami istri yang mana peristiwa tersebut 
telah diatur dalam hukum perdata. Salah satu peristiwa hukum 
dalam perkawinan adalah terkait harta bersama. Adapun terkait 
harta bersama ini tidak jarang menimbulkan permasalahan dalam 
perkawinan. Hal tersebut sebagaimana pada Putusan Nomor Nomor 
190/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Penggugat  (Aleta Salomi Derica Kale-Pa) menggugat Para 22  
(dua puluh dua) Tergugat yang merupakan ahli waris dari Yuliana 
kale Supraktikno (Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, Alan Supratikno, 

1 Kartika Septiani Amiri, “Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,” 
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 1, no. 1 (2021): 50, https://doi.org/10.30984/jifl.
v1i1.1639.



ANALISIS PUTUSAN PERDATA 3

Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

DR. IR. Daniel Manongga, Mangi Kota, Johanis Tigor Lay Wie, 
Drs Herman Kaho, Ali Yudi Serang, Siprianus Reda, Arianto Kaho, 
Welhelmince lay Lado Hado, Paulina Uly, Marthina Dadi Haga, 
Baharuddin, Marco Moreira, Matheos NatBais, Yosep Kalelena, 
Dominggus Lena, Martinus Paraede, Kardinan Leonard Kalelena, 
Apriana Lodiana Kalelena, M Moniri, Kasmiana) dan Pihak turut 
tergugat (Silvester Joseph Mambaitfeto, SH/ Mantan notaris/PPAT), 
dalam perkara objek tanah hibah. Penggugat adalah istri yang sah 
dari Benyamin Davidson Kalelena (alm) yang telah meninggal dunia 
dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak. 

Bahwa selain memiliki 6 (enam) orang anak, semasa hidup alm. 
Benyamin Davidson Kalelena dan Penggugat juga memiliki sebidang 
tanah yang terletak di Kota Kupang yang bersertifikat. Tanpa 
sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, Benyamin Davidson 
Kalelena (alm) telah menghibahkan obyek tanah tersebut kepada 
Yuliana Kale Supratikno (almh) tersebut berdasarkan Akta Hibah 
Nomor: 32/ XI/ KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993 yang 
dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Silvester 
Bjoseph Mambaitfeto, SH, / Turut Tergugat.

Kemudian para Tergugat mengajukan eksepsi yang 
menyatakan bahwa gugatan tidak jelas, apakah gugatan kepemilikan 
harta bersama ataukah gugatan kepemilikan tanah warisan dan/
atau gugatan pembatalan hibah. Selain itu, dalil gugatan penggugat 
tidak menguraikan asal-usul tanah sehingga menjadi harta bersama, 
apakah diperoleh melalui jual beli, hibah, pewarisan, sehingga 
menjadi tidak jelas tentang asal-usul tanah obyek sengketa yang 
didalilkan Penggugat sebagai harta bersama tersebut. Sehingga 
gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas mengenai subyek 
Tergugat, obyek sengketa juga tidak jelas serta tidak jelasnya dasar 
gugatan Penggugat, sehingga haruslah dinyatakan tidak sempurna 
dan karenanya tidak dapat diterima. 

Dalam perkara ini hakim, menimbang bahwa: 1) Eksepsi 
Tergugat dapat diterima, maka secara Mutatis Mutandis Tuntutan 
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Provisi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan 
2) Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya perkara 
dibebankan kepada tergugat. Dengan demikian putusan hakim dalam 
perkara perdata (190/Pdt.G/2018/PN.Kpg.) yaitu mengabulkan 
gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan objek tanah yang 
dihibahkan oleh suami penggugat merupakan bagian harta bersama 
dan bentuk peralihan hak berdasarkan akta hibah tersebut adalah 
perbuatan melawan hukum, tidak sah dan batal demi hukum. Adapun 
gambaran singkat perkara tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

B.  RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah 

yang akan dibahas pada analisis Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/
PN.Kpg, adalah bagaimana analisis penetapan harta bersama dan 
proses hibah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum 
pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg?

II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA
Dari segi bahasa harta artinya adalah, “Barang-barang (uang 

dsb) yang menjadi kekayaan.” Sedangkan menurut istilah sesuatu 
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yang dapat dikuasai da diambil manfaatnya secara lazim. Harta 
bersama yaitu “Harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-
sama”, atau “Harta Gono Gini”. Pencaharian bersama suami istri atau 
yang kemudian disebut harta bersama atau harta gono gini ialah 
harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama 
mereka diikat oleh tali perkawinan, hal itu termuat dalam pasal 35 
UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sebenarnya istilah harta bersama 
berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama diseluruh wilayah 
Indonesia. “Dikebanyakan daerah harta yang terdapat selama 
perkawinan menjadi harta bersama.”2

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama 
suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama didalam 
perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau 
sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda 
yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan 
dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa 
dikatagorikan harta bersama.3 Harta bersama yang diperoleh selama 
perkawinan dapat berupah benda berwujud dan tidak berwujud. 
Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, 
benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama tidak 
berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.4

Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan 
perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh 
secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian 
juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung 
adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri 

2 Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di 
Indonesia,” Mizan: Journal of Islamic Law 1, no. 1 (2018): 1–16, https://doi.org/10.32507/
mizan.v1i1.104.

3 Faizal Liky, “Harta Bersama Dalam Perkawinan,” Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat 
Islam 8, no. 2 (2015): 1–26, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/
view/912.

4 Mushafi Mushafi and Faridy Faridy, “Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini 
Pasangan Suami Istri Yang Bercerai,” Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021): 43, https://doi.
org/10.47268/ballrev.v2i1.473.
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atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau 
suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi 
masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan. Harta bersama 
adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung 
sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau 
putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan 
Pengadilan. Harta bersama meliputi:5 

1)  Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; 
2)  Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau 

warisan apabila tidak ditentukan demikian; 
3)  Utang-utang yang timbul selama perkawinan 

berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi 
masing-masing suami-istri.

B. HIBAH DALAM KONTEKS HUKUM PERDATA
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan 
dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma 
dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu 
benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan 
itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu 
pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, yaitu si 
penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak 
mempunyai kewajiban.6 

Dari pengertian diatas dapat diketahui unsur-unsur hibah 
yaitu: Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan 
cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima 
hibah. Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai 

5 Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan 
Dan KUH Perdata,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 4 (2017): 445, https://doi.
org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461.

6 Faizah Bafadhal, “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan 
Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 
(2013): 16–32.
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maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah. Objek 
perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik 
berada berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun 
benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah. 
Hibah tidak dapat ditarik kembali dan hibah harus dilakukan dengan 
akta notaris. Hibah merupakan salah bentuk dari perjanjian yang 
dilakukan dengan cuma-cuma karena salah satu pihaknya tidak 
memberikan imbalan atau prestasi. Perjanjian ini sering disebut 
dengan perjanjian sepihak.7

Hibah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak 
kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Ada beberapa 
bentuk perbuatan hukum pemindahan hak selain dilakukan dengan 
cara hibah, diantaranya jual beli, tukar menukar, pemberian menurut 
adat, pemasukan dalam perusahaan (inbreng) dan hibah wasiat 
(legaat). Pemindahan hak dilakukan pada waktu pemegang haknya 
masih hidup dan merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai, 
kecuali hibah wasiat. Tunai berarti ketika dilakukannya perbuatan 
hukum tersebut, maka haknya telah berpindah kepada pihak lain.8

III. PEMBAHASAN

A. ANALISIS PENETAPAN HARTA BERSAMA PADA 
PUTUSAN NOMOR 190/PDT.G/2018/PN.KPG
Dari uraian pada latar belakang sebelumnya, maka dapat 

terlihat yang menjadi pokok persoalan pada Putusan Nomor 190/
Pdt.G/2018/PN.Kpg karena obyek yang dihibahkan merupakan harta 
bersama. Namun penghibahan tidak disetujui oleh salah satu pihak 
yang dalam hal ini adalah pihak Penggugat selaku istri dari penghibah 
atau salah satu pemilik harta bersama. Sebelum hakim menetapkan 
bahwa hibah dan penguasaan atas obyek hibah merupakan perbuatan 

7 Wahyu Azikin, “Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi 
Hukum Islam,” Meraja Journal 1, no. 3 (2018): 83.

8 Suisno Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan 
Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam ( Khi ) Dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata,” Jurnal Independent 5, no. 1 (2017): 16, https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66.
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melawan hukum, maka terlebih dahulu hakim harus membuktikan 
bahwa obyek hibah tersebut merupakan harta bersama. 

Untuk menentukan obyek hibah yang dalam hal ini berupa 
tanah merupakan harta bersama, maka langkah awal hakim adalah 
membuktikan bahwa penggugat dan pemilik tanah merupakan suami 
istri. Pembuktian ini diperlukan karena para Tergugat menyatakan 
perkawinan antara Penggugat dan pemilik tanah tidak sah. Terkait 
hal tersebut Penggugat membuktikan dengan Surat Nikah dari GPIB 
Maranatha-Surabaja No. 07/72, atas nama Benjamin Davidson 
Kalelena dan Aletha Salomi Pa tertanggal 27 April 1972. Kemudian 
bukti lainnya berupa Surat Keterangan Pemberkatan Perkawinan 
Nomor 0163/MJ-Mar/17-20/IX/2018 tertanggal 18 September 
2018. Sehingga terungkap fakta bahwa benar Penggugat dengan 
Benyamin Davidson Kalelena (pemilik tanah obyek hibah) telah 
melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada 
tanggal 27 April 1972 di G.P.I.B Maranatha-Surabaya. Kemudian 
berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Konfirmasi Akta Perkawinan 
dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkot Surabaya 
Nomor 474.2 / 10219 / 436.7.13 / 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, 
terungkap fakta bahwa perkawinan tersebut telah tercatat dalam 
Register Akta Perkawinan Nomor : 120/1972 tanggal 27 April 1972 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Selain 
itu, bukti lain berupa Kartu Keluarga/KK No. 245001/00/00047 
dengan Kepala Keluarga: Benyamin Davidson Kalelena, terungkap 
fakta bahwa benar Benyamin Davidson Kalelena dan Penggugat 
tinggal bersama di Kelurahan Kelapa Lima RT 014 RW 005 dengan 
status sebagai Kepala Keluarga (suami), istri, bersama dengan dua 
orang anaknya (hlm. 43).

Kemudian pembuktian selanjutnya terkait penetapan harta 
bersama. Pertimbangan hakim terkait penetapan harta bersama 
yang dalam hal ini adalah obyek tanah sesuai Sertifikat Hak 
Milik, Gambar Situasi berdasarkan bukti berupa foto copy Surat 
Pernyataan Melepaskan Hak, foto copy Surat Keputusan Kepala 
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Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara 
Timur, foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 332/Desa Lasiana. 
Berdasarkan bukti-bukti tersebut kemudian terungkap fakta bahwa 
benar pada tahun 1990 Benyamin Davidson Kalelena telah terbukti 
melangsungkan perkawinan yang sah dengan Penggugat sejak tahun 
1972, telah membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 M2 
dari Ny. Angke Ndun Rassa dan pembelian tersebut telah ditindak 
lanjuti dengan permohonan hak milik, hingga akhirnya diterbitkan 
Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Desa Lasiana tertanggal 27 Juli 
1991, Gambar Situasi Nomor: 2033/1990, tanggal 2 - 10 - 1990, 
seluas 19.560 M2 (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh meter 
persegi) atasnama Benyamin Davidson Kalelena (hlm. 48). 

Terkait proses jual beli tersebut, didukung pula berdasarkan 
keterangan saksi Yance Thobias Messakh yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa saksi mengetahui langsung jual beli tanah 
antara Angke Ndun Rassa dengan Benyamin Davidson Kalelena yang 
saat itu bersama Penggugat sebagai Istrinya, karena saksi melihat 
saat pembayarannya dan saksi melihat ketika menerima uang 
pembayaran tanah yang kadang dilakukan oleh Penggugat (hlm. 49).

Berdasarkan pertimbangan yang didasarkan atas penilaian 
terhadap kekuatan bukti-bukti para pihak tersebut, maka Penggugat 
telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sesuai 
Sertifikat Hak Milik adalah Harta Bersama Penggugat dengan 
Benyamin Davidson Kalelena (alm), sedangkan Para Tergugat tidak 
cukup untuk membuktikan dalil bantahannya kalau tanah tersebut 
bukan Harta bersama Penggugat. Dari bukti-bukti yang diajukan 
Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak memiliki bukti kuat 
untuk membantahnya. Para Tergugat dengan bukti-buktinya dinilai 
tidak saling mendukung dan bertentangan / tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan terkait, dinilai tidak cukup untuk 
dapat membuktikan dalil bantahannya (hlm. 46).

Pembuktian sesuai prinsip umum pembuktian yang dianut 
dalam acara Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup 
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kebenaran formil (formeel waarheid). Sehingga berbeda halnya dengan 
sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mendasarkan 
pada batas minimum alat bukti serta mendasarkan pada keyakinan 
hakim, dalam acara perdata tidak dituntut keyakinan hakim. Hakim 
tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci 
ditolak atau dikabulkannya suatu dalil yang diajukan oleh para 
pihak harus dan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber 
dari kekuatan alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh masing-
masing pihak.9 Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam 
yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1822 K/
Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum “bahwa bertitik 
tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai 
pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat”.

B. HIBAH DAN PENGUASAAN ATAS OBYEK HIBAH 
DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN 
HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR 190/PDT.G/2018/
PN.KPG
Sebagaimana yang telah disebutkan pada tinjauan pustaka 

sebelumnya terkait hibah dalam konteks hukum perdata, maka hibah 
merupakan peristiwa hukum yang diatur dalam KUHPerdata. Dengan 
kata lain, peristiwa hukum hibah yang benar telah diatur dalam 
ketentuan hukum. Kemudian jika peristiwa hibah dikategorikan 
sebagai perbuatan melawan hukum, maka telah terjadi pelanggaran 
dalam ketentuan hukum pada proses hibah tersebut. Hal tersebut 
sebagaimana dapat terlihat pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/
PN.Kpg dengan Penggugat Aleta Salomi Derica Kale-Pa. 

Proses hibah dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg 
telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan 
putusan tersebut, hibah dapat dinyatakan sebagai perbuatan 
melawan hukum karena obyek hibah tersebut dikategorikan sebagai 

9 Ahmad Mathar, “Penilaian Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama,” Hukum 
Keluarga Islam 2, no. 1 (2022): 1–19.
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harta bersama. Obyek hibah dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/
PN.Kpg merupakan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan 
Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dahulu Kabupaten 
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (hlm. 13). Kemudian 
tanah tersebut dihibahkan kepada kepada Tergugat Yuliana kale 
Supraktikno, namun hibah tersebut tidak diketahui pihak Penggugat 
selaku istri dari pemilik tanah yaitu Benjamin Davinson Kale Lena. 
Dengan demikian, maka hibah tersebut dinyatakan bertentangan 
dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, Pasal 1666 KUHPerdata dan Pasal 584 KUHPerdata 
(hlm. 14). 

Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa “Mengenai harta 
bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua 
belah pihak”. Berdasarkan pasal ini, harta bersama dalam perkawinan 
adalah harta yang diperoleh suami istri salama dalam ikatan 
perkawinan.10 Hal ini berarti harta bersama dapat dikelola bersama-
sama suami dan isteri namun dalam setiap perbuatan hukum yang 
menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah 
pihak.11 Sehingga dengan dinyatakannya proses hibah pada Putusan 
Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg sebagai perbuatan melawan 
hukum karena obyek hibah merupakan harta bersama, yang mana 
dalam pengelolaannya harus dilakukan bersama antara kedua belah 
pihak. Sedangkan pada Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 
Penggugat sebagai salah satu pemilik obyek hibah tidak dilibatkan 
dalam pengelolaan harta yang dihibahkan kepada Tergugat. 

Kemudian terkait hibah sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 1666 KUHPerdata. Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan 
bahwa proses hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang 

10 John Kenedi, “PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DENGAN HARTA BAWAAN 
KETIKA TERJADI PERCERAIAN,” Manhaj Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 
1 (2018): 92–106.

11 Herni Widanarti, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan 
(Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.),” Diponegoro Private 
Law Review 2, no. 1 (2018): 161–69.
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penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat 
menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima 
penyerahan barang itu. Sehingga KUHPerdata hanya mengakui 
hibah antara orang-orang yang masih hidup. Berdasarkan Pasal 1666 
KUHPerdata tersebut, saat masih hidup memberikan hibah kepada 
anaknya dapat dibenarkan dan cukup memiliki alasan hukum. Dalam 
pemberian hibah, sepanjang harta yang dihibahkan adalah miliknya 
sendiri, maka hibah tersebut adalah sah secara hukum.12 Berdasarkan 
Pasal 1666 KUHPerdata, pemberian itu seketika mengikat dan tidak 
dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak 
sebagai suatu perjanjian. Sehingga memiliki perbedaan sifat dari 
suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu pewarisan yang baru 
memperoleh kekuatan mutlak.13 Kemudian terkait Putusan Nomor 
190/Pdt.G/2018/PN.Kpg, obyek hibah bukan milik sendiri melainkan 
harta bersama yang harus dikelola oleh suami isteri. Sehingga dengan 
adanya penghibahan tanpa persetujuan istri yang dalam hal ini 
penggugat, maka dapat dikatakan penghibahan tersebut merupakan 
perbuatan melawan hukum.

Selain itu, Pasal 584 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 
hak milik atas suatu barang tidak bisa diperoleh dengan cara lain 
melainkan dengan pengambilan atau pengakuan untuk dimiliki, 
karena perlekatan, karena lewat waktu atau daluarsa, karena 
pembagian waris, baik sesuai dengan undang-undang ataupun 
dengan pewasiatan, dan juga dengan menyerahkan barang (levering) 
berlandaskan sebuah peristiwa perdata dalam pemindahan hak milik 
serta dilakukan oleh seseorang pemilik hak yang patut berbuat pada 
benda itu.14 Mengenai sifat limitatif dari Pasal 584 KUH Perdata, 
para ahli hukum di Indonesia mengemukakan beberapa pendapat. 

12 Apri Rotin Djusfi and Jumadi Winata, “Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata,” Jurnal Ius Civile 2, no. 2 (2018): 109–21.

13 Reza Fahlepy et al., “Status Peralihan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Hibah Di 
Bawah Tangan,” Jurnal De Jure 13, no. April (2021): 107.

14 Ghifara Ayudia Ramadhanty, “Peralihan Hak Milik Atas Barang Melalui Jual Beli Online Dengan 
Sistem Cash On Delivery,” Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2 (2021): 361, https://doi.org/10.30652/
jih.v10i2.8060.
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Beberapa ahli hukum Indonesia berpendapat bahwa terdapat cara 
perolehan hak milik lainnya, yaitu seperti melalui percampuran 
harta, penciptaan benda baru atau peleburan berbagai benda yang 
melahirkan suatu benda baru 15 

Kemudian terkait Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 
penghibahan tanah kepada Tergugat ternyata dilakukan sendiri 
oleh Benyamin Davidson Kalelena tanpa ada persetujuan Penggugat 
sebagai Istrinya yang sah. Sedangkan telah terbukti bahwa 
tanah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam 
perkawinan Penggugat dengan Benyamin Davidson Kalelena (alm) 
sehingga didalamnya terdapat hak kepemilikan bersama secara 
kolektif. Maka dengan mendasarkan pada ketentuan hukum Pasal 
36 ayat 1 UU Perkawinan dan Pasal 1666 KUH Perdata serta Pasal 
584 KUH Perdata tersebut diatas, penghibahan tersebut dinilai telah 
dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk berbuat secara 
bebas (Benyamin Davidson Kalelena seorang diri tanpa persetujuan 
Istri) terhadap obyek yang dihibahkan yakni tanah yang merupakan 
Harta Bersama. 

Sehingga berdasarkan dasar hukum perdata tersebut, 
penghibahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang harus 
dinyatakan batal demi hukum sebagai kebatalan absolut dengan 
segala akibat hukumnya. Penguasaan obyek tanah tersebut oleh 
seluruh tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya baik 
secara langsung maupun tidak langsung tanpa adanya persetujuan 
dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa 
alasan hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum 
serta merugikan Penggugat (hlm. 61).

Dengan ditetapkannya hibah pada Putusan Nomor 190/
Pdt.G/2018/PN.Kpg batal demi hukum, maka peristiwa hibah 
tersebut dianggap tidak ada sejak semula (null and void) dan 

15 Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, and Dewi Bella Juniarti, “An 
Essential Elements in Virtual Land Buying Transactions as Digital Asets in Metaverse Based 
Onn Indonesian Positive Law,” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 3, no. 1 
(2023): 40–59, https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57585.
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dikembalikan kepada keadaan semula (Ex Tunc). Maka konsekuensi 
hukumnya bahwa secara mutatis mutandis segala bentuk peralihan 
hak beserta hak-hak yang timbul atas suatu peristiwa perdata yang 
dinyatakan Batal Demi Hukum. Dikarenakan segala bentuk peralihan 
hak beserta hak-hak yang timbul atas suatu keadaan yang batal demi 
hukum dan menurut hukum dianggap tidak sah dan batal demi 
hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka 
konsekuensi hukumnya adalah Para Tergugat atau siapapun yang 
mendapat hak tanah dari obyek sengketa harus mengembalikan 
tanah tersebut kepada kepada keadaan semula (ex tunc) yakni sebagai 
Harta Bersama milik Penggugat dengan Benyamin Davidson Kalelena 
(alm) yang belum dibagi, dan para pihak yang berkepentingan dapat 
melakukan negosiasi kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak 
dan berwenang terhadap kepemilikan tanah sengketa ataupun 
mengajukan upaya hukum lain tersendiri kepada pemberi hak yang 
tidak berwenang apabila merasa dirugikan (hlm. 57).

IV. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Atas Nama H. Aleta 
Salomi Derica Kale-Pa Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg mengenai 
hibah harta bersama. Untuk menentukan obyek hibah yang dalam 
hal ini berupa tanah merupakan harta bersama, maka langkah awal 
hakim adalah membuktikan bahwa penggugat dan pemilik tanah 
merupakan suami istri yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan. 
Kemudian pembuktian selanjutnya terkait penetapan harta Bersama 
yang dibuktikan dengan dokumen jual beli tanah. Terkait proses 
jual beli tersebut, didukung pula berdasarkan keterangan saksi yang 
pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui langsung jual 
beli tanah tersebut. Hibah dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/
PN.Kpg telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena 
obyek hibah telah terbukti sebagai harta bersama. Kemudian obyek 
hibah tersebut dihibahkan kepada kepada Tergugat Yuliana kale 
Supraktikno, namun hibah tersebut tidak diketahui pihak Penggugat 
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selaku istri dari pemilik tanah. Dengan demikian, maka hibah tersebut 
dinyatakan bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1666 KUHPerdata 
dan Pasal 584 KUHPerdata. Sehingga berdasarkan dasar hukum 
perdata tersebut, penghibahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak 
berwenang harus dinyatakan batal demi hukum sebagai kebatalan 
absolut dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, menurut 
penelitian amar Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg sudah 
tepat karena pertimbangan-pertimbangan hakim yang sesuai dengan 
bukti konkrit sebagaimana yang diajukan oleh para pihak.

5
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ABSTRAK

Hukum adat Bali memiliki karakteristik yang sangat 
unik. Hukum adat di Bali tidak hanya berfungsi sebagai 
seperangkat aturan hukum formal, tetapi juga sebagai 

pedoman yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum 
adat Bali diihidupkan oleh prinsip-prinsip unik seperti kekeluargaan, 
gotong royong, dan keadilan. Banyak tanah di beberapa desa adat 
tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat adat. Salah 
satunya di Desa Adat Semate. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 
Penggugat berdasarkan pada hasil paruman Krama Desa, telah 
membentuk panitia untuk melakukan pendataan tanah-tanah PKD 
yang ada di Desa Adat Semate, dan untuk mengembalikan pengusaan 
tanah PKD ke Desa Adat Semate dari pihak - pihak yang tidak 
memiliki hak berdasarkan hukum adat dan awig-awig Desa Adat 
Semate. Mendengar tentang rencana pendataan tersebut, tiba-tiba 
Pihak Tergugat I meletakkan bahan-bahan bangunan di salah satu 
tanah PKD yang dulunya adalah dikuasai oleh I Nyarikan (Alm) yaitu 
tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan 
meter persegi) terletak di Banjar Semate, Kelurahan, Abianbase, 
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Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang kemudian disebut 
dengan tanah sengketa. Rumusan masalah dalam kepenulisan ini 
ialah bagaimana penerapan asas – asas pokok hukum adat dalam 
pertimbangan hukum terkait putusan hakim terkait tanah desa 
adat semate. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian 
hukum normatif. Hasil pembahasan dan kesimpulannya nya 
ialah Penerapan asas-asas hukum adat dalam putusan tersebut 
memberikan dua dampak kunci, yaitu kepastian hukum dan 
keadilan. Pertama, putusan tersebut menciptakan kepastian hukum 
dengan mengakui dan mempertimbangkan asas-asas hukum adat 
yang berlaku di Desa Adat Semate. Hal ini memberikan dasar hukum 
yang jelas untuk kepemilikan tanah PKD, yang merupakan langkah 
penting dalam menjaga ketertiban hukum. Kedua, putusan tersebut 
menciptakan keadilan dengan menghormati hak-hak Krama 
Desa dan mempertimbangkan aspek agama dalam penyelesaian 
sengketa tanah. Hakim dengan bijak mempertimbangkan berbagai 
faktor yang memengaruhi penyelesaian sengketa dan menciptakan 
keseimbangan yang adil antara hak-hak berbagai pihak yang terlibat.
Kata Kunci: Desa adat semante. Hukum adat, Hukum kebiasaan. 

I.  PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Tanah adat Bali memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual 
yang tinggi bagi masyarakat Bali. Tanah adat ini diatur oleh sistem 
hukum adat yang berbeda dengan sistem hukum nasional. Dalam 
beberapa kasus, terdapat upaya untuk menguasai tanah adat Bali 
yang melawan hukum adat dan hukum nasional.1 Hukum nasional 
Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat 
adat, termasuk hak atas tanah adat. Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 
dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

1 Dewa Gede Agung Satria Yoga Purnama and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Desa Adat Dalam 
Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah,” Acta Comitas 4, no. 2 (2019), https://
doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p16.
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Manusia (HAM) mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, 
termasuk hak atas tanah adat. Usaha untuk menguasai tanah adat 
Bali secara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi 
pihak lain.2

I Gede AB Wiranata mengemukakan bahwa hukum adat Bali 
memiliki karakteristik yang sangat unik. Hukum adat di Bali tidak hanya 
berfungsi sebagai seperangkat aturan hukum formal, tetapi juga sebagai 
pedoman yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum 
adat Bali diihidupkan oleh prinsip-prinsip unik seperti kekeluargaan, 
gotong royong, dan keadilan. Dalam konteks hukum tanah adat, I 
Gede AB Wiranata menggarisbawahi pentingnya kedudukan tanah di 
Bali. Tanah di Bali bukan sekadar harta benda biasa, tanah dianggap 
sebagai sumber kehidupan dan tempat tinggal bagi roh nenek moyang. 
Oleh karena itu, pemahaman dan perlindungan hak-hak atas tanah 
adat menjadi sangat penting bagi masyarakat adat tersebut.3

Fakta hukum Dalam putusan nomor : 723/Pdt.G/2016/PN 
Dps Penggugat  I Gede Suryadi, S.H selaku bendesa adat semate 
menggugat Para Tergugat Andreas Wayan Wenes (Tergugat I), 
Fransiskus I Nyoman Mertawan (Tergugat II), Anthonius I Made 
Restika ( Tergugat III) dalam perkara tanah adat. Duduk perkara 
gugatan pada awal bulan Agustus 2016 Penggugat berdasarkan 
pada hasil paruman Krama Desa, telah membentuk panitia untuk 
melakukan pendataan tanah-tanah Pekarangan Desa (PKD) yang ada 
di Desa Adat Semate, dan untuk mengembalikan pengusaan tanah 
PKD ke Desa Adat Semate dari pihak - pihak yang tidak memiliki hak 
berdasarkan hukum adat dan awig-awig Desa Adat Semate.4 

2 Rahman Amin, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata, I (Sleman: Deepublish, 
2020)

3 Sigit Sapto Nugroho, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung, 2016.
4 M.H. Ni Made Purnami, S.H., M.H; I Gde Ginarsah, S.H; I Ketut Suarta, S.H., “Putusan 

Pengadilan Negeri Denpasar723/Pdt.G/2016/PN Dps” (Denpasar, 2016).
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Mendengar tentang rencana pendataan tersebut, tiba-tiba 
Pihak Tergugat I meletakkan bahan-bahan bangunan di salah satu 
tanah PKD yang dulunya tanah sengketa tersebut dahulu dikuasai oleh 
I Nyarikan (alm), sebagai krama Desa Adat Semate yang menerima 
hak dan kewajiban dan sanggup mengayah atas tanah milik Desa 
Adat (tanah PKD) yang menjadi obyek sengketa, dan selanjutnya 
oleh karena I Nyarikan tidak mempunyai anak keturunan/putung, 
kemudian setelah I Nyarikan (alm) meninggal, penguasaan obyek 
sengketa sempat dilakukan oleh I Made Semir (alm) sampai dengan 
tahun 1966. Bahwa kemudian pada tahun 1966 I Made Semir bersama 
keluarga ber transmigrasi ke Manado, Sulawesi Utara sehingga sejak 
itu sesuai dengan awig - awig Desa Adat Semate tanah obyek sengketa 
kembali dibawah penguasaan Desa Adat Semate. 

Untuk memastikan bahwa tanah sengketa yang di diakui milik 
Tergugat I tersebut adalah merupakan tanah PKD milik Desa Adat 
Semate, Penggugat mengirimkan surat tertanggal 15 Agustus 2016 
pada Dinas Pendapatan Daerah atau  Sedahan Agung Kabupaten 
Badung, dan Pada tanggal 23 Agustus 2016 Pihak Dinas Pendapatan 
Daerah atau Sedahan Agung Kabupaten Badung telah memberikan 
informasi peta blok daftar ringkas objek pajak tanah PKD di kelurahan 
Abianbase. Dari surat tersebut diterangkan bahwa objek tanah 
sengketa adalah termasuk dalam daftar objek pajak tanah PKD Banjar 
Semate dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.020.016.002- 
0042.0,seluas :659 M2, tercatat atas nama Andreas I Wayan (Tergugat 
l). Setelah dipastikanya bahwa tanah objek sengketa merupakan 
tanah Pekarangan Desa (tanah PKD) Adat Semate, maka pada tanggal 
2 Oktober 2016, Warga Desa Adat Semate hendak mengadakan 
persembahyangan (ngatur piuning) di pelinggih yang ada di objek 
tanah sengketa, namun dihalangi oleh Para Tergugat dengan 
menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat.
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Ilustrasi Kasus

 

Masyarakat adat Semate yang diwakili oleh Penggugat merasa 
dirugikan baik secara materiil dan immaterial terhadap penguasaan 
tanah tanpa hak yang dilakukan oleh para tergugat, sehingga 
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan 
Negeri Denpasar untuk mendapatkan kembali hak atas tanah yang 
dikuasai oleh para tergugat. 

B. RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah dalam kepenulisan ini ialah: Bagaimana 

penerapan asas – asas pokok hukum adat dalam pertimbangan 
hukum terkait putusan hakim terkait tanah desa adat semate dapat 
diterapkan dalam putusan nomor : 723/Pdt.G/2016/PN ? 

II.  TINJAUAN PUSTAKA
A. KONSEP HUKUM ADAT

Hukum adat, dalam pengertian umum, merujuk pada aturan-
aturan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 
tertentu secara organik, sejalan dengan budaya, tradisi, dan nilai-
nilai yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Van Vollenhoven 
mengklasifikasikan hukum adat menjadi dua kategori utama: hukum 
adat istiadat (customary law) dan hukum adat pribumi (indigenous 
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law).5 Hukum adat istiadat merujuk pada aturan-aturan yang 
mengatur aspek-aspek kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, 
seperti pernikahan, pertanian, dan upacara adat. Sementara hukum 
adat pribumi lebih menekankan pada aturan-aturan yang berkaitan 
dengan kepemilikan tanah, warisan, dan peralihan harta.

Menurut Ter Haar, hukum adat memiliki peran sentral dalam 
mengatur masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa hukum adat adalah 
aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan harta 
kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari generasi 
pada generasi berikutnya. Dalam konteks ini, hukum adat berperan 
sebagai kerangka hukum yang mengatur warisan, hak kepemilikan, 
dan tanggung jawab dalam masyarakat yang mengamalkannya. 
Dalam banyak masyarakat yang mengikuti hukum adat, warisan dan 
peralihan kekayaan sering kali dipandang sebagai suatu tanggung 
jawab sosial. Ini berarti bahwa individu dan keluarga tidak hanya 
memiliki hak atas warisan, tetapi juga memiliki tanggung jawab 
untuk mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai budaya yang 
terkandung dalam warisan tersebut. Oleh karena itu, hukum 
adat menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta 
mengakui pentingnya menjaga kontinuitas budaya.6

Salah satu aspek yang sangat penting dari konsep hukum 
adat menurut Ter Haar adalah perannya dalam pemeliharaan 
identitas budaya. Hukum adat berfungsi sebagai alat untuk menjaga 
keberlanjutan tradisi, nilai-nilai, dan pengetahuan budaya yang telah 
ada selama berabad-abad. Ini sangat relevan dalam era globalisasi 
di mana budaya-budaya tradisional sering kali terancam oleh 
pengaruh luar. Dalam hal ini, hukum adat berfungsi sebagai penjaga 
nilai-nilai budaya yang menjadi inti dari identitas masyarakat yang 
mengamalkannya. Ini juga mencerminkan salah satu prinsip hukum 

5  Sri Walny Rahayu and (et.al), “DINAMIKA HUKUM ADAT ; KONTRIBUSI PEMIKIRAN KE 
ARAH PEMBANGUNA HUKUM ADAT Di INDONESIA. ,” Buku Referensi 1, no. 1 (2018).

6 M Yazid Fathoni, “PERAN HUKUM ADAT SEBAGAI PONDASI HUKUM PERTANAHAN 
NASIONAL DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu 
Hukum 5, no. 2 (2021), https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p219-236.



ANALISIS PUTUSAN PERDATA 23

         
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

adat yang penting, yaitu prinsip keberlanjutan (sustainability). 
Dengan menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya, masyarakat yang 
mengamalkan hukum adat dapat memastikan bahwa warisan budaya 
mereka tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang.

Hukum adat memiliki pandangan yang sangat khusus tentang 
hubungan antara masyarakat yang mengikuti hukum adat dengan 
tanah yang mereka tempati. Menurut hukum adat, ikatan antara 
masyarakat hukum adat dan tanah yang mereka huni sangat kuat dan 
memiliki aspek spiritual. Dalam konteks ini, masyarakat hukum adat 
memiliki hak untuk menguasai, memanfaatkan, mengambil hasil dari 
tanah tersebut, seperti tumbuh-tumbuhan dan berburu binatang yang 
ada di sana. Hak ini sering disebut sebagai “beschikkingsrecht” oleh van 
Vollenhoven, dan kemudian diterjemahkan sebagai hak ulayat.7 

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur 
panduan penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat 
menyatakan bahwa tanah ulayat adalah area tanah yang memiliki 
hak ulayat yang sah bagi suatu kelompok masyarakat hukum adat 
tertentu di atasnya.Hak ulayat dapat dijelaskan sebagai kewenangan 
yang diakui oleh hukum adat untuk masyarakat hukum adat tertentu 
atas wilayah tertentu di mana mereka tinggal. Ini melibatkan 
pengambilan manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, 
di dalam wilayah tersebut. Hak ini berasal dari hubungan turun-
temurun, baik secara fisik maupun spiritual, antara masyarakat 
hukum adat dan wilayah yang mereka huni, yang berperan penting 
dalam kelangsungan hidup dan kehidupan mereka. Hubungan ini 
tidak pernah terputus seiring berjalannya waktu.

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan, “Setiap perbuatan 

melawan hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si 

7 Zuhdi Arman and Daria Daria, “Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam 
Pembangunan Sistem Hukum Indonesia,” TERAJU 4, no. 01 (2022), https://doi.org/10.35961/
teraju.v4i01.423.
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pelaku, mengharuskan dia untuk mengganti rugi kerugian yang 
ditimbulkannya.” Pasal ini menyiratkan beberapa elemen penting yang 
harus dipahami dalam konsep perbuatan melawan hukum. Pertama, 
perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan 
dengan hukum. Ini bisa berarti pelanggaran terhadap hukum 
perdata, pidana, atau hukum lainnya. Dengan kata lain, perbuatan 
tersebut adalah tindakan yang tidak sah menurut norma-norma 
hukum yang berlaku. Kedua, perbuatan melawan hukum harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.8 Artinya, pelaku perbuatan 
tersebut harus bertanggung jawab atas tindakannya, baik secara 
individu maupun dalam kapasitas hukum tertentu. Ini mencakup 
orang pribadi, perusahaan, atau lembaga lain yang dapat diidentifikasi 
sebagai pelaku perbuatan.Ketiga, jika terdapat perbuatan melawan 
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, maka 
pelaku tersebut harus mengganti rugi kerugian yang ditimbulkannya. 
Prinsip ini menggarisbawahi bahwa hukum memberikan perlindungan 
kepada pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan 
hukum, dan pelaku harus menanggung akibat tindakannya tersebut.

a)  Dalam mendalami konsep perbuatan melawan hukum, 
penting untuk memahami prinsip-prinsip yang 
mendasarinya. Prinsip-prinsip ini membantu untuk 
mengklasifikasikan tindakan-tindakan sebagai perbuatan 
melawan hukum dan menentukan tanggung jawab 
hukum pelakunya. Beberapa prinsip utama meliputi9: 

b)  Melanggar Hak Orang Lain
  Prinsip ini mengatakan bahwa perbuatan melawan 

hukum adalah tindakan yang merugikan atau melanggar 
hak orang lain. Hak-hak ini dapat meliputi hak properti, 

8 “PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM 
PERDATA,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (2020), https://doi.org/10.35968/
jh.v11i1.651.

9 Robyanugrah and Raja Desril, “KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM 
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA,” JOURNAL EQUITABLE 6, no. 1 
(2021), https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683.
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hak pribadi, atau hak kontraktual. Penting untuk dicatat 
bahwa hak-hak ini harus sah dan diakui oleh hukum.

c)  Kausa Proxima
  Prinsip ini menekankan pentingnya adanya hubungan 

sebab-akibat yang langsung antara perbuatan 
melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkannya. 
Dalam arti lain, pelaku perbuatan harus dapat 
dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi 
sebagai akibat langsung dari tindakannya.

d)  Sifat Objektif
  Prinsip ini menekankan bahwa penilaian terhadap 

apakah suatu tindakan adalah perbuatan melawan 
hukum harus didasarkan pada standar objektif yang 
mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku. 
Artinya, penilaian tersebut tidak boleh dipengaruhi oleh 
niat subjektif pelaku.

e)  Tanggung Jawab
  Prinsip ini menegaskan bahwa pelaku perbuatan melawan 

hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya. Ini 
mencakup tanggung jawab hukum, di mana pelaku harus 
mengganti rugi kerugian yang ditimbulkannya.

C. PERTIMBANGAN HAKIM
Pertimbangan hakim adalah proses intelektual yang 

melibatkan pemikiran mendalam dan penilaian seksama yang 
dilakukan oleh hakim sebelum ia membuat putusan dalam sebuah 
perkara. Proses ini sangat kompleks dan terdiri dari berbagai elemen 
yang memengaruhi pemikiran hakim. Pertimbangan hakim dapat 
didefinisikan sebagai pemikiran dan penilaian yang dilakukan oleh 
hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang didasarkan pada 
fakta-fakta yang ada dalam perkara, hukum yang berlaku, serta 
prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, 
pertimbangan hakim bukanlah sekadar mengambil keputusan secara 
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sembarangan, tetapi merupakan refleksi mendalam atas berbagai 
aspek yang relevan d engan perkara yang dia hadapi.10 

Salah satu elemen yang sangat penting dalam pertimbangan 
hakim adalah fakta-fakta yang ada dalam perkara. Hakim harus 
memahami dengan baik kronologi peristiwa, bukti-bukti yang 
diajukan, dan semua informasi yang relevan terkait dengan 
kasus tersebut. Analisis fakta ini adalah tahap awal dalam proses 
pertimbangan hakim, karena keputusan hakim harus didasarkan pada 
kebenaran materiil yang ada dalam perkara. Selain memahami fakta-
fakta perkara, hakim juga harus menguasai hukum yang berlaku. Ini 
mencakup perundang-undangan, preseden hukum, dan interpretasi 
hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Pengetahuan hukum 
yang mendalam adalah prasyarat utama bagi hakim untuk dapat 
membuat putusan yang berdasarkan pada hukum yang berlaku. 
Pertimbangan hakim tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 
hukum yang berlakaku.11

Hakim harus memastikan bahwa keputusannya akan mencapai 
tingkat keadilan yang sebaik mungkin dalam kasus yang dihadapi. 
Prinsip-prinsip ini mencakup kesetaraan di hadapan hukum, hak-
hak individu yang dilindungi, dan kepentingan umum. Pertimbangan 
hakim harus sejalan dengan prinsip-prinsip ini agar dapat 
menciptakan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah 
prinsip penting dalam sistem hukum yang mengharuskan hukum 
diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Hakim harus 
mempertimbangkan dampak putusannya terhadap stabilitas dan 
kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini, pertimbangan 
hakim tidak boleh menghasilkan putusan yang dapat merusak 
integritas sistem hukum atau menimbulkan ketidakpastian.

10 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, vol. 
261, 2010.

11 I Gede Winartha Indra Bhawana, “INDEPENDENSI DAN IMPARTIALITAS HAKIM 
PERSPEKTIF TEORITIK – PRAKTIK SISTEM PERADILAN PIDANA,” Jurnal Magister Hukum 
Udayana (Udayana Master Law Journal) 5, no. 1 (2016), https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.
v05.i01.p17.
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III.  PEMBAHASAN

Putusan Nomor 723/Pdt.G/2016/PN Dps merupakan sebuah 
kasus perdata yang melibatkan sengketa hak kepemilikan tanah adat 
di Desa Adat Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, 
Kabupaten Badung, Bali. Kasus ini diajukan oleh Penggugat, yang 
merupakan Bendesa Adat Semate, melawan Para Tergugat yang 
semuanya adalah wiraswasta. Putusan ini mempertimbangkan 
berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 
1945), Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017, Peraturan 
Daerah (Perda) 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria (UUPA), Pasal II Ayat 1 Konversi UUPA, dan peraturan 
perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa.

Pertimbangan hakim dalam Putusan sangat relevan dengan 
pasal-pasal UUD 1945 yang menjamin pengakuan, penghormatan, 
dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, 
termasuk hak kepemilikan atas tanah adat. Dalam konteks kasus ini, 
Desa Adat Semate adalah sebuah komunitas masyarakat adat yang 
memiliki hak atas tanah adat. Hakim mengakui bahwa hukum adat 
Bali dan hukum adat Hindu mengakui hak kepemilikan tanah adat oleh 
desa adat. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara 
mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat di seluruh 
Indonesia sesuai dengan perkembangannya. Hakim dalam Putusan 
dengan tegas menghormati hak-hak masyarakat adat Bali, termasuk 
hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate. Pengakuan ini 
menguatkan argumentasi hukum Penggugat dalam kasus ini bahwa 
tanah tersebut adalah tanah adat yang diakui oleh hukum adat Bali.12 

Merujuk pada Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 
setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. 

12 Putu Maria Ratih Anggraini and I Wayan Titra Gunawijaya, “Hukum Adat Kekeluargaan Dan 
Kewarisan Di Bali,” Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu 2, no. 1 (2018).
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Dalam konteks ini, perlindungan hak kepemilikan tanah adat oleh 
Desa Adat Semate juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk 
menjaga lingkungan hidup yang sehat dan keberlanjutan ekosistem 
yang terkait dengan tanah adat tersebut.13 

Pasal 1365 KUHPerdata mengacu pada tindakan yang dianggap 
melawan hukum. Dalam kasus ini, tindakan pengambilalihan tanah 
adat Desa Adat Semate oleh para tergugat dapat dianggap sebagai 
tindakan melawan hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa 
tanah tersebut merupakan bagian dari tanah adat Desa Adat Semate, 
yang diakui oleh hukum adat Bali dan hukum adat Hindu. Tindakan 
pengambilalihan tersebut bertentangan dengan hak-hak masyarakat 
adat dan hukum yang mengatur kepemilikan tanah adat.14

Pasal 1365 KUHPerdata juga menunjukkan bahwa tindakan 
melawan hukum harus menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam 
konteks ini, tindakan pengambilalihan tanah adat oleh para tergugat 
telah merugikan masyarakat adat Semate, yang merupakan pemilik 
sah tanah tersebut menurut hukum adat Bali. Pengambilalihan 
ini telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi 
masyarakat adat Semate. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur 
di atas dan fakta-fakta dalam kasus ini, hakim dapat memutuskan 
apakah Pasal 1365 KUHPerdata dapat diterapkan dan apakah 
para tergugat memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang 
ditimbulkan akibat tindakan mereka dalam menguasai tanah adat 
Semate tanpa hak. Dalam pertimbangan hukum, hakim dapat 
mempertimbangkan penerapan asas-asas hukum adat Bali yang 
relevan dalam kasus ini. Asas-asas seperti prinsip kekeluargaan, 
prinsip gotong royong, dan prinsip keadilan, dapat menjadi panduan 
dalam menilai tindakan melawan hukum para tergugat.15

13 Ni Putu Adnyani, Imam Kuswahyono, and Supriyadi Supriyadi, “Implementasi Pendaftaran 
Hak Atas Tanah Komunal Di Desa Adat Pakraman Bungbungan Bali,” Jurnal Ilmiah Pendidikan 
Pancasila Dan Kewarganegaraan 5, no. 1 (2020), https://doi.org/10.17977/um019v5i1p148-158.

14 I Putu Dody Sastrawan, I Gusti Nyoman Guntur, and Dwi Wulan Titik Andari, “Urgensi 
Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa Di Bali,” Tunas Agraria 1, no. 1 (2018), https://doi.
org/10.31292/jta.v1i1.6.

15 Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti Devi and Arsin Lukman, “Formulasi Perjanjian Sewa Tanah Guna 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan hak kepemilikan 
atas tanah druwe desa sebagai salah satu bentuk hak kepemilikan 
tanah adat. Pasal II Ayat 1 Konversi UUPA juga menegaskan hak 
kepemilikan tanah druwe desa sebagai hak kepemilikan tanah adat 
yang subjeknya adalah desa adat. Dalam Putusan, hakim merujuk pada 
UUPA sebagai dasar hukum yang memberikan pengakuan terhadap 
hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate. Ini menguatkan 
argumen Penggugat bahwa tanah tersebut adalah tanah adat yang 
dilindungi oleh hukum nasional. Namun perlu diketahui UUPA 
mengakui hak kepemilikan tanah adat dalam konteks umum dan 
tidak secara khusus mengatur tentang tanah adat di Bali atau hukum 
adat Bali.16 Oleh karena itu, Putusan lebih lanjut mempertimbangkan 
hukum adat Bali sebagai landasan hukum yang kuat untuk mengakui 
hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 (selanjutnya 
disebut “Keputusan Menteri”) memiliki peran penting dalam 
memperkuat argumen Penggugat dalam Putusan. Keputusan Menteri 
ini menunjuk Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subjek Hak 
Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Ini adalah pengakuan 
resmi terhadap hak kepemilikan tanah adat oleh desa adat di Bali. 
Dalam Putusan, hakim mengacu pada Keputusan Menteri sebagai 
bukti konkret pengakuan pemerintah terhadap hak kepemilikan 
tanah adat oleh desa adat. Penggunaan istilah “Subjek Hak Pemilikan 
Bersama (Komunal) Atas Tanah” menggambarkan pengakuan 
bahwa tanah adat dimiliki bersama oleh komunitas desa adat. Hal 
ini konsisten dengan konsep hukum adat di Bali di mana tanah adat 
dimiliki dan dikelola secara komunal oleh masyarakat adat.17 Regulasi 
ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegaskan hak 

Karya Pada Desa Adat Bali,” Notaire 6, no. 2 (2023), https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.44343.
16 Purnama and Dewi, “Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah.”
17 Ahmad Irzal Fardiansyah et al., “Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia,” 

Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019).
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kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate. Ini juga menciptakan 
dasar hukum yang jelas untuk pengakuan dan perlindungan hak 
kepemilikan tanah adat di tingkat nasional. Dalam Putusan, hakim 
dengan bijak mempertimbangkan Keputusan Menteri sebagai salah 
satu argumen penting dalam mendukung gugatan Penggugat. 

Peraturan Daerah (Perda) 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di 
Bali mengatur kewenangan desa adat dalam pengelolaan tanah adat 
di Bali. Dalam Putusan, hakim merujuk pada Perda ini sebagai dasar 
hukum yang memperkuat klaim Penggugat. Perda ini mengakui dan 
memberikan otoritas kepada desa adat dalam mengelola tanah adat 
mereka. Hal ini mencakup hak untuk menentukan penggunaan, 
pemeliharaan, dan pemanfaatan tanah adat. Dengan merujuk pada 
Perda ini, hakim memberikan pengakuan yang lebih lanjut terhadap 
hak kepemilikan tanah adat oleh Desa Adat Semate. Selain itu, Perda 
ini juga mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur 
penyelesaian sengketa terkait tanah adat. Dalam Putusan, hakim 
mempertimbangkan bahwa desa adat memiliki wewenang untuk 
menyelesaikan sengketa tanah adat sesuai dengan hukum adat dan 
aturan yang berlaku di desa adat tersebut. Hal ini mencerminkan 
pentingnya penyelesaian sengketa secara internal dalam masyarakat 
adat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat Bali.18 

A. KEPEMILIKKAN TANAH ADAT BALI
Perspektif sejarah mengungkapkan bahwa istilah “tanah 

adat” muncul sebagai hasil dari perkembangan sistem hukum yang 
pernah berlaku di Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di masa 
lalu menjadi dasar bagi pengaturan hukum pertanahan di Indonesia 
sebelum diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 
Sejak tahun 1960, hukum pertanahan di Indonesia diatur melalui 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Pasal 5 UUPA 
menegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum 
adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 

18 Ni Made Novi Indah Purnama, “Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat Bali,” 
JURNAL KERTHA WICAKSANA 1, no. 1 (2017).
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negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan 
hukum pertanahan di Indonesia berdasarkan pada hukum adat, yang 
memberikan dasar hukum yang kuat untuk tanah adat.19

Terkait dengan tanah adat di Bali, Windia dan Sudantra 
menjelaskan bahwa tanah yang dimiliki oleh desa adat terbagi 
menjadi tiga jenis utama:

1)  Tanah Druwe Desa, yaitu tanah desa adat yang dimiliki 
secara langsung oleh desa adat, termasuk tanah setra, 
pasar, lapangan, tanah bukti, baai banjar, dan lain 
sebagainya.20 

2)  Tanah Pekaranggan Desa (PKD) yaitu tanah desa adat 
yang dimiliki oleh desa adat namun diberikan kepada 
krama desa adat untuk tempat tinggal. Ukuran luas 
tanah PKD ditentukan oleh desa adat. 

3)  Tanah Ayahan Desa (AYDS) yaitu tanah yang dimiliki 
oleh desa adat dan diberikan kepada krama desa adat, 
yang juga memiliki kewajiban terhadap desa adat.

Selain ketiga jenis tanah adat ini, ada juga yang disebut sebagai 
tanah pura, yang digunakan untuk bangunan pura atau keperluan 
pura. Tanah pura dan tanah adat ini dapat dikategorikan sebagai 
milik desa adat dan harus dikelola oleh desa adat demi kesejahteraan 
krama desa adat. 

Dasar kepemilikan tanah adat oleh desa adat didukung oleh Pasal 
18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Pasal ini mengakui hak tradisional Kesatuan Masyarakat Hukum 
Adat (desa adat), termasuk hak atas tanah yang telah ada sejak desa 
adat tersebut berdiri. Pasal 2 dan Pasal 3 UUPA juga secara eksplisit 
mengakui hak ulayat atau hak desa adat terhadap tanah adat. Dengan 
demikian, hak atas tanah adat oleh desa adat diakui dan dilindungi 
oleh negara. Desa adat memiliki hak tradisional untuk mengelola tanah 

19 Wayan Windia dan Ketut Sudantra, “Pengantar Hukum Adat Bali,” Lembaga Dokumentasi Dan 
Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2006.

20 Sastrawan, Guntur, and Andari, “Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa Di Bali.”
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adatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat 
di Bali memiliki peran yang penting dalam kepemilikan tanah adat.

Peraturan ini mengatur secara jelas dasar kepemilikan atas 
tanah adat oleh desa adat. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/
KEP-19.2/X/2017 juga mengatur tentang penunjukan desa pakraman 
di Provinsi Bali sebagai subjek hak kepemilikan bersama (komunal) 
atas tanah. Pasal-pasal yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi 
Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memiliki peran 
penting dalam mengatur hak kepemilikan bersama (komunal) atas 
tanah oleh Desa Adat di Bali. Dalam konteks ini, Desa Adat di Bali 
merujuk pada entitas budaya dan hukum yang memiliki karakteristik 
khusus di Bali. Pasal 2 ayat (1) menggarisbawahi bahwa Desa Adat 
di Bali memiliki karakteristik yang mencakup wilayah, kedudukan, 
susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, 
tata cara, dan sistem pemerintahan yang diatur dalam peraturan 
daerah ini. Ini mengakui identitas dan otonomi budaya yang unik 
bagi desa-desa adat di Bali. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa Desa 
Adat di Bali memiliki hak kepemilikan bersama (komunal) atas tanah 
yang berada di dalam wilayahnya. Artinya, tanah ini dimiliki bersama 
oleh masyarakat adat di desa tersebut.21

Secara keseluruhan, peraturan ini menegaskan hak-hak dan 
tanggung jawab Desa Adat di Bali dalam menjaga tanah adat dan 
sumber daya alam mereka, serta mengelola potensi pariwisata untuk 
meningkatkan kesejahteraan mereka. Pasal 4 ayat (2) melarang 
penjualan, pemberian hadiah, atau pengalihan hak kepemilikan 
bersama (komunal) atas tanah dalam bentuk apapun. Ini bertujuan 
untuk melindungi dan mempertahankan karakter komunal tanah 
adat. Pasal 4 ayat (3) memberikan fleksibilitas kepada Desa Adat 
di Bali untuk memberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, 
atau hak pakai atas tanah yang berada di dalam wilayahnya 

21 Purnama, “Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat Bali.”
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kepada individu atau badan hukum tertentu, dengan persetujuan 
dari masyarakat adat setempat. Ini memungkinkan pengelolaan 
yang lebih efektif dari sumber daya tanah. Pasal 4 ayat (4) dan (5) 
memberikan wewenang kepada Desa Adat di Bali untuk mengelola 
tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah mereka untuk 
kepentingan masyarakat adat dan pembangunan desa adat. Ini 
mencakup pengelolaan potensi pariwisata (sebagaimana diatur dalam 
Pasal 5) dan penggunaan pendapatan dari sektor pariwisata untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan pembangunan 
desa adat. Dengan demikian, peraturan ini menciptakan kerangka 
kerja yang menghormati dan melindungi tradisi dan budaya unik 
Bali sambil memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan.22

Peraturan ini juga mengatur tentang kewenangan desa 
adat dalam pengelolaan tanah adat di Bali. Hal ini penting untuk 
memastikan bahwa desa adat dapat secara efektif mengelola tanah 
adatnya. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Desa Adat di Bali 
memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli dalam 
mengatur rumah tangganya sendiri. Ini berarti mereka memiliki 
kontrol atas urusan internal mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai 
dan tradisi mereka.

Meskipun penjabaran dalam peraturan perundang-undangan 
tidak mengatur mengenai status desa adat sebagai subyek hukum, 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 memberikan 
kejelasan mengenai status desa adat sebagai subjek hak kepemilikan 
atas tanah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Desa Adat di Bali memiliki peran yang penting dalam 
menjaga dan melindungi kepemilikan tanah adat oleh desa adat. 
Dengan adanya peraturan ini, diharapkan desa adat dapat lebih 
berani dalam melakukan tindakan terhadap tanah adat termasuk 
pengelolaan tanah adat. Dalam Putusan Nomor 723/Pdt.G/2016/PN 
Dps diketahui bahwa tanah sengketa tersebut dahulu dikuasai oleh 

22 Cokorda Gede Ramaputra, I Made Suwitra, and Dr Sudini, “LARANGAN MENJUAL HAK ATAS 
TANAH LABA PURA STUDI KASUS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI,” Lingkungan & 
Pembangunan 3, no. 1 (2019).
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I Nyarikan (alm), sebagai krama Desa Adat Semate yang menerima 
hak dan kewajiban dan sanggup mengayah atas tanah milik Desa 
Adat (tanah PKD) yang menjadi obyek sengketa, dan selanjutnya 
oleh karena I Nyarikan tidak mempunyai anak keturunan/putung, 
kemudian setelah I Nyarikan (alm) meninggal, penguasaan obyek 
sengketa sempat dilakukan oleh I Made Semir (alm) sampai dengan 
tahun 1966. Bahwa kemudian pada tahun 1966 I Made Semir bersama 
keluarga ber transmigrasi ke Manado, Sulawesi Utara sehingga 
sejak itu sesuai dengan awig - awig Desa Adat Semate tanah obyek 
sengketa kembali dibawah penguasaan Desa Adat Semate. I Nyarikan 
( almarhum ) adalah saudara kandung dari Pan Semeg (almarhum) 
tidak mempunyai anak kandung dan mengangkat kemenakannya 
bernama I Made Semir ( almarhum) yaitu kakak kandung dari 
Tergugat I ( I Wayan Wenes ) sebagai anaknya, bahwa benar pada 
tahun 1966 saudara (kakak) Tergugat I, I Made Semir (almarhum). 

Meskipun benar adanya Tergugat I merupakan keluarga 
penguasa tanah terakhir yang menempati tanah tersebut namun 
dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Desa Adat di Bali utuk menjadi krama di Desa Adat di Bali, seseorang 
harus memenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam Peraturan 
Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di 
Bali.Warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat 
sebagai anggota di Desa Adat setempat dapat menjadi krama Desa 
Adat. Orang selain krama Desa Adat dan krama Tamiu yang berada 
di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal 
dan tercatat di Desa Adat setempat dapat menjadi Tamiu. Seseorang 
harus tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat untuk menjadi 
krama Desa Adat atau Tamiu. Maka sesuai dengan hukum adat yang 
ada, tanah tersebut kembali menjadi milik masyarakat desa dan tidak 
dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.23 

23 Ni Made Purnami, S.H., M.H; I Gde Ginarsah, S.H; I Ketut Suarta, S.H., “Putusan Pengadilan 
Negeri Denpasar723/Pdt.G/2016/PN Dps.”
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B. IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM ADAT DALAM 
PUTUSAN NOMOR : 723/PDT.G/2016/PN DPS
Dalam putusan Nomor 723/Pdt.G/2016/PN Dps, terlihat 

bahwa hakim telah menggunakan beberapa asas hukum adat dalam 
pertimbangannya. Putusan tersebut mencerminkan pentingnya 
memahami dan menghormati sistem hukum adat dalam menyelesaikan 
sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat Semate. Salah 
satu asas hukum adat yang diakui dalam putusan tersebut adalah 
asas kebiasaan atau consuetudo. Asas ini merujuk kepada kebiasaan 
yang telah berlangsung lama dan diakui oleh masyarakat adat 
sebagai aturan yang mengikat. Dalam konteks masyarakat adat 
Semate, kebiasaan yang diakui adalah bahwa tanah Pekarangan Desa 
(PKD) hanya diperuntukkan bagi warga Desa Adat Semate yang 
beragama Hindu dan tinggal di Desa Adat Semate. Asas kebiasaan ini 
mencerminkan pentingnya menghormati tradisi dan norma-norma 
yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat 
Semate. Dalam putusan tersebut, hakim memberikan pengakuan 
terhadap kebiasaan ini dan menjadikannya sebagai landasan hukum 
dalam menyelesaikan sengketa tanah. Hal ini mengindikasikan bahwa 
hakim menganggap penting untuk memahami dan menghormati 
norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat Semate. 
Asas kebiasaan juga memperlihatkan bahwa hukum adat tidak selalu 
statis; ia dapat berkembang seiring waktu. Kebiasaan yang menjadi 
dasar putusan ini mencerminkan evolusi norma-norma hukum adat 
dalam masyarakat adat Semate. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan 
sengketa tanah, hakim mempertimbangkan norma-norma kebiasaan 
yang diakui oleh masyarakat adat sebagai salah satu faktor yang 
memengaruhi putusan.

Asas gotong royong adalah prinsip kerjasama dan saling 
membantu antarwarga dalam masyarakat adat. Dalam konteks 
putusan tersebut, asas gotong royong tercermin dalam tindakan 
masyarakat adat Semate untuk melakukan pendataan tanah PKD dan 
mengembalikan penggunaan tanah PKD ke Desa Adat Semate dari 
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pihak-pihak yang tidak memiliki hak berdasarkan hukum adat dan 
awig-awig Desa Adat Semate. Pendataan tanah PKD yang dilakukan 
oleh masyarakat adat Semate menunjukkan semangat kerjasama 
dalam menjaga dan mengelola sumber daya tanah secara bersama-
sama. Masyarakat adat Semate berupaya untuk memastikan bahwa 
tanah PKD tetap menjadi milik dan digunakan sesuai dengan 
nilai-nilai dan kepercayaan mereka.24 Tindakan ini mencerminkan 
komitmen untuk mempertahankan warisan budaya dan tradisi 
mereka. Dalam putusan tersebut, hakim juga mempertimbangkan 
asas gotong royong sebagai faktor yang memengaruhi penyelesaian 
sengketa tanah. Hakim mengakui bahwa tindakan pendataan 
dan pengembalian tanah PKD merupakan ekspresi dari prinsip 
kerjasama dalam masyarakat adat Semate. Dengan demikian, asas 
gotong royong membantu hakim dalam memahami dinamika sosial 
dan budaya masyarakat adat yang menjadi subjek sengketa.25

Asas musyawarah adalah prinsip pengambilan keputusan 
secara bersama-sama dalam masyarakat adat.26 Dalam konteks 
putusan tersebut, masyarakat adat Semate membentuk panitia 
untuk melakukan pendataan tanah PKD yang ada di Desa Adat 
Semate. Mereka juga melakukan sosialisasi ke rumah tergugat 1 
untuk memastikan bahwa tanah sengketa yang diakui milik tergugat 
1 adalah merupakan tanah PKD milik Desa Adat Semate. Asas 
musyawarah mencerminkan pentingnya proses konsultasi dan dialog 
dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat adat. 
Dalam putusan tersebut, hakim juga mempertimbangkan prinsip 
ini sebagai faktor yang memengaruhi penyelesaian sengketa tanah. 
Hakim mengakui bahwa masyarakat adat Semate telah berupaya 
untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan komunikasi 

24 I Gusti Agung Paramita, “AKTUALISASI PANCASILA DALAM BUDAYA MASYARAKAT BALI 
AGA,” VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia 3, no. 2 (2020), 
https://doi.org/10.32795/vw.v3i2.1068.

25 Arman and Daria, “Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan 
Sistem Hukum Indonesia.”

26 Suparyanto dan Rosad (2015, “SIFAT, CORAK & SISTEM HUKUM ADAT,” Suparyanto Dan 
Rosad (2015 5, no. 3 (2020).
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yang baik. Dengan mempertimbangkan asas musyawarah, hakim 
menciptakan ruang untuk mengakomodasi pandangan dan 
kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam sengketa tanah. Ini 
mencerminkan pendekatan inklusif dalam menyelesaikan sengketa 
yang mungkin melibatkan beragam perspektif dan kepentingan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, awig-awig 
menjadi sumber hukum adat yang sangat penting. Awig-awig 
mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, termasuk 
kepemilikan tanah adat, yang meliputi tanah Pekarangan Desa 
(PKD) yang menjadi subjek sengketa dalam perkara ini. Hakim dalam 
putusan tersebut mengakui dan mempertimbangkan awig-awig 
sebagai salah satu landasan hukum yang berlaku di daerah tersebut. 
Pentingnya awig-awig dalam penyelesaian sengketa tanah adalah 
bahwa aturan-aturan adat ini mencerminkan nilai-nilai, norma-
norma, dan tatacara yang telah berkembang dalam masyarakat adat 
Semate selama berabad-abad. Awig-awig adalah ekspresi dari hukum 
adat yang hidup dan relevan dengan kehidupan masyarakat adat. 
Dalam putusan tersebut, hakim secara jelas memberikan pengakuan 
terhadap otoritas hukum adat yang terkandung dalam awig-awig, 
dan ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menentukan 
kepemilikan tanah PKD.

Krama Desa adalah istilah yang merujuk kepada masyarakat 
adat yang tinggal di Desa Adat Semate dan memiliki hak atas 
tanah adat, termasuk tanah PKD. Dalam putusan tersebut, hakim 
mempertimbangkan hak-hak Krama Desa sebagai salah satu 
elemen kunci dalam menentukan kepemilikan tanah adat. Hal ini 
mencerminkan prinsip fundamental dalam hukum adat di mana 
hak atas tanah adat seringkali terkait erat dengan keanggotaan 
dalam masyarakat adat. Hakim dalam putusan tersebut mengakui 
bahwa Krama Desa adalah pemegang hak yang sah atas tanah PKD. 
Pengakuan ini mengandung signifikansi dalam konteks perlindungan 
hak-hak kepemilikan tanah adat masyarakat adat Semate. Dengan 
mengakui hak-hak Krama Desa, hakim tidak hanya memberikan 
kepastian hukum, tetapi juga menghormati dan melindungi hak 
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tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu.
Kewajiban selanjutnya adalah aspek agama Hindu yang harus 

dilaksanakan oleh Krama Desa yang tinggal di Desa Adat Semate. 
Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan kewajiban ini 
sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kepemilikan tanah 
adat. Ini mencerminkan keterkaitan erat antara hukum adat dan 
agama dalam masyarakat adat Semate. Pengakuan kewajiban ke 
Khayangan Tiga dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim 
menghargai dimensi spiritual dalam pemahaman dan pengaturan 
tanah adat. Ini juga menunjukkan pentingnya memahami bahwa 
hukum adat seringkali terkait erat dengan nilai-nilai dan keyakinan 
agama yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat. 
Dengan demikian, putusan tersebut menciptakan kerangka hukum 
yang seimbang antara aspek-aspek budaya, sosial, dan agama dalam 
pemilikantanah adat Semate.

Penggunaan asas-asas hukum adat dalam putusan Nomor 
723/Pdt.G/2016/PN Dps memiliki dampak yang signifikan terhadap 
penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat Semate. Putusan 
tersebut mengakui dan menghormati hukum adat sebagai bagian 
dari sistem hukum yang sah dalam masyarakat adat Semate. Ini 
memberikan legitimasi kepada norma-norma adat dan kepercayaan 
masyarakat adat dalam pengaturan tanah mereka. Penggunaan 
asas-asas hukum adat memberikan ruang bagi masyarakat adat 
Semate untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian sengketa 
tanah mereka sendiri.27 Hal ini menciptakan perasaan memiliki dan 
mengelola sumber daya tanah sesuai dengan kebijakan mereka. 
Hakim dalam putusan tersebut menghormati nilai-nilai dan tradisi 
masyarakat adat Semate. Ini mencerminkan pentingnya menghargai 
keragaman budaya di Indonesia dan melindungi warisan budaya 
masyarakat adat. Penggunaan asas-asas hukum adat dalam putusan 
ini mendorong perkembangan hukum adat yang dinamis dan relevan 
dengan konteks sosial dan budaya saat ini. Hukum adat dapat terus 

27 Arina Novizas Shebubakar and Marie Remfan Raniah, “HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT,” 
Jurnal Magister Ilmu Hukum 4, no. 1 (2021), https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758.
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beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat adat. Putusan 
tersebut menciptakan landasan bagi penyelesaian sengketa yang 
adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini membantu mencapai 
tujuan keadilan sosial dalam sistem hukum.

IV.  KESIMPULAN

Penerapan asas-asas hukum adat dalam putusan tersebut 
memberikan dua dampak kunci, yaitu kepastian hukum dan 
keadilan. Pertama, putusan tersebut menciptakan kepastian hukum 
dengan mengakui dan mempertimbangkan asas-asas hukum adat 
yang berlaku di Desa Adat Semate. Hal ini memberikan dasar hukum 
yang jelas untuk kepemilikan tanah PKD, yang merupakan langkah 
penting dalam menjaga ketertiban hukum. Kedua, putusan tersebut 
menciptakan keadilan dengan menghormati hak-hak Krama 
Desa dan mempertimbangkan aspek agama dalam penyelesaian 
sengketa tanah. Hakim dengan bijak mempertimbangkan berbagai 
faktor yang memengaruhi penyelesaian sengketa dan menciptakan 
keseimbangan yang adil antara hak-hak berbagai pihak yang terlibat. 
Dengan demikian, putusan hakim Nomor 723/Pdt.G/2016/PN 
Dps adalah contoh nyata tentang bagaimana penerapan asas-asas 
hukum adat dapat menciptakan sistem hukum yang seimbang, adil, 
dan relevan dengan kehidupan masyarakat adat Semate. Penerapan 
hukum adat ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi 
juga menghormati dan melindungi warisan budaya dan nilai-nilai 
masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa tanah.

5
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Arbitrase
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(Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRAK  

Majelis Hakim dalam permohonan Pembatalan Putusan 
Abitrase No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. 
menyatakan Putusan Arbitrase  Nomor 624/X/ARB-

BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat dan membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia tersebut. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis 
terhadap pertimbangan hukum hakim terkait putusan arbitrase yang 
mengandung tipu muslihat. Metode penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pembatalan 
putusan Arbitrase Nomor Nomor 264/X/ARB-BANI/2016 didasarkan 
pada adanya tipu muslihat pihak yang dilakukan oleh salah satu pihak 
dalam pemeriksaan sengketa. Konstruksi Tipu Muslihat dalam putusan 
ini adalah putusan arbitrase mengenai nilai kerugian yang didasarkan 
pada laporan penilaian kerugian yang tidak akurat, metodologi 
penilaian kerugian yang tidak tepat, berdasarkan pengambilan data 
yang tidak akurat mengenai objek yang diteliti sehingga menghasilkan 
Laporan yang mengandung unsur tipu muslihat. Selain itu tipu 
muslihat dalam putusan ini adalah laporan Berita Acara  pengukuran 
luas tanah ± 2.836 Ha yang mengandung ketidakmungkinan karena 
hanya dilakukan 1 (satu) hari oleh 2 (dua) orang petugas tanpa 
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menggunakan  peralatan bantu yang dapat mendukung pelaksanaan 
pengukuran. Faktanya tidak pernah dilakukan pengecekan lapangan 
secara nyata, namun hanya hanya berdasarkan informasi sepihak.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa PT. Inhutani V (Persero) berkedudukan sebagai Pemohon 
Pembatalan Putusan Arbitrase (in casu Termohon Arbitrase) melawan 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Termohon dalam 
Pembatalan Putusan Arbitrase, serta PT. Paramitha Mulia Langgeng 
sebagai Turut Termohon (in casu Pemohon Arbitrase)

Permohoan pembatalan putusan arbitrase diajukan pada 
tanggal 23 Maret 2026 sebagaimana terdaftar di register kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register No. 163/PDT.G/
ARB/2016/PN.JKT.PST. tertanggal 23 Maret 2016.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diawali 
dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) telah mengajukan 
permohonan arbitrase ke Badan Arbitras1e Nasional Indonesia 
(BANI) yang terdaftar di bawah register perkara nomor : 624/X/ARB-
BANI/2014. Dalam perkara tersebut, PT Paramitra Mulia Langgeng 
(PT PML) bertindak selaku Pemohon Arbitrase dan PT Inhutani V 
(Persero) bertindak selaku Termohon Arbitrase. PT PML mengajukan 
permohonan arbitrase ke BANI karena PT PML menganggap 
bahwa PT Inhutani V (Persero) telah melakukan wanprestasi dalam 
pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akta 
Perjanjian Kerja Sama Nomor : 1 tanggal 2 April 2009, yang dibuat di 
hadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris di Jakarta

Bahwa perkara nomor: 624/X/ARB-BANI/2014 tersebut 
diperiksa dan diputus oleh BANI. Putusan Arbitrase oleh BANI register 
perkara nomor: 624/X/ARB-BANI/2014. Perkara wanprestasi dalam 
pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam 
Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 1 tanggal 2 April 2009 antara 
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PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) bertindak selaku Pemohon 
Arbitrase dan PT Inhutani V (Persero) bertindak selaku Termohon 
Arbitrase.

Isi Putusan :
1.   Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.   Menyatakan Akta No. 1 tanggal 2 April 2009 

tentang Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh dan 
ditandatangani di hadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris 
di Jakarta, sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;

3.   Menyatakan Termohon telah wanprestasi;
4.   Menghukum Termohon untuk tidak berkerjasama 

dengan pihak lain selain Pemohon dalam memanfaatkan/
mengelola lahan dan sejenisnya pada areal/lahan 
Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau tanpa 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon;

5.   Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi 
kepada Pemohon sebesar Rp. 15.263.034.000,00 
(limabelas milyar duaratus enam puluh tiga juta 
tigapuluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

6.   Menghukum Termohon membayar denda atau Uang 
Paksa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 
hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini;

7.   Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan 
selebihnya;

8.   Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar 
biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya arbiter 
masing-masing ½ (seperdua) bagian;

9.   Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan ½ 
(seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan 
biaya arbiter sebesar Rp. 312.912.500,00 (tiga ratus 
dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus 
rupiah) kepada Pemohon;
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10.  Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan 
ini selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari terhitung 
sejak putusan diucapkan;

11.  Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat 
pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;

12.  Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara 
ini mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut pada 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 
waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase, permohoan 
pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis 
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari 
penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera 
pengadilan. Bahwa Putusan BANI No. 624/X/ARB-BANI/2014 
diucapkan pada tanggal 18 Februari 2016. Selanjutnya, putusan 
BANI tersebut telah diserahkan dan didaftarkan ke Panitera 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2016. Oleh 
karena itu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase 
tersebut di atas, maka permohonan pembatalan atas Putusan BANI 
No. 624/X/ARBBANI/ 2014 harus diajukan paling lambat pada 
tanggal 9 April 2016. Sementara itu, permohonan pembatalan yang 
diajukan Pemohon in casu diajukan pada tanggal 23 Maret 2016 
sehingga pengajuan permohonan pembatalan in casu masih dalam 
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalan Pasal 71 UU Arbitrase.

Bahwa permohonan pembatalan Putusan BANI No. 624/X/
ARBBANI/2014 ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat. Oleh karena itu, permohonan pembatalan in casu 
juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase 
yang mengatur sebagai berikut: “Permohonan pembatalan putusan 
arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri”.
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Pemohon mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase 
berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa “Terhadap putusan arbitrase 
para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila 
putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1.  surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, 
setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan 
palsu;

2.  setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang 
bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak 
lawan; atau

3.  putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan 
oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

Bahwa dalam perkara No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. 
alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah :

1.  Putusan BANI Nomor: 624/X/ARB-BANI/2014 diambil 
berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut 
Termohon terkait nilai kerugian.

2.  Putusan BANI Nomor: 624/X/ARB-BANI/2014 diambil 
berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut 
Termohon terkait berita acara pemeriksaan lapangan.

3.  Putusan BANI Nomor: 624/X/ARB-BANI/2014 diambil 
berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut 
Termohon terkait adanya kerjasama dengan pihak lain.

4.  Putusan BANI Nomor: 624/X/ARB-BANI/2014 
melanggar ketentuan hukum dan kepatutan terkait 
jangka waktu pelaksanaan putusan.

5.  Putusan BANI nomor: 624/X/ARB-BANI/2014 
melanggar ketentuan hukum dan kepatutan terkait 
pembatalan kerjasama dengan pihak lain dan terkait 
jangka waktu pelaksanaan putusan yang menyebabkan 
Putusan BANI tersebut menjadi non-executable.
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6.  Putusan BANI Nomor: 624/X/ARB-BANI/2014 
mengandung amar putusan yang melebihi dari 
permohonan/tuntutan Pemohon (Ultra Petita) terkait 
uang paksa.

 Bahwa Alasan mengajukan Pembatalan Putusan dapat 
berdasarkan pada frase “antara lain” sebagaimana tertuang dalam 
penjelasan umum UU Arbitrase pada alinea ke-18 yang berbunyi 
sebagai berikut: “Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan 
arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

1. surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, 
setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan 
palsu;

2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang 
bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak 
lawan; atau

3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan 
oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

Frase “antara lain” di dalam Penjelasan Umum Alinea ke-
18 sebelum menyebut alasan-alasan yang menjadi dasar pembatalan 
putusan arbitrase sebagaimana dinyatakan pula di dalam Pasal 70 
UU No. 30/1999, hal itu memberikan pengertian bahwa alasan 
pembatalan putusan arbitrase tidak terbatas (non-exhaustive) 
pada alasan yang diatur di dalam Pasal 70 UU No. 30/1999.

Bahwa alasan lain yang dapat menyebabkan putusan 
arbitrase dibatalkan antara lain adalah karena putusan arbitrase 
melanggar ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan. Hal itu 
merujuk pada adanya ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase yang 
berbunyi sebagai berikut: “Arbiter atau majelis arbitrase mengambil 
putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan 
dan kepatutan”.

Berdasarkan poin yang disampaikan oleh pemohon tentang 
alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase, majelis hakim 
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mengabulkan permohonan atas dasar telah terjadi tipu muslihat, 
karenanya Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat dan Membatalkan Putusan 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia tanggal 18 Februari 2016 
berikut segala akibat hukumnya.

1.  Permasalahan Hukum Dalam Putusan 
Pembatalan Permohonan putusan Arbitrase, Majelis Hakim 

mendalilkan adanya “Tipu Muslihat” Permasalahan yang dianalisis 
dalam putusan ini adalah apakah pertimbangan hukum adanya tipu 
muslihat dalam putusan arbitrase sudah tepat ?

II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Penyelesaian sengketa pada dasarnya adalah penyerahan 
penyelesaian sengketa pada pihak lain. Kedua belah pihak meminta 
bantuan pihak ketiga untuk mempertemukan perbedaan pendapat, 
sengketa antara para pihak. Salah satu pilihan penyelesaian sengketa 
adalah melalui Arbitrase. Pilihan penyelesaian sengketa melalui 
forum arbitrase ini karena memiliki banyak karakteristik, yaitu :

1. Menjamin kerahasiaan materi sengketa
2. Parapihak yang bersengketa mempunyai 

kedaulatan untuk menetapkan arbiter, tempat 
prosedur materi hukum

3. Melibatkan pakar-pakar arbiter yang ahli dalam 
bidangnya

4. Prosedurnya sederhana dan cepat
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang final serta  

mengikat.1

1 Paustinus Siburian. 2004. Arbitrase  Online : Alternatif  Penyelesaian Sengketa Perdagangan 
Secara Elektronik. Jakarta : Djambatan. Hlm 48-49
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Pasal 1 butir 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan “arbitrase 
adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan 
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 
tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Cara penyelesaian suatu 
sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada 
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 
bersengketa”. Dari rumusan tersebut dapat  disimpulkan bahwa, 

1. Sengketa yang dapat dibawa pada arbitrase adalah 
sengketa yang bersifat keperdataan. 

2. Penyelesaian sengketa diluar peradilan umum, 
3. Kesepakatan para  pihak  untuk memilih penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase harus dibuat dalam bentuk 
perjanjian yang tertulis.

Arbitrase adalah pilihan forum penyelesaian sengketa yang 
disepakati para pihak. Memilih forum arbitrase dalam rangka 
menegakkan keadilan pada hakikatnya merupakan upaya para pihak 
yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati bahwa perselisiahan 
yang terjadi diantara mereka diselesaikan melalui forum arbitrase. 
Pilihan forum arbitrase ini dengan sendirinya berbobot kompetensi 
absolut bagi Lembaga arbitrase, kompetensi forum arbitrase sebagai 
akibat adanya pilihan jurisdiksi melalui perjanjian arbitrase.2

Penyelesaian melalui arbitrase dapat  dilakukan melalui 
arbitrase ad hoc atau arbitrase institusional. Pasal 6 ayat (9) 
yaitu “Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para 
pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha 
penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc”. 
Arbitrase ad hoc disebut juga “arbitrase volunteer” atau “arbitrase 
perorangan”. Pengertian arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang 
dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan 
tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase 

2 Eman Suparman. Cetakan 1 2004. Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk 
Penegakan Keadilan. Jakarta : PT. Tata Nusa. Hlm 91
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ad hoc bersifat “insidentil”. Kedudukan dan keberadaannya hanya 
untuk memutus perselisihan tertentu, setelah diputus keberadaan 
dan fungsi arbitrase ad hoc berakhir dengan sendirinya. arbitrase 
institusional adalah suatu Lembaga permanen yang sengaja didirikan 
dan dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-
aturan yang mereka tentukan sendiri. Misalnya secara nasional, 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).3

Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang 
disepakati para pihak adalah jenis arbitrase ad hoc, dapat dilihat 
dari rumusan klausula. Apabila rumusan klausula menyatakan 
perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri, 
dengan kata lain ciri pokoknya adalah penunjukan arbiternya adalah 
secara perseorangan. Pada prinsipnya arbitrase ad hoc tidak terikat 
dan terkait dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya 
dipilih dan ditentukan sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. 
Oleh karena arbitrase ad hoc tidak terikat dengan salah satu badan 
arbitrase, sehingga arbitrase jenis ini tidak mempunyai aturan tata 
cara sendiri baik mengenai pengangkatan para arbiter maupun 
mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Dalam hal ini arbitrase ad 
hoc tunduk sepenuhnya mengikuti aturan tata cara yang ditentukan 
oleh peraturan perundang-undangan yang sengaja dibuat untuk 
tujuan berarbitrase, misalnya UU Nomor 30 Tahun 1999, atau 
Uncitral Arbitration Rules. Selain itu, aturan tentang prosedur 
arbitrase ad hoc dapat disusun oleh para pihak sendiri atau oleh 
mejelis arbitrase atau kombinasi keduanya.

Pengertian arbitrase institusi diatur dalam Pasal 1 angka 8, 
yaitu “Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak 
yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa 
tertentu, Lembaga tersebut dapat memberikan pendapat yang 
mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal 
belum timbul sengketa”.

3 Mulyani Zulaeha. 2019. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Malang : CV. IRDH. 
Hlm 53
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Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) disebutkan 
“Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan 
dengan menggunakan Lembaga arbitrase nasional atau arbitrase 
internasional berdasarkan kesepakatan para pihak ; Penyelesaian 
sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari Lembaga yang 
dipilih, kecuali ditetapkan oleh para pihak. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 
30 Tahun 1999 tersebut tidak akan digunakan jika para pihak 
telah menentukan salah satu Lembaga arbitrase (institusi) bagi 
penyelesaian sengketa mereka. Masing-masing lembaga arbitrase 
yang ditunjuk akan menangani sengketa sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan acaranya sendiri. 

Sifat putusan arbitrase adalah final dan binding, mempunyai 
kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 60 yaitu: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai 
kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.  Akan tetapi 
terhadap ketentuan umum yang meletakan asas putusan arbitrase 
bersifat mengikat dan binding ada pengecualian, atas alasan yang 
eksepsional dapat diajukan perlawanan dalam bentuk permintaan 
pembatalan putusan.4 Penegasan sifat final memiliki makna bahwa 
putusan dapat langsung dijalankan dan mengikat para pihak. Tidak 
ada Upaya banding maupun Upaya lain. 

Putusan bersifat final dan mengikat, para pihak akan langsung 
melaksanakan putusan tersebut. Putusan majelis dapat menetapkan 
sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang 
wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam menjalankan putusan. 
Melekatnya sifat final dan mengikat putusan arbitrase terhitung sejak 
Salinan putusan disampaikan majelis arbitrase kepada para pihak.5

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya 
tidak semua putusan yang dihasilkan melalui arbitrase ini akan 

4 M. Yahya Harahap. 2003. Arbitrase. Jakarta : Sinar Grafika Offset. Hlm 255
5 Ibid. hlm 254
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memberikan kepuasan kepada para pihak. Ada kalanya putusan 
arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Hal itu 
bisa disebabkan karena ada hal-hal dalam putusan sengketa diragukan 
keabsahannya atau ada alasan lain.6 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase jika salah satu pihak merasa tidak puas 
terhadap suatu putusan arbitrase, yaitu dengan cara mengajukan 
permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada 
Pengadilan Negeri. Pada dasarnya, untuk mengajukan suatu 
permohonan pembatalan putusan arbitrase harus didasarkan pada 
alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. Akan tetapi, alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar 
pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap 
putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan dan harus 
terlebih dahulu dinyatakan dengan putusan pengadilan.

Kebolehan untuk mengajukan permohonan pembatalan 
terhadap putusan arbitrase terdapat dalam Rv Pasal 643, hal yang 
sama terdapat dalam Pasal 52 ICSID (International Center for 
Settlement of Investment Disputes), Pasal 16 UNCITRAL (United 
Nation Commission on International Trade Law) dan tertuang dalam 
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 70 UU 
Arbitrase menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak 
dapat mengajukan permohonan pembatalan, jika putusan tersebut 
diduga mengandung unsur-unsur antara lain :

1. Surat atau dokumen yng diajukan dalam pemeriksaan, 
setelah putusan dijatuhkan, diakui plsu atau dinyatakan 
palsu;

2. Setelah putusan dimbil ditemukan dokumen yang 

6 Nazarkhan Yasin. 2008.  Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi. 
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 213



ANALISIS PUTUSAN PERDATA 53

Mulyani Zulaeha dan Rachmadi Usman

bersifat menentukan , yang disembunyikan oleh pihak 
lawan;

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan 
oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Alasan kebolehan aturan pembatalan putusan arbitrase adalah 
karena termasuk dalam menjaga ketertiban umum (public policy). 
Sangat bertentangan dengan ketertiban umum apabila mebiarkan 
putusan arbitrase yang menyimpang dan bertentangan dengan 
perjanjian yang disepakati para pihak.7 

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya 
hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan 
untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase 
dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan.8   Putusan 
arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final 
dan binding (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan 
putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa 
pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada 
kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan 
arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan 
hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.9

Asas pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase 
yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri pada prinsipnya tergantung 
pada alasan yang diajukan. Pemeriksaan bersandar pada kebenaran 
fakta tentang ada atau tidak ada cacat yang terkandung dalam putusan 
arbitrase seusai dengan alasan diajukannya permohonan pembatalan.

Mengingat bahwa putusan arbitrase bersifat final and binding, 
maka sewajarnya upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase 
ini diatur dengan setegas mungkin. Hal ini tercermin dalam 

7 M. Yahya Harahap. Op.Cit. hlm 282
8  Munir Fuady. 2006. Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Bandung: 

Citra Aditya. Hlm  10 
9  Frans Hendra Winarta. 2013.  Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika.  Hlm  

85 
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penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap 
putusan arbitrase yang sudah didaftarkan ke Pengadilan. Alasan 
permohonan pembatalan putusan yang disebut dalam pasal ini 
harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan 
menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak 
terbukti, putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar 
pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak 
permohonan.”

Dengan adanya syarat-syarat diatas, maka dapat disimpulkan 
Upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah upaya hukum 
extra yang dapat ditempuh apabila memang telah terjadi kecurangan-
kecurangan dalam proses arbitrase tersebut. Sehingga keuntungan 
arbitrase yaitu kecepatan dalam proses dapat terpenuhi, karena setiap 
putusan arbitrase tersebut tidak gampang dibatalkan.10 

Salah satu alasan pembatalan putusan arbitrase adalah karena 
adanya “Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan 
oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”. Undang-undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengani “tipu 
muslihat yang dimaksud dalam Pasal 70 ini. 

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/
PUU-XII/ 2014 maka alasan yang menjadi dasar permohonan 
pembatalan harus dibuktikan terlebih dahulu,11 sebagaimana contoh 
putusan berikut:

10 Muhammad Adriansyah. Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri. 
Jurnal Cita Hukum. Volume II Nomor 2 Desember 2014. Hlm 334

11 Penjelasan Pasaal 70 UU Nompor 30 Tahun 1999: “Permohonan pembatalan hanya dapat 
diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan 
permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan 
Pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak 
terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar mempertimbangkan 
bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan’’
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1. Putusan MA Nomor /855K/lPdt.Sus/2008 yang 
menguatkan putusan Pengadilan Negeri, bahwa 
permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo 
adalah prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan 
pengadilan terlebih dahulu tipu muslihat/kebohongan 
(bukan hanya tafsir dari salah satu pihak), lihat Pasal 70 
UU Nomor 30 Tahun 1999, dan Penjelasannya.

2. Putusan MA Nomor 109 K/PDT.SUS/2010, yang pada 
pokoknya menolak permohonan pembatalan putusan 
arbitrase sebab adanya tipu muslihat yang dilakukan 
oleh Termohon Banding dalam perkara a quo tidak 
dapat dibuktikan adanya unsur tipu muslihat dan tidak 
disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang 
menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan 
oleh Termohon Banding, sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-
XII/2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga 
untuk membuktikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase 
tidak diperlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu, 
melainkan dapat dinilai dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

B. MEKANISME PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Berdasarkan pasal 70 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
sengketa, mekanisme pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai 
berikut: 

1.  Pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera 
Pengadilan Negeri. Pendaftaran putusan arbitrase 
kepada Panitera Pengadilan Negeri tujuannya adalah agar 
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terhadap putusan dapat dimintakan eksekusi apabila 
para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara 
sukarela. Selama belum dilakukan pendaftaran putusan 
arbitrase, maka eksekusi tidak dapat diminta oleh pihak 
yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

2.  Arbiter atau kuasanya memiliki kewajiban untuk 
mendaftarkan putusan arbitrase di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak 
tanggal putusan diucapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
kewajiban dan tanggung jawab terhadap pendaftaran 
putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri, 
bukan dibebankan kepada para pihak.

3.  Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan 
secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila 
putusan arbitrase telah didaftarkan di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 59 
ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka 
pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan 
pembatalan putusan arbitrase secara tertulis dalam 
waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran putusan 
arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

4.  Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa 
pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana ketentuan 
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
memberikan definisi Pengadilan Negeri adalah Pengadilan 
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal 
termohon, dan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa mengartikan termohon adalah 
pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase. Berdasarkan ketentuan tersebut maka 
permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan 
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kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 
meliputi tempat tinggal termohon. Oleh karena itu, 
apabila termohon arbitrase sebagai pihak yang kalah 
merasa keberatan dengan putusan arbitrase, maka 
pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan 
kepada pengadilan Negeri dengan wilayah hukum atau 
yurisdiksi yang meliputi tempat tinggalnya sendiri.

5.  Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua 
Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat 
pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. 
Ketua pengadilan Negeri diberi wewenang untuk 
memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase 
jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari 
pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan 
arbitrase tersebut. Dan ketua Pengadilan Negeri 
dapat memutuskan bahwa setelah diucapkannya kata 
pembatalan maka arbiter yang sama atau arbiter lain 
akan memeriksa kembali sengket bersangkutan atau 
menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin 
diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Fungsi dan kewenangan pengadilan dalam pemeriksaan 
hanya sekedar meneliti fakta tentang benar atau tidak ada alasan 
yang dikemukakan pemohon. Jika terbukti tidak ada, maka 
permohonan pembatalan putusan arbitrasenya ditolak. Akan tetapi 
jika Pengadilan Negeri menemukan dan terbukti adanya  unsur yang 
dapat membatalkan putusan arbitrase sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase 
dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa, maka Pengadilan Negeri akan 
menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase.

III.  PEMBAHASAN

Bahwa dalam perkara No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. 
ini penyelesaian dilakukan berdasarkan pilihan para pihak melalui 
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arbitrase institusional yaitu BANI  perjanjian arbitrase baik secara 
pactum de compromittendo maupun akta kompromis yang didalamnya 
memuat kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian 
perselisihan pada arbitrase pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, 
yaitu perjanjian arbitrase akan melahirkan kompetensi absolute atau 
kewenangan mutlak forum arbitrase untuk memeriksa sengketa 
para pihak. Dengan demikian Putusan Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016, 
pada prinsipnya mengikat bagi para pihak (in casu PT. Inhutani V 
dan PT. Paramitra Mulia Langgeng). 

Bahwa Majelis Arbitrase tersebut di atas telah mengambil 
putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan BANI Nomor : 624/X/
ARBBANI/ 2014 tertanggal 18 Februari 2016 dengan amar putusan 
sebagai berikut:

1.   Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.   Menyatakan Akta No. 1 tanggal 2 April 2009 

tentang Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh dan 
ditandatangani di hadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris 
di Jakarta, sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;

3.   Menyatakan Termohon telah wanprestasi;
4.   Menghukum Termohon untuk tidak berkerjasama 

dengan pihak lain selain Pemohon dalam memanfaatkan/
mengelola lahan dan sejenisnya pada areal/lahan 
Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau tanpa 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon;

5.   Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi 
kepada Pemohon sebesar Rp. 15.263.034.000,00 
(limabelas milyar duaratus enampuluhtiga juta tigapuluh 
empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

6.   Menghukum Termohon membayar denda atau Uang 
Paksa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 
hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini;
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7.   Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan 
selebihnya;

8.   Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar 
biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya arbiter 
masing-masing ½ (seperdua) bagian;

9.   Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan ½ 
(seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan 
biaya arbiter sebesar Rp. 312.912.500,00 (tiga ratus 
dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus 
rupiah) kepada Pemohon;

10. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan 
ini selambatlambatnya 40 (empat puluh) hari terhitung 
sejak putusan diucapkan;

11. Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat 
pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;

12. Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara 
ini mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut pada 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 
waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa.

Pemohon dapat mengajukan pembatalan putusan dengan 
membuktikan adanya dugaan yang sah bahwa putusan arbitrase 
tersebut mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau 
penyembunyian fakta/ dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 
70. Namun Pasal  70 memiliki kelemahan Pasal ini adalah tidak 
secara tegas menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan kata 
dugaan ataupun kata unsur sebagaimana dalam. Undang-Undang 
Arbitrase memberikan definisi mengenai tipu yang dimaksud 
dengan kata pemalsuan, muslihat, atau penyembunyian fakta/ 
dokumen sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 70. Mengingat 
ketidakjelasan maksud dari tipu muslihat maka diserahkan kepada 
hakim (Mosgan Situmorang : 2020). 
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Pemberlakuan syarat yang terdapat dalam Pasal 70 tidak 
bersifat kumulatif, melainkan alternatif, jadi jika 1 (satu) dapat 
dibuktikan maka dapatlah putusan arbitrase itu dibatalkan. Dalam 
perkara No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST., Majelis Hakim 
menyatakan bahwa unsur yang dapat dibuktikan adalah Pasal 
70 huruf c bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh 
salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, dalam hal ini oleh 
pihak PT. Paramitra Mulia Langgeng (PT PML). 

Menurut KBBI tipu adalah  perbuatan atau perkataan yang 
tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk 
menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; daya bermacam-
macam tipu; berbagai daya upaya yang buruk; muslihat siasat. Arti 
Kata Tipu Muslihat adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan 
untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai 
dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat. Tipu muslihat 
adalah apabila sesuatu hal yang dikemukakan benar seolah olah 
tidak benar atau dengan rangkaian yang mewujudkan sesuatu tidak 
benar menjadi benar 

Berdasarkan dalil yang diajukan pemohon terkait tipu 
muslihat, dengan alasan:

1.  Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 diambil 
berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut 
Termohon terkait nilai kerugian.
- Bahwa di dalam amar putusan ke-5 dari Putusan 

BANI No. : 624/X/ARBBANI/ 2014 mengambil 
putusan sebagai berikut: “Menghukum Termohon 
untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon 
sebesar Rp. 15.263.034.000,00 (limabelas milyar 
duaratus enampuluhtiga juta tigapuluh empat 
ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus”.

- Bahwa Pemohon menyatakan terdapat 
tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut 
Termohon pada proses persidangan perkara No. 
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624/X/ARB-BANI/2014 yaitu Turut Termohon 
menyampaikan bukti P-19 yang merupakan 
Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa 
Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan 
yang mana berdasarkan Bukti P-19 tersebut 
kemudian Turut Termohon mendalilkan bahwa 
yang bersangkutan mengalami kerugian atas 
tanaman acacia mangium yang rusak di area 
Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau 
sebesar Rp. 30.526.068.000,00 padahal menurut 
Pemohon apa yang disampaikan pada Bukti P-19 
tersebut adalah perkiraan biaya membangun 
baru (reproduction cost) dan bukan nilai 
kerugian yang nyata (actual cost);

- Bahwa amar putusan tersebut diambil oleh 
Majelis Arbitrase berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana termuat dalam Pertimbangan 
Hukum Putusan BANI No. 624/X/ARB-BANI/2014 
berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana 
tersebut di atas, satu-satunya bukti untuk 
menguatkan dalilnya Turut Termohon dan 
yang dijadikan dasar oleh Majelis Arbitrase 
untuk menentukan kerugian yang diderita 
Turut Termohon (PT PML) adalah Bukti P-19 
berupa Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor 
Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & 
Rekan atas Porperti Milik PT Paramitra Mulia 
Langgeng. Di dalam Laporan Penilaian Kantor 
Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & 
Rekan (selanjutnya disebut “Simanungkalit”) 
halaman pada bagian Kesimpulan Penilaian, 
secara jelas dinyatakan bahwa nilai sejumlah 
Rp. 30.526.068.000,00 (tiga puluh milyar lima 
ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan 
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ribu rupiah) merupakan NILAI PASAR dari aset 
tanaman acacia mangium yang telah rusak pada 
tanggal 1 OKTOBER 2015. Nilai tersebut yang 
didalikan oleh Turut Termohon (PT PML) dan 
dijadikan dasar bagi Majelis Arbitrase untuk 
menentukan nilai kerugian PT PML. 

- Bahwa di dalam halaman 2 dari Laporan 
Penilaian tersebut, Simanungkalit juga 
secara jelas menyatakan bahwa metodologi 
penilaian yang digunakan dalam melakukan 
penilaian Nilai Pasar (Market Value) atas 
tanaman acacia mangium yang rusak di areal 
Register 42 Rebang, Way Kanan dan Register 
46 Way Hanakau adalah Pendekatan Biaya (Cost 
Approach). Menurut Simanungkalit, di dalam 
Laporan Penilaian halaman 38, pendekatan 
biaya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) 
reproduction cost new dan 2) replacement cost 
new. Berdasarkan pemaparan oleh Simanungkalit 
di dalam Laporan Penilaian Bab V.2 halaman 38 – 
42, secara pasti dapat diketahui bahwa metodologi 
pendekatan biaya yang digunakan Simanungkalit 
dalam melakukan penilaian Nilai Pasar (Market 
Value) atas tanaman acacia mangium yang rusak 
di areal Register 42 Rebang, Way Kanan dan 
Register 46 Way Hanakau dilakukan dengan cara 
menghitung biaya membangun ulang aset baru 
(reproduction cost new). 

- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian 
Simanungkalit (Bukti P-19) tersebut di atas, 
secara meyakinkan dapat diketahui bahwa 
Simanungkalit tidak pernah menyatakan 
hasil penilaian atas tanaman acacia mangium 
yang rusak di areal Register 42 Rebang, 
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Way Kanan dan Register 46 Way Hanakau 
sebagai KERUGIAN yang diderita PT PML. Di 
dalam Laporan Penilaian tersebut, tidak pernah 
diketemukan satu bagian pun yang menyatakan 
bahwa PT PML mengalami kerugian sebesar Rp. 
30.526.068.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus 
dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu 
rupiah). Nilai sejumlah Rp. 30.526.068.000,00 
jelas dikatakan sebagai PERKIRAAN biaya 
membangun baru (reproduction cost new) pada 
saat tanggal penilaian, yaitu pada tanggal 1 
Oktober 2015. Jadi, nilai sejumlah itu bukan 
kerugian material yang timbul akibat kerusakan 
dan/atau hilangnya acacia mangium yang 
diakibatkan oleh wanprestasi Pemohon (dahulu 
Termohon Arbitrase) sebagaimana didalilkan oleh 
Turut Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase).

- Bahwa Laporan Penilaian Simanungkalit 
tersebut merupakan Bukti P-19 yang diajukan 
oleh PT PML di dalam pemeriksaan sengketa di 
BANI tersebut. Selama pemeriksaan sengketa di 
BANI, dengan mendasarkan Bukti P-19 dimaksud, 
PT PML secara tegas menyatakan bahwa PT 
PML telah mengalami kerugian akibat tindakan 
wanprestasi yang dilakukan oleh PT Inhutani 
V (Persero) sebesar nilai sebagaimana tertuang 
hasil Laporan Penilaian Simanungkalit. Tindakan 
PT PML tersebut jelas-jelas sebagai bentuk 
kebohongan atau tipu muslihat yang sangat 
nyata karena nilai pasar yang disampaikan 
Simanungkalit bukanlah actual cost (biaya 
dan kerugian nyata) atas tanaman rusak 
tetapi semata-mata hanya PERKIRAAN 
BIAYA jika akan membangun kembali pada 
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saat tanggal penilaian (1 Oktober 2015). Fakta 
yang merupakan hasil kebohongan atau tipu 
muslihat PT PML tersebut yang kemudian 
dijadikan dasar bagi Majelis Arbitrase untuk 
menentukan kerugian yang diderita oleh PT 
PML. Padahal, sebenarnya di dalam Putusan BANI 
No. 624/X/ARB-BANI/2014 butir 15 halaman 
75, Majelis Arbitrase telah mengakui bahwa 
data untuk menentukan besarnya kerugian 
tersebut sangat minim. Oleh karena Putusan 
BANI No. 624/ X/ARB-BANI/2014 diambil 
atas dasar tipu muslihat atau kebohongan 
yang dilakukan PT PML dalam pemeriksaan 
sengketa aquo, maka hal itu telah cukup 
menjadi syarat untuk membatalkan Putusan 
BANI No. 624/ X/ARB-BANI/2014 untuk 
seluruhnya.

1.  Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 diambil 
berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut 
Termohon terkait Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
-  Bahwa tidak seluruh data sekunder berupa 

dokumen-dokumen yang ada terkait tanaman-
tanaman acacia mangium di areal Register 46 
Way Hanakau disediakan dan diserahkan oleh PT 
PML kepada Simanungkalit sebagai bahan untuk 
membuat Laporan Penilaian.

-  Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang 
disediakan oleh PT. PML tersebut, Simanungkalit 
berasumsi bahwa luasan wilayah HTI acacia 
mangium yang telah rusak adalah Register 42 
Rebang, Way Kanan seluas 744,8 Ha dan  Register 
46 Way Hanakau seluas 1.914 Ha.

-  BAP tertanggal 11 November 2013 di Register 
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46 Way Hanakau merupakan berita acara 
pemeriksaan yang dibuat oleh 2 (dua) 
orang Petugas Pemeriksa pada UPT Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bukit 
Punggur, Kab. Way Kanan, yait Hamzah Sohar dan 
Zaidi. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut hanya 
didampingi wakil dari PT PML dan tidak ada satu 
pun wakil dari PT. Inhutani V (Persero). Di dalam 
BAP tersebut antara lain dinyatakan bahwa pada 
tanggal 11 November 2013 telah dilaksanakan 
pengecekan tanaman ke lokasi lahan HTI di 
Way Hanakau untuk tanah seluas + 2.836 Ha.

-  Bahwa data sebagaimana tercantum di dalam BAP 
tertanggal 11 November 2013 di Register 
46 Way Hanakau jelas-jelas merupakan data 
hasil dari kebohongan atau tipu muslihat 
yang dilakukan oleh PT PML karena tidak 
lah mungkin melakukan pengecekan lahan 
seluas + 2.836 Ha hanya dalam waktu 1 (satu) 
hari.

-  Bahwa terdapat Surat Pernyataan tertanggal 
17 November 2015 dibuat dan ditandatangani 
Hamzah Sohar, Dedi Hariyandi dan Zaidi, 
ketiga petugas KPHP tersebut secara tegas 
menyatakan bahwa beberapa keterangan 
di dalam BAP tanggal 11 November 2013 
tersebut adalah tidak benar. Di dalam butir 
1 huruf d Surat Pernyataan dimaksud, Hamzah 
Sohar, Dedi Hariyandi dan Zaidi menyatakan 
sebagai berikut “Data luas tanaman baik tanaman 
yang ada maupun tanaman yang dianggap tidak 
ada atau hilang sebagaimana dicantumkan dalam 
Berita Acara tersebut hanya berdasarkan 
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perkiraan karena saat pembuatan Berita 
Acara sesungguhnya tidak dilakukan 
pengukuran di lapangan tetapi hanya 
berdasarkan informasi dari PT. Paramitra 
Mulia Langgeng”.

-  Bahwa berdasarkan surat pernyataan 
tersebut, secara terang benderang dapat 
diketahui bahwa PT PML telah membuat 
suatu kebohongan atau tipu muslihat tentang 
adanya pemeriksaan lapangan di Register 
46 Way Hanakau, sehingga diketemukan 
adanya tanaman rusak seluas hampir 2.000 Ha. 
Padahal, faktanya data tentang luasan tanaman 
keseluruhan maupun luasan tanaman rusak 
tersebut tidak diperoleh dari hasil pemeriksaan 
langsung di lapangan, tetapi semata-mata data 
yang bersumber dari PT PML sendiri tanpa 
diketahui apalagi disetujui oleh Pemohon/PT 
Inhutani V (Persero). Data yang diperoleh dari 
hasil tipu muslihat tersebut selanjutnya dijadikan 
dasar dari Laporan Penilaian Sumanungkalit. 
Fakta tersebut sudah cukup memenuhi unsur 
bahwa selama pemeriksaan perkara in casu, PT 
PML telah melakukan tipu muslihat.

Bahwa Majelis hakim dalam memaknai tentang hal tipu 
muslihat dalam putusan No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.
PST., yang didalilkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim akan 
mempertimbangkannya sebagai berikut :

1.  Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa 
didalam bukti P-19 dalam perkara Arbitrase Nomor 
264/X/ARB-BANI/2016 yaitu berupa Laporan Penilaian 
yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik PANANGIAN 
SIMANUNGALIT & Rekan atas Properti milik PT. 



ANALISIS PUTUSAN PERDATA 67

Mulyani Zulaeha dan Rachmadi Usman

Paramitra Mulia Langgeng, didalam laporannya bahwa 
Simanungkalit tidak pernah menyatakan hasil penilaian 
atas tanaman accacia mangium yang rusak di areal 
Register 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way 
Hanaku sebagai kerugian yang diderita PT. PML 
a. Bahwa di dalam laporannya tersebut tidak 

diketemukan satu bagian yang menyatakan 
bahwa PT. PML mengalami kerugian sebesar Rp. 
30.526,068,000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua 
puluh enam juta enam puluh delapan ripu rupiah) 
dan nilai sebesar Rp. 30.526.068.000,- (tiga puluh 
milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh 
delapan ribu rupiah) tersebut jelas dikatakan 
merupakan perkiraan biaya membangun baru 
(reproduction cost new) pada saat tanggal 
penilaian yaitu tanggal 1 Oktober 2015.

b. Bahwa bukti P-19 yang diajukan oleh PT. PML 
pada saat pemeriksaan sengketa di BANI 
tersebut secara tegas menyatakan PT. PML telah 
mengalami kerugian akibat tindakan wanprestasi 
yang dilakukan oleh PT. Inhutani V (persero) 
sebagai nilai yang tertuang hasil Laporan 
Penilaian Simanungkalit. Tindakan PT. PML 
tersebut jelas sebagai bentuk kebohongan atau 
tipu muslihat yang sangat nyata karena nilai pasar 
yang disampaikan Simanungkalit bukan biaya dan 
kerugian nyata atas tanaman yang rusak tetapi 
semata mata hanya perkiraan biaya jika akan 
membangun kembali pada saat tanggal penilaian 
(1 Oktober 2015)

2.  Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita 
Acara tertanggal 11 Nopember di Register 46 di Way 
Hanaku telah dilakukan pengecekan tanaman ke lokasi 
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lahan HTI di Way Hanaku untuk tanah seluas lebih 
kurang seluas 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh 
enam) Ha;

3.  Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berpendapat 
kalau PT. PML telah melakukan pengecekan lahan seluas 
lebih kurang 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh 
enam) Ha apalagi dengan menghitung jumlah kerugian 
apalagi ditambah dengan menghitung jumlah kerusakan 
hutan yang hanya dilakukan dalam waktu 1 (satu) 
hari menurut hemat Majelis adalah tidak mungkin , 
karena itu maka alasan pembatalan putusan arbitrase 
yang diajukan oleh Pemohon adalah dapat dibenarkan, 
sehingga menurut hemat Majelis unsur adanya tipu 
muslihat yang dilakukan oleh PT. PML dapatlah 
dibuktikan

Putusan Majelis Hakim dalam pokok perkara sebagai berikut :
1.   Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2.  Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia Nomor  624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 
Februari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
;

3.   Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia tanggal 18 Februari 2016 berikut segala akibat 
hukumnya;

4.   Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia Nomor : 624/X/ ARB.BANI/ 2016 dari Regiser 
Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat;

5.  Menghukum Termohon dan untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas 
ribu rupiah)
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Berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka  tipu muslihat 
menjadi unsur yang dipertimbangkan menjadi dasar putusan. Tipu 
muslihat yang dimaksud dalam putusan ini adalah karena pihak 
Turut Termohon (in casu PT. PML) mendalilkan Nilai kerugian 
dinyatakan berdasarkan data yang minim, hal ini karena penilaian 
yang dilakukan tidak komprehensif atas tanaman acacia mangium 
yang rusak di areal  42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way 
Hanaku sebagai kerugian yang diderita PT. PML yang  penilaianya 
dilakukan berupa Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa 
Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan atas properti  
Milik PT Paramitra Mulia Langgeng Penilaian mana yang dimaksud 
hanyalah merupakan nilai pasar dari asset tanaman acacia mangium 
yang telah rusak pada tanggal 1 oktober 2015 dengan metodologi 
pendekatan biaya yang digunakan dengan cara menghitung biaya 
membangun ulang asset baru. Laporan ini oleh penilai (in casu 
Kantor Jasa Penilai Simanungkalit) tidak pernah menyatakan 
sebagai hasil dari penilaian atas tanaman acacia mangium yang rusak 
di areal Register 42 Rebang, Way kanan dan register 46 Way Hanaku 
sebagai kerugian yang diderita oleh PT. PML. Nilai kerugian yang 
disampaikan bukanlah actual cost (biaya kerugian nyata) 
atas tanaman rusak tetapi semata-mata hanya perkiraan biaya.  
Tetapi kemudian hasil penilaian itulah yang dijadikan dasar 
lahirnya putusan arbitrase terkait nilai kerugian sebesar  Rp. 
30.526.068.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam 
juta enam puluh delapan ribu rupiah).

Berdasarkan dalil pertimbangan ini bahwa makna tipu muslihat 
yang dimaksud dalam putusan ini adalah perhitungan nilai kerugian 
yang dilakukan tidak dengan cara professional, melalui metodologi 
yang tidak tepat, berdasarkan pengambilan data yang tidak akurat 
mengenai objek yang diteliti. Dengan demikian pertimbangan 
Majelis Hakim sudah tepat menyatakan adanya unsur tipu muslihat 
dalam putusan Arbitrase Nomor 264/X/ARB-BANI/2016.

Unsur tipu muslihat berikutnya yang menjadi dasar 
dikabulkannya permohonan pembatalan adalah Berita Acara 



ANALISIS PUTUSAN PERDATA70

Imunit as Bani  Sebagai  Pihak y ang Digugat dalam Pembat alan Putusan Arbitrase
03

Pemeriksaan Lapangan berdasarkan validitas data yang tidak 
benar. Bahwa untuk mendukung Laporan Penilaian Kerugian oleh 
Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan, maka 
disampaikan lah data-data yang menyesatkan yang berasal dari 
asumsi semata mengenai luas wilayah hutan, dengan mengeluarkan 
Berita Acara oleh 2 (dua) orang Petugas pemeriksa pada UPT 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dalam 1 (satu) hari. 
Pemeriksaan dilakukan oleh petugas dan didampingi hanya oleh 
wakil tim PT. PML tidak ada wakil dari PT. Inhutani V. Pengecekan 
dilakukan pada wilayah tanah seluas ± 2.836 Ha. Tidak pernah 
dilakukan pengecekan lapangan secara nyata, namun hanya 
berdasarkan informasi sepihak dari PT.PML. Namun justru data 
inilah yang dijadukan dasar dalam pengambilan putusan arbitrase 
Nomor 264/X/ARB-BANI/2016. 

Berdasarkan pertimbangan ini dapat disimpulkan  bahwa 
majelis hakim menemukan bahwa suatu ketidakmungkinan 
dilakukan pengukuran tanah seluas ± 2.836 Ha, oleh 2 (dua) orang 
petugas dalam jangka waktu 1 (satu) hari dan tanpa dilengkapi 
peralatan canggih sebagai alat bantu pengukuran di areal yang sangat 
luas. Seyogyanya terdapat suatu peralatan canggih dan media/
metode  perhitungan luas lahan yang dapat dipercaya keakuratannya 
sebagai alat bantu perhitungan luas lahan. Dengan demikian sudah 
tepat pertimbangan Majelis Hakim 

IV.  PENUTUP 

Pembatalan putusan Arbitrase Nomor Nomor 264/X/ARB-
BANI/2016 oleh Majelis Hakim sudah tepat. Berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 maka pembuktian 
tipu muslihat tidak tidak diperlukan adanya putusan pengadilan 
terlebih dahulu, melainkan dapat dinilai dari bukti-bukti yang 
diajukan Pemohon. Berdasarkan pembuktian yang diajukan bahwa 
tipu muslihat jelas terbukti dilakukan oleh salah satu pihak. Tipu 
Muslihat dalam putusan arbitrase ini mengenai nilai kerugian 
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yang didasarkan pada laporan penilaian kerugian yang tidak 
akurat, metodologi penilaian kerugian yang digunakan tidak tepat, 
berdasarkan pengambilan data yang tidak akurat mengenai objek 
yang diteliti sehingga mengahasilkan Laporan yang mengandung 
unsur tipu muslihat. Selain itu tipu muslihat dalam putusan ini 
adalah laporan Berita Acara  pengukuran luas tanah ± 2.836 Ha yang 
mengandung ketidakmungkinan kareha hanya dilakukan 1 (satu) 
hari oleh 2 (dua) orang petugas tanpa menggunakan  peralatan bantu 
yang dapat mendukung pelasanaan pengukuran. Faktanya Tidak 
pernah dilakukan pengecekan lapangan secara nyata, namun hanya 
berdasarkan informasi sepihak.

0), 2023, p. 89)Click here to enter text. (Harahap, 2008)g dilan. 
Berarti, surat gugatan juga termasuk surat yang berisikan pernyataan 
lalai untuk membuktikan adanya wanprestasi.Dalam kasus a quo, 
hakim menemukan fakta hukum yang keberadaannya tidak disangkal 
kedua belah pihak, bahwa atas peminjaman uang antara Tergugat 
kepada Penggugat sebesar Rp300 juta tersebut, telah dibuat Surat 
Perjanjian tertanggal 4 April 2014, yang didukung dengan alat bukti 
berupa fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014 tersebut. 
Selain itu juga terdapat alat bukti lainnya berupa fotokopi kuitansi 
tanda terima uang (halaman 27-28). Berdasarkan alat bukti ini, 
hakim berpendapat bahwa dapat dibuktikan bahwasanya pada 
tanggal 4 April 2014 tersebut, Tergugat telah meminjam uang kepada 
Penggugat dengan janji akan dikembalikan selama 3 bulan sejak 
peminjaman atau pada tanggal 4 Juli 2014. Demikian pula bukti ada 
hutang tergugat didukung oleh kesaksian, hakim a quo menyatakan: 
“Menimbang, bahwa bukti diatas mengenai adanya hutang Tergugat 
kepada Penggugat juga didukung oleh keterangan saksi Aan Budiono 
dan saksi Siswanto, yang dalam kesaksiannya pada pokoknya 
menyatakan bahwa kedua saksi tersebut pernah menjadi saksi 
penyerahan uang pinjaman tersebut dari Penggugat kepada Tergugat 
dan ikut menandatangani kwitansi penerimaan uang sebagai saksi.” 
(halaman 28).Memang dari alat bukti yang ada, memang tidak 
dapat disangkal bahwa telah terjadi adanya pinjaman uang dari 
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Penggugat kepada Tergugat sebagaimana pertimbangan hakim a qou  
menyatakan, bahwa: “Menimbang, bahwa berkaitan dengan 
kebenaran adanya pinjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat 
sebagaimana telah dibuktikan dengan alat-alat bukti Penggugat 
dalam pertimbangan diatas, kebenarannya tidak dibantah oleh 
Tergugat, baik mengenai jumlah uang pinjaman maupun jangka 
waktu pengembaliannya, sehingga dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwasanya dalil Penggugat mengenai adanya hutang 
Tergugat pada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta 
rupiah) harus dinyatakan terbukti menurut hukum.” (halaman 28).
Untuk memperkuat pertimbangan hakim a quo, sudah seharusnya 
lebih lanjut dilakukan melakukan pengujian keabsahan Surat 
Perjanjian tertanggal 4 April 2014 yang didalilkan Tergugat 
bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1377 BW, terpenuhi atau tidak persyaratan sah suatu perjanjian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Salah satu kewajiban 
hakim adalah mengadili seluruh bagian dari gugatan, termasuk juga 
terhadap dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat, tidak hanya 
menyimpulkan akan kebenaran dalil Penggugat mengenai adanya 
utang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp300 juta. Hal ini terjadi 
dikarenakan pada waktu tahap pembuktian, kebenaran adanya 
pinjaman sebesar Rp300 juta tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat 
mengakui bahwa pada tanggal 4 April 2014 ada meminjam uang dari 
Penggugat sebesar Rp300 juta yang dibuktikan dengan adanya Surat 
Perjanjian, plus kuintasi-kuitansi penerimaan sejumlah uang dan 
keterangan saksi Aan Budiono dan saksi Siswato. Alat bukti diajukan 
Penggugat berupa tulisan dan saksi bersesuaian, sehingga hakim a 
quo tidak mempersoalkan lagi mengenai dalil bantahan Tergugat 
mengenai keabsahan Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014, 
demikian pula Tergugat tidak mempersoalkan lagi mengenai dalil 
bantahannya terkait dengan keabsahan Surat Perjanjian tertanggal 4 
April 2014. Walaupun demikian sesuai dengan hukum acara, menjadi 
kewajiban hakim a quo untuk mempertimbangkan dan mengadili 
tuntutan Penggugat, termasuk juga menguji dalil bantahan Tergugat. 
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Memang Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg, dan Pasal 50 
Rv, yang menyatakan, bahwa, “Hakim wajib mengadili atas segala 
bahagian gugatan”. Ayat (2) ini mewajibkan kepada hakim mengadili 
dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat 
atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa 
hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, 
membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam 
tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan 
keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan 
yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan 
tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena 
persoalannya sulit umpamanya. Terkait ketentuan hukum ini, 
M.Yahya Harahap12 menyatakan, bahwa putusan harus total dan 
menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang 
diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, 
dan mengabaikan gugatan selebihnya. Konsekuensi hukumnya, 
putusan yang seperti ini harus dibatalkan.Hakim a quo dalam 
putusannya juga tidak mengabulkan petitum point ke-6, mengingat 
barang jaminan berupa SHM No. 687 tersebut masih merupakan 
boedel harta bersama, jadi pemiliknya tidak hanya Tergugat, ada 
pihak lainnya diluar Tergugat yang juga berhak atas bidang tanah 
yang dijaminkan. Tepat kiranya pertimbangan yang diberikan hakim 
a quo terkait dengan petitum point ke-6 tersebut dengan 
pertimbangan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berkaitan 
dengan petitum gugatan Penggugat poin 6 yaitu tentang penjualan 
barang jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 
687, tertanggal 6 November 1989 An. NURUL CHAELANI IRSYAD, 
berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di 
Jalan Uria Jaya No. 30 RT/RW. 001/14, Kelurahan Langkai, 
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Majelis Hakim 
berpendapat sebagai berikut : bahwasanya jaminan atas pinjaman 
uang tersebut berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 

12 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan 
Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 800-801.
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687, tertanggal 6 November 1989 An. NURUL CHAELANI IRSYAD, 
berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di 
Jalan Uria Jaya No. 30 RT/RW. 001/14, Kelurahan Langkai, 
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sedangkan pinjaman 
dilakukan atas nama Benny Arifin (Tergugat), sedangkan status 
bidang tanah yang menjadi jaminan tersebut didalilkan Tergugat 
masih merupakan boedel harta bersama, artinya masih ada pihak-
pihak lain selain Tergugat yang berhak atas bidang tanah tersebut.” 
(halaman 30-31)Menimbang, bahwa disamping itu juga dalam 
perkara ini Tergugat tidak menyangkal atau membantah adanya 
pinjaman tersebut atau menolak untuk mengembalikannya, namun 
oleh karena kondisi Tergugat yang tidak memungkinkan untuk 
mengembalikannya saat ini, sehingga berdasarkan pertimbangan 
tersebut maka petitum gugatan Penggugat poin 6 inipun tidak 
beralasan menurut hukum dan harus ditolak;” (halaman 31)
Dengan pertimbangan seperti itu, maka sudah tepat jika hakim a quo 
juga tidak mengabulkan gugatan atas tuntutan point ke-2, yakni; 
menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh 
Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya, mengingat jaminan 
tersebut merupakan harta bersama, Tergugat dengan sendirinya 
tidak memiliki kewenangan secara sendiri untuk melakukan 
perbuatan hukum terhadap barang jaminan berupa SHM No. 687 
tersebut. Pertimbangan hakim a quo pada putusannya, yakni: 
“Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat 
poin 2, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya oleh karena selama 
persidangan tidak dilakukan tindakan apapun berkaitan peletakan 
sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 687, tertanggal 
6 November 1989 An. NURUL CHAELANI IRSYAD, berupa sebidang 
tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Uria Jaya 
No. 30 RT/RW. 001/14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, 
Kota Palangka Raya, maka petitum gugatan tersebut harus 
dikesampingkan dan ditolak.” (halaman 31).Mengingat tidak ada 
bantahan yang berarti dari Tergugat, termasuk terhadap alat bukti 
yang diajukan Penggugat, hakim a quo lebih banyak menolak tuntutan 
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Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Baik Tergugat dan Penggugat 
dalam perkara a quo, Tergugat telah mengakui adanya utang uang 
sebesar Rp300 juta kepada Penggugat dan sampai saat itu belum 
dapat mengembalikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah 
diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014. 
Pemenuhan Unsur-unsur Wanprestasi dalam Pengembalian 
Pembayaran Uang Pinjaman oleh Tergugat terhadap 
Penggugat dari segi Aturan Hukum dan DoktrinPokok gugatan 
lainnya dalam perkara a quo mengenai apakah Tergugat telah 
melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atau tidak dalam 
pengembalian pembayaran uang pinjaman kepada Penggugat. 
Tentunya dalam tanggapan Tergugat menyangkal telah wanprestasi 
dengan alasan dan dalil sebagai berikut:Bahwa setelah jatuh tempo 
waktu pengembalian uang sebagaimana yang dijanjikan Tergugat, 
ternyata Tergugat karena situasi dan kondisi tertentu tidak dapat 
memenuhi prestasi/ kewajiban melakukan pembayaran atas 
pinjaman tersebut, dan benar Tergugat meminta waktu 
(perpanjangan) secara lisan untuk membayar hutang tersebut 
(halaman 13);Bahwa Tergugat tidak pernah menerima Somasi dari 
Penggugat melalui Kuasanya dengan Nomor : 50/Adv//Som./XI/16, 
tanggal 8 November 2016 (halaman 13); Dalam persidangan 
ditemukan fakta hukum bahwa utang Tergugat pada Penggugat 
sebesar Rp300 juta memang belum dikembalikan sesuai jangka 
waktu yang diperjanjikan. Dalam hal ini Tergugat tidak 
menyangkalnya, alasan Tergugat belum bisa mengembalikan 
dikarenakan “oleh situasi dan kondisi tertentu tidak dapat memenuhi 
prestasi/kewajiban melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut, 
bahkan Tergugat pernah meminta waktu (perpanjangan) secara lisan 
untuk membayar utangnya. Dalam perkara a quo, hakim telah 
mengabulkan gugatan petitum point ke-4, yang dalam amar 
putusannya hakim memutuskan, bahwa:  “Menyatakan, Tergugat 
telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)”. Apa yang 
menjadi pertimbangan majelis hakim a quo, yaitu:Menimbang, 
bahwa dengan adanya fakta tersebut yaitu bahwa Tergugat belum 
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mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus 
juta rupiah) sesuai jangka waktu yang diperjanjikan maka berdasarkan 
ketentuan Pasal 1243 KUHPdt. Tergugat harus dinyatakan telah 
melakukan wanprestasi, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 4 
adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan; 
(halaman 29).Menurut hukum perdata, kerugian dapat terbit 
karena adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, yang 
merupakan dua jenis gugatan dalam sengketa perdata. Kerugian 
dalam wanprestasi terjadi karena keadaan di mana kreditur maupun 
debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua 
pihak. Dengan kata lain, suatu wanprestasi tidak akan terjadi jika 
tidak ada suatu perjanjian yang mendahuluinya. Lalu apa 
“wanprestasi” atau perbuatan cidera/ingkar janji (breach of contract, 
default, nonfulfillment), secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, 
yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang 
yang berutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian.Wanprestasi 
berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie”, 
artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam 
perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun 
perikatan yang timbul karena undang- undang. Tidak dipenuhinya 
kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:karena 
kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena 
kelalaian;karena keadaan memaksa (force majeure), jadi di luar 
kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.13Untuk menentukan 
apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu 
ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan 
sengaja atau lalai memenuhi suatu prestasi.14 Jika kreditur maupun 
debitur tidak memenuhi prestasi, baik karena kelalaian atau 
kesengajaan, maka dianggap telah melakukan wanprestasi, bisa juga 
karena melanggar perjanjian ketika yang diperjanjikan itu tidak 
boleh melakukan sesuatu. Jadi, wanprestasi dapat didefinisikan 

13 Muhammad Syaifuddin. Op.Cit., hlm. 338. 
14 Ibid. 
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sebagai tidak terlaksananya prestasi, yang bisa disebabkan kesalahan 
kreditur maupun debitur baik yang dengan sengaja atau lalai dalam 
memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.Apabila si berutang 
(debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan 
ia melakukan ”wanprestasi”. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) 
seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:tidak melakukan 
apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang 
dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;melakukan apa 
yang dijanjikannya tetapi terlambat;melakukan sesuatu yang 
menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.15 Lainnya 
menyebutkan mengenai  bentuk-bentuk wanprestasi, dapat berupa 
perbuatan:sama sekali tidak memenuhi prestasi;prestasi yang 
dilakukan tidak sempurna;terlambat memenuhi prestasi; dan 
melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.16 
Pendapat lain menyebutan bentuk-bentuk wanprestasi, bahwa 
debitur wanprestasi kalau debitur:terlambat berprestasi;tidak 
berprestasi;salah berprestasi.17 Untuk menetapkan seseorang 
wanprestasi, perlu menetapkan debitur dalam keadaan lalai dengan 
atau tanpa didahului dengan somasi. Untuk menentukan seseorang 
telah dianggap lalai atau wanprestasi, Pasal 1238 BW menyatakan, 
bahwa: ”Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau 
dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi 
perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus 
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Menurut 
ketentuan ini, bisa juga seseorang dianggap lalai dengan telah 
lewatnya waktu yang ditentukan dalam perikatan, tidak harus 
didahului dengan somasi.Jika dalam pelaksanaan prestasi tidak 
ditentukan tenggang waktu, maka seorang kreditor atau pihak yang 
mempunyai hak menerima prestasi dalam kontrak, dipandang perlu 

15 Subekti. Op.Cit., hlm. 45. 
16 Ahmadi Miru. 2008. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

hlm. 74.  
17 J. Satrio. 2014. Wanprestasi Menurut KUH Perdaya, Doktrin, dan Yurisprudensi. Bandung: Citra 

Aditya Bakti, hlm. 4, dan 46.
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untuk memperingatkan/menegur agar debitur atau pihak lainnya 
yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak 
memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan (sommatie). 
Sebaliknya, jika tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, 
maka menurut Pasal 1238 BW, debitor atau pihak yang mempunyai 
kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dianggap lalai 
dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Suatu somasi harus 
diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas 
dasar apa, dan pada saat kapan diharapkan pelaksanaan prestasi, 
agar berguna bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima 
prestasi jika ingin menuntut debitor  atau pihak yang mempunyai 
kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak di pengadilan, 
Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur atau 
pihak yang mempunya kewajiban melaksanakan prestasi dalam 
kontrak benar-benar telah melakukan wanprestasi.18Pernyataan lalai 
sebagai syarat prosedural penentuan momen/saat terjadinya 
wanprestasi dapat disimpulkan dari Pasal 1243 BW.19 Menurut 
ketentuan ini menyatakan, bahwa: ”Penggantian biaya, kerugian dan 
bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila 
debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi 
perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya 
hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui 
waktu yang telah ditentukan”. Berdasarkan ketentuan, setidaknya ada 
tiga unsur wanprestasi, yaitu: adanya perjanjian, ada pihak yang 
melanggar perjanjian atau cidera janji dan tetap lalai memenuhi 
perikatan yang dilakukannya dalam waktu yang melampau waktu 
yang telah ditentukan.Jika merujuk kepada Pasal 1243 BW tersebut, 
dapat dipahami bahwa secara prosedural tetapi konkrit, suatu 
wanprestasi baru terjadi jika debitor atau pihak yang mempunyai 
kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dinyatakan lalai (in 
mora stelling, ingebreke stelling) untuk melaksanaka prestasinya, atau 

18 Muhammad Syaiffudin. Op.Cit., hlm. 340. 
19 Ibid., hlm. 339. 
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dengan kata lain, wanprestasi ada jika debitor atau pihak yang 
mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebu 
tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu 
di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Jadi, ”pernyataan 
lalai” adalah  suatu rechtmiddel atau upaya hukum kontrak (vide BW) 
sampai kepada tahap debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban 
melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut dinyatakan 
”wanprestasi”.20 Sebenarnya jika ditelusuri rumusan Pasal 1238 BW, 
pernyataan lalai dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis 
(somasi) bukan suatu keharusan, artinya tidak berlaku terhadap hal 
itu jika karena menurut perjanjiannya sendiri telah menetapkan 
bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 
ditentukan. Dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam 
perjanjian, itu pun sudah dianggap atau dinyatakan lalai dalam 
memenuhi prestasi sebagaimana telah diperjanjikan di dalamnya. 
Berarti wanprestasi dapat hanya berdasarkan kekuatan dari perikatan 
sendiri, di mana perikatan itu sendiri mengakibatkan debitur harus 
dianggap lalai sehubungan dengan lewatnya waktu yang ditentukan, 
tidak harus secara tertulis menyatakan bahwa debitur lalai. Namun 
menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, tetap harus adanya surat 
penanggihan tertulis kendati pun menurut perjanjiannya sendiri 
telah lewat waktu yang disepakati. Mahkamah Agung (MA) dalam 
Putusan Nomor 186 K/Sip/1959  tanggal 1 Juli  1959  menyatakan, 
bahwa: ”apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan 
perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa 
memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara 
tertulis oleh pihak kreditur”. Dalam perkara a quo, hakim tidak 
mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan 
bahwa Tergugat tidak pernah menerima somasi dari Penggugat 
melalui kuasanya dengan Nomor: 50/Adv/Som./XI/16 tertanggal 8 
November 2016, sementara menurut Penggugat, somasi yang pernah 
dilayangkan tersebut oleh Tergugat sama sekali tidak mengindahkan. 

20 Ibid., hlm. 340. 
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Keberadaan surat somasi dibuktikan dengan adanya fotokopi surat 
somasi (bukti P-10) dan diperkuat oleh keterangan kedua saksi, yang 
dalam kesaksikannya pada pokok menyatakan, bahwa melalui 
kuasanya juga pernah berupaya menyelesaikan hutang piutang/
pinjaman dengan mengirim surat kepada Tergugat. Fakta hukum ini 
oleh hakim dalam perkara a quo tidak dijadikan alasan pada 
pertimbangan hukumnya. Seandainya fakta ini juga dipertimbangkan 
akan lebih memperkuat pemenuhan unsur-unsur wanprestasi dalam 
perkara a quo. Berbeda dengan doktrin, tidak semua pelaksanaan 
suatu perjanjian yang diminta di muka hakim harus didahului dengan 
suatu penagihan tertulis. Dalam praktiknya menurut Mahkamah 
Agung sebagaimana diterangkan dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk 
Wetboek tidak sebagai Undang-Undang, bahwa Mahkamah Agung 
sudah pernah memutuskan, diantara dua orang Tionghoa, bahwa 
pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat dianggap 
sebagai penagihan, oleh karena si tergugat masih dapat menghindarkan 
terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari 
sidang pengadilan. Berarti, surat gugatan juga termasuk surat yang 
berisikan pernyataan lalai untuk membuktikan adanya wanprestasi.

Berbeda halnya dengan doktrin, menurut Mariam Darus 
Badrulzaman (Badrulzaman, 2001), bahwa pernyataan lain juga 
tidak perlu dilakukan jika peringatan (somasi) diadakan untuk jangka 
waktu tertentu, oleh karena dengan dilampauinya jangka waktu itu, 
berarti debitor telah tidak melaksanakan prestasi yang dijanjikan 
dalam kontrak. Demikian juga J.H. Niewenhui menyatakan, bahwa 
dalam keadaan tertentu untuk membuktikan wanprestasi debitor 
tidak diperlukan pernyataan lalai, misalnya:

1.  untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang 
fatal (fatale termijn);

2.  Debitor.

5



ANALISIS PUTUSAN PERDATA 81

Mulyani Zulaeha dan Rachmadi Usman

DAFTAR ACUAN

Paustinus Siburian. 2004. Arbitrase Online : Alternatif Penyelesaian 
Sengketa Perdagangan Secara Elektronik. Jakarta : Djambatan

Eman Suparman. Cetakan 1 2004. Pilihan Forum Arbitrase Dalam 
Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan. Jakarta : PT. 
Tata Nusa

Frans Hendra Winarta. 2013. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: 
Sinar Grafika

Mulyani Zulaeha. 2019. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. Malang : CV. IRDH.

M. Yahya Harahap. 2003. Arbitrase. Jakarta : Sinar Grafika Offset
Munir Fuady. 2006. Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Bisnis, Bandung: Citra Aditya
Muhammad Adriansyah. Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional 

Oleh Pengadilan Negeri. Jurnal Cita Hukum. Volume II Nomor 
2 Desember 2014

Nazarkhan Yasin. 2008. Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian 
Sengketa Konstruksi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama



ANALISIS PUTUSAN PERDATA82

G uga t a n Pe r b u a t a n Me l a w a n Hu k u m Pe ng u a s a a n A s e t Ya y a s a n
04

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 
Penguasaan Aset Yayasan
Rachmadi Usman & Mulyani Zulaeha 

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 3/Pdt.G/2019/
PN.Bna mengadili sengketa dualisme Yayasan yang sama-
sama menganggap dirinya sebagai Yayasan peralihan dan 

penyesuaian dari YPUI yang didirikan  berdasarkan Akta Perubahan 
Susunan Pengurus Dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 
22 tanggal 12 April 1980 yang dikeluarkan oleh Notaris Nyonya Zahara 
Pohan, yang dahulu Jajasan SMI/SMIA. Yayasan yang didirikan 
Para Tergugat telah menguasai Dayah Darul Ulum beserta aset-
aset YPUI lainnya. Kalau demikian, Yayasan yang mana merupakan 
peralihan dan penyesuaian dari YPUI yang didirikan pada tanggal 17 
Oktober 1961, apakah YPUI Aceh atau YPUI Banda Aceh. Kemudian 
isu hukum lainnya, apakah pihak yang menguasai Dayah Darul 
Ulum dan tanah beserta bangunan merupakan perbuatan melawan 
hukum. Alat bukti dengan surat, keterangan saksi, dan keterangan 
ahli yang diajukan Penggugat bersesuaian satu sama lainnya. Dengan 
merujuk pada keterangan ahli, kemudian dihubungkan dengan Pasal 
36 ayat (2) PP No. 63/2008 sebagai ketentuan pelaksanaan  Pasal 
71 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 28/2014, untuk mengetahui suatu 
Yayasan merupakan penyesuaian dari sebuah Yayasan yang telah ada 
sebelum UU Yayasan, yaitu dilihat dari premise akta  Yayasan yang 
menyebutkan asasl-usul Yayasan tersebut. Setelah memperhatikan 
kedua Akta Yayasan a quo, penyebutan asal-usul Yayasan lama, yaitu 
YPUI terdapat dalam premise Akta Perubahan dan Penyesuaian 
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YPUI Aceh, sementara dalam Akta Pendirian YPUI Banda Aceh tidak 
dinyatakan ataupun menyebutkan dengan tegas bahwa YPUI Banda 
Aceh merupakan penyesuaian dari YPUI yang didirikan pada tahun 
1961. Oleh karena itu itu aset-aset sebidang tanah dan bangunan 
YPUI secara hukum sah milik Penggugat dan dengan sendirinya 
tindakan Para Tergugat menguasai sertifikat Hak Pakai No. 170 
Tahun 1996 adalah perbuatan melawan hukum, sebab penguasaan 
tanah dan bangunan yang dilakukan adalah perbuatan tidak berdasar 
hukum serta menimbulkan kerugian bagi pihak YPUI Aceh yang 
seharusnya menikmati tanah serta bangunan di atasnya, termasuk 
mengelola Dayah Dareul Ulum, yang merupakan perubahan dan 
penyesuaian dari YPUI.   

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sengketa yang sedang dianalisis ini merupakan Putusan 
Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 3/Pdt.G/2019/PN.Bna. Pihak 
yang berperkara adalah:

1.  Penggugat: Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh 
(YPUI Aceh), memberikan kuasa hukumnya Safriadi, 
S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum TGK. 
SAFRIADI, S.H., M.H., & ASSOCIATES;

2.  Tergugat I: Drs. H. Salahuddin Hasan;
3.  Tergugat II: Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda 

Aceh (YPUI Banda Aceh); Para Tergugat memberikan 
kuasa hukumnya kepada Jalaluddin Moebin, S.H., dkk, 
Advokat pada kantor hukum JALALUDDIN MOEBIN, 
S.H., NAJMUDDIN, S.H., & PARTNERS.

Posisi kasusnya sebagai berikut:
1.   pada tanggal 17 Oktober 1961 berdasarkan Akta Notaris 

Nomor 20, dihadapan Mula Pangihutan Tamboenan, 
selaku Wakil Notaris di Kutaradja, telah didirikan sebuah 
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yayasan yang diberi nama ”Jajasan SMI/SMIA Daerah 
Istimewa Atjeh”, yang maksud dan tujuan Yayasan 
tersebut adalah untuk membangun, menyantuni dan 
mengorganisir sekolah-sekolah lanjutan Islam di Daerah 
Istimewa Aceh. Yayasan tersebut pada dasarnya telah 
berjalan sejak 20 Mei 1946, sesuai dengan Akte Nomor 
20 tertanggal 17 Oktober 1961 tersebut;

2.   usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai maksud 
dan tujuan yayasan antara lain dengan mendirikan 
sekolah-sekolah lanjutan Islam, membangun gedung-
gedung, asrama-asrama dan rumah-rumah untuk 
keperluan sekolah-sekolah tersebut, memelihara 
sekolah-sekolah hak milik yayasan yang telah ada, 
menyusun/mempersatukan rencana pelajaran sekolah-
sekolah dan memajukan sekolah-sekolah tersebut 
dengan segala macam usaha yang dapat dilakukan. 
Sejak pendirian Yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa 
Aceh membuat susunan badan pengurus untuk pertama 
kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Akta 
pendirian Yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh, 
serta badan pengawas/Penasehat sebagaimana termuat 
dalam Pasal 6 Akta Pendirian Yayasan SMI/SMIA Daerah 
Istimewa Aceh sesuai Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 
Oktober 1961 tersebut di atas;

3.   untuk mendorong pengembangan SMP dan SMA 
Islam Banda Aceh setelah penetapan personalia SMP 
dan SMA Islam Banda Aceh berdasarkan SK Yayasan 
Nomor 03/1979 tanggal 1 Juni 1979. Selanjutnya, 
pada tanggal 28 Maret 1979 telah dilaksanakan rapat 
reorganisasi dan penyisipan serta penambahan 
pengurus dari Yayasan SMI/SMIA daerah Istimewa 
Atjeh, maka diperoleh keputusan untuk merubah/
menambah susunan pengurus dari yayasan SMI/SMIA 
Daerah Istimewa Aceh. Selain itu sampai perkara ini 
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diajukan, belum pernah dilakukan rapat pembina/
badan pengurus yayasan SMI/SMIA untuk kepentingan 
pembubaran yayasan, artinya kekayaan yayasan SMI/
SMIA tidak pernah diserahkan kepada pihak manapun 
atau badan-badan amal yang ada di daerah Istimewa Aceh 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Akta Pendirian 
Yayasan SMI/SMIA tersebut;

4.   berdasarkan hasil keputusan rapat pendiri/pengurus, 
Yayasan SMI/SMIA diubah namanya menjadi Yayasan 
Pembangunan Umat Islam (YPUI), berkedudukan 
di Banda Aceh. Dengan demikian pada tanggal 12 
April 1980 Muhammad Thaib Wajdi dan Ibrahim Amin 
yang keduanya bertindak untuk diri sendiri dan untuk 
dan atas nama para pendiri/pengurus yayasan SMI/
SMIA menghadap ke notaris Nyonya Hajjah Zahara 
Pohan untuk melakukan perubahan susunan pengurus 
dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, sebagaimana 
termuat dalam Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 
1980. Perubahan susunan pengurus dan perubahan 
Anggaran Dasar Yayasan sebatas pada 3 pasal yaitu Pasal 
1 adalah Nama, tempat kedudukan dan waktu, Pasal 2 
adalah maksud dan tujuan, dan Pasal 3 adalah Usaha;

5.   Yayasan SMI/SMIA yang telah diubah namanya menjadi 
YPUI membenah diri untuk disesuaikan dengan 
bidang-bidang yang akan dikembangkan. Selanjutnya 
YPUI setelah bergerak untuk menyesuaikan dengan 
perubahan zaman, YPUI dengan penuh itikad baik 
memberikan kewenangan penuh kepada pengurus 
yayasan untuk mengelola dan menjalankan program 
sesuai dengan harkat dan martabat berdasarkan visi 
dan misi yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga YPUI. Selanjutnya YPUI membuka 
sebuah dayah modern di samping pendidikan yang telah 
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ada sebagaimana termuat dalam Surat keputusan Nomor 
23a/YPUI/SK.1990 tentang Penetapan Pembukaan 
Dayah/ Pesantren Darul ’Ulum Yayasan Pembangunan 
Umat Islam tertanggal 1 7  J u l i  1 9 9 0 ,  dengan 
Keputusan tertanggal 1 Maret 1991, Tgk. Mahyiddin YS 
selaku Ketua dan Ibrahim Basyah selaku Sekretaris yang 
menandatangani Keputusan YPUI untuk mengangkat 
kembali Drs. M. Nur Ishak sebagi wakil kepala SMA 
untuk membantu tugas-tugas kepala sekolah;

6.   diketahui sejak berdirinya SMI/SMIA yang terakhir 
diubah menjadi YPUI telah beberapa kali melakukan 
penggantian Pembina dan Pengurus YPUI. Struktur 
pengurus Yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh 
yang dirubah namanya menjadi Yayasan Pembangunan 
Umat Islam (YPUI) adalah A. Gani Usman selaku Ketua 
Umum, H. Zaini Bakri menjabat sebagi Ketua I, Tgk. 
M. Amin sebagai Ketua II, dan Ibrahim Amin sebagai 
Sekretaris sebagaimana tersebut dalam Daftar Pendiri 
tertanggal 7 April 1980. Pembina/Pengurus YPUI Aceh 
sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada 
siapapun untuk meleburkan atau mengalihkan YPUI, 
tidak pula memberikan kuasa kepada siapapun untuk 
melakukan perbuatan hukum membuat Akte Pendirian 
YPUI dalam bentuk yang berbeda dengan YPUI dan 
susunan Pembina/pengurus Yayasan lain yang berbeda 
dengan AD/ART YPUI tersebut;

7.   dalam perjalanan waktu YPUI, berbenturan secara 
hukum karena telah didirikan yayasan baru yaitu 
Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh 
sesuai dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 
2007 yang aktenya dibuat oleh dan dihadapan Notaris 
dan PPAT Sabaruddin Salam, S.H, SpN. yang nama, 
maksud dan tujuan berbeda dengan YPUI dan tidak 
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ada hubungannya dengan YPUI, serta bukan untuk 
meleburkan YPUI yang telah duluan ada dengan Akte 
Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980 tentang perubahan 
susunan pengurus dan perubahan AD  Yayasan;

8.   pada tahun 2007 salah seorang pengurus YPUI saat 
itu, yaitu Tergugat I (Drs. H. Salahuddin Hasan) telah 
mendirikan sebuah yayasan baru dengan nama Yayasan 
Pembangunan Umat Islam Banda Aceh (YPUI Banda 
Aceh) sesuai dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 
18 Juni 2007 tersebut yang aktenya dibuat oleh dan 
dihadapan Notaris dan PPAT Sabaruddin Salam, S.H, 
SpN., yang nama, maksud dan tujuan berbeda dengan 
YPUI dan tidak ada hubungannya serta bukan untuk 
meleburkan YPUI yang lahir dengan Akte Notaris No. 
22 tanggal 12 April 1980 tentang perubahan susunan 
pengurus dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, 
dengan susunan: Ketua pembina dijabat oleh Tergugat 
I dengan Anggota Pembina H. Husaini Idham dan H. 
Ridwan Ahmad; Ketua Umum Pengurus dijabat oleh H. 
Muhammad Daud Makam, Ketua I Drs. Mizanuddin, 
Sekretaris Umum Adi Prasetiono, Sekretaris I Ihsan 
Thaib, Bendahara Marwan Hasyem, Pengawas Ketua H. 
Ali Sabi, Anggota Drs. Razali Umar;

9.   atas prakarsa Tergugat I lahirlah pendirian Yayasan 
Pembangunan Umat Islam Banda Aceh yang dalam perkara 
ini didudukkan sebagai Tergugat II. Tergugat II telah 
mengajukan pengesahan akta pendirian yayasan baru 
yang berbeda dengan YPUI sesuai Akta Notaris Nomor 
150 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan 
Notaris Sabaruddin Salam, S.H, ke Departemen Hukum 
dan Hak Asasi Manusia. Sehingga dikeluarkan Keputusan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2675.
HT.01.02. TH 2007 tanggal 27 Agustus 2007;
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10.  roh dan semangat pendirian YPUI yang tertuang dalam 
Akte tanggal 17 Oktober 1961 tentang pendirian yayasan, 
dan Akte tanggal 12 April 1980 tentang perubahan 
susunan pengurus dan perubahan Anggaran Dasar 
Yayasan telah terusik dengan pelaksanaan kegiatan yang 
menyimpang dari harapan pendiri/ pengurus YPUI Aceh. 
Selain itu Tergugat II yang lahir dengan Akta Notaris No. 
150 tanggal 18 Juni 2007 dihadapan Notaris dan PPAT 
Sabaruddin Salam, SH, SpN, secara melawan hukum 
telah menguasai dan menggunakan aset-aset milik sah 
Penggugat yang merupakan peralihan aset yayasan SMI/
SMIA. Pada hal Tergugat II sama sekali tidak mempunyai 
hubungan hukum dengan Penggugat. Namun dalam 
pelaksanaan kegiatannya Tergugat II sepenuhnya 
menggunakan fasilitas milik Penggugat, seolah-olah 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan 
kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat. Hal 
demikian jelas-jelas bentuk perbuatan yang merugikan 
hak dan kepentingan hukum Penggugat, sehingga 
perbuatan Tergugat II yang demikian patut dinyatakan 
Perbuatan Melawan Hukum;

11.  berdasarkan cikal bakal SMI/SMIA yang dirubah menjadi 
YPUI, maka secara hukum Penggugat merupakan 
pemilik yang sah menurut hukum dengan segala aset-
aset yang dimilikinya dan merupakan perpanjangan dari 
SMI/SMIA. Bahwa akibat terjadinya perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan oleh Tergugat II hasil prakarsa 
Tergugat I untuk dan mengatasnamakan Penggugat, 
maka Penggugat kembali menuju kepada khittah (roh 
dan semangat) sebagaimana dasar didirikannya, maka 
pada tahun 2014 dilakukan sebuah penyesuaian yang 
mengacu kepada Undang- Undang Yayasan dengan 
segala akibat hukumnya;
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12.  terkait dengan status hukumnya pada hari Selasa 
tanggal 13 Mei 2014 telah dibuat Akta Perubahan dan 
Penyesuaian YPUI, sesuai dengan Akta Nomor 02 Tanggal 
13 Mei 2014, dihadapan Notaris Vebiyanti Mariani, S.H, 
M.Kn, Notaris di Banda Aceh. YPUI telah mendapat 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor: AHU-8414.AH.01.04 Tahun 
2014 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Pengesahan 
Penyesuaian Perubahan Akta Yayasan Pembangunan 
Umat Islam (YPUI) dan telah berubah Nama menjadi 
Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh (YPUI 
Aceh). Demikian pula aset-aset yang dimiliki oleh 
Penggugat dan merupakan kekayaan YPUI dan untuk 
itu telah dilakukan penyesuaian sebagai dan merupakan 
kekayaan  YPUI Aceh;

13.  sejak didirikan dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 
18 Juni 2007 tersebut, Tergugat II tidak memiliki aset 
sebagai kekayaaan milik Tergugat II kecuali kekayaan 
pendiri yang dipisahkan berupa uang sejumlah Rp 
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Akta Notaris No. 150 
tanggal 18 Juni 2007 tentang Yayasan Pembangunan 
Umat Islam Banda Aceh (Tergugat II). Namun dalam 
pelaksanaan kegiatannya Tergugat II secara melawan 
hak telah menguasai dan menggunakan aset milik 
Penggugat yang merupakan peralihan aset yayasan SMI/
SMIA;

14.  setelah didirikan pada tahun 2007, dan dilakukan pula 
pendaftaran akta pendirian ke Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. Tergugat I mengkelabui Penggugat 
dengan menyembunyikan akte yang digunakan untuk 
pendaftaran atau pengukuhan pengurus pada saat itu. 
Pada kenyataannya terungkap bahwa Tergugat I bukan 
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melakukan penyesuaian yayasan atas nama Penggugat, 
akan tetapi atas nama Para Tergugat sebagai badan 
hukum yang baru dibentuk pada tahun 2007 tersebut. 
Oleh karena itu menjadi penyebab utama bagi Penggugat 
sehingga terlambat menyesuaikan badan hukum atas 
nama Penggugat karena telah dilakukan pengkhianatan 
oleh Para Tergugat;

15.  Tergugat II telah menguasai aset-aset YPUI Aceh secara 
tidak sah dan melawan hukum. Tergugat II nampak dan 
nyata beritikat tidak baik dengan melakukan gugatan 
terhadap anggota pengurus YPUI Aceh (Penggugat) 
yang berdomisili di dalam komplek milik Penggugat ke 
Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam register perkara 
Nomor 82/Pdt.G/2014/PN-Bna tanggal 09 Oktober 
2014. Gugatan tersebut diajukan oleh Tergugat II 
terhadap anggota Penggugat yang menempati rumah 
asset milik Penggugat yaitu atas 6 (enam) unit rumah yang 
berada dalam penguasaan dan ditempati oleh anggota 
Penggugat. Dengan Tergugat II mengajukan gugatan 
terhadap 6 (enam) orang pengurus, menunjukkan itikad 
tidak baik dari Tergugat II yang bertindak seolah-olah 
selaku Penggugat dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2014/
PN-Bna pada saat itu. Keenam unit rumah tersebut 
masing- masing ditempati oleh: Pocut Marni (isteri 
Almarhum M. Nur Ishak), Jauhari (isteri Almarhum Drs. 
M. Isa Ibrahim), Radhiuddin (anak dari Almarhum Razali 
Yusuf), Nilawati (anak kandung Alm. Abdul Gani Usman/
Ayah Gani), Almarhum Ibrahim Basyah (sekretaris YPUI 
Aceh), dan Asni Rusli (isteri Alm. Husaini Idham);

16.  Pengurus YPUI yang dahulunya Jajasan SMI/SMIA Daerah 
Istimewa Aceh (sekarang Penggugat) menempati rumah 
yayasan yang ditentukan berdasarkan jabatan pengurus, 
sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Jajasan 
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SMI/SMIA Nomor 01/1972 tentang pembentukan 
panitia penentuan rumah jabatan pengurus jajasan 
SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh tanggal 1 Juni 1972. 
Dengan demikian aset-aset milik Penggugat berupa 6 
(enam) unit rumah yayasan yang ditempati oleh anggota 
Penggugat tersebut telah mencapai 30 tahun lebih, atas 
dasar aturan yang sah dari SMI/SMIA Daerah Istimewa 
Aceh yang sekarang berganti namanya menjadi YPUI 
Aceh milik sah Penggugat;

17.  gugatan yang diajukan oleh Tergugat II tersebut yang 
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 
dinyatakan tidak dapat diterima, karena Tergugat 
II tidak memiliki legal standing untuk mengugat aset 
yang bukan milik Tergugat II melainkan milik Penggugat, 
sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 
Nomor 82/Pdt.G/2014/PN- Bna, yang dikuatkan oleh 
Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 
09/PDT/2015/PT-BNA, dan telah dikuatkan pula oleh 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 384 K/Pdt/2016;

18.  Tergugat telah menguasai keseluruhan aset milik 
Penggugat dan oleh karena itu terhadap penguasaan 
aset-aset a quo, dan digunakan secara melawan hukum 
oleh Tergugat II. Penguasaan secara curang dan tidak 
beritikad baik oleh Tergugat II terhadap aset milik 
Penggugat bertentangan dengan hukum dan secara 
hukum harus dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan 
Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;

19.  pada tahun 2007 salah seorang anggota Penggugat yaitu 
Tergugat I yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua 
YPUI (sekarang YPUI Aceh) menguasai sertifikat tanah 
Nomor 170 Pemegang hak YPUI (sekarang YPUI Aceh) 
yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya 
Banda Aceh. Tergugat I menguasai sertipikat tanah milik 



ANALISIS PUTUSAN PERDATA92

G uga t a n Pe r b u a t a n Me l a w a n Hu k u m Pe ng u a s a a n A s e t Ya y a s a n
04

Penggugat dan membelokkan arah perjuangan YPUI 
(YPUI Aceh saat ini/Penggugat) dengan mendirikan 
yayasan baru dan diberi nama Yayasan Pembangunan 
Umat Islam Banda Aceh (Tergugat II); Perbuatan 
Tergugat I menguasai sertipikat tanah nomor 170 
atas Nama Pemegang Hak YPUI, yang bukan miliknya 
patut bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini 
untuk dinyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan 
Perbuatan melawan hukum dan menghukum serta 
mewajibkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan 
kembali Sertipikat Tanah Nomor 170 pemegang Hak 
YPUI (sekarang YPUI Aceh) tahun 1996 yang dikeluarkan 
oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banda Aceh tersebut 
kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan 
tanpa syarat apapun;

20.  keberadaan YPUI Banda Aceh (Tergugat II) yang didirikan 
atas prakarsa Tergugat I merupakan yayasan baru dan 
bukan perubahan dari YPUI Aceh (Penggugat), karena:
a.  YPUI Aceh mempunyai AD/ART tersendiri, 

perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah 
menyimpang dari AD/ART yang Penggugat miliki; 

b.  suatu kesalahan besar bagi Tergugat I jika 
menganggap kepengurusan Tergugat II yang 
didirikan oleh Tergugat I merupakan satu kesatuan 
utuh dengan kepengurusan Penggugat;

c.  kedudukan Tergugat II berdasarkan aturan yang ada 
dalam AD/ART dalam yayasan untuk menjalankan 
kepengurusan sesuai yang diamanahkan AD/ART 
tersebut;

d.  para Tergugat membentuk kepengurusan baru 
di atas asset tanah milik Penggugat dikarenakan 
sertifikat Hak Milik tanah milik Penggugat yang 
ada dalam kekuasaan Tergugat I, penyalahgunaan 
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kewenangan sebagaimana yang diberikan oleh 
ketentuan yang ada dalam ketentuan AD/ART 
YPUI (sekarang YPUI Aceh);

e.  Tergugat I tidak memiliki itikad baik dalam 
membuat akta Pendirian dan selanjutnya 
mengambil aset dan mengendalikan aktivitas 
kepengurusan Penggugat. 

Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II/ Para Tergugat 
secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum 
kepada Penggugat dengan mengambil aset dan mengendalikan 
segala aktivitas kegitan oleh Tergugat II hingga Penggugat dirugikan 
secara materiil dan immateril;

1. berdasarkan uraian tersebut di atas, pelaksanaan seluruh 
kegiatan oleh Tergugat II dengan menggunakan aset-aset 
Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum 
karena merugikan kepentingan hukum Penggugat;
a.  Tergugat II merupakan kepengurusan atas badan 

hukum baru yang berdiri sendiri dan tidak ada 
sangkut paut dengan Penggugat;

b.  Penggugat merupakan badan hukum yang telah 
ada sebagai perubahan dari SMI/SMIA sesuai 
perubahan Anggaran Dasar Yayasan, sebagaimana 
termuat dalam Akta Notaris No. 22 tanggal 12 
April 1980;

c.  Tergugat II telah menggunakan aset-aset 
Penggugat, tidak berdasarkan alas hak yang sah 
secara hukum;

d.  para Tergugat telah melakukan kecurangan yang 
nyata dan merugikan secara hukum baik secara 
materil dan immateril terhadap Penggugat;

2.  oleh karena Tergugat I dan Tergugat II/ Para Tergugat 
telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang 
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merugikan Penggugat, dengan berusaha menggelapkan 
asal usul dalam aktivitas pendidikan dan pembangunan 
fisik, serta menonjolkan diri seolah sebagai satu kesatuan 
dengan Penggugat secara Melawan Hukum maka patut 
menurut hukum oleh Majelis Hakim yang mengadili 
perkara ini untuk menegaskan bahwa Tergugat II bukan 
merupakan satu kesatuan dengan Penggugat. 
Sebab Penggugat merupakan perubahan dari SMI/SMIA 
sesuai perubahan Anggaran Dasar Yayasan, sebagaimana 
termuat dalam Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980. 
Selanjutnya dalam perjalanan kepengurusan dilahirkan 
yayasan Baru yang berdiri dengan Akta Notaris No. 150 
tanggal 18 Juni 2007, Para Tergugat telah menguasai 
dan merampas hak-hak Penggugat dengan cara melawan 
hukum dengan membuat akta pendirian baru seolah-
olah satu kesatuan dengan Penggugat. Padahal Tergugat 
II tidak ada sangkut paut sedikitpun dengan Penggugat 
baik dalam legalitas badan hukum maupun dalam hal 
kepemilikan asset-asetnya;

3.  Penggugat merupakan perubahan dari SMI/SMIA sesuai 
perubahan Anggaran Dasar Yayasan, sebagaimana 
termuat dalam Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980. 
Selanjutnya dalam perjalanan kepengurusan dilahirkan 
yayasan baru yang berdiri dengan Akta Notaris No. 150 
tanggal 18 Juni 2007, para Tergugat telah menguasai 
dan merampas hak-hak Penggugat dengan cara melawan 
hukum dengan membuat akta pendirian baru seolah-
olah satu kesatuan dengan Penggugat. Padahal Tergugat 
II tidak ada sangkut paut sedikitpun dengan Penggugat 
baik dalam legalitas badan hukum maupun dalam hal 
kepemilikan asset-asetnya;

4.  penguasaan asset-aset Penggugat oleh Tergugat II 
dilakukan secara curang dan jelas memperlihatkan 
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keinginan Para Tergugat untuk menggelapkan asal 
usul aset Penggugat dengan mengggunakan metode 
parasit dengan jelas merupakan perbuatan curang yang 
dilakukan oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan 
patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum 
yang merugikan Penggugat;

5.  pelaksanaan kegiatan atas aset-aset atau menggunakan 
sarana dan prasarana milik Penggugat oleh Tergugat 
II juga patut dinyatakan oleh Majelis Hakim yang 
mengadili perkara ini suatu perbuatan melawan hukum 
dan secara hukum untuk diperintahkan para Tergugat 
untuk mengganti kerugian kepada Penggugat;

6.  berdasarkan uraian-uraian a quo berupa penguasaan aset 
Penggugat oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan 
melawan hukum, karena:
a.  Tergugat telah menguasai asset-aset Penggugat, 

maka menurut hukum patut oleh Majelis Hakim 
menghukum Tergugat II untuk memerintahkan 
supaya menyerahkan kembali asset-aset yang 
Tergugat II kuasai  untuk diserahkan kepada 
Penggugat dengan tanpa syarat apapun;

b.  Tergugat II selama ini telah melakukan kegiatan 
pendidikan dan/atau proses belajar mengajar 
di Dayah Darul Ulum Banda Aceh dan kegiatan 
ekstra kurikuler dayah Darul Ulum Banda Aceh 
yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat. Hal 
demikian sangat menyimpang dengan tujuan dasar 
yang tercantum dalam AD/ART Yayasan Penggugat;

7.  karena Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan 
hukum terhadap Penggugat, maka sangat beralasan 
hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat II 
supaya menyerahkan segala kegiatan pendidikan Dayah 
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Darul Ulum Banda Aceh (proses belajar mengajar) dan 
kegiatan ekstra kurikuler Dayah Darul Ulum Banda Aceh 
kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;

8.  karena Tergugat telah melakukan kegiatan pembangunan 
berkelanjutan yang seharusnya dilakukan oleh 
Penggugat, maka sangat beralasan hukum memohon 
kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 
ini untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan 
kembali hak pembangunan tersebut kepada Penggugat 
sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat apapun. 
Sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang 
mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat 
II yang telah mengendalikan kepengurusan yayasan 
Penggugat dan melahirkan yayasan baru, kemudian 
menguasai asset-aset Penggugat, untuk mengembalikan 
pelaksanaan kegiatan kepada Penggugat;

9.  oleh karena aset-aset yang sah dan menurut hukum milik 
Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat II secara melawan 
hukum, maka sangat beralasan hukum Penggugat 
memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum 
Tergugat II untuk mengembalikan aset tersebut kepada 
Penggugat yang selama ini berada dalam penguasaan 
Tergugat II secara utuh tanpa syarat dan kompensasi 
apapun;

10.  akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan 
oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), dengan 
menguasai aset Penggugat dan mengendalikan aktivitas 
milik Penggugat, sehingga Penggugat mengalami 
kerugian materil dan immateril, yaitu:
a.  kerugian materiil sebesar Rp1.780.000.000,00 

(satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah); 
dan 

b.  kerugian immateriil atas perlakuan para Tergugat 
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terhadap Penggugat dan patut untuk diganti 
oleh para Tergugat secara tanggung renteng 
sebagai kerugian immateriil tersebut sebesar 
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

  Sehubungan dengan itu, para Tergugat, harus dipaksakan 
juga untuk membayar sejumlah kerugian berupa 
kerugian materil dan immateril yang derita Penggugat. 
Apabila Para Tergugat II, tidak melaksankan kewajiban 
untuk membayar kerugian materiil dan kerugian 
immateril kepada Penggugat, maka sita jaminan harta 
kekayaan Tergugat harus dilelang untuk melunasi kepada 
Penggugat dengan cara serta merta dan seketika, apabila 
Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan 
Negeri Banda Aceh, maka kepada Tergugat dibebankan 
untuk membayar uang paksa sebanyak Rp5.000.000,00 
(lima juta rupiah) atas setiap hari keterlambatannya;

11.  Tergugat II selain menguasai asset Penggugat dan 
melaksanakan kegiatan pendidikan Dayah Darul Ulum 
Banda Aceh (proses belajar mengajar) dan kegiatan 
ekstra kurikuler Dayah Darul Ulum Banda Aceh secara 
melawan hukum, Tergugat II melakukan pengrusakan 
atas sebagian asset Penggugat dengan dalih melakukan 
pembangunan/ membangun/merenovasi sebagian asset 
yang lain tanpa sepengetahuan dan/atau seizin Penggugat 
dan Patut pula dinyakan bahwa Tergugat II melakukan 
Perbuatan melawan hukum karena telah melakukan 
pengrusakan yang bukan miliknya dan membangun di 
atas tanah yang bukan miliknya, oleh karena itu sangat 
patut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan 
Provisionil dengan memerintahkan dan menghukum 
Tergugat II untuk menghentikan pembangunan fisik 
di atas tanah Penggugat sampai adanya putusan hakim 
yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
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12.  Dalam surat gugatan perihal perbuatan melawan hukum, 
Penggugat memohon Majelis Hakim memberikan 
putusan dengan amar sebagai berikut:
Primair:
Dalam Provisionil:
a.  Menyatakan perbuatan Tergugat II yang 

membangun/merenovasi sebagian asset yang lain 
tanpa sepengetahuan dan/atau seizin Penggugat 
sebagai Perbuatan melawan Hukum;

b.  Menghukum dan Memerintahkan Tergugat II 
untuk menghentikan pembangunan fisik di atas 
tanah Penggugat sampai adanya putusan hakim 
yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara
a.  Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat 

seluruhnya;
b.  Menyatakan YPUI Aceh adalah yayasan yang sah 

secara hukum dan merupakan peralihan dari SMI/
SMIA;

c.  Menyatakan aset-aset berupa sebagaimana 
tersebut dalam surat gugatan secara hukum sah 
milik Penggugat;

d.  Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan 
aset Penggugat sebagaimana yang disebutkan 
dalam Posita 13 dan Petitum 3 di atas yang masih 
berada dalam penguasaan Tergugat II secara 
utuh kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah 
dengan tanpa syarat dan kompensasi apapun;

e.  Memerintahkan kepada Tergugat II untuk 
menyerahkan keseluruhan asset yang dikuasai 
oleh Tergugat II yang menjadi objek sengketa 
dalam perkara ini kepada Penggugat;
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f.  Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum karena Menguasai Sertipikat 
Hak Milik Tanah objek sengketa yaitu Sertipikat 
Tanah Nomor 170 pemegang Hak YPUI (sekarang 
YPUI Aceh) tahun 1996 yang dikeluarkan oleh 
Badan Pertanahan Kotamadya Banda Aceh;

g.  Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan 
Sertipikat Hak Milik Tanah objek sengketa yaitu 
Sertipikat Tanah Nomor 170 pemegang Hak 
YPUI (sekarang YPUI Aceh) tahun 1996 yang 
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya 
Banda Aceh kepada Penggugat sebagai pemilik 
yang sah dengan tanpa syarat apapun;

h.  Menyatakan Tergugat II telah melakukan 
Perbuatan Melawan Hukum dengan melaksanakan 
kegiatan pendidikan dan/atau proses belajar 
mengajar di Dayah Darul Ulum Banda Aceh dan 
kegiatan ekstra kurikuler dayah Darul Ulum Banda 
Aceh dengan mengatasnamakan Penggugat;

i.  Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan 
segala bentuk pelaksanaan kegiatan pendidikan 
dan/atau proses belajar mengajar di Dayah Darul 
Ulum Banda Aceh dan kegiatan ekstra kurikuler 
dayah Darul Ulum Banda Aceh kepada Penggugat 
dengan tanpa syarat apapun;

j.  Menghukum Tergugat II untuk menghentikan 
pembangunan fisik di atas tanah Penggugat 
sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan 
hukum tetap dalam perkara ini;

k.  Menetapkan kerugian materiil dan kerugian 
immateriil Penggugat akibat perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan para Tergugat sebagaimana 
tersebut dalam surat gugatan;
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l.  Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti 
kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat;

m.  Menghukum Tergugat II untuk membayar uang 
paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan 
apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi 
putusan dalam perkara ini;

n.  Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan 
terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, 
kasasi, maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar 
bij voerraad);

o.  Menghukum Tergugat II untuk membayar seluruh 
biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:
  Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Banda Aceh berpendapat lain, mohon Putusan yang 
seadil-adilnya.

  Selanjutnya, para Tergugat memberikan jawaban 
tanggal 28 Maret 2019 dan sekaligus memohon Majelis 
Hakim untuk memberikan putusan, sebagai berikut:
Dalam Provisi:
-  Menolak gugatan provisi dari Penggugat untuk 

seluruhnya;
Dalam Eksepsi:
a.  Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk 

seluruhnya;
b.  Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya 

atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan 
Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:
a.  Menerima jawaban Para Tergugat untuk 

seluruhnya;
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b.  Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
c.  Membebankan biaya perkara kepada Penggugat 

untuk seluruhnya;

B. RUMUSAN MASALAH 

Isu permasalahan hukum dalam putusan Nomor 3/
Pdt.G/2019/PN.Bna  terkait dengan persengketaan kepemilikan 
Yayasan antara YPUI Aceh dan YPUI Banda Aceh, terutama mengenai 
Yayasan mana yang merupakan peralihan dan penyesuaian dari YPUI 
yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 12 April 1980 
mengenai perubahan susunan pengurus dan perubahan anggaran 
dasar, yang dikeluarkan oleh Notaris Nyonya Zahara Pohan, yang 
dahulu Jajasan SMI/SMIA, oleh karena itu perlu dipertanyakan:

1.  indikator apa yang digunakan untuk menentukan suatu 
Yayasan itu merupakan penyesuaian dari sebuah Yayasan 
yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan?

2.  apa perbuatan para Tergugat yang menguasai Dayah 
Darul Ulum beserta aset-aset YPUI termasuk sebagai 
perbuatan melawan hukum? 

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN HUKUM PENGATURAN DAN PENGERTIAN 
YAYASAN

Awalnya pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan 
kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Yayasan. Yayasan di Indonesia telah 
berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan. 
Untuk itulah diadakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132; untuk selanjutnya disebut 
UU No. 16/2001). UU No. 16/2001 yang diundangkan pada tanggal 
6 Agustus 2001, sejak berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 dalam 
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perkembangannya ternyata belum menampung seluruh kebutuhan dan 
perkembangan hukum dalam masyarakat. Di samping itu, terhadap 
beberapa substansi Undang-undang tentang Yayasan dalam masyarakat 
masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan 
ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum, sehingga perlu dilakukan 
perubahan terhadap UU No. 16/2001. Perubahan pertama terhadap 
UU No. 16/2001 dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4430; untuk selanjutnya disebut UU No. 28/2004). Perubahan Atas 
UU No. 16/2001 ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian 
dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar 
pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan 
fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan 
tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Doktrin membedakan badan hukum itu atas korporasi (badan 
usaha) dan yayasan, yang keduanya merupakan subjek hukum. 
Berbeda dengan korporasi, maka yayasan merupakan kumpulan 
kekayaan yang dipisahkan dari seseorang atau sekelompok orang 
untuk mencapai tujuan dan tidak mempunyai anggota. Lainnya hal 
dengan korporasi yang merupakan kumpulan orang-orang dengan 
maksud menjalan kegiatan tertentu yang dapat mendatangkan 
keuntungan dan/atau laba.

Yayasan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai stichting, yang 
berarti lembaga, berasal dari kata stichten, yang artinya membangun 
atau mendirikan. Menurut para sarjana Belanda, stichting adalah suatu 
badan hukum uyang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau 
PT, dimana dalam yayasan tidak mempunyai anggota atau persero.1 
Paul Scholten menyatakan bahwa “yayasan adalah suatu badan hukum, 
yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus 

1 Yetty Komalasari Dewi. 2013. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang 
Yayasan. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, hlm. 15.
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berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan yang tertentu, 
dengan memberikan petunjukan bagaimana kekayaan itu harus diurus 
dan digunakan.”2 Kemudian E.M. Meijers berpendapat bahwa pada 
yayasan pokoknya terdapat hal-hal sebagai berikut: 

1.  penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya;
2.  tidak ada organisasi anggota-anggotanya;
3.  tidak ada hak bagi pengurus untuk mengadakan perubahan 

yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi;
4.  perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal 

yang diperuntukan untuk itu.3

Demikian pula menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. 
Arief Sidharta, bahwa ”yayasan adalah kekayaan dari seseorang atau 
sekelompok orang yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya atau 
pribadi masing-masing untuk mewujudkan tujuan tertentu yang 
tidak bersifat komersial.”4

Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 
16/2001 junto UU No. 28/2004, adalah badan hukum yang terdiri 
atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai 
tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang 
tidak mempunyai anggota. Jadi, yayasan ini merupakan sebuah 
badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan 
keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan, artinya 
kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. Yayasan ini 
sifatnya tidak memiliki anggota. Menilik dari tujuannya, yayasan 
tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan selanjutnya memiliki 
kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan 
usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan. 

2 Ali Rido. 1986. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, 
Yayasan, Wakaf. Bandung: Alumni, hlm. 20 dan Chidir Ali. 1991. Badan Hukum. Bandung: 
Alumni, hlm. 25.

3 Ibid. 
4 Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta. 2009. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu 

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I. Bandung: Alumni, hlm. 25.
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Yayasan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam 
berbagai macam bentuk dan tujuan. Yayasan tersebut secara khusus 
berada pada bidang kerja yang menjadi usahanya. Meskipun non-
profit, yayasan dapat memperoleh income dari badan usaha yang 
didirikan. Income ini bertujuan untuk menghidupi operasional 
yayasan dan badan usaha yang ada dibawahnya, bukan untuk 
memperkaya diri si pemilik yayasan. Yayasan akan memiliki banyak 
keuntungan seiring dengan banyaknya badan usaha yang didirikan. 
Badan usaha tersebut adalah modal hidup nyata sebuah yayasan.

Pengertian Yayasan secara yuridis tersebut memberi batasan 
yang jelas sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami bentuk 
dan tujuan pendirian yayasan hanya dibidang sosial, keagamaan 
dan kemanusiaan, sehingga tidak dipakai sebagai kendaraan untuk 
memcari keuntungan.5

Dalam Undang-Undang Yayasan tidak memberikan ketentuan 
apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi 
memberikan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat 
dilakukan oleh Yayasan. Kegiatan usaha dari badan usaha harus sesuai 
dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan 
mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi 
manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, 
lingkungan hidup, kesehatan , dan ilmu pengetahuan.6 

B. PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN YANG 
TELAH DIDAFTARKAN 
Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan 

memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh 

5 Yetty Komalasari Dewi. Op.Cit., hlm. 20.
6 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2012. 

Kompendium Hukum Yayasan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian 
Hukum dan HAM, hlm. 17.
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pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau 
pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar 
penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan 
hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya 
Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam UU Yayasan.

Dalam Pasal 71 UU No. 16/2001 diatur mengenai kewajiban 
Yayasan yang telah ada sebelum terbit UU No. 16/2001 untuk 
melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan ketentuan yang 
diatur dalam UU No. 16/2001. Pasal 71 UU No. 16/2001 menegaskan:

1.  Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan 
yang telah: 
a.  didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan 

dalam Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia; atau 

b.  didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai 
izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap 
diakui sebagai badan hukum,  dengan ketentuan 
dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak 
mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan 
tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya 
dengan ketentuan Undang-undang ini.

2.  Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) 
tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

3.  Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas 
permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Ketentuan Pasal 71 UU No. 16/2001 diubah melalui UU No. 
28/2004, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1.  Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan 
yang:



ANALISIS PUTUSAN PERDATA106

G uga t a n Pe r b u a t a n Me l a w a n Hu k u m Pe ng u a s a a n A s e t Ya y a s a n
04

a.  telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan 
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia; atau

b.  telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan 
mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi 
terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan 
ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 
3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-
undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut 
wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan 
ketentuan Undang-undang ini.

2.  Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat memperoleh status badan hukum dengan cara 
menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan 
Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan 
kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 
(satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini 
mulai berlaku. 

3.  Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) 
tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. 

4.  Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan 
namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan 
Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang 
berkepentingan.

Pelaksanaan UU Yayasan lebih lanjut diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4894; untuk selanjutnya disebut PP No. 63/2008). 
Mengenai tata cara penyesuaian Yayasan yang lama diatur dalam 
Pasal 36 PP No. 63/2008, yang menentukan sebagai berikut:

1.  Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya 
Undang-Undang dan tidak diakui sebagai badan hukum 
dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) 
Undang-Undang, harus mengajukan permohonan 
pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status 
badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 

2.  Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian 
Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan. 

3.  Perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh status 
badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota 
organ Yayasan secara tanggung renteng.

C. HAKIKAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN 
UNSUR-UNSURNYA

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan 
hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah 
perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan 
dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian 
pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum 
tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah 
dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum 
adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar 
kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan 
perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan 
yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-
asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.7

7 Indah Sari. September 2020. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan 
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Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda 
disebut dengan istilah ”onrechtmatigedaad”, atau dalam bahasa 
Inggris disebut dengan istilah “tort”.8 Kata tort itu sendiri sebenarnya 
hanya berarti ”salah” (wrong). Akan tetapi khususnya dalam bidang 
hukum, kata ”tort” itu berkembang sedemikian rupa sehingga 
berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dati wanprestasi 
kontrak. Serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum 
(onrechtmatige daad) dalam sistem hukum Belanda atau negara-
negara Eropa Kontinental lainnya.  Kata tort tersebut berasal dari 
kata Latin ”torquere” atau ”tortus” dalam bahasa Prancis, seperti kata 
”wrong” berasal dari kata Prancis ”wrung”, yang berartı kesalahan 
atau kerugian (injury).9 Istilah perbuatan melawan hukum diantara 
ahli hukum, ada beberapa macam, yakni R. Wirjono Prodjodikoro 
menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum, Utrecht 
memakai istilah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Asas-asas 
Hukum dan Sudiman Kartohadi Prodjo mengemukakan istilah 
Tindakan Melawan Hukum.10

Suatu kerugian dalam hukum perdata dapat timbul karena 
wanprestasi atau dapat pula timbul karena perbuatan melawan 
hukum. Kerugian dalam wanprestasi terjadi karena keadaan di mana 
kreditur maupun debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah 
disepakati kedua pihak. Perbuatan melawan hukum dalam ranah 
hukum perdata adalah timbul karena perintah undang-undang 
maupun timbul karena perbuatan orang, sehingga dengan perkataan 
lain, seseorang dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan 
hukum meskipun sebelumnya tidak ada perjanjian antara kedua 

Hukum Perdata”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 11 Nomor 1. Fakultas Hukum 
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/
index.php/jihd/article/download/651/622. Diunduh pada tanggal 21 Nopember 2023, hlm. 
54.

8 Badan Pembinaan Hukum Nasional.  Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Dalam Era 
Otonomi Daerah. http://www.bphn.go.id/data/documents/20Penelitian%20PERBUATAN%20
MELAWAN%20HUKUM.pdf. Di-unduh pada tanggal 21 Nopember 2023, hlm.8.

9 Munir Fuady. 2002. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya 
Bakti, hlm. 2.

10 R. Setiawan. 1982. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: Alumni, hlm. 8.
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belah pihak sepanjang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan 
hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW, yang menyatakan, 
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada 
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 BW tersebut, maka 
suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1.  Adanya suatu perbuatan;
2.   Perbuatan tersebut melawan hukum;
3.   Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4.   Adanya kerugian bagi korban; dan 
5.  Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan 

kerugian.11

Awalnya pengertian perbuatan melawan hukum sebatas 
hanya perbuatan melanggar hal-hal yang diatur dalam perundang-
undangan belaka. Suatu perbuatan baru dikatakan sebagai 
perbuatan melawan hukum jika perbuatan itu berlawanan dengan 
perundang-undangan atau aturan hukum tertulis lainnya. Kendati 
pun sudah mengemukakan ajaran hukum yang tidak hanya 
memandang perbuatan yang melawan hukum itu hanya perbuatan 
yang melanggar undang-undang saja, melainkan juga perbuatan 
yang melanggar kesusilaan dan kepatutan juga termasuk sebagai 
perbuatan melawan hukum. Baru pada tahun 1919, ajaran ini dianut 
dan meninggalkan pengertian melawan hukum dalam artian sempit 
yang hanya melanggar perundang-undangan saja. 

Sampai pada akhirnya ajaran sempit tentang perbuatan itu 
berakhir yang ditandai adanya Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Januari 
1919 dalam perkara Cohen versus  Lindenbaum, di mana hakim 
menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam arti yang lebih luas. 
Dengan meluasnya pemahaman dari pengertian perbuatan melawan 

11 Indah Sari. Op.Cit., hlm. 67.  
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hukum ini, muncul suatu teori relativitas atau schutznormtheorie.12 
Periode ini merupakan dasar dan permulaan pengertian baru 
perbuatan melawan hukum dan sekaligus merupakan koreksi 
terhadap paham kodifikasi yang sempit dan ajaran legisme yang 
hanya memandang aturan tertulis atau kebiasaan yang diakui tertulis 
sebagai hukum.Perubahan yang terjadi adalah dengan diterimanya 
penafsiran luas tentang pengertian perbuatan melawan hukum 
oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung) negeri Belanda terhadap kasus 
Lindenbaum versus Cohen.13 

Kasus Lindenbaum versus Cohen tersebut pada pokoknya 
berkisar tentang persoalan persaingan tidak sehat dalam bisnis. 
Baik Lindenbaum maupun Cohen adalah sama-sama perusahaan 
yang bergerak di bidang percetakan yang saling bersaing satu sama 
lain. Dalam kasus ini, dengan maksud untuk menarik pelanggan-
pelanggan dari Lindenbaum seorang pegawai dari Lindenbaum 
dibujuk oleh perusahaan Cohen dengan berbagai macam hadiah agar 
pegawai Lindenbaum tersebut mau memberitahukan kepada Cohen 
salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum 
kepada masyarakat, dan memben tahu nama-nama dari orang-orang 
yang mengajukan order kepada Lindenbaum. Tindakan Cohen 
tersedut akhirnya tercium oleh Lindenbaum. Akhirnya Lindenbaum 
menggugat Cohen ke pengadilan di Amsterdam dengan alasan bahwa 
Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige 
daad), sehingga melanggar Pasal 1401 BW Belanda = Pasal 1365 BW.14

Ternyata langkah Lindenbaum untuk mencai keadilan 
tidak berjalan mulus. Memang di tingkat pengadilan pertama 
Lindenbaum dimenangkan, tetapi di tingkat banding justru Cohen 
yang dimenangkan, dengan alasan bahwa Cohen tidak pernah 
melanggar suatu pasal pun dari perundang-undangan yang berlaku. 

12 Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, hlm. 41-42.

13 Serlika Aprita dan Mona Wulandari. 2023. Hukum Perikatan. Jakarta: Kencana Prenadamedia 
Group, hlm. 70.

14 Munir Fuady. Op.Cit., hlm. 31. 
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Namun pada tingkat kasasi turunlah putusan yang memenangkan 
Lindenbaum, suatu putusan yang sangat terkenal dalam sejarah 
hukum, dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang 
revolusioner tentang perbuatan melawan hukum. Dalam putusan 
tingkat kasasi, Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 
perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang 
yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga 
termasuk ke dalam pengertian perbualan melawan hukum adalah 
setiap tindakan:

1.  yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; 
atau

2.  perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum 
si pelaku; atau

3.  perbuatan yang pertentangan dengan kesusilaan (goede 
zeden), atau

4.  perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang 
baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan 
kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, 
welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien 
van anders person of goed).15

Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 telah mendefinisikan 
perbuatan melawan hukum secara luas, yakni: ”berbuat atau tidak 
berbuat yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan 
kewajiban hukum sendiriatau kesusilaan atau kepatutan dalam 
masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain”.16 Merujuk 
pada arrest Hoge Raad tersebut, pengertian dari perbuatan melawan 
hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang 
lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan 

15 Ibid., hlm. 31-32. 
16 Rini Dameria, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati. 2017.  “Perbuatan Melawan Hukum dalam 

Tindakan Medis dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/ 2010)”. Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1. 
https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15542.  Diunduh pada tanggal 21 Nopember 2023.
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kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa 
menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh 
seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat 
dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.17

III.  PEMBAHASAN 

A. INDIKATOR YANG DIGUNAKAN MAJELIS HAKIM A 
QUO DALAM MENENTUKAN KEBERADAAN YAYASAN 
PEMBANGUNAN UMAT ISLAM ACEH SEBAGAI BADAN 
HUKUM SETELAH MELAKUKAN PENYESUAIAN 
KEPENGURUSAN DAN ANGGARAN DASAR

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah 
mengenai YPUI Aceh merupakan perubahan dan penyesuaian dari 
Jajasan SMI/SMIA yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 20 
tanggal 17 Oktober 1961 yang dikeluarkan oleh Mula Pangihutan 
Tamboenan, Wakil Notaris di Kutaradja sebagaimana yang telah 
diubah menjadi YPUI berdasarkan Akta Perubahan Susunan Pengurus 
Dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 22 tanggal 12 
April 1980 yang dikeluarkan oleh Notaris Nyonya Zahara Pohan, 
sehingga Penggugat yang berhak atas seluruh aset-aset yang dimiliki 
oleh YPUI. Sebaliknya, Para Tergugat dalam jawaban pada pokoknya 
mendalilkan YPUI Banda Aceh merupakan penyesuaian dan peralihan 
dari YPUI, sehingga Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil 
yang diajukan oleh Penggugat yang mengatakan bahwa YPUI Aceh 
merupakan penyesuaian dan perubahan dari YPUI. Berdasarkan hal 
ini, majelis hakim a quo menilai yang menjadi persengketaan antara 
kedua belah pihak adalah mengenai yayasan mana yang merupakan 
peralihan dan penyesuaian dari YPUI yang didirikan berdasarkan 
Akta Perubahan Susunan Pengurus Dan Perubahan Anggaran Dasar 
Yayasan Nomor: 22 tanggal 12 April 1980 yang dikeluarkan oleh 
Notaris Nyonya Zahara Pohan, yang dahulu Jajasan SMI/SMIA?

17 Rosa Agustina. Op.Cit., hlm. 11. 
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Baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan alat 
bukti berupa bukti dengan surat (tertulis) dan keterangan saksi-
saksi dan ahli untuk memperkuat dalil Penggugat dan menolak 
dalil yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang disebutkan 
dalam Pasal-Pasal 153, 154, dan 164 HIR/Pasal-pasal 180, 181 dan 
284 RBg). Terhadap setiap dalil tuntutan gugatan Penggugar dan 
bantahan dalam jawaban Para Tergugat, hakim dalam perkara a quo 
telah mempertimbangkan setiap pernyataan para pihak dan tidak 
mengabaikan setiap detail dalil-dalil yang disampaikan, selanjutnya 
memberikan analisis dan menilai jawaban serta membuat kesimpulan 
yang tepat atas hal tersebut dengan merujuk pada norma yuridis yang 
ada, termasuk merujuk pada pendapat ahli hukum (doktrin hukum). 
Pada bagian amar putusan berkenaan dengan pokok perkara dalam 
point ke-2, hakim a quo memutuskan sebagai berikut:
  “Menyatakan Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh adalah 

Yayasan yang sah secara hukum merupakan peralihan dari 
Yayasan Pembangunan Umat Islam dan Jajasan SMI/SMIA.” 
(halaman 85).
Setelah merujuk dan mempertimbangkan pada bukti-bukti 

yang diajukan Penggugat, hakim a quo berpendapat bahwa Penggugat 
dapat membuktikan dalil gugatanya, hakim a quo menyatakan:
  “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di 

atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat 
membuktikan dalil gugatannya yaitu YPUI Aceh merupakan 
perubahan dan penyesuaian dari YPUI yang didirikan berdasarkan 
Akta Perubahan Susunan Pengurus dan Perubahan Anggaran 
Dasar Nomor:22 tertanggal 12 April 1980 yang dibuat dihadapan 
Notaris Nyonya Hajjah Zahara Pohan, dahulu bernama Jajasan 
SMI/SMIA yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Jajasan 
SMI/ SMIA Nomor 20 tanggal 17 Oktober 1961 yang dibuat 
oleh Mula Pangihutan Tamboenan Wakil Notaris di Kutaradja.” 
(halaman 75 alinea ke-2)
Berhubung dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Para 

Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat 
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berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut. Apa saja alat-alat 
bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang kemudian diakui dan 
dapat meyakinkan hakim a quo, yaitu: 

1.   bukti surat tentang Akta Perubahan dan Penyesuaian 
YPUIACEH tanggal 13 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh 
Notaris Vebiyanti Mariani, S.H., M.Kn.(P-11) dan bukti 
surat tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor: AHU-8414.AH.01.04 Tahun 
2014 tentang Pengesahan Penyesuaian Perubahan Akta 
Yayasan Pembangunan Umat Islam menjadi Yayasan 
Pembangunan Umat Islam Aceh tanggal 18 Desember 
2014 (P-12);

2.   keterangan Ahli Nurdhani, S.H., SpN. yang pada 
pokoknya berpendapat mengenai riwayat yayasan yang 
lama termasuk aset harus dimasukan dalam premise 
akta penyesuaian dan terhadap penyesuaian tersebut 
terdapat jangka waktu akan tetapi dalam praktik masih 
diberi kesempatan jika sudah melewati jangka waktu 
yang diatur dalam undang-undang.

Terhadap bukti surat yang diberi tanda P-11 dan P-12, majelis 
hakim a quo mempertimbangkan sebagai berikut:
  “Menimbang, bahwa YPUI Aceh didirikan berdasarkan Akta 

Perubahan dan Penyesuaian YPUI-ACEH tanggal 13 Mei 2014 yang 
dikeluarkan oleh Notaris Vebiyanti Mariani, S.H., M.Kn. (Bukti 
surat P-11) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-
8414.AH.01.04 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Penyesuaian 
Perubahan Akta Yayasan Pembangunan Umat Islam menjadi 
Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh tanggal 18 Desember 
2014 (Bukti surat P-12).” (halaman 73 alinea ke-4); 

  “Menimbang, bahwa dalam premise Akta Perubahan dan 
Penyesuaian YPUI-ACEH (Bukti P-11) pada pokoknya 
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menyebutkan “Bahwa Yayasan Pembangunan Umat Islam 
(YPUI) pada awal mulanya yang didirikan berdasarkan Akta 
Notaris tanggal 17 Oktober 1961 Nomor: 20 telah didaftarkan 
pendiriannya pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh 
tertanggal 16 Februari 1982 Nomor: 4/1982, dan akta perubahan 
tertanggal 12 April 1980, Nomor: 22, kedua Akta tersebut 
yang dibuat dihadapan Nyonya Hajjah Zahara Pohan telah 
didaftarkan akta perubahannya pada Kantor Pengadilan Negeri 
Banda Aceh, tertanggal 16 Februari 1982 Nomor: 5/1982 dan 
Penghadap sepakat untuk mengadakan perubahan nama Yayasan 
Pembangunan Umat Islam (YPUI) menjadi Yayasan Pembangunan 
Umat Islam (YPUI) Aceh”; (halaman 73-74 alinea ke-5)

  “Menimbang, bahwa dengan menyebutkan asal-usul yayasan 
lama yaitu YPUI dalam premise Akta Perubahan dan Penyesuaian 
YPUI Aceh maka telah sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Tentang Yayasan yang menyebutkan “Akta Pendirian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam premise aktanya 
disebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan 
Yayasan yang bersangkutan.” (halaman 74 alinea ke-1)
Yayasan merupakan suatu badan hukum adalah suatu 

kenyataan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU 
No. 16/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28/2004), 
telah memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi 
perkembangan yayasan di Indonesia.18 Sebelum tahun 2001, 
peraturan tertulis tentang Yayasan belum ada, demikian pula 
dalam BW, KUH Dagang dan peraturan-peraturan lainnya tidak ada 
yang mengatur mengenai Yayasan. Baru di tahun 2001, Indonesia 
memiliki undang-undang mengenai Yayasan, yakni: UU No. 16/2001 
tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, 
yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002. Jangka waktu yang 

18 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2012. 
Kompendium Hukum Yayasan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian 
Hukum dan HAM, hlm. 1.
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diberikan Pemerintah atas sosialisasi UU No. 16/2001 selama satu 
tahun itu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan memahami 
peraturannya dan dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang 
berhubungan dengan Yayasan.19 Sebelum terbitnya UU No. 16/2001, 
pendirian Yayasan di Indonesia ini dilakukan berdasarkan kebiasaan 
dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Yayasan.

Keberadaan Yayasan yang lahir sebelum UU No. 16/2001 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28/2004, diakui dan 
memperoleh status badan hukum sebagai Yayasan berdasarkan UU 
No. 16/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28/2004. 
Untuk itu, Yayasan yang sudah diwajibkan untuk menyesuaikan 
Anggaran Dasar Yayasannya dengan ketentuan yang tercantum 
dalam UU No. 16/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 
No. 28/2004. Amanat ini diatur dalam Pasal 71 UU No. 16/2001 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28/2004.

Yayasan yang telah didirikan namun belum didaftarkan di 
Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia ataupun belum didaftarkan di Pengadilan Negeri 
dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tidak 
serta merta yayasan tersebut langsung menjadi badan hukum, 
melainkan ia dapat memperoleh status badan hukum dengan cara 
mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Menkumham) dalam jangka waktu paling lambat 1 
tahun terhitung sejak tanggal UU Yayasan berlaku.20  Yayasan yang 
didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan dan tidak diakui sebagai 
badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 71 
ayat (2) UU Yayasan tersebut,  diharuskan mengajukan permohonan 
pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum 
sebagai Yayasan. Untuk itu, maka Pasal 36 ayat (2) PP No. 63/2008 

19 Ibid., hlm. 19. 
20 Listya Aswaratika, Anugerah, dan Dian Purnama. Juni 2018. Kedudukan Yayasan Yang Belum 

Disesuaikan Dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir. Notaire, 01(1), 
86-106. doi:http://dx.doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9099, hlm. 92-93.
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mensyaratkan bahwa “Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian 
Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan. Cukup 
beralasan pertimbangan hakim a quo mengingat premise akta 
perubahan dan penyesuaian YPUI-Aceh sesuai dengan perintah 
Pasal 36 ayat (2) UU Yayasan, yang menyebutkan asal-usul pendirian 
Yayasan sebelumnya, termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan.

Persoalan lainnya yang juga dipertimbangkan hakim a 
quo terkait dengan telah dilampaui waktu penyesuaian Yayasan 
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 
16/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28/2004. Hal ini 
dipertanyakan dikarenakan Akta  Perubahan YPUI menjadi YPUI Aceh 
dibuat pada tanggal 13 Mei 2014 dan disahkan oleh Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Desember 2014. Terhadap hal 
ini, majelis hakim a quo memberikan pertimbangan sebagai berikut:
  “Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 A Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan “Pada saat 
Undang-undang ini berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang 
belum disesuaikan dengan ketentuan Undangundang ini, tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.” 
(halaman 74 alinea ke-4).

  “Menimbang, bahwa berdasarkan paragraf kedua Penjelasan Umum 
Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang 
menyebutkan “Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, agar tetap diakui 
sebagai badan hukum. Namun sampai saat ini banyak Yayasan yang 
belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan Undang-
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Undang tersebut. Oleh karena itu perlu diberikan kesempatan 
kepada Yayasan-Yayasan yang ada untuk segera menyesuaikan 
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2001 tentang Yayasan melalui Peraturan Pemerintah 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.” 
(halaman 74-75 alinea ke-5).

  “Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis 
Hakim berpendapat yayasan yang belum melakukan penyesuaian 
anggaran dasar dan telah melewati jangka waktu sebagaimana 
diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan masih diberi kesempatan 
untuk melakukan penyesuaian sebagaimana disebutkan dalam 
paragraf kedua Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Tentang Yayasan, sehingga penyesuaian YPUI menjadi 
YPUI Aceh masih dapat dilakukan dan telah mendapat pengesahan 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
(Bukti surat P-12).” (halaman 75 alinea ke-2).
Jelas, baik UU Yayasan maupun PP No. 63/2008 masih 

memberikan kesempatan kepada Yayasan yang ada untuk melakukan 
penyesuaian dengan UU Yayasan. Artinya Akta Perubahan YPUI 
menjadi YPUI Aceh yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2014 dan disahkan 
Menkeumham pada tanggal 18 Desember 2014 tetap sah walaupun 
melampaui jangka waktu penyesuaian yang diatur dalam peraturan. 
Hal ini sejalan dengan pendapat ahli yang dihadirkan oleh Penggugat 
yaitu Nurdhani, S.H., SpN. yang pada pokoknya menerangkan riwayat 
yayasan yang lama termasuk aset harus dimasukan dalam premise 
akta dan terhadap penyesuaian tersebut terdapat jangka waktu akan 
tetapi dalam praktik masih diberi kesempatan jika sudah melewati 
jangka waktu yang diatur dalam undang-undang.
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Dengan menggunakan dasar hukum yang sama, dalil bantahan 
Para Tergugat juga dipertimbangkan oleh hakim a quo. Sama halnya 
dengan Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan alat-alat bukti, 
yakni: berupa bukti dengan surat (tertulis) ditambah dengan 
keterangan saksi dan ahli Nasrulllah, S.H., SpN. Alat-alat bukti yang 
diajukan oleh Tergugat meliputi alat bukti dengan surat tentang 
Akta Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh (YPUI Banda 
Aceh) Nomor: 150 yang dikeluarkan oleh Notaris Sabaruddin Salam, 
S.H., SpN. tanggal 18 Juni 2007 (T.I.II-7) dan bukti dengan surat 
tentang Keputusan Menkumham Nomor: C-2675.HT.01.02.TH 
2007 tanggal 27 Agustus 2007 (T.I.II-8), serta bukti surat tentang 
Akta Berita Acara Penegasan Rapat Panitia Yayasan Pembangunan 
Umat Islam Banda Aceh Nomor: 03 yang dikeluarkan oleh Notaris Evi 
Melwinta Morin, S.H. tanggal 4 Juni 2018 (T.I.II-17) dan bukti surat 
tentang Kepmenkumham Nomor: AHU-AH.01.06-0009694 Perihal: 
Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data 
Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh tanggal 5 Juni 2018 
(T.I.II.-18), serta keterangan Ahli Nasrullah, S.H., Spn. yang pada 
pokoknya berpendapat YPUI Aceh bukan penyesuaian dari YPUI. 
Terkait dengan alat bukti dengan surat, hakim a quo menyatakan:
  “Menimbang, bahwa YPUI Banda Aceh didirikan berdasarkan Akta 

Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh Nomor: 150 yang 
dikeluarkan oleh Notaris Sabaruddin Salam, S.H., SpN. tanggal 18 
Juni 2007 (Bukti surat T.I.II-7) dan Akta Pendirian YPUI Banda 
Aceh telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak   
Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2675.HT.01.02.
TH 2007 tanggal 27 Agustus 2007 (Bukti surat T.I.II.-8) dan 
dalam Pasal 4 Akta Pendirian YPUI Banda Aceh telah diubah 
sebagaimana dalam Akta Berita Acara Penegasan Rapat Panitia 
Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh Nomor: 03 yang 
dikeluarkan oleh Notaris Evi Melwinta Morin, S.H. tanggal 4 
Juni 2018 (Bukti surat T.I.II-17) dan perubahan tersebut telah 
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
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Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0009694 tanggal 5 Juni 2018 
(Bukti surat T.I.II-18).” (halaman 76 alinea ke-3).

  “Menimbang, bahwa untuk mengetahui suatu yayasan merupakan 
penyesuaian dari sebuah yayasan yang telah ada sebelum Undang-
Undang Nomor 16 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
berlaku yaitu dilihat dari premise akta yayasan yang menyebutkan 
asal-usul yayasan tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 
36 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.” (halaman 76-
77 alinea ke-4).

  “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan 
memeriksa Akta Pendirian YPUI Banda Aceh (Bukti surat T.I.II-7) 
sama sekali tidak ditemukan dalam premise Akta Pendirian YPUI 
Banda Aceh yang menyatakan bahwa YPUI Banda Aceh merupakan 
penyesuaian dari YPUI.” (halaman 77 alinea ke-1).

  “Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Akta Pendirian YPUI Banda 
Aceh (Bukti surat T.I.II-7) disebutkan “Yayasan ini (YPUI Banda 
Aceh) telah berdiri sejak tahun 1961 (seribu sembilan ratus enam 
puluh satu) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan 
lamanya.” (halaman 77 alinea ke-2).

  “Menimbang, bahwa terhadap Pasal 4 Akta Pendirian YPUI Banda 
Aceh Majelis Hakim berpendapat Pasal 4 Akta Pendirian YPUI 
Banda Aceh tersebut tidak menyatakan ataupun menyebutkan 
dengan tegas bahwa YPUI Banda Aceh merupakan penyesuaian 
dari YPUI yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Susunan 
Pengurus dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor:22 tertanggal 12 
April 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Hajjah Zahara 
Pohan, dahulu bernama SMI/SMIA yang didirikan berdasarkan 
Akta Notaris Jajasan SMI/ SMIA Nomor 20 tanggal 17 Oktober 
1961 yang dibuat oleh Mula Pangihutan Tamboenan Wakil Notaris 
di Kutaradja.” (halaman 77 alinea ke-3).

  “Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah 
sesuai dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Banda 
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Aceh Nomor 82/Pdt.G/2014/PN Bna (Bukti surat P-26) dan 
dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 
99/PDT/2015/PT.BNA (Bukti surat P-27) dan dikuatkan oleh 
Putusan Makamah Agung Nomor: 384 K/PDT/2018 (Bukti surat 
P-28 dan Bukti surat T.I.II-30) yang pada bagian pertimbangan 
hukum menyebutkan Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) 
Banda Aceh telah berdiri sejak tahun 1961 kemudian namun 
ternyata tidak ada satupun klausula yang menerangkan bagaimana 
dan apakah nama yayasan ini yang telah berdiri sejak tahun 1961 
kemudian dilakukan pendirian suatu yayasan baru lagi, yaitu 
bernama YPUI Banda Aceh.” (halaman 77 alinea ke-4).
Selanjutnya ditemukan fakta hukum yang juga menjadi dasar 

pertimbangan hakim a quo, bahwa dalam Pasal 4 Akta YPUI Banda Aceh 
telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Penegasan 
Rapat Panitia Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh Nomor: 
03 yang dikeluarkan oleh Notaris Evi Melwinta Morin, S.H. tanggal 4 
Juni 2018 (Bukti surat T.I.II-27) menyebutkan pada pokoknya bahwa 
Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh merupakan 
penyesuaian dari Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) yang 
didirkan tahun 1961 dan perubahan Akta Pendirian YPUI Banda 
Aceh tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham Nomor: 
AHU-AH.01.06-0009694 tanggal 5 Juni 2018 (Bukti surat T.I.II-18). 
Terhadap hal ini, majelis hakim a quo berpendapat sebagai berikut:
  “Menimbang, bahwa persyaratan formal mengenai perubahan 

jangka waktu hanya diberikan kepada yayasan yang didirikan 
untuk jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 16 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yaitu:
1.  Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau 

tidak tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar.
2.  Dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu, 

Pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu 
pendirian kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun 
sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian Yayasan.

  “Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Akta Pendirian YPUI Banda 



ANALISIS PUTUSAN PERDATA122

G uga t a n Pe r b u a t a n Me l a w a n Hu k u m Pe ng u a s a a n A s e t Ya y a s a n
04

Aceh disebutkan YPUI Banda aceh didirikan untuk jangka waktu 
yang tidak ditentukan lamanya sehingga perubahan Pasal 4 Akta 
YPUI Banda Aceh sebagaimana dalam bukti surat T.I.II-17 tidak 
sesuai dengan syarat formal perubahan anggaran dasar mengenai 
jangka waktu yayasan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

  “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak dapat 
membuktikan dalil sangkalannya tersebut.” (halaman 78).
Dari uraian tersebut, jelas bahwa majelis hakim a quo 

menggunakan indikator dari premise akta Yayasan yang bersangkutan 
yang menyebutkan asal usul Yayasan dalam Akta YPUI Aceh dan YPUI 
Banda Aceh, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah No. 63/2008. Kiranya sudah tepat PP No. 63/2008 sebagai 
aturan pelaksanaan dari UU No. 16/2011menjadi landasan hukum 
yang digunakan majelis hakim a qou dalam mengadili dan memutus 
perkara ini. Premise dari akta dapat menunjukkan asal usul suatu 
Yayasan yang merupakan kelanjutan dari Yayasan sebelumnya.  

B. KEPEMILIKAN HAK ATAS SEBIDANG TANAH OLEH 
YAYASAN PEMBANGUNAN UMAT ISLAM YANG 
BERKEDUDUKAN DI BANDA ACEH SEBAGAIMANA 
DALAM SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 170 DESA 
KEURAMAT GAMBAR SITUASI NOMOR 2038/1996 
TANGGAL 23 OKTOBER 1996 
Terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan, karena telah 

diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat 
dalam jawaban dan karena adanya persesuaian bukti surat, sehingga 
menurut hukum harus dianggap terbukti, yakni bahwa YPUI memiliki 
sebidang tanah dengan hak pakai dengan luas 48.938 M² sebagaimana 
dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 di Jalan Syiah Kuala Desa 
Keuramat Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 
1996, yang mana di atas tanah tersebut terdapat beberapa bangunan. 
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Sudah tepat alur pikir majelis hakim a quo mempertimbangkan 
terlebih dahulu mengenai siapa pemilik pemegang hak atas sertifikat 
Hak Pakai No. 170 Desa Keuramat tersebut. Ada dua alat bukti 
dengan surat, berupa sertifikat yang diajukan Penggugat dan 
Tergugat, namun kedua bukti tersebut memiliki perbedaan mengenai 
pemegang hak tersebut. Setelah merujuk dan mempertimbangkan 
ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah, majelis hakim a quo berpendapat, 
bahwa pemegang hak atas sebidang tanah sebagaimana dalam 
Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Gambar Situasi 
Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 tersebut yaitu Yayasan 
Pembangunan Umat Islam yang berkedudukan di Banda Aceh. Apa 
pertimbangan majelis hakim a quo disebutkan:
  “Menimbang, bahwa dalam bukti P-29 pada pokoknya menerangkan 

pemegang hak atas sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat 
Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Gambar Situasi Nomor 
2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 adalah Yayasan Pembangunan 
Umat Islam berkedudukan di Banda Aceh.” (halaman 79)

  “Menimbang, bahwa dalam bukti T.I.II-29 pada pokoknya 
menerangkan pemegang hak atas sebidang tanah sebagaimana 
dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Gambar 
Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 telah 
terjadi peralihan dari Yayasan Pembangunan Umat Islam yang 
berkedudukan di Banda Aceh kepada Yayasan Pembangunan 
Umat Islam Banda Aceh dan peralihan tersebut berdasarkan 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia No.C-2675.BT.01.02.TH.2007 tanggal 27 Agustus 2007 
dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Putusan 
No.82/Pdt.G/2014/PN Bna tanggal 17 April 2015 Jo. Putusan 
No.99/PDT/2015/PT.BNA tanggal 30 Oktober 2015 Jo. Putusan 
Mahkamah Agung No.384 K/PDT/2016 tanggal 17 Mei 2016.” 
(halaman 79)

  “Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik 
atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, 
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pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan 
hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat 
didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT 
yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.” (halaman 79).

  “Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sudah sangat jelas 
disebutkan perbuatan pemindahan hak atas tanah dibuktikan 
oleh akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, sedangkan 
dasar peralihan pemegang hak dalam bukti surat T.I.II-29 dari 
Yayasan Pembangunan Umat Islam berkedudukan di Banda Aceh 
kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh bukanlah 
berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT melainkan dengan dasar 
menggunakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 
No.82/Pdt.G/2014/PN Bna tanggal 17 April 2015 Jo. Putusan 
No.99/PDT/2015/PT.BNA tanggal 30 Oktober 2015 Jo. Putusan 
Mahkamah Agung No.384 K/PDT/2016 tanggal 17 Mei 2016.” 
(halaman 79-80).

  “Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah dari YPUI yang 
berkedudukan di Banda Aceh ke YPUI Banda Aceh tersebut 
tidak ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala 
Kantor Pertanahan sehingga peralihan tersebut tidak mendapat 
pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan 
pengesahan tersebut.” (halaman 80).
Peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena beralih atau 

dialihkan. Beralih pemegang hak atas tanah bisa dikarenakan 
pemegangnya meninggal dunia. Dialihkan pemegang hak atas tanah 
dikarenakan ada perbuatan hukum tertentu, misalnya jual beli, tukar 
menukar. Sesuai dengan jenis kebendaannya, maka agar hak atas tanah 
berpindah kepada pemegang hak yang baru, maka harus dilakukan 
penyerahan secara yuridis pula dengan prosedur balik nama. 

Dalam hukum perdata, untuk penyerahan benda tidak 
bergerak, sesuai dengan ketentuan Pasal 616 BW harus dilakukan 
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dengan balik nama dengan membukukannya pada register umum. 
Dalam praktiknya, penyerahan kebendaan tak bergerak tersebut 
dilakukan berdasarkan Ordonansi Balik Nama (Overschrijvings 
Ordonantie). Secara khusus untuk kebendaan tak bergerak berupa 
hak atas tanah yang diatur dalam hukum pertanahan nasional, cara 
penye rahan diatur tersendiri di dalam atau tunduk kepada Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.21 
Penyerahan yuridis (balik nama) ini bertujuan untuk mengukuhkan 
hak-hak seseorang sebagai pemilik tanah yang baru, sehingga 
tidak terjadi kesalahan dan mengurangi perselisihan karena sudah 
dilakukan peralihan hak tanah secara hukum. Bukti hak atas tanah 
yang berlaku adalah sertifikat tanah, yang merupakan bukti yang 
penting atas kepemilikan suatu hak atas tanah. Surat ini dikeluarkan 
pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.22 

Sebagaimana diatur dalam  Pasal 37 ayat (1)  Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 
No. 24/1997), bahwa peralihan hak atas tanah  dan hak milik atas 
satuan rumah susun dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, 
hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum 
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang 
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat 
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sesuai 
ketentuan ini, peralihan hak itu dilakukan dengan cara pemindahan 
hak seperti melalui jual-beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 
perusahaan dan perbuatan hukum, lelang, pewarisan, peralihan hak 
karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi dan 
pemindahan hak lainnya. 

21 Rachmadi Usman. 2011. Hukum Kebendaan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 77-78. 
22 Arif Darmawan, Perdani, dan Hanny Tristi. (13-16 Januari 2014). “Penyuluhan Tentang 

Prosedur Pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Perbuatan Hukum”. Jurnal Inovasi dan 
Kewirausahaan, 3(1). https://journal.uii.ac.id/ajie/article/download/7794/6782/14453, hlm. 
14.
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Cuma perlu diperhatikan Sertifikat Hak Pakai milik Yayasan 
Pembangunan Umat Islam diterbitkan pada tahun 1996, seharus 
hakim a quo menguji berdasarkan aturan hukum yang lama, yakni: 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 
(PP No. 10/1961.  Ketentuan yang serupa dengan Pasal 37 ayat 
(1) PP No. 24/1997 juga terdapat dalam Pasal 19 PP No. 10/1961. 
Menurut ketentuan ini, bahwa setiap perjanjian yang bermaksud 
memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas 
tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas 
tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang 
dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri 
Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : 
penjabat). Jika merujuk pada PP No. 10/1961, setiap peralihan 
dan pembebanan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT 
dengan dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh PPAT. Dalam 
perkara a quo, peralihan pemegang hak atas tanah sebagaimana 
dalam  Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Gambar 
Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 kepada Yayasan 
Pembangunan Umat Islam Banda Aceh tersebut bukanlah berdasarkan 
akta PPAT, melainkan dengan dasar menggunakan Kepmenkumham 
No. C-2675.BT.01.02.TH.2007 tanggal 27 Agustus 2007 dan Putusan 
Pengadilan Negeri Banda Aceh No.82/Pdt.G/2014/PN Bna tanggal 
17 April 2015 Jo. Putusan No.99/PDT/2015/PT.BNA tanggal 30 
Oktober 2015 Jo.Putusan Mahkamah Agung No.384 K/PDT/2016 
tanggal 17 Mei 2016, serta sertifikat hak atas tanah dari YPUI yang 
berkedudukan di Banda Aceh ke YPUI Banda Aceh tidak terdapat 
pengesahan dari instansi Kantor Pertanahan setempat, sehingga 
boleh jadi tidak tercatat dalam buku tanah di Kantor Pertanahan 
setempat. Oleh karena itu cukup beralasan untuk dikabulkan dan 
jelas landasan hukum yang dipergunakan majelis hakim a quo, cuma 
sayang kelupaan juga merujuk pada aturan hukum yang lama terkait 
dengan peralihan hak atas tanah.
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C. PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN 
HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT 
DENGAN PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG 
MENGUASAI DAYAH DARUL ULUM DAN TANAH 
BESERTA BANGUNAN

Selanjutnya, fakta hukum yang ditemukan majelis hakim 
a quo, bahwa aset-aset yang dimiliki YPUI serta seluruh kegiatan 
belajar mengajar Dayah/Pesantren Darul Ulum hingga saat sengketa 
itu diajukan ke pengadilan, dikuasai oleh Para Tergugat. Demikian 
pula para Tergugat telah melakukan kegiatan pembangunan 
berkelanjutannya yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat. 
Pertanyaan, apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai 
kegiatan pendidikan pada Dayah Darul Ulum dan tanah beserta 
bangunan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. 
Masalah dalam petitum gugatan poin ke-6 dan ke-8, pihak Penggugat 
memohon kepada majelis hakim a quo, agar:

1.  Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum karena Menguasai Sertipikat Hak Milik 
Tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Tanah Nomor 170 
pemegang Hak YPUI (sekarang YPUI Aceh) tahun 1996 
yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya 
Banda Aceh;

2.  Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum dengan melaksanakan kegiatan 
pendidikan dan/atau proses belajar mengajar di Dayah 
Darul Ulum Banda Aceh dan kegiatan ekstra kurikuler 
dayah Darul Ulum Banda Aceh dengan mengatasnamakan 
Penggugat.

Terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut, majelis 
hakim a quo mengabulkan, berpendapat bahwa Para Tergugat telah 
melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah 
dan bangunan di atasnya serta mengelola kegiatan pendidikan pada 
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Dayah Darul ulum yang merupakan kepemilikan YPUI. Oleh karena 
itu amar putusan a quo pada point ke-6, 7, 8, dan 9 menyatakan:

1.   Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan 
melawan hukum karena menguasai Sertipikat Hak Pakai 
Nomor 170 Desa Keuramat Gambar Situasi Nomor 
2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 yang dikeluarkan 
oleh Kantor Pertanahan Banda Aceh; (halaman 95).

2.   Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertipikat 
Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Gambar Situasi 
Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Banda Aceh kepada 
Penggugat sebagai pemilik yang sah dan tanpa syarat 
apapun; (halaman 95).

3.   Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan 
melawan hukum dengan melaksanakan kegiatan 
pendidikan dan/atau proses belajar mengajar di dayah 
Darul Ulum Darul Ulum Banda Aceh dan kegiatan ekstra 
kurikuler dayah Darul Ulum Banda Aceh; (halaman 95).

4.   Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan segala 
bentuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau 
proses belajar mengajar di dayah Darul Ulum Banda Aceh 
dan kegiatan ekstra kurikuler dayah Darul Ulum kepada 
Penggugat dengan tanpa syarat apapun. (halaman 95).

Seiring dengan itu, mengingat karena aset-aset berupa 
sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 
170 yang terletak di Jalan Syiah Kuala Desa Keuramat Kecamatan 
Kuta Alam Kota Banda Aceh, Gambar Situasi Nomor 2038/1996 
tanggal 23 Oktober 1996 dengan luas 48.938 M² secara hukum sah 
milik Penggugat, maka amar putusan a quo pada point ke-4 dan ke-5 
menyatakan sebagai berikut:

1.   Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan aset 
sebagaimana disebutkan dalam angka 3 (tiga) di atas 
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yang masih dalam penguasaan Tergugat II secara utuh 
kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan 
tanpa syarat dan kompensasi apapun; (halaman 95).

2.   Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan 
keseluruhan aset yang dikuasai oleh Tergugat II yang 
menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada 
Penggugat; (halaman 95).

Majelis hakim a quo dalam memutuskan perkara ini memang 
telah merujuk Pasal 1365 BW yang mengatur perbuatan melawan 
hukum. Pertimbangan hukum disebutkan sebagai berikut:
  “Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang memuat 

unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di 
atas dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat menguasai 
tanah dan bangunan di atas tanah tersebut serta mengelola Dayah 
Darul ulum yang merupakan kepemilikan dari YPUI maka Majelis 
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.”

  “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya 
menyebutkan bahwa YPUI Banda Aceh bukanlah merupakan 
penyesuaian dari YPUI, maka seluruh perbuatan YPUI Banda Aceh 
yang menguasai tanah dan bangunan di atasnya serta mengelola 
Dayah Darul Ulum yang merupakan milik YPUI adalah perbuatan 
yang tidak berdasar hukum serta perbuatan Para Tergugat tersebut 
menimbulkan kerugian bagi pihak yang seharusnya menikmati 
tanah serta bangunan di atasnya dan mengelola Dayah Darul Ulum 
yaitu YPUI Aceh yang merupakan perubahan dan penyesuaian dari 
YPUI.”

  “Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Akta Pendirian YPUI Banda 
Aceh (Bukti surat P-24 dan Bukti surat T.I.II-7) mengenai kekayaan 
YPUI Banda Aceh sama sekali tidak menyebutkan mengenai aset-
aset yayasan berupa sebidang tanah seluas 48.938 M² di Jalan 
Syiah Kuala sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 
170 Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, 
Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 
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dan bangunan-bangunan yang berada diatas tanah tersebut.” 
(halaman 80-81)
Majelis hakim a quo tidak menguraikan secara rinci 

pemenuhan unsur-unsur Pasal 1365 BW dalam perkara ini. Satu-
satu persatu diberikan uraian apakah unsur-unsur Pasal 1365 BW 
telah terpenuhi, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai 
tanah dan bangunan di atasnya serta mengelola kegiatan pendidikan 
pada Dayah Darul ulum yang merupakan kepemilikan YPUI 
dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 
1365 BW menyatakan, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang 
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang 
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 
tersebut”. Dari ketentuan Pasal 1365 BW tersebut, perbuatan 
melawan hukum dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1.  adanya suatu perbuatan melawan hukum;
2.  timbulnya kerugian; 
3.  adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan 

melawan hukum dengan kerugian; dan 
4.  adanya kesalahan pada pelaku. 
Dari sekian unsur-unsur tersebut, unsur yang terpenting 

adalah “hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan 
hukum dengan kerugian”, oleh karena itu majelis hakim a quo 
harus membuktikan adanya hubungan yang bersebab akibat antara 
perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi. Sebelum 
tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum ditafsirkan 
secara sempit, yaitu: hanya perbuatan yang bertentangan dengan 
undang-undang saja sebagaimana aliran legisme yang menganggap 
bahwa hukum hanyalah apa yang tercantum dalam undang-undang. 
Akan tetapi setelah tahun 1919 mengalami perkembangan telah 
terjadi perluasan penafsiran perbuatan melawan hukum yang unsur-
unsurnya di antaranya adalah: 

1.  mengganggu hak orang lain; 
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2.  bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 
3.  bertentangan dengan kesusilaan; 
4.  bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap 

hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam 
pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau 
terhadap benda orang lain. 

Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum tidak hanya 
perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar undang-
undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar 
hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban 
umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat 
maupun bersifat berhati-hati. Namun demikian suatu perbuatan 
yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus 
mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam 
persidangan perkara a quo, Para Tergugat telah secara sengaja 
menguasai tanah dan bangunan di atasnya serta mengelola kegiatan 
pendidikan pada Dayah Darul ulum yang merupakan kepemilikan 
YPUI tanpa alas hak yang sah, terbukti dari bukti dengan surat 
berupa Akta Pendirian YPUI Banda Aceh terkait kekayaan YPUI 
Banda Aceh yang sama sekali tidak menyebutkan mengenai aset-
aset Yayasan berupa sebidang tanah seluas 48.938 M2 di Jalan 
Syiah Kuala Desa Keuramat sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 
Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 beserta 
bangunan diatasnya. Dengan kata lain secara hukum, aset-aset YPUI 
adalah milik YPUI Aceh, sehingga karenanya merupakan perbuatan 
melawan hukum. Akibatnya YPUI Aceh yang merupakan perubahan 
dan penyesuaian YPUI mengalami kerugian, karena tidak dapat 
memanfaatkan atau menikmati  tanah serta bangunan di atasnya 
dan mengelola Dayah Darul Ulum yaitu YPUI.

Memang dalam praktik, Yayasan yang masih belum menyesuaikan 
Anggaran Dasarnya sesuai dengan UU Yayasan masih diberikan 
kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan melaporkan kepada 
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Menkumham. Jika merujuk Pasal 71 ayat (3) UU No. 28/2004, maka 
sepanjang tidak ada permohonan, maka status Yayasan itu belum bubar 
dan menurut hukum bukan badan hukum serta tidak diperbolehkan 
menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, selanjutnya, 
kekayaan Yayasan dikelola oleh para pendiri secara tanggung renteng. 
Sebab Pasal 71 ayat (3) UU No. 28/2004 menisyaratkan mengenai 
pembubaran Yayasan  yang belum melakukan penyesuaian Anggaran 
Dasarnya harus berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan 
kejaksaan dan atau pihak yang berkepentingan, yakni: pihak yang 
mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan.

IV.  PENUTUP

Putusan majelis hakim a quo dalam Perkara No. 3/Pdt.G/2019/
PN Bna pada prinsipnya menggunakan konstruksi hukum dan 
struktur yang logis dan memberikan analisis tuntas berkaitan dengan 
posita dan petitum. Selain mengungkapkan fakta hukum, hakim juga 
merujuk pada peraturan perundang-undangan dan keterangan ahli, 
kemudian mempertimbangkan secara proporsional argumen yang 
diajukan Penggugat dan Para Tergugat. 

Dari dua Yayasan, yakni YPUI Aceh dan YPUI Banda Aceh, 
Yayasan yang merupakan peralihan dan penyesuaian Yayasan 
sebelumnya adalah YPUI Aceh, dari premise Akta YPUI Aceh telah 
menyebutkan asal usul Riwayat YPUI yang didirikan tahun 1961, 
sementara pada Akta Pendirian YPUI Banda Aceh tidak ditemukan 
premise yang demikian, dapat ditafsirkan YPUI Banda Aceh 
merupakan Yayasan baru, bukan kelanjutan dari Yayasan YPUI. Hal 
ini juga diperkuat dengan tidak sahnya proses peralihan hak atas 
tanah dari YPUI yang berkedudukan di Banda Aceh kepada YPUI 
Banda Aceh. Dengan sendirinya Para Tergugat telah melakukan 
perbuatan melawan hukum, yakni menguasai tanah dan bangunan 
milik YPUI secara tidak sah serta mengelola kegiatan pendidikan 
pada Dayah Darul Ulum yang juga merupakan kepemilikan YPUI. 
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ABSTRAK 

Keberadaan putusan nomor 19/Pdt.G/2020/PN Tte menjadi 
salah satu putusan yang dianalisis atas kerjasama anatar 
Komisi Yudisial dengan Fakultas Hukum Universitas 

Tadulako. Analisis putusan ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menilai pertimbangan positif yang dilakukan oleh hakim. Analisis 
ini digunakan dengan pendekatan analisis teks dalam putusan yang 
berfokus pada hukum acara, penalaran hukum dan kesesuaian antara 
pertimbangan hakim dengan amar putusan.  Guna memfokuskan 
analisis terhadap putusan ini maka dirumuskan beberapa pertanyaan 
yakni: Pertama, Apakah hukum yang tidak tertulis memiliki daya 
ikat dalam melakukan peristiwa jual beli? Kedua, Apakah perempuan 
yang melakukan suatu perbuatan hukum didampingi oleh seorang 
laki-laki dianggap sah? Hasil dari analisis ini menunjukan bahwa, 
pertama keberadaan hukum yang tidak tertulis dapat digunakan 
sebagai dasar keabsaan jual beli sepanjang memenuhi kriteria yang 
diatur dalam ketentuan hukum adat dan hukum perdata. Kedua, 
keberadaan perempuan yang didampingi oleh lelaki dalam melakukan 
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perbuatan hukum merupakan konsep baru yang lahir dalam konteks 
perbuatan hukum yang didasarkan pada anasir hukum islam, hukum 
adat dan hukum perdata.
Kata Kunci : Hukum Tidak Tertulis; Perbuatan Hukum; didampingi. 

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 

Komisi Yudisial Republik Indonesia telah melakukan penelitian 
putusan hakim dari waktu ke waktu, dan dalam setiap program 
penelitian tersebut selalu terbuka dilakukan modifikasi sehubungan 
dengan adanya kebutuhan Komisi Yudisial dalam menjalankan 
tugas dan peranannya. Penelitian terhadap putusan hakim memiliki 
karakteristik yang berbeda beda yang didisain untuk selain menopang 
tugas Komisi Yudisial didalam menilai dan memotret kualitas putusan 
hakim juga dalam upaya memberikan penilaian positif terhadap putusan 
hakim didalam membangun pertimbangan hukum. Pertimbangan 
hukum yang dibangun oleh hakim didalam putusan menjadi hal yang 
sangat fundamental didalam menentukan kualitas putusan yang 
dihasilkan, sehingga kaulitas pertimbangan hakim menjadi sangat 
penting. kualitas putusan dari para hakim pengadilan yang positif suatu 
saat berpotensi untuk diusulkan sebagai hakim agung, agar menjadi 
acuan bagi para hakim lainnya didalam menyusun pertimbangan 
hakim dalam putusan. Disadari bahwa putusan – putusan hakim tidak 
semuanya berkonotasi tidak baik melainkan pada sisi lainnya memiliki 
pertimbangan hukum yang baik dan komprehensif, sehingga penting 
untuk memotret putusan -  putusan tersebut guna melahirkan acuan 
didalam menyelesaikan perkara yang sama kedepan. 

Kegiatan analisis putusan hakim ini merupakan langkah yang 
sangat baik dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan melibatkan mitra 
perguruan tinggi guna memindai dan menilai dengan pendekatan 
analisis hukum dengan berbasis pada metode analisis didalam 
melihat putusan. Analisis putusan hakim yang dilakukan dengan 
metode analisis diharapkan dapat di pertanggungjawabkan secara 
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ilmiah. Di satu sisi, analisis ini ingin menjadikan putusan hakim 
sebagai salah satu bahan informasi yang dapat diakses tidak hanya 
oleh hakim melainkan pula seluruh penstudi hukum dan masyarakat. 

Basis awal dari analisis ini adalah putusan para hakim yang 
dipilih dan ditentukan oleh Komisi Yudisial dengan para hakim 
untuk dilakukan analisis yang tidak terbatas pada satu wilayah 
peradilan atau jenis peradilan melainkan beberapa wilayah peradilan 
dan jenis putusan (kasus). Putusan hakim-hakim tersebut dianalisis 
dengan menggunakan pendekatan pindaian positif yang terfokus 
pada pertimbangan hakim dan menilai kemapuan hakim didalam 
menguasai hukum penalaran dan penalaran hukum.  Dengan teknik 
pemilihan demikian, dapat diasumsikan putusan yang diberikan 
adalah [salah satu] putusan “terbaik” selama perjalanan karir hakim 
tersebut. Dapat saja dinyatakan bahwa idealnya setiap putusan adalah 
selalu putusan terbaik yang bisa dihadirkan dalam perkara tertentu, 
sehingga pengertian “terbaik” disini dapat saja berangkat dari pilihan 
subjektif para hakim. Untuk itu, kriteria “terbaik” dalam konteks 
ini lebih diartikan sebagai putusan yang mengesankan sepanjang 
karier sebagai hakim, dilihat dari aspek kompleksitas perkara yang 
ditangani yang memicu hakim untuk melakukan penemuan hukum 
dan metode penalaran hukum yang baik. 

Putusan yang dilakukan analisis ini yakni putusan nomor : 19/
Pdt.G/2020/PN Tte dalam putusan ini tergambar kasus posisi secara 
garis besar yakni : 

1.  Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah 
pekarangan yang luasnya -/+ (kurang lebih) 1.598 m2 
ber-Sertifikat Hak Milik No. 194 /Tahun 1996, yang 
terletak di lingkungan Tobenga, Kelurahan Kasturian, 
Kecamatan TernateUtara,KotaTernate, dengan batas-
batas sebagaiberikut:
-  Sebelah Utara berbatasan dengan Taher Haji /atau 

Asmat Taher.
-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Got /parit 

kecil dan Ibu Fahima.
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-  Sebelah Barat berbatasan dengan Harun Ishak dan 
Ibu Fahima.

-  Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
2.  Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan 

pemberian hibah dari Nenek Penggugat yang bernama 
AISYAH ABDUL JAMAL (bukti P-2) yang nota bene 
Nenek Penggugat peroleh berdasarkan Jual-beli antara 
AISYAH ABDUL JAMAL (nenek Penggugat) dengan 
HAMID LA ONSO / Tergugat I yang merupakan orang 
tua dari Tergugat II

3.  Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan/atau tanpa seijin 
Penggugat, Tergu gat II dan Tergugat III secara melawan 
hukum telah menyerobot tanah milik Penggugat dimana 
Tergugat III baru menempatkan batu-batu untuk 
membuat fondasi rumah, sedangkan Tergugat II telah 
membangun sebuah rumah parmanen diatas sebagian 
tanah milikPenggugatyangluasnyakurang lebih 100 m2 
dengan batas-batas sbb :
-  Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Asmat 

Taher;
-  Sebelah Selatan berbatasan dengan milik Penggugat 

yang dikuasai Nuria Sadli (Tergugat III);
-  Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong 

milik Penggugat;
-  Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

4.  Bahwa sudah berulang kali Penggugat mendatangi baik 
secara langsung menemui Tergugat II maupun melalui 
Kelurahan Kasturian meminta kepada Tergugat II dan 
III untuk keluar dari tanah milik Penggugat tersebut, 
akan tetapi Tergugat II dan III tidak merespon bahkan 
tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada 
Penggugat.

5.  Bahwa tindakan Tergugat II dan III tersebut adalah 
merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala 
akibat hukumnya. 
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6.  Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum yang 
dilakukan oleh Tergugat II dan III tersebut, menyebabkan 
Penggugat menderita kerugian baik Materil maupun 
Imateril yang dapat dirinci sbb:

  Kerugian Materil:
  Penggugat kehilangan hak untuk menikmati secara 

baik atas tanah yang dikuasai secara melawan hukum 
oleh Tergugat II dan III, sehingga Penggugat tidak bisa 
memanfaatkan tanah tersebut secara baik, dimana tanah 
tersebut sudah ditawar oleh pihak ketiga lainnya dengan 
harga Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ditambah 
biaya-biaya untuk mengurus tanah tersebut termasuk 
membayar jasa pengacara sebesar Rp. 50.000.000. (lima 
puluh juta rupiah); 

  Kerugian Imateril :
  Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah 

yang dikuasai oleh Tergugat II dan III tersebut, hidup 
Penggugat tidak tenang dan Penggugat dianggap sebagai 
orang yang serakah. Kerugian mana jika dinilai dengan 
uang maka tidak kurang dari Rp. 250.000.000.- ( dua 
ratus lima puluh juta rupiah). 

Tugas hakim pertama ketika melihat suatu perkara yaitu 
“mengkonstatir” artinya melihat, mengakui atau membenarkan 
telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang 
berperkara. Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga 
ia harus pasti akan kebenarannya itu, tidak sekedar dugaan atau 
kesimpulan yang dangkal atau gegabah tentang adanya peristiwa 
yang bersangkutan. Selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian 
dengan alat-alat bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian 
tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Setelah hakim berhasil 
“mengkonstatir” suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, maka tugas 
selanjutnya “mengkualifisir”, artinya menilai peristiwa yang telah 
dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian 
atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan. 
Selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan 
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dengan norma hukumnya. Dengan demikian setelah tahapan ini 
seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya terhadap peristiwa 
yang telah di-konstatirnya.  Hakim setelah mengkonstatir peristiwa 
atau kejadian berarti hakim tersebut mempunyai “solving legal 
problems” dan ia wajib mencari solusinya atau jawabannya, memang 
sebenarnya tidak mudah untuk mendapat jawabannya. Hal ini karena 
dalam kehidupan di masyarakat terdapat masalah-masalah kehidupan, 
baik yang berkaitan agama, sosial, moral, kesopanan, kesusilaan 
dan lain sebagainya. Tetapi hakim sebagai seorang yang mempunyai 
kompentensi memberikan jawabannya harus dapat menemukan 
hukumnya. Oleh karena itu, hakim sebelumnya harus mampu 
menyeleksi masalahnya dan kemudian merumuskan hukumnya. 
Setelah itu baru ia menemukan hukumnya. Setelah menemukan 
hukum dari peristiwa/kejadian itu seorang hakim harus melakukan 
pemecahan hukum (legal problems solving).

Penelusuran terhadap analisis ini berfokus pada hal-hal 
yang dapat dilacak dan dianalisis dalam putusan seperti ketaatan 
terhadap hukum acara, hukum materiil, penalaran hukum dalam 
pertimbangan hakim, penemuan hukum dan keselarasan antara 
pertimbangan dengan amar putusan. 

B. Rumusan Masalah 
Beranjak dari latar belakang diatas yang mengambarkan kasus 

posisi dan kriteria vonis yang baik serta fokus yang menjadi analisis 
maka terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang 
hendak akan dijawab melalu analisis putusan ini yakni: 

1.  Apakah hukum yang tidak tertulis memiliki daya ikat 
dalam melakukan peristiwa jual beli?

2.  Apakah perempuan yang melakukan suatu perbuatan 
hukum didampingi oleh seorang laki-laki dianggap sah?

C. Kerangka Analisis Putusan 
Analisis putusan pada prinsipnya memiliki persamaan dengan 
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penelitian putusan yakni masing-masing meenggunakan metode 
guna menghasilkan output yang baik. Untuk memberikan kejelasan 
mengenai kerangka pemikiran dalam analisis ini, dapat dilihat 
ragaan di bawah ini.

II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Yang Baik 

Berbicara mengenai putusan (Vonis) tidak dapat dilepaskan 
dari ketentuan unsur vonis yang baik, vonis yang disebut baik secara 
sederhana dan umum dipersepsikan sebagai suatu putusan yang 
terhindar dari hal hal yang membuatnya mengandung cacat nalar. 
Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
menegaskan kerangka dasar untuk mencegah hakim agar terhindar 
dari hal yang disebutkan sebelumnya itu, yaitu :

1.  Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. 
  Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus bedasarkan 

pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak 
memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan 
yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende 
gemotiveerd.  Alasan yang dijadkan pertimbangan dapat 
berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-
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undangan, hukum, kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin 
hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan Selain 
harus memuat alasan dan dasar putusan,juga memuat 
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi 
kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasan Kehakiman 
memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bertitik tolak 
dari pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak 
cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya 
putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau 
kasasi.  Begitu pula pertimbangan yang mengandung 
kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat 
sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup 
alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar 
asas yang digariskan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2.  Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan. 
  Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) 

HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah 
putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa 
dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak 
boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan 
mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang 
demikian bertentangan dengan asas yang digariskan 
oleh undang-undang.

3.  Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 
  Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) 

RBG dan Pasal 50 RV, Putusan tidak boleh mengabulkan 
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melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. 
Larangan itu disebut ultra petitum partium. Hakim 
yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, 
dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra 
vires yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila 
putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan 
cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim 
dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan 
kepentingan umum (public interest).Mengadili dengan 
cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat 
dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah 
(illegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik, seperti 
dijelaskan oleh M. Yahya Harahap (2005:801-802).

4.  Diucapkan di muka Umum 
  Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang 

pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka 
umum merupakan salah satu bagian yang tidak 
terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair trial, 
pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang 
jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka 
untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai 
putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk 
perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan 
tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup 
untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang 
yang terbuka untuk umum. Pelanggaran terhadap hal di 
atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan 
Kehakiman yang berbunyi: “Putusan pengadilan hanya sah 
dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum”.Berdasarkan ketentuan 
tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka 
umum berakibat putusan batal demi hukum.
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B. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Prosedur Beracara 

Keterkaitan antara putusan dengan hukum acara merupakan 
hal yang sangat fundamental didalam sebuah putusan. Pada konteks 
ini sebagai upaya untuk menggeledah keterkaitan tersebut diawali 
dari suatu pertanyaan apakah putusan ini telah mengikuti prosedur 
hukum acara? Untuk menjawab oertanyaan tersebut maka penting 
untuk merumuskan keterkaitan dengan menghadirkan parameter 
sebagai aspek pemenuhan hukum acara formil didalam putusan ini. 
Adapun parameter tersebut yakni:

Tabel 1 : Paramter Hukum Acara Formil Perdata 

Secara umum, putusan ini menunjukan kecenderungan yang 
sama dari sisi pemenuhan ketentuan prosedural formal menurut 
hukum acara. Sehingga putusan ini dipandang telah memenuhi 
dan sejalan dengan ketentuan prosedural formal menurut hukum 
acara. Sejauh yang dapat dianalisis dan diamati terhadap putusan 
ini, tampak kesalahan dan ketidaksesuaian dalam aspek formal 
sebagaimana yang diamatkan dalam hukum acara tidak mendapatkan 
catatan berarti, hal ini menunjukan bahwa para hakim yang memutus 

Parameter Sesuai Tidak Sesuai

Putusan didukung dua alat bukti Ö

Penerapan hukum pembuktian sesuai 
dengan undang - undang

Ö

Telah memuat dan 
mempertimbangkan secara 
proporsional antara argumen 
penggugat dan tergugat dalam 
pertimbangan hukum 

Ö

Hari/tanggal dilakukan musyawarah 
majelis hakim dalam pengambilan 
keputusan berbeda dengan hari/
tanggal putusan diucapkan 

Ö
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perkara ini sudah sangat memahami mengenai apa saja yang harus 
dimuat secara kasat mata didalam sebuah putusan. Semisal dalam 
hal pertimbangan terhadap dua alat bukti, hakim telah menguraikan 
dalam dasar pertimbangan dengan mempertimbangkan minimal dua 
alat bukti, hal ini tampak dalam dasar pertimbangan majelis hakim 
pada putusan.

C. Penalaran Hukum 

Penalaran hukum pada dasarnya adalah kegiatan berfikir 
problematis. Kegiatan berpikir ini berada dalam wilayah penalaran 
praktis, sebagaimana dinyatakan oleh Neil MacCormick, “... legal 
reasoningas one branch of practical reasoning, which is the application by 
humans of theirreason to deciding how it is right to conduct themselves 
in situations of choice. Penalaran hukumadalah kegiatan berpikir 
problematis dari subjek hukum (manusia) sebagaimahluk individu 
dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipundemikian, 
penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruangyang 
terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk 
jugamenjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan 
mengacukepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, 
argumentasi yangdilakukan harus mengikuti asas penataan ini, 
sehingga putusan-putusanitu (misalnya antara hakim yang satu 
dengan hakim yang lain dalammengadili kasus serupa) relatif terjaga 
konsistensinya (asas similia similibus). 

Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal 
peraturannyaada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada 
peristiwanya. Sebaliknyadapat terjadi juga hakim harus memeriksa 
dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. 
Disini hakim menghadapi kekosongan atauketidak-lengkapan 
undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebabhakim tidak 
boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalihtidak 
ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Ada banyak metode 
interpretasi, yang satu sama lain bersifat salingmelengkapi. Tiap-
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tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidakada petunjuk 
tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakandalam 
sebuah kasus konkret. Adapun metode interpretasi tersebut yakni 
: gramatikal, otentik, teleologis, sistematis, historis, komparatif, 
futuristik, restriktif dan ekstensif. Metode-metode interpretasi 
tersebut secara sederhana dapatdikelompokkan berdasarkan dua 
pendekatan, yaitu (1) the textualist approach (focus on text) dan (2) 
the purposive approach (focus on purpose). Interpretasi gramatikal dan 
otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementarametode 
interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.

III.   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Hukum yang tidak tertulis memiliki daya ikat dalam 
peristiwa jual beli.

Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari 
pengamatan  indera  (pengamatan empirik) yang menghasilkan 
sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang 
sejenis juga akan terbentuk  proposisi-proposisi yang sejenis1, 
berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar2, 
orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak 
diketahui. Proses inilah yang disebut menalar.  Pengertian penalaran 
yang disebutkan di atas, dalam bidang hukum disebut sebagai penalaran 
hukum yang meletakan pengertian yang dimulai daripemahaman atas 
jawaban terhadap suatu   Pertanyaan pokok, yakni apakah pengertian 
dan hubungan antara logika dan penalaran hukum itu?3.  

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir 
lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan 
proposisi hukum.  Dalam konteks yang lebih spesifik dan relevan, 
penalaran hukum merupakan ilmu tentang penarikan kesimpulan 

1 Hal ini melahirkan cara berpikir analitik dan sintetik.
2 Hal ini melahirkan sifat berpikir apriori dan aposteriori.
3 Telusuri Piter Mahmud, Teori Hukum, the house of law is the hous of mankind, Jakarta : 

Kencana. 2020. 
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secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi 
hukum yang ada. Maka istilah ‘penalaran hukum’ (legal reasoning) 
sejatinya tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, 
melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang 
hukum itu sendiri. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa 
logika (sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid); 
tidak ada penalaran hukum di luar logika. Penalaran hukum dengan 
demikian harus dipahami dalam pengertian ‘penalaran (logika) 
dalam hukum.

Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat fundamental 
didalam menentukan amar putusan, sebab pertimbangan hakim 
diolah dan diramu dengan beranjak dari fakta hukum dan norma 
hukum. Sebagai ikhtiar upaya untuk menggeledah penalaran 
dalam pertimbangan hakim dilakukan dengan etape menilai 
secara komprehensif pertimbangan hakim dalam putusan.  
Terhadap pertimbangan dalam putusan a qou menunjukan adanya 
karakteristik yang berbeda secara struktur dalam membangun 
sebuah argumentasi didalam putusan. Karaktersiti tersebut nampak 
didalam pertimbangan hakim yang mengurai unsur utama yang 
menjadi pokok perkara yang kemudian dimulai dengan kalimat 
bertanya. Pertimbangan majelis hakim pertama yang menjadi fokus 
analisis yakni:

  Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan 
antara para pihak adalah: Siapa yang menurut hukum 
berhak atas obyek sengketa?

Pertimbangan ini nampak terlihat sedikit didalam aspek kata 
namun sangat memiliki makna yang sangat fundamental sebab unsur 
dalam pertimbangan menjadi fokus analisis dalam pertimbangan 
hakim didalam putusan. Unsur utama dalam pertimbangan ini 
menanyakan mengenai hak atas objek sengketa dalam perkara a qou.  
Kejelasan mengenai subjek yang memiliki hak hukum terhadap objek 
perkara menjadi hal yang sangat penting untuk dibuktikan sejak 
awal. Untuk menentukan mengenai kejelasan hak subjek hukum 



ANALISIS PUTUSAN PERDATA148

Kedudukan Hukum Tidak Ter tul is Sebagai Dasar Keabsahan Jual Bel i Tanah dan Perbuatan Hukum 
Perempuan yang Didampingi oleh Lelaki Sebagai Salah Satu Keabsahan dalam Perbuatan Hukum

05

terhadap perkara a qou pendekatan yang dilakukan oleh hakim yakni 
pendekatan histori terhadap asal usul tanah sengketa tersebut. 

 Menimbang, bahwa oleh karena hibah tersebut sah 
menurut hukum maka sejak dihibahkannya tanah 
tersebut maka kepemilikan atas tanah tersebut telah 
beralih kepada Penggugat. Sehingga Penggugat sebagai 
pemilik tanah memiliki hak dan kewenangan penuh 
untuk melakukan perbuatan hukum maupun tindakan 
lain yang berkaitan dengan tanah tersebut;
Kepemilikan hak atas tanah sengketa a qou didapatkan dari 

hibah yang diserahkan oleh pemilik pertama sehingga secara hukum 
status kepemilikan tanah tersebut sah. Hibah menurut Pasal 1666 
KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di 
waktu hidupnya, dengan cu ma - cuma dan dengan tidak dapat ditarik 
kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima 
hibah yang menerima penyerahan itu. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 : “Peralihan hak atas tanah dan hak 
milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, 
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak 
lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan 
jika dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”;. Kemampuan hakim 
didalam mengungkap dan membuar terang fakta terhadap kasus a 
quo menunjukan pemahaman hakim didalam menerapkan metode 
menstruktur kasus. 

  Menimbang, bahwa pada prinsipnya hukum tidak 
mensyaratkan suatu bentuk tertulis dalam suatu 
perbuatan hukum. Dalam hal ini suatu perbuatan 
hukum (termasuk perjanjian), dapat dibuat secara lisan 
maupun tertulis. Bahkan suatu perjanjian sudah terjadi 
dengan adanya tindakan-tindakan yang nyata dalam 
jual beli (penyerahan barang dan pembayaran harga) 
meskipun tanpa tulisan dan lisan. Meskipun demikian, 
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suatu perbuatan hukum(termasuk perjanjian) 
hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini karena selain 
dapat menafsirkan lebih rinci maksud-maksud para 
pihak juga untuk pembuktian jika terjadi permasalahan 
hukum. Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, 
bukti surat merupakan bukti yang sangat penting dan 
paling banyak dipergunakan serta sangat menentukan 
putusan Hakim; 
Pada pertimbangan hakim diatas hal yang menjadi fokus 

analisis yakni “pada prinsipnya hukum tidak mensyaratkan 
suatu bentuk tertulis dalam suatu perbuatan hukum. Dalam 
hal ini suatu perbuatan hukum (termasuk perjanjian), dapat 
dibuat secara lisan maupun tertulis”. Perbincangan mengenai 
hukum tidak tertulis dan tertulis menjadi dasar pertimbangan hakim 
membawa kita pada pemahaman mengenai aturan hukum dan 
kaidah hukum.  Aturan hukum nampak mencirikan dirinya pada 
hukum positif (hukum tertulis) sedang kaidah hukum merupakan 
isi dari hukum itu sendiri yang menjadikan hukum sebagai sistem 
konseptual. Hakim dapat mendasarkan pertimbangan putusan 
baik pada aturan perundang-undangan maupun pada aturan yang 
tidak ditetapkan oleh pengemban kewenangan hukum, hukum 
tidak tertulis dapat digunakan oleh hakim praanggapan tanpa 
diungkapkan secara eksplisit. Pertimbangan ini menempatkan 
kekuatan pembuktian dokumen dalam hukum acara perdata tidak 
menjadi mutlak absolut sebab keberadaan hukum tidak tertulis 
menjadi hal yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai 
suatu perbuatan hukum. Aturan hukum tidak tertulis tumbuh dari 
kesadaran hukum para warga mayarakat dan menjadi bagian dari 
hukum sebagai sistem konseptual. 

  Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekurangan 
pembayaran yang belum dilunasi oleh AISYAH ABDUL 
JAMAL dalam jual beli terhadap obyek sengketa, maka 
apakah jual beli obyek sengketa tersebut sah menurut 
hukum?
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Mencermati dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap 
isu “apakah jual beli obyek sengketa tersebut sah menurut 
hukum?”. Sangat dipengaruhi terhadap kemampuan hakim dalam 
memahami prularisme hukum perdata di Indonesia.  Sistem hukum 
yang masih berlaku saat ini dalam konteks keperdataan khususnya 
yang mengatur terkait dengan jual beli adalah sistem Hukum 
Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam.  Terhadap isu keabsahan 
“jual beli” objek sengketa perkara a qou hakim menggunakan dua 
pendekatan hukum yakni KUHperdata dan Hukum Adat. Jual 
beli menurut Hukum Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 
KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu 
pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan barang dan lainnya 
untuk membayar harganya. Jual beli dianggap telah terjadi sejak 
para pihak mencapai kata sepakat, tetapi pemindahan hak belum 
terjadi dan masih diperlukan penyerahan secara hukum (juridische 
levering). Dalam jual beli tanah pemindahan hak terjadi setelah 
adanya balik nama dari penjual kepada pembeli. Sedang pengertian 
jual beli tanah menurut Hukum Adat adalah perbuatan pemindahan 
hak yang bersifat : Terang dan Tunai. 

Terhadap dua pendekatan hukum dalam menilai keabsahan 
“jual beli” objek sengketa, hakim memilih menggunakan konsep jual 
beli menurut hukum adat, sebab pilihan ini duganakan menjadi 
dasar pertimbangan dikarenakan terdapat fakta dan bukti yang 
menunjukan bahwa pembayaran terhadap tanah objek sengketa 
dilakukan dengan mekanisme uang muka. Pertimbangan hakim 
telah melahirkan kaidah hukum baru dengan menafsirkan secara 
ekstensif makna “Tunai” sehingga istilah atau konsep tersebut 
memperoleh arti yang lebih luas yang mengakibatkan wilayah 
penerapan kaidah tersebut menjadi lebih luas. Konsep “tunai” 
yang dimaknai oleh hakim dalam pertimbangannya yakni : pertama, 
Tunai mengakibatkan jual beli tanah bukan merupakan 
suatu perjanjian melainkan perbuatan hukum pemindahan 
penguasaan yuridis atas tanahnya yang terjadi secara 
langsung dan riil. Apabila baru dibayar sebagian harganya 



ANALISIS PUTUSAN PERDATA 151

        Prof. Dr. Aminuddin Kasim,S.H.,M.H

tidak mempengaruhi selesainya perbuatan jual beli karena 
telah memenuhi syarat tunai. Kedua, tunai tidak diartikan 
bahwa pembayarannya harus lunas, tetapi dapat berupa 
persekot atau uang muka, sedangkan sisanya menjadi hutang. 

B. Perempuan yang melakukan suatu perbuatan hukum 
didampingi oleh seorang laki-laki dianggap sah

  Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak 
dan keterangan saksi-saksi, bahwa Alm. HAYATUDIN 
adalah anak kandung dari AISYAH ABDUL JAMAL. 
Menurut Majelis Hakim dalam kehidupan masyarakat 
sehari- hari adalah sudah menjadi kebiasaan atau hal 
yang wajar apabila seorang perempuan yang melakukan 
suatu perbuatan hukum didampingi oleh seorang laki-
laki yang masih kerabat dekatnya. Hal ini karena kepala 
keluarga adalah laki-laki, apalagi dalam suatu adat 
masyarakat yang menganut sistem patrilineal maka 
kedudukan laki-laki adalah lebih berpengaruh dalam 
suatu keluarga; 
Pertimbangan hakim diatas melahirkan suatu konsep baru 

mengenai “perbuatan hukum”. Secara perinsip perbuatan hukum 
identik dengan subjek hukum yang bertindak secara sendiri dan 
mandiri yang tidak dapat diwakilkan, sebab hal tersebut menyangkut 
hak dan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada subjek hukum, 
dengan makna yang paling sederhana bahwa perbuatan hukum 
tidak dapat diwakilkan sebab ia berkenaan dengan tanggungjawab 
hukum. Dalam pertimbangan hakim diatas nampak tidak hanya 
disandarkan pada pertimbangan hukum perdata melainkan pula 
hakim mengeksplor secara baik pendekatan hukum islam. 
Dalam hukum perdata kecapakan dalam bertindak dan melakukan 
perbuatan hukum dianggap sempurna dilakukan oleh subjek hukum 
seorang tanpa didampingi oleh subjek hukum (laki-laki) sebab 
dalam hukum perdata dikenal kesetaraan subjek hukum lelaki dan 
perempuan yang masing-masing dipandang sebagai satu subjek 
hukum yang utuh. Namun, dalam prespektif hukum islam perbuatan 
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hukum perempuan memiliki karakteristik berbeda. Sebagai contoh 
dalam hal kesaksian, prinsip hukum islam menggunakan rumus 
bahwa perbuatan hukum (kesaksian) perempuan dipandang sah 
memenuhi unsur jika terdapat dua perempuan dan satu lelaki. Namun 
pertimbangan hakim melahirkan penciptaan hukum baru terhadap 
satu konsep perbuatan hukum yang mengambil unsur dari konsep 
hukum perdata dan konsep hukum islam sehingga pemaknaan 
konsep perbuatan hukum memiliki beberapa skema yakni : 

Skema Pertama: perbuatan hukum sah dilakukan oleh 
perempuan sendiri;
Skema kedua: perbuatan hukum sah dilakukan oleh laki-laki 
sendiri;
Skema Ketiga: perbuatan Hukum sah dilakukan oleh 
perempuan dan didampingi oleh laki-laki. 
Skema ketiga, dilahirkan dari pertimbangan hakim yang 

menggunakan anasir unsur hukum perdata dan hukum islam 
sehingga membentuk kaidah hukum yang baru dalam hal perbuatan 
hukum, kemampuan hakim terhadap melahirkan satu kaidah 
baru ini menunjukan tingkat pemahaman hakim dalam menguasi 
histori perkembangan peradaban hukum.  Dalam perjalanan 
sejarah manusia khususnya dalam konteks hukum, keberadaan 
perempuan acapkali dipandang sebagai subjek yang belum cakap 
untuk melakukan perbuatan hukum, namun hipotesa tersebut 
nampak irelevan jika ditelusuri dari prespektif hukum islam, 
sebab dalam perjalanan sejarah sebelum peradaban islam lahir di 
jazirah arab terdapat beberapa perempuan yang justru menduduki 
puncak kekuasaan sebagai seorang pemimpin semisal Ratu Sabah 
(meskipun ulama berbeda pandangan apakah ia ratu yaman atau 
ethopiah) akan tetapi keberadaan Ratu Sabah sebagai perempuan 
yang memiliki kekuasaan pada saat itu. Kemudian terdapat pula Siti 
Khadijah seorang permpuan yang memimpin dalam bidang kafilah 
perdanganan di wilayah jazirah arab yang memiliki kekuasaan dalam 
hal mengelola perdangangan saat itu, dan masih terdapat beberapa 
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perempuan lain yang memiliki jabatan pada saat itu. Artinya hal 
yang ingin disampaikan bahwa sejak dahulu perempuan dipandang 
memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. 

Terhadap Pemeriksaan kasus ini, pertimbangan yang dijadikan 
vonis untuk mengabulkan permohonan penggugat dibangun dengan 
logika yang tidak hanya menggunakan nalar hukum yang baik 
tetapi juga tunduk pada kaidah hukum bernalar. Pertimbangan 
yang dijadikan vonis untuk mengabulkan permohonan penggugat 
memiliki informasi yang memadai dan nampak majelis hakim 
memiliki kemampuan ilmu lain yang relevan, sehingga tampak 
analisis yang dibangun didalam pertimbangan tidaklah terlihat 
miskin dan kering. Majelis hakim sangat cermat mensistimatisasi 
norma, dengan menggunakan logika dan penafsiran hukum yang 
baik. Nampak pula, argumentasi yang dibangun menggunakan 
“penafsiran sistimatis” yang dihubungkan dengan penerapan prinsip 
noscitur a sociis (memaknai kata atau norma dalam rangkaiannya). 
Hal ini tampak ketika majelis hakim mengkontruksikan isu-isu 
utama didalam kasus. 

Lebih lanjut, Hakim memberi pertimbangan pada seluruh 
bagian gugatan sehingga menunjukan indikator sebagai vonis hakim 
yang baik.  Tampak jelas bahwa Majelis dalam memeriksa perkara a 
quo menyentuh seluruh bagian gugatan. Majelis Hakim telah tepat 
disebut merumuskan vonis yang baik karena telah mengadili dengan 
memeriksa seluruh bagian perkara. Sebab maksud dan tujuan dari 
prinsip hakim wajib mengadili seluruh bagian perkara adalah mencegah 
agar hakim tidak terjebak pada sikap eklektik bermakna peyoratif, 
yang berakibat merugikan baik penggugat atau tergugat. Olehnya 
itu, nampak bahwa putusan yang diputuskan oleh hakim memiliki 
kesesuaian antara pertimbangan dengan amar putusan hakim. 

PENUTUP 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menunjukan 

kesimpulan analisis yakni pertama keberadaan hukum yang tidak 
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tertulis dapat digunakan sebagai dasar keabsaan jual beli sepanjang 
memenuhi kriteria yang diatur dalam ketentuan hukum adat dan 
hukum perdata. Kedua, keberadaan perempuan yang didampingi 
oleh lelaki dalam melakukan perbuatan hukum merupakan konsep 
baru yang lahir dalam konteks perbuatan hukum yang didasarkan 
pada anasir hukum islam, hukum adat dan hukum perdata. 

5
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Supriyadi,S.H.,M.H.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako)

ABSTRAK 

Keberadaan putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk 
menjadi salah satu putusan yang dianalisis atas kerjasama 
anatar Komisi Yudisial dengan Fakultas Hukum Universitas 

Tadulako. Analisis putusan ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menilai pertimbangan positif yang dilakukan oleh hakim. Analisis 
ini digunakan dengan pendekatan analisis teks dalam putusan yang 
berfokus pada hukum acara, penalaran hukum dan kesesuaian antara 
pertimbangan hakim dengan amar putusan.  Guna memfokuskan 
analisis terhadap putusan ini maka dirumuskan beberapa 
pertanyaan yakni:  1. Apakah penggunaan asas dan aturan hak 
untuk menentukan siapa subjek yang digugat kontekstual dengan 
perkara a qou?. 2. Apakah prinsip profesionalisme dan itikad baik 
menjadi unsur baru dalam pemaknaan perbuatan melawan hukum?. 
3. Apakah peristiwa mentrasfer uang merupakan bukti kepemilikan 
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uang?. Hasil dari analisis ini menunjukan bahwa, pertama hak untuk 
menentukan siapa yang digugat penting untuk didalami kembali 
guna menghadirkan putusan yang memiliki kepastian hukum. kedua, 
Perbuatan profesionalisme dan itikad baik menjadi unsur baru 
didalam pemaknaan terhadap perbuatan melawan hukum dalam 
ketentuan Pasal 1356. Ketiga, transfer dana ke rekening menjadi 
bukti yang sah untuk menentukan kepemilikan uang. 
Kata Kunci : Hak mengugat; Profesionalisme; Itikad Baik; Transfer 
dana. 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Komisi Yudisial Republik Indonesia telah melakukan penelitian 
putusan hakim dari waktu ke waktu, dan dalam setiap program 
penelitian tersebut selalu terbuka dilakukan modifikasi sehubungan 
dengan adanya kebutuhan Komisi Yudisial dalam menjalankan 
tugas dan peranannya. Penelitian terhadap putusan hakim memiliki 
karakteristik yang berbeda beda yang didisain untuk selain 
menopang tugas Komisi Yudisial didalam menilai dan memotret 
kualitas putusan hakim juga dalam upaya memberikan penilaian 
positif terhadap putusan hakim didalam membangun pertimbangan 
hukum. Pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim didalam 
putusan menjadi hal yang sangat fundamental didalam menentukan 
kualitas putusan yang dihasilkan, sehingga kaulitas pertimbangan 
hakim menjadi sangat penting. kualitas putusan dari para hakim 
pengadilan yang positif suatu saat berpotensi untuk diusulkan 
sebagai hakim agung, agar menjadi acuan bagi para hakim lainnya 
didalam menyusun pertimbangan hakim dalam putusan. Disadari 
bahwa putusan – putusan hakim tidak semuanya berkonotasi tidak 
baik melainkan pada sisi lainnya memiliki pertimbangan hukum yang 
baik dan komprehensif, sehingga penting untuk memotret putusan 
-  putusan tersebut guna melahirkan acuan didalam menyelesaikan 
perkara yang sama kedepan. 
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Kegiatan analisis putusan hakim ini merupakan langkah yang 
sangat baik dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan melibatkan mitra 
perguruan tinggi guna memindai dan menilai dengan pendekatan 
analisis hukum dengan berbasis pada metode analisis didalam 
melihat putusan. Analisis putusan hakim yang dilakukan dengan 
metode analisis diharapkan dapat di pertanggungjawabkan secara 
ilmiah. Di satu sisi, analisis ini ingin menjadikan putusan hakim 
sebagai salah satu bahan informasi yang dapat diakses tidak hanya 
oleh hakim melainkan pula seluruh penstudi hukum dan masyarakat. 

Basis awal dari analisis ini adalah putusan para hakim yang 
dipilih dan ditentukan oleh Komisi Yudisial dengan para hakim 
untuk dilakukan analisis yang tidak terbatas pada satu wilayah 
peradilan atau jenis peradilan melainkan beberapa wilayah peradilan 
dan jenis putusan (kasus). Putusan hakim-hakim tersebut dianalisis 
dengan menggunakan pendekatan pindaian positif yang terfokus 
pada pertimbangan hakim dan menilai kemapuan hakim didalam 
menguasai hukum penalaran dan penalaran hukum.  Dengan teknik 
pemilihan demikian, dapat diasumsikan putusan yang diberikan 
adalah [salah satu] putusan “terbaik” selama perjalanan karir hakim 
tersebut. Dapat saja dinyatakan bahwa idealnya setiap putusan adalah 
selalu putusan terbaik yang bisa dihadirkan dalam perkara tertentu, 
sehingga pengertian “terbaik” disini dapat saja berangkat dari pilihan 
subjektif para hakim. Untuk itu, kriteria “terbaik” dalam konteks 
ini lebih diartikan sebagai putusan yang mengesankan sepanjang 
karier sebagai hakim, dilihat dari aspek kompleksitas perkara yang 
ditangani yang memicu hakim untuk melakukan penemuan hukum 
dan metode penalaran hukum yang baik. 

Putusan yang dilakukan analisis ini yakni putusan nomor 112/
Pdt.G/2022/PN Yyk dalam putusan ini tergambar kasus posisi secara 
garis besar yakni :
  Pada tanggal 12 Mei 2022, Perkara gugatan No.86/Pdt.G/2021 

PN.Btl, tentang sengketa kepemilikan dana sejumlah Rp. 
11.082.496.284 (setara dengan US$791.810,49) beserta 
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bunganya dengan nominal ± Rp. 139.669.816,18,-, antara 
Chambridge Merchantile sebagai Penggugat melawan PT.Dunia 
Trans Persada sebagai tergugat dan PT. Bank Mandiri cabang 
Katamso sebagai Turut tergugat telah selesai dengan putusan;

  Dalam pokok perkara: Gugatan Tidak Dapat diterima / No.
  Dalam Provisi (Penggugat memohon Pemblokiran Rekening): 

Menolak gugatan Provisi Penggugat,
  Dan adapun putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut di 

atas, pihak penggugat tidak melakukan upaya hukum Banding 
maupun kasasi sampai dengan batas waktu tanggal 3 Juni 
2022, maka Putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut telah 
berkekuatan Hukum tetap dengan bukti Surat Keterangan 
Berkekuatan Hukum Tetap.

  Pada tanggal 6 Juni 2022, Penggugat mengajukan surat 
permohonan pembukaan Blokir Rekening yang telah di 
blokir oleh tergugat berkaitan dengan gugatan perkara pada 
pengadilan Negeri Bantul dengan No. 86/Pdt.G/2021/PN Btl.

  Pada tanggal 10 juni 2022 melalui surat bernomor; R07.
Br.YKT/ 0385/2022, Tergugat menanggapi surat permohonan 
Pembukaan blokir rekening no. 137-00-8111999-8 milik 
penggugat yang  mengatakan bahwa,”pihak tergugat belum 
dapat mempertimbang kan permohonan penggugat untuk 
membuka blokir rekening dikarenakan sampai dengan saat ini 
belum terdapat kepastian hukum mengenai status kepemilikan 
atas dana yang menjadi sengketa dimaksud.”

  Bahwa terkait kedudukan Tergugat pada perkara pengadilan 
Negeri Bantul dengan No. 86/Pdt.G/2021/PN Btl, adalah 
sebagai Turut Tergugat, sehingga sepatutnya tunduk pada 
Putusan Pengadilan, yang mana dengan berakhirnya Perkara 
pada PN Bantul dengan no. Perkara 86/Pdt.G/2021/PN Btl, 
maka sudah sepatutnya Tegugat membuka kembali rekening 
yang telah diblokir.
Tugas hakim pada dasarnya adalah: pertama, mengkonstatir 

artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya 
suatut peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. 
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Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga ia harus pasti 
akan kebenarannya itu, tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang 
dangkal atau gegabah tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. 
Selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-
alat bukti dengan tujuan untukmendapatkan kepastian tentang 
kebenaran peristiwa yang diajukannya.Dan peristiwa yang telah 
dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian 
hakim setelah berhasil mengkonstatir peristiwanya tersebut, lalu 
“mengkualifisir” nya. Kedua, Mengkualifisir artinya menilai peristiwa 
yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih 
kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil 
pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya hasil penilaian peristiwa 
hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya. Dengan 
demikian setelah tahapan ini seorang hakim harus dapat menemukan 
hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatirnya. Hakim 
setelah mengkonstatir peristiwa atau kejadian berarti hakim 
tersebut mempunyai “solving legal problems” dan ia wajib mencari 
solusinya atau jawabannya, memang sebenarnya tidak mudah untuk 
mendapat jawabannya. Hal ini karena dalam kehidupan di masyarakat 
terdapat masalah-masalah kehidupan, baik yang berkaitan agama, 
sosial, moral, kesopanan, kesusilaan dan lain sebagainya. Tetapi 
hakim sebagai seorang yang mempunyai kompentensi memberikan 
jawabannya harus dapat menemukan hukumnya. Oleh karena 
itu hakim sebelumnya harus mampu menyeleksi masalahnya dan 
kemudian merumuskan hukumnya. Setelah itu baru ia menemukan 
hukumnya.Setelah menemukan hukum dari peristiwa/kejadian 
itu seorang hakim harus melakukan pemecahan hukum (legal 
problemssolving).

Penelusuran terhadap analisis ini berfokus pada hal-hal 
yang dapat dilacak dan dianalisis dalam putusan seperti ketaatan 
terhadap hukum acara, hukum materiil, penalaran hukum dalam 
pertimbangan hakim, penemuan hukum dan keselarasan antara 
pertimbangan dengan amar putusan. 
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B. Rumusan Masalah 

Beranjak dari latar belakang diatas yang mengambarkan kasus 
posisi dan kriteria vonis yang baik serta fokus yang menjadi analisis 
maka terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang 
hendak akan dijawab melalu analisis putusan ini yakni: 

1.  Apakah penggunaan asas dan aturan hak untuk 
menentukan siapa subjek yang digugat kontekstual 
dengan perkara a qou?

2.  Apakah prinsip profesionalisme dan itikad baik menjadi 
unsur baru dalam pemaknaan perbuatan melawan 
hukum?

3.  Apakah peristiwa mentrasfer uang merupakan bukti 
kepemilikan uang?

C. Kerangka Analisis Putusan 

Analisis putusan pada prinsipnya memiliki persamaan dengan 
penelitian putusan yakni masing-masing meenggunakan metode 
guna menghasilkan output yang baik. Untuk memberikan kejelasan 
mengenai kerangka pemikiran dalam analisis ini, dapat dilihat 
ragaan di bawah ini.

II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Yang Baik 

Berbicara mengenai putusan (Vonis) tidak dapat dilepaskan 
dari ketentuan unsur vonis yang baik, vonis yang disebut baik secara 
sederhana dan umum dipersepsikan sebagai suatu putusan yang 
terhindar dari hal hal yang membuatnya mengandung cacat nalar. 
Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
menegaskan kerangka dasar untuk mencegah hakim agar terhindar 
dari hal yang disebutkan sebelumnya itu, yaitu :

1.  Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. 
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  Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus bedasarkan 
pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak 
memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan 
yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende 
gemotiveerd.  Alasan yang dijadkan pertimbangan dapat 
berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-
undangan, hukum, kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin 
hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan Selain 
harus memuat alasan dan dasar putusan,juga memuat 
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi 
kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasan Kehakiman 
memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bertitik tolak 
dari pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak 
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cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya 
putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau 
kasasi.  Begitu pula pertimbangan yang mengandung 
kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat 
sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup 
alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar 
asas yang digariskan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2.  Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan. 
  Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) 

HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah 
putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa 
dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak 
boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan 
mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang 
demikian bertentangan dengan asas yang digariskan 
oleh undang-undang.

3.  Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 
  Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) 

RBG dan Pasal 50 RV, Putusan tidak boleh mengabulkan 
melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. 
Larangan itu disebut ultra petitum partium. Hakim 
yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, 
dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra 
vires yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila 
putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan 
cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim 
dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan 
kepentingan umum (public interest).Mengadili dengan 
cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat 
dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah 
(illegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik, seperti 
dijelaskan oleh M. Yahya Harahap (2005:801-802).
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4.  Diucapkan di muka Umum 
  Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang 

pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka 
umum merupakan salah satu bagian yang tidak 
terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair trial, 
pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang 
jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka 
untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai 
putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk 
perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan 
tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup 
untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang 
yang terbuka untuk umum. Pelanggaran terhadap hal di 
atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan 
Kehakiman yang berbunyi: “Putusan pengadilan hanya sah 
dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum”.Berdasarkan ketentuan 
tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka 
umum berakibat putusan batal demi hukum.

B. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Prosedur Beracara 
Keterkaitan antara putusan dengan hukum acara merupakan 

hal yang sangat fundamental didalam sebuah putusan. Pada konteks 
ini sebagai upaya untuk menggeledah keterkaitan tersebut diawali 
dari suatu pertanyaan apakah putusan ini telah mengikuti prosedur 
hukum acara?. Untuk menjawab oertanyaan tersebut maka penting 
untuk merumuskan keterkaitan dengan menghadirkan parameter 
sebagai aspek pemenuhan hukum acara formil didalam putusan ini. 
Adapun parameter tersebut yakni: 
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Tabel 1 : Paramater Hukum Acara Formil Perdata 

Secara umum, putusan ini menunjukan kecenderungan yang 
sama dari sisi pemenuhan ketentuan prosedural formal menurut 
hukum acara. Sehingga putusan ini dipandang telah memenuhi 
dan sejalan dengan ketentuan prosedural formal menurut hukum 
acara. Sejauh yang dapat dianalisis dan diamati terhadap putusan 
ini, tampak kesalahan dan ketidaksesuaian dalam aspek formal 
sebagaimana yang diamatkan dalam hukum acara tidak mendapatkan 
catatan berarti, hal ini menunjukan bahwa para hakim yang memutus 
perkara ini sudah sangat memahami mengenai apa saja yang harus 
dimuat secara kasat mata didalam sebuah putusan. Semisal dalam 
hal pertimbangan terhadap dua alat bukti, hakim telah menguraikan 
dalam dasar pertimbangan dengan mempertimbangkan minimal 
dua alat bukti, hal ini tampak dalam dasar pertimbangan majelis 
hakim pada putusan.

C. Penalaran Hukum 
Penalaran hukum pada dasarnya adalah kegiatan berfikir 

problematis. Kegiatan berpikir ini berada dalam wilayah penalaran 
praktis, sebagaimana dinyatakan oleh Neil MacCormick, “... legal 

Parameter Sesuai Tidak Sesuai
Putusan didukung dua alat bukti √

Penerapan hukum pembuktian sesuai 
dengan undang - undang

√

Telah memuat dan mempertimbangkan 
secara proporsional antara argumen 
penggugat dan tergugat dalam 
pertimbangan hukum 

√

Hari/tanggal dilakukan musyawarah 
majelis hakim dalam pengambilan 
keputusan berbeda dengan hari/
tanggal putusan diucapkan 

√
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reasoningas one branch of practical reasoning, which is the application by 
humans of theirreason to deciding how it is right to conduct themselves 
in situations of choice. Penalaran hukumadalah kegiatan berpikir 
problematis dari subjek hukum (manusia) sebagaimahluk individu 
dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipundemikian, 
penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruangyang 
terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk 
jugamenjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan 
mengacukepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, 
argumentasi yangdilakukan harus mengikuti asas penataan ini, 
sehingga putusan-putusanitu (misalnya antara hakim yang satu 
dengan hakim yang lain dalammengadili kasus serupa) relatif terjaga 
konsistensinya (asas similia similibus). 

Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal 
peraturannyaada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada 
peristiwanya. Sebaliknyadapat terjadi juga hakim harus memeriksa 
dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. 
Disini hakim menghadapi kekosongan atauketidak-lengkapan 
undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebabhakim tidak 
boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalihtidak 
ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Ada banyak metode 
interpretasi, yang satu sama lain bersifat salingmelengkapi. Tiap-
tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidakada petunjuk 
tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakandalam 
sebuah kasus konkret. Adapun metode interpretasi tersebut yakni 
: gramatikal, otentik, teleologis, sistematis, historis, komparatif, 
futuristik, restriktif dan ekstensif. Metode-metode interpretasi 
tersebut secara sederhana dapatdikelompokkan berdasarkan dua 
pendekatan, yaitu (1) the textualist approach (focus on text) dan (2) 
the purposive approach (focus on purpose). Interpretasi gramatikal dan 
otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementarametode 
interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.
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III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penggunaan asas dan aturan hak untuk menentukan 

siapa subjek yang digugat kontekstual dengan perkara 
a qou

Sebelum jauh berbicara mengenai penalaran hukum Hakim 
penting terlebih dahulu mengetahui bagaimana kita dapat memahami 
secara tepat pembahasan tentang hubungan antara hakim dan vonis? 
Profesi hakim merupakan profesi yang mulia. Dirinya dipahami 
dari hasil kontempelasi transeden hingga faktual, dipersepsikan 
sebagai penghasil kebaikan, bahkan merupakan kebaikan itu sendiri. 
Tidak ada selain itu. Ditilik dari dari spektrum keilahian,  hakim 
adalah pemegang hukum tuhan di atas bumi ini. Jika hukum tuhan 
dirumuskan melalui perspektif teori hukum alam, maka Aquinas 
membaginya menjadi seperti: 

Lex terna
Lex Divina
Lex Naturalis
Lex Postivis
Terkait Teori Hukum alam yang menarasikan tentang hukum 

Tuhan sebagaimana di atas, jelaslah terlihat kualitas letak dan posisi 
hakim di atas bumi ini. Dalam abstraksi yang lebih membumi, Hakim 
secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Hal ini 
berarti bahwa hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. 
Tak ada yang dapat membantah jika ada yang berdalil  untuk 
mengatakan bahwa pengadilan adalah hakim, dan hakim adalah 
“identik” dengan pengadilan itu sendiri.  Saat melakukan tugasnya 
hakim tidak dapat diintervensi, sehingga dalam ungkapan lain 
dilukiskan bahwa hakim adalah independen. Sehingga kebebasan 
kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan 
hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan 
dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan 
hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim 
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dalam merumuskan putusan yang berkualitas. Putusan hakim 
(vonis) yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui serangkian 
ikhtiar berpikir,  hal mana dapat dikomfirmasi melalui pertimbangan 
hukumnya  yang utuh, kokoh,  logis, koheren serta jauh dari contrario 
interminis. Dengan demikian, maka jika diibaratkan  raja, yang 
kekuatan kharistmatiknya terletak pada kemegahan mahkotanya, 
maka dapat disimpulkan bahwa mahkota sebuah vonis, terletak dan 
tergatung pada seberapa berkualitasnya pertimbangan pertimbagan 
yang menjadi penopang vonis.  Jadi Ratio Tuhan yang diperankan 
melalui diri hakim yang berhilir pada out put vonis, seharusnya 
mencerminkan kebaikan sebagai manifestasi dari sifat ketuhanan 
yang melekat pada diri hakim.

Kembali pada spektrum Penalaran hukum Hakim. Jika kualitas 
suatu vonis sangat ditentukan oleh pertimbangan putusannya, 
kemudian pertimbangan putusan hakim ditempatkan sebagai mahkota, 
maka akan menimbulkan pertanyaan, elemen apa yang bekerja dan 
membentuk  vonis hakim itu?. Menjawab pertanyaan di atas, penting 
untuk dikemukakan terlebih dahulu soal pemetaan dan hubungan 
antara nalar hukum dan hukum nalar1. Kegagalan memetakan 
hubungan antara nalar hukum dan hukum nalar seringkali ditemukan 
dalam praktek hukum, semisal dalam merumuskan vonis hakim, 
Sehingga tidak jarang ditemukan vonis hakim yang mengundang 
kontroversi atau dalam ekspresi yang lebih akademis dipahami sebagai 
pemantik rasa ingin tahu untuk mempelajarinya dalam suatu studi 
tertentu dan dengan tekanan spesifik yang relevan. Penalaran adalah 
proses berpikir yang bertolak dari pengamatan  indera  (pengamatan 
empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. 
Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi-

1 Untuk kepentingan pemahaman atas teks teks selanjutnya, nalar hukum dibaca diartikan 
sebagai penalaran hukum ( kegiatan beripikir mendalam yang beroptik hukum), dan hukum 
nalar dibaca artikan sebagai hukum bernalar (kaidah-kaidah fundamental dalam berlogika). 
Menarasikan dua hal yang disebutkan itu akan menggambarkan tentang elemen yang bekerja 
di balik pertimbangan hakim, yang akan menentukan bersinarnya mahkota putusan suatu 
badan peradilan. 
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proposisi yang sejenis2, berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui 
atau dianggap benar3, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru 
yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar.  
Pengertian penalaran yang disebutkan di atas, dalam bidang hukum 
disebut sebagai penalaran hukum yang meletakan pengertian yang 
dimulai daripemahaman atas jawaban terhadap suatu   Pertanyaan 
pokok, yakni apakah pengertian dan hubungan antara logika dan 
penalaran hukum itu?4.  

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir 
lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan 
proposisi hukum.  Dalam konteks yang lebih spesifik dan relevan, 
penalaran hukum merupakan ilmu tentang penarikan kesimpulan 
secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi 
hukum yang ada. Maka istilah ‘penalaran hukum’ (‘legal reasoning’) 
sejatinya tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, 
melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang 
hukum itu sendiri. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa 
logika (sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid); 
tidak ada penalaran hukum di luar logika. Penalaran hukum dengan 
demikian harus dipahami dalam pengertian ‘penalaran (logika) 
dalam hukum’.

Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat fundamental 
didalam menentukan amar putusan, sebab pertimbangan hakim 
diolah dan diramu dengan beranjak dari fakta hukum dan norma 
hukum. Sebagai ikhtiar upaya untuk menggeledah penalaran 
dalam pertimbangan hakim dilakukan dengan etape menilai secara 
komprehensif pertimbangan hakim dalam putusan. 

Pertimbangan majelis hakim pertama yang menjadi fokus 
analisis yakni:

2 Hal ini melahirkan cara berpikir analitik dan sintetik.
3 Hal ini melahirkan sifat berpikir apriori dan aposteriori.
4 Telusuri Piter Mahmud, Teori Hukum, the house of law is the hous of mankind, Jakarta : 

Kencana. 2020. 
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  Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan 
mempertimbangkan eksepsi angka 1 mengenai gugatan 
kurang pihak (Plurium Consortium) karena terlalu tidak 
melibatkan Cambridge Mercantile Corporation sebagai 
Pihak dalam gugatan a quo; Menimbang, bahwa pada 
dasarnya yang mempunyai hak untuk menentukan 
siapa yang digugat atau tidak adalah merupakan hak 
dari Penggugat. Hak dan atas inisiatif penggugat untuk 
menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya 
dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua 
orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan 
ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan 
atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak 
sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat.

  Menimbang, bahwa namun demikian apakah dengan 
tidak digugatnya pihak Cambridge Mercantile 
Corporation sebagaimana eksepsi Tergugat tersebut di 
atas menjadikan gugatan penggugat menjadi kurang 
pihak dipertimbangkan sebagai berikut; 

  Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati 
gugatan Penggugat adalah mengenai adanya permohonan 
pembukaan Blokir Rekening milik Penggugat yang telah 
di blokir oleh Tergugat berkaitan dengan gugatan perkara 
pada Pengadilan Negeri Bantul dengan No. 86/Pdt.G/2021/
PN Btl yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dan pihak Tergugat belum dapat mempertimbangkan 
permohonan penggugat untuk membuka blokir rekening 
dikarenakan sampai dengan saat ini belum terdapat 
kepastian hukum mengenai status kepemilikan atas dana 
yang menjadi sengketa dimaksud;

  Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati 
gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri 
Yogyakarta didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum 
oleh Tergugat karena tidak membuka blokir rekening 
Penggugat dikarenakan sampai dengan saat ini belum 
terdapat kepastian hukum mengenai status kepemilikan 
atas dana yang menjadi sengketa dimaksud; 
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  Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim 
mengenai status kepemilikan atas dana yang menjadi 
sengketa dimaksud merupakan pokok persoalan/pokok 
perkara yang harus dibuktikan para pihak, dan hal itu 
bukanlah merupakan hal-hal yang bersifat eksepsional. 

  Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah 
Penggugat memiliki rekening di PT.Bank Mandiri Cabang 
Katamso Yogyakarta dengan nomor rekening 137-00-
8111999-8 dikarenakan adanya gugatan perkara perdata 
pada Pengadialan Negeri Bantul Nomor : 86/Pdt.G/2021/
PN.Btl tanggal 22 September 2021 antara Cambridge 
Merchantile sebagai Penggugat melawan PT.Dunia Trans 
Persada sebagai Tergugat dan PT.Bank Mandiri Cabang 
Katamso sebagai Turut Tergugat tentang sengketa 
kepemilikan dana sejumlah Rp.11.222.166.100,18.,- 
(sebelas milyard dua ratus dua puluh dua juta seratus 
enam puluh enam rupiah koma delapan belas sen 
beserta bunganya, dan pihak Tergugat telah melakukan 
pemblokiran rekening 137-00-8111999-8 milik Penggugat 
walaupun perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri 
Bantul tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan 
Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum. 
Membaca dan mencermati dua pertimbangan majelis hakim 

maka diatas maka dapat ditarik dua pijakan basis argumentasi 
yang melandasari unsur pertimbangan diatas yakni: 1. Subjek 
tergugat menjadi hak dan kewenangan dari penggugat untuk 
menentukan; 2. Adanya perbuatan melawan hukum dengan 
tidak menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Bantul 
dengan No. 86/Pdt.G/2021/PN Btl.  Terhadap dua isu ini akan 
dilakukan analisis secara terpisah guna melihat ketepatan hakim dalam 
membangun argumentasi didalam pertimbangan mejalis hakim. 

Pada isu pertimbangan pertama majelis hakim 
mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat nampak 
memahami secara komprehensif ketentuan hukum beracara peradilan 
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perdata serta ketentuan peraturan perundang.  Pertimbangan majelis 
terhadap subjek yang digugat menjadi hak dari pengugat juga dikuatkan 
dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 546 K/
Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970,  yang menjelaskan bahwa dalam 
Hukum Acara Perdata inisiatif ada pada penggugat, sehingga penggugat 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, hal ini 
berbeda dengan ketentuan beracara yang ada pada lingkup acara tata 
usaha negara dan pengujian di Mahkamah Kosntitusi.  

Pertimbangan hakim yang menolak eksepsi tergugat dengan 
dalil bahwa subjek yang akan digugat menjadi hak dan kewenangan 
sepenuhnya oleh penggugat adalah pertimbangan yang tepat dan 
bersandar pada ketentuan hukum acara, undang – undang dan putusan 
Mahkamah Agung. Disamping itupula, nampak bahwa majelis hakim 
tunduk dan patuh dengan asas hakim bersifat menunggu yakni hakim 
bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya 
(Judex ne procedat ex officio), Termasuk dalam menentukan siapa 
yang akan digugat. Kedudukan gugatan dalam hukum acara perdata 
sangatlah fundamental karena keberadaan gugatan menentukan 
ada atau tidaknya hakim. Dengan kata lain, keberadaan hakim ada 
disaat gugatan tersebut ada sebaliknya tidak adanya gugatan maka 
tidak adanya majelis hakim pemeriksa. Ketaatan hakim terhadap 
asas bersifat menunggu sangat tampak dalam pertimbangan hakim 
“bahwa pada dasarnya yang mempunyai hak untuk menentukan siapa 
yang digugat atau tidak adalah merupakan hak dari Penggugat” yang 
diuraikan secara baik dalam putusan. Asas bersifat menunggu yang 
ditaati oleh hakim dalam putusan ini memuat beberapa ketentuan 
dasar atau unsur yakni : a. Inisiatif berperkara di pengadilan oleh 
pihak yang berkepentingan; b. Hakim tidak mencari perkara; c.  
Tidak ada tuntutan hak tidak ada hakim (Nemo yudex sine actor); d. 
Hakim membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang 
sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 
ayat (2) Undang-undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; e. Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan, 
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dengan alasan karena tidak ada pertauran atau hukumnya melainkan 
ia harus memeriksa dan mengadilinya sebagaimana diatur pada 
Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman karena larangan tersebut sejalan dengan 
prinsip bahwa hakim tahu akan hukumnya (ius curia novit). 

Keberadaan asas bersifat menunggu ini penting untuk dipahami 
secara mendalam dikaitkan dengan fakta terhadap peristiwa yang 
ada dalam perkara a qou, mengingat keberadaan putuan (vonis) 
diorientasikan untuk tujuan menyelesaikan masalah dengan tidak 
menghadirkan masalah baru, dengan kata lain wajib menghadirkan 
kepastian hukum. jika mencermati dalil eksepsi yang dilakukan oleh 
tergugat dan mengaitkan dengan pertimbangan majelis menunjukan 
ada keterkaitan secara langsung keberadaan Cambridge Mercantile 
Corporation sebagai pihak yang harusnya dipertimbangkan oleh 
majelis untuk dimasukan dalam gugatan mengingat keberadaan 
Cambridge Mercantile Corporation tidak terlepas dari peristiwa 
pembelokiran rekening. 

B. Prinsip profesionalisme dan itikad baik menjadi unsur 
baru dalam pemaknaan perbuatan melawan hukum

Isu pertimbangan hukum kedua mengenai perbuatan 
melawan hukum yang tidak menindaklanjuti putusan Pengadilan 
Negeri Bantul dengan No. 86/Pdt.G/2021/PN Btl nampak 
bahwa hakim sangat memahami isu hukum yang menjadi dasar 
gugatan dari penggugat bahwa yang menjadi pokok permasalahn atau 
legal problem didalam gugatan yakni berkenaan dengan perbuatan 
melawan hukum bukan mengenai kepemilikan yang sah terhadap 
uang didalam rekening. Didalam membangun pertimbangan hukum 
untuk menggeldah makna perbuatan melawan hukum, majelis 
hakim memulai pertimbangan dengan pertanyaan apakah perbuatan 
pemblokiran rekening Penggugat oleh Tergugat tersebut adalah 
merupakan perbuatan yang memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan 
yang melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. 
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Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks 
perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (Burgerlijk wetboek) dalam buku III pada bagian Tentang 
perikatan yang dilahirkan demi undang-undang”, disebutkan bahwa 
: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.  Dari ketentuan Pasal 1365 
kemudian majelis hakim mengurai unsur-unsur perbuatan melawan 
hukum dari pasal tersebut meliputi :

1.  Adanya Perbuatan;
2.  Perbuatan tersebut melawan hukum;
3.  Kesalahan dari Pihak pelaku;
4.  Menimbulan kerugiain bagi korban. 
Pemaknaan hakim terhadap perbuatan melawan hukum 

yang diatur didalam ketentuan Pasal 1365 khusunya pada “unsur 
Perbuatan tersebut melawan hukum” mengalami peluasaan 
makna didalam pertimbangan putusan ini. Nampak hakim 
menggunakan metode interpretasi ekstensif (penafsiran dengan 
memperluas cakupan suatu ketentuan) didalam memaknai perbuatan 
melawan hukum dengan tidak hanya terbatas pada makna yang 
berlaku selama ini berdasarkan ketentuan Pasal 1365 yakni perbuatan 
yang melawan hukum merupakan perbuatan melanggar hak subyektif 
yang diatur dalam perundang – undangan. Akan tetapi, hakim 
meluaskan makna unsur perbuatan yang melawan hukum didalam 
putusan ini yakni: 1. perbuatan Tergugat yang melakukan blokir atas 
rekening Penggugat, dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan 
hukum karena selain melanggar kewajiban Bank untuk menerapkan 
prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan 
selalu konsisten untuk melaksanakan peraturan perundang undangan 
di bidang Perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik; 
2. melanggar hak subyektif Tergugat yaitu selaku nasabah penyimpan 
mempunyai hak untuk mengambil tabungannya kapan saja yang pada 
akhirnya menimbulkan kerugian kepada Penggugat. 
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Perbuatan profesionalisme dan itikad baik menjadi unsur 
baru didalam pemaknaan terhadap perbuatan melawan 
hukum yang ada didalam ketentuan Pasal 1365, kedua unsur 
tersebut berkarakteristik norma etika bukan norma hukum, 
sebab dalam ketentuan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 
tentang perbankan tidak mengatur profesionalisme dan itikad 
baik sebagai prinsip dalam perbankan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 2. Olehnya itu, hal yang menarik dalam pertimbangan hakim 
ini selain menggunakan metode tafsir ekstensif guna melahirkan 
makna unsur baru, namun unsur yang dilahirkan dalam putusan 
berkaraktersitik norma etika sehingga terjadi pergeseran 
pemaknaan perbuatan melawan hukum tidak hanya 
terbatas pada nilai norma melainkan pula nilia etika sebab 
mempertimbangkan itikad baik. Berbicara mengenai itikad baik 
yang dijadikan salah satu unsur dalam pertimbangan hakim, nampak 
bahwa hakim secara samar-samar menggunakan teori etika 
deontologi untuk menjastifikasi suatu kewajiban bagi tergugat 
dengan peletakkan kewajiban hukum dan moral. Deontologi 
berasal dari kata Yunani deon (kewajiban) dan logos (ilmu). Menurut 
(prinsip) deontologi, tindakan atau putusan secara etis dibenarkan 
bukan atas dasar hasil positif atau ditolak bukan atas dasar dampak 
negatif yang diperoleh melainkan atas dasar motivasi pembuat 
keputusan atau tindakan tersebut yakni memenuhi apa yang 
dipahami sebagai kewajibannya. Maka yang menjadi dasar bagi baik 
buruknya perbutan adalah kewajiban. Kewajiban itu bersifat mutlak. 
Dengan demikian moralitas suatu tindakan tidak terletak pada 
dampak atau konsekuensi dari tindakan tersebut melainkan itikad 
untuk mengikuti atau menaati alasan (pertimbangan) tentang apa 
yang merupakan tugas atau kewajiban kita yang perlu kita lakukan. 
Kesediaan atau ketaatan untuk melakukan ‘apa yang kita sadari 
sebagai kewajiban kita’ berisfat mutlak, harus, tanpa pengecualian. 
Immanuel Kant, meyebutkan bahwa kewajiban merupakan standard 
yang perlu dipakai untuk menilai etikalitas prilaku. Anda adalah orang 
yang bertindak dengan benar dan baik atau orang yang bermoral, 
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jika ada mengikuti apa yang merupakan tugas dan kewajiban anda 
(bukan demi kesenangan melainkan melakukannya melulu demi 
tugas dan kewajiban tersebut). Motif dari tugas dan kewajibanlah 
yang memberikan nilai moral bagi tindakan.

C. Peristiwa mentrasfer uang merupakan bukti 
kepemilikan uang

Disamping dua isu diatas, terdapat isu lain dalam pertimbangan 
hakim yang menjadi fokus analisis yakni sebagai berikut: 
  Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Transfer Dana menyebutkan bahwa : 
“Transfer Dana merupakan perjanjian klausula baku 
yang menyebabkan terjadinya pengalihan hak sesuai 
ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Transfer Dana. Mengacu 
pada pasal tersebut, perintah transfer dana yang telah 
memperoleh pengaksepan berlaku sebagai perjanjian. 

  Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa 
Transaction Inquiry Bank Mandiri sudah memenuhi 
informasi yang sudah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan Berdasarkan informasi tersebut 
dalam Transaction Inquiry dari Tergugat tersebut (Bukti 
P.1) bahwa dana sebesar Rp.11.082.496.284 (sebelas 
milyar delapan puluh dua juta empat ratus sembilan 
puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) 
tersebut dikirimkan oleh Iroc Unlimited LLC sebagai 
pengirim yang sah ke rekening Penggugat di Tergugat 
dengan Account No. 1370081119998 – Dunia Trans 
Persada sebagai penerima yang sah pada tanggal 24 
November 2020 Pukul 08.18.44 WIB; 

  Merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) UU No.3/2011, Tentang 
Transfer Dana; menjelaskan bahwa dengan adanya 
“pengaksepan” dari penyelenggara penerima atas 
perintah transfer dana dari pengirim, dan telah 
memenuhi ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, maka 
perjanjian berakibat hukum sebagaimana diatur dalam 
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Pasal 1338 KUH Perdata, yakni perjanjian mengikat 
sebagai undang-undang yang tidak dapat ditarik 
kembali. Dengan demikian tidak dapat dibatalkan 
sepihak, karena telah terjadi kesepakatan dari 
penyelenggara penerima untuk melaksanakan perintah 
transfer dana dengan pengirim asal untuk diserahkan 
kepada penerima. Dengan demikian nasabah penerima 
transfer dana sah sebagai pemilik dana, karena instruksi 
pembayaran sudah keluar dari yang memberikan perintah 
pembayaran, telah mengkreditkan rekeningnya, dan itu 
sah selama tidak ada bantahan dalam waktu yang patut 
oleh penyelenggara transfer dana. 
Pertimbangan mejelis hakim ini dibangun dengan dasar pemikian 

perlindungan terhadap hak, khususnya hak mendapatkan uang 
yang berada dalam rekening penggugat.  Olehnya itu, pertimbangan 
hakim ini mengambarkan kemampuan hakim didalam menilai 
fakta dan mengaitkan dengan norma hukum secara komprehensif. 
Pertimbangan ini tidak saja sekedar mengejahwantahkan ikhtiar 
menafsir teks-teks normatif dihubungkan realitas objektif secara 
instinktif dan bebas, tetapi  ikhtiar itu harus senafas dan menyatu  
tunduk pada hukum hukum bernalar yang logis, agar out put 
penalaran yang dihasilkan (argumentasinya) aceptable karena utuh, 
menyeluruh dan kokoh (bukan saling meniadakan). Melalui dialektika 
demikian maka sesungguhnya legal reasoning tidak lain merupakan 
sebuah metode atau pendekatan yang logis dalam menafsir teks teks 
normatif, realitas sekaligus fakta.  Dalam menafsir teks normatif, 
realitas serta fakta itu, soal proporsionalitas menjadi hal yang 
penting. Proporsionalitas dalam memahami teks normatif, realitas 
dan fakta mengirim pesan kuat bahwa ada ringkup kuasa wewenang, 
kuasa waktu dan kuasa tempat. Ruang lingkupnya dapat berumpun 
dalam bentuk stratifikasi, limitasi bidang disiplin/keilmuan. 

Pada pertimbangan diatas, hakim mempertimbangkan secara 
cermat bukti yang diajukan penggugat dalam persidangan guna 
mengungkap fakta bahwa benar adanya terjadi transaksi perbankan 
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berupa tranfers dana yang dilakukan oleh tergugat. Kecakapan 
dan kemampuan hakim didalam mengurai fakta dengan bebabasis 
pada alat bukti menunjukan tingkat kematangan hakim didalam 
menggali dan menemukan kebenaran terhadap kasus yang ditangani 
serta penguasaan hakim terhadap teori pembuktian (Bewijstheori).  
Penilaian terhadap keberanan alat bukti yang ditunjukan dalam 
pertimbangan hakim semata-mata tidak terlepas atau didasari dengan 
prinsip yang dianut dalam hukum acara perdata yakni mengejar 
kebenaran formil, walaupun dalam perkembangannya prinsip ini 
telah mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan hukum. 
Akan tetapi, pencarian terhadap kebenaran formil didalam hukum 
acara perdata masih menjadi suatu kebenaran.  Artinya, kebenaran 
hanya yang didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana 
disebutkan dalam undang-undang.

Pertimbangan hakim yang menggunakan ketentuan Pasal 5 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer 
Dana serta mengaitkan dengan ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata 
menunjukan kemampuan hakim yang baik didalam menggunakan 
metode tafsir hukum secara sistematis dengan mengaikat satu 
konsep dalam undang-undang dengan undang-undang lainnya. 
Analisis hakim terhadap ketentuan telah terjadinya persitiwa hukum 
berupa transfer dana dari tergugat dengan bersandar pada ketentuan 
Pasal 5 Undang-undang nomor 3 tahun 2011 merupakan analisis 
yang tepat, sebab peristiwa transfer dana tersebut merupakan bukti 
yang tak terbantahkan bahwa keberadaan uang yang ada didalam 
rekening 137-00-8111999-8 milik Penggugat adalah sah milik 
penggugat sehingga secara hukum patut untuk dikabulkan. 

Terhadap Pemeriksaan kasus ini, pertimbangan yang dijadikan 
vonis untuk mengabulkan permohonan penggugat dibangun 
dengan logika yang tidak hanya menggunakan nalar hukum yang 
baik tetapi juga tunduk pada kaidah hukum bernalar. Pertimbangan 
yang dijadikan vonis untuk mengabulkan permohonan penggugat 
memiliki informasi yang memadai dan nampak majelis hakim 
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memiliki kemampuan ilmu lain yang relevan, sehingga tampak 
analisis yang dibangun didalam pertimbangan tidaklah terlihat 
miskin dan kering. Majelis hakim sangat cermat mensistimatisasi 
norma, dengan menggunakan logika dan penafsiran hukum yang 
baik. Nampak pula, argumentasi yang dibangun menggunakan 
“penafsiran sistimatis” yang dihubungkan dengan penerapan prinsip 
noscitur a sociis (memaknai kata atau norma dalam rangkaiannya). 
Hal ini tampak ketika majelis hakim mengkontruksikan isu utama 
dalam kasus yang perbuatan melawan hukum dan kekuasaan serta 
hak penggugat untuk menentukan tergugat serta keterpenuhan 
hak milik atas uang yang berada dalam rekening 137-00-8111999-
8 yang didasarkan pada peristiwa hukum berupa transfer 
dana.  

Lebih lanjut, Hakim memberi pertimbangan pada seluruh 
bagian gugatan sehingga menunjukan indikator sebagai vonis hakim 
yang baik.  Tampak jelas bahwa Majelis dalam memeriksa perkara a 
quo menyentuh seluruh bagian gugatan. Majelis Hakim telah tepat 
disebut merumuskan vonis yang baik karena telah mengadili dengan 
memeriksa seluruh bagian perkara. Sebab maksud dan tujuan 
dari prinsip hakim wajib mengadili seluruh bagian perkara adalah 
mencegah agar hakim tidak terjebak pada sikap eklektik bermakna 
peyoratif, yang berakibat merugikan baik penggugat atau tergugat. 
Olehnya itu, nampak bahwa putusan yang diputuskan oleh hakim 
memiliki kesesuaian antara pertimbangan dengan amar putusan 
hakim. 

IV.  PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menunjukan 
kesimpulan analisis yakni pertama: untuk menentukan siapa yang 
akan digugat menjadi hak penggugat berdasarkan asas bersifat 
menunggu perlu dilakukan pendalaman secara komprehensif sebab 
keberadaan putusan merupakan alat untuk memberikan nilai 
kepastian hukum sehingga penting untuk mendalami hubungan 
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Cambridge Mercantile Corporation dalam perkara a quo.  Kedua, 
Perbuatan profesionalisme dan itikad baik menjadi unsur baru 
didalam pemaknaan terhadap perbuatan melawan hukum yang ada 
didalam ketentuan Pasal 1365, kedua unsur tersebut berkarakteristik 
norma etika bukan norma hukum, sebab dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan tidak mengatur 
profesionalisme dan itikad baik sebagai prinsip dalam perbankan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Ketiga, tindakan melakukan 
transfer ke rekening 137-00-8111999-8 menjadi bukti kepemilikan 
uang. 
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Alur Pemikiran Hakim di dalam Menilai 
Peristiwa Hukum, Peristiwa Perjanjian Kerja 

yang Dilakukan oleh Pekerja dan Pemberi 
Kerja Termasuk Katagori PWKTT dan 

Pertimbangan Berbeda dari Hakim Kedua 
Merupakan Concurrent Opinion

Supriyadi,S.H.,M.H.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako)

ABSTRAK 

Keberadaan putusan nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pbr 
menjadi salah satu putusan yang dianalisis atas kerjasama 
anatar Komisi Yudisial dengan Fakultas Hukum Universitas 

Tadulako. Analisis putusan ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menilai pertimbangan positif yang dilakukan oleh hakim. Analisis 
ini digunakan dengan pendekatan analisis teks dalam putusan yang 
berfokus pada hukum acara, penalaran hukum dan kesesuaian antara 
pertimbangan hakim dengan amar putusan.  Guna memfokuskan 
analisis terhadap putusan ini maka dirumuskan beberapa pertanyaan 
yakni:  1. Bagaimanakah alur pemikiran hakim didalam meniliai 
peristiwa hukum yang terjadi? 2. Apakah peristiwa perjanjian kerja 
yang dilakukan oleh pekerja dan pemberi kerja termasuk kategori 
PWKTT?. 3. Apakah pertimbangan berbeda dari hakim kedua 
merupakan concurrent opinion?. Hasil dari analisis ini menunjukan 
bahwa, pertama: alur pemikiran hakim yang digunakan didalam 
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menilai peristiwa hukum dilakukan dengan pendekatan realisme 
hukum. kedua, peristiwa hukum yang terjadi antara pemberi kerja dan 
penerima kerja didalam perjanjian kerja merupakan pekerjaan yang 
termasuk dalam kategori PKWTT bukan PKWT. Ketiga, perbedaan 
pertimbangan yang dilakukan oleh hakim anggota dua nampaknya 
bukan merupakan dissenting opinion melainkan concurrent opinion
Kata Kunci : Concurrent Opinion; Putusan; PKWTT; Realisme 
Hukum. 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Komisi Yudisial Republik Indonesia telah melakukan penelitian 
putusan hakim dari waktu ke waktu, dan dalam setiap program 
penelitian tersebut selalu terbuka dilakukan modifikasi sehubungan 
dengan adanya kebutuhan Komisi Yudisial dalam menjalankan 
tugas dan peranannya. Penelitian terhadap putusan hakim memiliki 
karakteristik yang berbeda beda yang didisain untuk selain menopang 
tugas Komisi Yudisial didalam menilai dan memotret kualitas putusan 
hakim juga dalam upaya memberikan penilaian positif terhadap putusan 
hakim didalam membangun pertimbangan hukum. Pertimbangan 
hukum yang dibangun oleh hakim didalam putusan menjadi hal yang 
sangat fundamental didalam menentukan kualitas putusan yang 
dihasilkan, sehingga kaulitas pertimbangan hakim menjadi sangat 
penting. kualitas putusan dari para hakim pengadilan yang positif suatu 
saat berpotensi untuk diusulkan sebagai hakim agung, agar menjadi 
acuan bagi para hakim lainnya didalam menyusun pertimbangan 
hakim dalam putusan. Disadari bahwa putusan – putusan hakim tidak 
semuanya berkonotasi tidak baik melainkan pada sisi lainnya memiliki 
pertimbangan hukum yang baik dan komprehensif, sehingga penting 
untuk memotret putusan -  putusan tersebut guna melahirkan acuan 
didalam menyelesaikan perkara yang sama kedepan. 

Kegiatan analisis putusan hakim ini merupakan langkah yang 
sangat baik dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan melibatkan mitra 
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perguruan tinggi guna memindai dan menilai dengan pendekatan 
analisis hukum dengan berbasis pada metode analisis didalam 
melihat putusan. Analisis putusan hakim yang dilakukan dengan 
metode analisis diharapkan dapat di pertanggungjawabkan secara 
ilmiah. Di satu sisi, analisis ini ingin menjadikan putusan hakim 
sebagai salah satu bahan informasi yang dapat diakses tidak hanya 
oleh hakim melainkan pula seluruh penstudi hukum dan masyarakat. 

Basis awal dari analisis ini adalah putusan para hakim yang 
dipilih dan ditentukan oleh Komisi Yudisial dengan para hakim 
untuk dilakukan analisis yang tidak terbatas pada satu wilayah 
peradilan atau jenis peradilan melainkan beberapa wilayah peradilan 
dan jenis putusan (kasus). Putusan hakim-hakim tersebut dianalisis 
dengan menggunakan pendekatan pindaian positif yang terfokus 
pada pertimbangan hakim dan menilai kemapuan hakim didalam 
menguasai hukum penalaran dan penalaran hukum.  Dengan teknik 
pemilihan demikian, dapat diasumsikan putusan yang diberikan 
adalah [salah satu] putusan “terbaik” selama perjalanan karir hakim 
tersebut. Dapat saja dinyatakan bahwa idealnya setiap putusan adalah 
selalu putusan terbaik yang bisa dihadirkan dalam perkara tertentu, 
sehingga pengertian “terbaik” disini dapat saja berangkat dari pilihan 
subjektif para hakim. Untuk itu, kriteria “terbaik” dalam konteks 
ini lebih diartikan sebagai putusan yang mengesankan sepanjang 
karier sebagai hakim, dilihat dari aspek kompleksitas perkara yang 
ditangani yang memicu hakim untuk melakukan penemuan hukum 
dan metode penalaran hukum yang baik. 

Putusan yang dilakukan analisis ini yakni putusan nomor 47/
Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pbr dalam putusan ini tergambar kasus posisi 
secara garis besar yakni :
  WIRDA HANUM (Penguggat) adalah pekerja yang bekerja 

kepada PT. SARANA BAJA PERKASA (Terguggat) yang 
dimulai dari Tanggal 7 Oktober 2011 sampai dengan 6 Juli 
2017, dalam hubungan kerja tersebut dilakukan dengan 
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) oleh tergugat dengan 
pengugat, PKWT 1 (Satu) pada tanggal 7 Oktober 2011 sampai 
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dengan 6 Januari 2012, PKWT 2 (Dua) pada 7 Januari 2012 
sampai 6 Juli 2012, PKWT 3 (Tiga) pada 7 Juli 2012 sampai 6 
Januari 2013, PKWT 4 (Empat) pada 7 Januari 2013 sampai 6 
Juli 2013, PKWT 5 (Lima) pada 7 Juli 2013 sampai 6 Juli 2014, 
PKWT 6 (Enam) pada 7 Juli 2014 sampai 6 Juli 2015, PKWT 7 ( 
Tujuh) pada 7 Juli 2015 sampai 6 Juli 2016, PKWT 8 (Delapan) 
pada 7 Juli 2016 samapai 6 Juli 2017, Perjanjian kerja waktu 
Tertentu tersebut telah diberitahukan dan di catatkan pada 
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. 

  WIRDA HANUM (Penguggat) selama bekerja pada PT. 
SARANA BAJA PERKASA (Terguggat) mendapatkan upah 
dengan jumlah sebesar Rp. 2.428.000,- (dua juta empat 
ratus dua puluh delapan ribu). Kemudian pada tahun 2018 
besaran UMK siak mengalami penaikan menjadi sebesar Rp. 
2.600.614,- (dua juta enam ratus ribu enam ratus empat belas).

  Pada tanggal 28 Juni 2017  PT. SARANA BAJA PERKASA 
(Terguggat) secara sepihak mengeluarkan surat pemberitahuan 
berakhir hubungan kerja, dengan Nomor : /SBPHRD/PBHK/
VI/2017 kepada WIRDA HANUM (Penguggat). 
Tugas hakim pada dasarnya adalah: pertama, mengkonstatir 

artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya 
suatut peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. 
Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga ia harus pasti 
akan kebenarannya itu, tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang 
dangkal atau gegabah tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. 
Selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-
alat bukti dengan tujuan untukmendapatkan kepastian tentang 
kebenaran peristiwa yang diajukannya.Dan peristiwa yang telah 
dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian 
hakim setelah berhasil mengkonstatir peristiwanya tersebut, lalu 
“mengkualifisir” nya. Kedua, Mengkualifisir artinya menilai peristiwa 
yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih 
kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil 
pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya hasil penilaian peristiwa 
hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya. Dengan 
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demikian setelah tahapan ini seorang hakim harus dapat menemukan 
hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatirnya. Hakim 
setelah mengkonstatir peristiwa atau kejadian berarti hakim 
tersebut mempunyai “solving legal problems” dan ia wajib mencari 
solusinya atau jawabannya, memang sebenarnya tidak mudah untuk 
mendapat jawabannya. Hal ini karena dalam kehidupan di masyarakat 
terdapat masalah-masalah kehidupan, baik yang berkaitan agama, 
sosial, moral, kesopanan, kesusilaan dan lain sebagainya. Tetapi 
hakim sebagai seorang yang mempunyai kompentensi memberikan 
jawabannya harus dapat menemukan hukumnya. Oleh karena 
itu hakim sebelumnya harus mampu menyeleksi masalahnya dan 
kemudian merumuskan hukumnya. Setelah itu baru ia menemukan 
hukumnya.Setelah menemukan hukum dari peristiwa/kejadian 
itu seorang hakim harus melakukan pemecahan hukum (legal 
problemssolving).

Penelusuran terhadap analisis ini berfokus pada hal-hal 
yang dapat dilacak dan dianalisis dalam putusan seperti ketaatan 
terhadap hukum acara, hukum materiil, penalaran hukum dalam 
pertimbangan hakim, penemuan hukum dan keselarasan antara 
pertimbangan dengan amar putusan. 

B. Rumusan Masalah 

Beranjak dari latar belakang diatas yang mengambarkan kasus 
posisi dan kriteria vonis yang baik serta fokus yang menjadi analisis 
maka terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang 
hendak akan dijawab melalu analisis putusan ini yakni: 

1.  Bagaimanakah alur pemikiran hakim didalam meniliai 
peristiwa hukum yang terjadi?

2.  Apakah peristiwa perjanjian kerja yang dilakukan oleh 
pekerja dan pemberi kerja termasuk kategori PWKTT?

3.  Apakah pertimbangan berbeda dari hakim kedua 
merupakan concurrent opinion?
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C. Kerangka Analisis Putusan 

Analisis putusan pada prinsipnya memiliki persamaan dengan 
penelitian putusan yakni masing-masing meenggunakan metode 
guna menghasilkan output yang baik. Untuk memberikan kejelasan 
mengenai kerangka pemikiran dalam analisis ini, dapat dilihat ragaan 
di bawah ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Putusan Yang Baik 

Berbicara mengenai putusan (Vonis) tidak dapat dilepaskan 
dari ketentuan unsur vonis yang baik, vonis yang disebut baik secara 
sederhana dan umum dipersepsikan sebagai suatu putusan yang 
terhindar dari hal hal yang membuatnya mengandung cacat nalar. 
Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
menegaskan kerangka dasar untuk mencegah hakim agar terhindar 
dari hal yang disebutkan sebelumnya itu, yaitu :

1.  Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. 
  Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus bedasarkan 

pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak 
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memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang 
tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd.  
Alasan yang dijadkan pertimbangan dapat berupa pasal-
pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum, 
kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal 
tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan 
bahwasanya Putusan pengadilan Selain harus memuat 
alasan dan dasar putusan,juga memuat pasal tertentu dari 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau 
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 
UU Kekuasan Kehakiman memerintahkan hakim untuk 
menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Bertitik tolak dari pasal yang dikemukakan di atas, putusan 
yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, 
akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding 
atau kasasi.  Begitu pula pertimbangan yang mengandung 
kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat 
sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup 
alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar 
asas yang digariskan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2.  Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan. 
  Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) 

HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah 
putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa 
dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak 
boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan 
mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang 
demikian bertentangan dengan asas yang digariskan 
oleh undang-undang.
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3.  Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 
  Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) 

RBG dan Pasal 50 RV, Putusan tidak boleh mengabulkan 
melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. 
Larangan itu disebut ultra petitum partium. Hakim 
yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, 
dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra 
vires yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila 
putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan 
cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim 
dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan 
kepentingan umum (public interest).Mengadili dengan 
cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat 
dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah 
(illegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik, seperti 
dijelaskan oleh M. Yahya Harahap (2005:801-802).

4.  Diucapkan di muka Umum 
  Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang 

pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka 
umum merupakan salah satu bagian yang tidak 
terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair trial, 
pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang 
jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka 
untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai 
putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk 
perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan 
tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup 
untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang 
yang terbuka untuk umum. Pelanggaran terhadap hal di 
atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan 
Kehakiman yang berbunyi: “Putusan pengadilan hanya sah 
dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum”.Berdasarkan ketentuan 
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tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka 
umum berakibat putusan batal demi hukum.

B. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Prosedur Beracara 

Keterkaitan antara putusan dengan hukum acara merupakan 
hal yang sangat fundamental didalam sebuah putusan. Pada konteks 
ini sebagai upaya untuk menggeledah keterkaitan tersebut diawali 
dari suatu pertanyaan apakah putusan ini telah mengikuti prosedur 
hukum acara?. Untuk menjawab oertanyaan tersebut maka penting 
untuk merumuskan keterkaitan dengan menghadirkan parameter 
sebagai aspek pemenuhan hukum acara formil didalam putusan ini. 
Adapun parameter tersebut yakni: 

Tabel 1 : Parameter Hukum Acara Formil Perdata 

Secara umum, putusan ini menunjukan kecenderungan yang 
sama dari sisi pemenuhan ketentuan prosedural formal menurut 
hukum acara. Sehingga putusan ini dipandang telah memenuhi dan 
sejalan dengan ketentuan prosedural formal menurut hukum acara. 
Sejauh yang dapat dianalisis dan diamati terhadap putusan ini, tampak 
kesalahan dan ketidaksesuaian dalam aspek formal sebagaimana yang 
diamatkan dalam hukum acara tidak mendapatkan catatan berarti, 

Parameter Sesuai Tidak Sesuai
Putusan didukung dua alat bukti √

Penerapan hukum pembuktian sesuai 
dengan undang - undang

√

Telah memuat dan mempertimbangkan 
secara proporsional antara argumen 
penggugat dan tergugat dalam 
pertimbangan hukum 

√

Hari/tanggal dilakukan musyawarah 
majelis hakim dalam pengambilan 
keputusan berbeda dengan hari/
tanggal putusan diucapkan 

√
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hal ini menunjukan bahwa para hakim yang memutus perkara ini 
sudah sangat memahami mengenai apa saja yang harus dimuat secara 
kasat mata didalam sebuah putusan. Semisal dalam hal pertimbangan 
terhadap dua alat bukti, hakim telah menguraikan dalam dasar 
pertimbangan dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti, hal 
ini tampak dalam dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan.

C. Penalaran Hukum 

Penalaran hukum pada dasarnya adalah kegiatan berfikir 
problematis. Kegiatan berpikir ini berada dalam wilayah penalaran 
praktis, sebagaimana dinyatakan oleh Neil MacCormick, “... legal 
reasoningas one branch of practical reasoning, which is the application by 
humans of theirreason to deciding how it is right to conduct themselves 
in situations of choice. Penalaran hukumadalah kegiatan berpikir 
problematis dari subjek hukum (manusia) sebagaimahluk individu 
dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipundemikian, 
penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruangyang 
terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk 
jugamenjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan 
mengacukepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, 
argumentasi yangdilakukan harus mengikuti asas penataan ini, 
sehingga putusan-putusanitu (misalnya antara hakim yang satu 
dengan hakim yang lain dalammengadili kasus serupa) relatif terjaga 
konsistensinya (asas similia similibus). 

Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal 
peraturannyaada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada 
peristiwanya. Sebaliknyadapat terjadi juga hakim harus memeriksa 
dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. 
Disini hakim menghadapi kekosongan atauketidak-lengkapan 
undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebabhakim tidak 
boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalihtidak 
ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Ada banyak metode 
interpretasi, yang satu sama lain bersifat salingmelengkapi. Tiap-
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tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidakada petunjuk 
tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakandalam 
sebuah kasus konkret. Adapun metode interpretasi tersebut yakni 
: gramatikal, otentik, teleologis, sistematis, historis, komparatif, 
futuristik, restriktif dan ekstensif. Metode-metode interpretasi 
tersebut secara sederhana dapatdikelompokkan berdasarkan dua 
pendekatan, yaitu (1) the textualist approach (focus on text) dan (2) 
the purposive approach (focus on purpose). Interpretasi gramatikal dan 
otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementarametode 
interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Alur pemikiran hakim didalam meniliai peristiwa 

hukum yang terjadi

Spektrum Penalaran hukum Hakim. Jika kualitas suatu 
vonis sangat ditentukan oleh pertimbangan putusannya, kemudian 
pertimbangan putusan hakim ditempatkan sebagai mahkota, 
maka akan menimbulkan pertanyaan, elemen apa yang bekerja 
dan membentuk  vonis hakim itu?. Menjawab pertanyaan di 
atas, penting untuk dikemukakan terlebih dahulu soal pemetaan 
dan hubungan antara nalar hukum dan hukum nalar. Kegagalan 
memetakan hubungan antara nalar hukum dan hukum nalar 
seringkali ditemukan dalam praktek hukum, semisal dalam 
merumuskan vonis hakim, Sehingga tidak jarang ditemukan vonis 
hakim yang mengundang kontroversi atau dalam ekspresi yang 
lebih akademis dipahami sebagai pemantik rasa ingin tahu untuk 
mempelajarinya dalam suatu studi tertentu dan dengan tekanan 
spesifik yang relevan. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak 
dari pengamatan  indera  (pengamatan empirik) yang menghasilkan 
sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang 
sejenis juga akan terbentuk  proposisi-proposisi yang sejenis 

, berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar 

, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak 
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diketahui. Proses inilah yang disebut menalar.  Pengertian penalaran 
yang disebutkan di atas, dalam bidang hukum disebut sebagai penalaran 
hukum yang meletakan pengertian yang dimulai daripemahaman atas 
jawaban terhadap suatu   Pertanyaan pokok, yakni apakah pengertian 
dan hubungan antara logika dan penalaran hukum itu?

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir 
lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan 
proposisi hukum.  Dalam konteks yang lebih spesifik dan relevan, 
penalaran hukum merupakan ilmu tentang penarikan kesimpulan 
secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum 
yang ada. Maka istilah ‘penalaran hukum’ (‘legal reasoning’) sejatinya 
tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan 
penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu 
sendiri. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika 
(sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid); tidak ada 
penalaran hukum di luar logika. Penalaran hukum dengan demikian 
harus dipahami dalam pengertian ‘penalaran (logika) dalam hukum’.

Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat fundamental 
didalam menentukan amar putusan, sebab pertimbangan hakim 
diolah dan diramu dengan beranjak dari fakta hukum dan norma 
hukum. Sebagai ikhtiar upaya untuk menggeledah penalaran 
dalam pertimbangan hakim dilakukan dengan etape menilai secara 
komprehensif pertimbangan hakim dalam putusan. 

Berdasarkan hasil amatan terhadap putusan ini, terdapat hal 
yang sangat menarik, hakim didalam melakukan analis memberi 
penekanan yang begitu sangat besar terhadap fakta hukum yang 
terungkap dalam persidangan. Nampak dalam putusan hakim, 
terlihat jelas hakim memberikan porsi penilaian beranjak dari fakta 
hukum terlebih dahulu, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan 
yang mengejar dan membuat terang baha hubungan Kerja antara 
Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama 5 (lima) Tahun 
9 (sembilan) bulan dan Perjanjian Kerja dibuat dengan Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 
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Dengan metode hakim memulai dari menganalisis fakta 
menunjukan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh tergugat 
merupakan kegiatan yang secara faktual terkategorisasi sebagai 
pekerjaan dengan waktu tidak tertentu. Metode melulai dengan 
mengurai fakta ini sejalan dengan pandangan Paul Scholten, hukum 
itu ada, namun harus ditemukan, dalam penemuannya terdapat hal 
yang baru. Hakim bukanlah menerapkan akan tetapi menemukan 
hukum. Sikap berhati-hati atau zorgvuldigheid, lintas masyarakat 
atau maatschappelijk verkeer adalah fakta, demikian pula yang 
patut dan yang tidak patut, dengan itikat baik dan dengan itikat 
jahat, pantas dan tidak pantas. Jus in causa positum; dalam fakta 
terkandung hukum, adalah bukan ucapan yang kosong, dialami dalam 
praktek, dalam putusannya hakim terdahulu mempertimbangkan 
tentang fakta baru kemudian tentang hukumnya. Konstelasi 
dari fakta dapat memperluas, mempersempit, melengkapi atau 
memperhalus suatu ketentuan hukum untuk siap dipakai dalam hal-
hal yang konkret. Karakteristik ertimbangan hakim yang memulai 
dengan fakta mencerminkan karakteristik terhadap metode hukum 
penalaran realisme hukum. 

1. Peristiwa perjanjian kerja yang dilakukan oleh 
pekerja dan pemberi kerja termasuk kategori 
PWKTT
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Kemudian hakim melakukan penemuan hukum dengan metode 
interpretasi hukum khususnya pada ketentuan Pasal 56 (1),(2), Pasal 
59 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Undang-Undang Nomor:13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu. Interpretasi 
peraturan perundang-undangan sebagai kewajiban hukum oleh 
hakim guna mendekatkan norma dengan fakta, sebab semakin jauh 
norma meninggalkan fakta maka semakin jauh dari nilai keadilan. 
Dari amatan didalam putusan ini, Hakim telah melakukan penemuan 
yang sangat baik berupa : 1. Pekerjaan pengugat telah dilakukan 
selama 5 tahun 9 bulan. 2. Ciri yang melekat dalam pekerjaan yang 
dilakukan oleh penggugat terkategorisasi sebagai pekerjaan tetap. 

Pertimbangan majelis hakim pertama yang menjadi fokus 
analisis yakni:

 “Menimbang, bahwa Perusahaan Tergugat/PT.Sarana Baja 
Perkasa, telah salah dalam penerapan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) terhadap Penggugat, Majelis Hakim berpendapat 
Perusahan Tergugat telah terbukti melanggar Pasal 56 (1),(2), Pasal 
59 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Undang-Undang Nomor:13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu,oleh sebab itu 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT.Sara Baja 
Perkasa dengan WIRDA HANUM harus dinyatakan berubah menjadi 
Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 
(PKWTT), dengan demikian Pettitum (2) dapat dikabulkan”
Pertimbangan majelis ini sangat baik dan komprehensif sebab  tidak 

terjebak pada formalistik nomra didalam UU 13 Tahun 2003 melainkan 
memaknai secara mendalam unsur, ciri dan sifat yang melekat pada 
ketentuan Pasal 56 (1),(2), Pasal 59 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) sehingga 
hakim berpandangan bahwa peristiwa hukum yang dipersengketakan 
dalam perkara a qou beralih dari PWKT menjadi PKWTT. 
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Petimbangan majelis kedua yang dilakukan pengamatan dan 
analisis menunjukan bahwa hakim mengkonstruksikan bahwa unsur 
hubungan kerja yang terjadi antara penggugat dengan tergugat 
berlangsung secara terus menerus. 

 Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang 
Pendantanganan PKWT telah terjadi selama 8 (delapan) kali yaitu 
dengan PKWT (I) 07/10/2011 s/d 06 Januari 2011, PKWT (II) 
dari 07 Januari 2012 s/d 06 Juli 2012, PKWT (III) dari 07 Juli 
2012 s/d 06 Januari 2013, PKWT (IV) dari 07 Januari 2013 
s/d 06 Juli 2013, PKWT (V) dari 07 Juli 2013 s/d 06 Juli 2014, 
PKWT (VI) dari 07 Juli 2014 s/d 06 Juli 2015, PKWT (VII) dari 
07 Juli 2015 s/d 06 Juli 2016, PKWT (VIII) dari 07 Juli 2016 s/d 
06 Juli 2017 dan hal ini tidak disangkal oleh Tergugat, dan bila 
dikaitkan dengan Surat bukti P-2 berupa Surat Keterangan masa 
kerja tertanggal 07 Juli 2017 dan P-3 berupa Surat tertanggal 
28 Juni 2017 tentang Pemberitahuan Berakhir Hubungan Kerja 
Penggugat adalah tanggal 07 Juli 2017 dan surat bukti T-8, T-9 
dan T-10, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Hubungan 
kerja antarta Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara 
terus menerus dengan Jabatan Penggugat sebagai Administrasi 
sejak 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017;
Pertimbangan majelis hakim ketiga yang dijadikan fokus 

analisis yakni; 
 Menimbang, bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat 

dengan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, dan 
bila dihubungkan dengan Pasal 56 (1),(2), Pasal 59 (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7) Undang-Undang Nomor:13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu, dan Jabatan 
Penggugat adalah sebagai Administrasi, dan jika dikaitkan dengan 
surat bukti T-16 berupa Perjanjian kontrak kerja No.257/ADM/
pindo-SBP/PKK/VIII/2012 tentang Sewa menyewa 2 Unit Dump 
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Truck, surat bukti T-17 berupa Perjanjian kontrak kerja No.31/
PUDD/WPD-SBP/PSM/I/2014 tentang Sewa menyewa alat berat 
dan Dump Truck, Surat bukti T-18 berupa Addendum Perjanjian 
Kontrak Kerja Nomor : 31/PUD/WPD-SBP/PSM/I/2014, Surat 
bukti T-19 berupa Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 08/PUD/
FGD-SBP/PSM/I/2015 tentang Penyewaan Forklift Diesel Fork 
Cap.5 Ton, Surat bukti T-20 berupa Perjanjian Kontrak Kerja 
Nomor : 308/PUD/FGD- SBP/PSM/XII/2014 tentang Penyewaan 
Excavator dan Dump Truc, Majelis Hakim berpendapat bahwa 
dalam Perjanjian Kontrak tersebut adalah merupakan Sewa 
Menyewa Alat saja dan dan bukan termasuk dan tidak ada tenaga 
Administrasi yang diikutkan dalam spesifikasi Kontrak kerja, oleh 
karena itu tidaklah Patut jika Perjanjian Kerja antara Penggugat 
dan Tergugat, dikaitkan-kaitkan dengan Kontrak kerja antara 
Perusahaan Tergugat dengan Perusahaan pemberi kerja, dan oleh 
karena itu dapat disimpulkan dan dinyatakan oleh Majelis, bahwa 
Perusahaan Tergugat yaitu PT.Sarana Baja Perkasa telah salah 
dalam menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) 
terhadap Penggugat/ WIRDA HANUM. 
Pertimbangan majelis ini, memberikan gambaran bahwa 

kedudukan penggugat dalam perusahaan tergugat menjalankan 
tugas administasi yang merupakan hal yang terus menerus dan 
fundamental didalam perusahaan. Selanjutnya pertimbangan hakim 
ini juga sangat baik karena mampu membedahkan konsep kontrak 
kerja dengan sewa menyewa, dan mengkontruksi fakta hukum bahwa 
peristiwa yang terjadi antara penggugat dengan tergugat tidak ada 
kaitannya dengan sewa menyewa melainkan murni sebagai tenaga 
administratif perusahaan. 

Pertimbangan majelis hakim ke empat yang menjadi fokus 
analisi yakni: 
 Menimbang, bahwa dasar Upah/Gaji dan masa kerja, dan juga 

dasar perhitungan hak-hak Penggugat dalam Perselisihan ini 
sudah ditetapkan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis 
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Hakim berpendapat bahwa Hak-hak Penggugat atas Pengakhiran 
Hubungan Kerja dengan Tergugat, adalah sebagai berikut: 

 Pesangon; 2 x 6 x Rp.2.428.000,00 = Rp.  29.136.000,00
 Penghargaan Masa Kerja: 
 1 x 2 x Rp.2.428.000,00 = Rp.  4.856.000,00
 Sub Total = Rp.  33.992.000,00
 Perobatan dan Perumahan:
 15%xRp.33.992.000,00 = Rp.  5.098.800,00
 Jumlah (1+2+3)  = Rp.  39.090.800,00

Pertimbangan mejelis hakim ini dibangun dengan dasar 
pemikian perlindungan terhadap hak, khususnya hak mendapatkan 
upah bagi penggugat. Olehnya itu, pertimbangan hakim ini 
mengambarkan kemampuan hakim didalam menilai fakta 
dan mengaitkan dengan norma hukum secara komprehensif. 
Pertimbangan ini tidak saja sekedar mengejahwantahkan ikhtiar 
menafsir teks-teks normatif dihubungkan realitas objektif secara 
instinktif dan bebas, tetapi  iktiar itu haru senafas dan menyatu   
tunduk pada hukum hukum bernalar yang logis, agar out put 
penalaran yang dihasilkan (argumentasinya) aceptable karena utuh, 
menyeluruh dan kokoh (bukan saling meniadakan). Melalui dialektika 
demikian maka sesungguhnya legal reasoning tidak lain merupakan 
sebuah metode atau pendekatan yang logis dalam menafsir teks teks 
normatif, realitas sekaligus fakta. Dalam menafsir teks normatif, 
realitas serta fakta itu, soal proporsionalitas menjadi hal yang 
penting. Proporsionalitas dalam memahami teks normatif, realitas 
dan fakta mengirim pesan kuat bahwa ada lingkup kuasa wewenang, 
kuasa waktu dan kuasa tempat. Ruang lingkupnya dapat berumpun 
dalam bentuk stratifikasi, limitasi bidang disiplin/keilmuan. 

Pertimbangan hakim yang baik juga dibangun dengan 
memperhatikan dan mempertimbangakan secara komprehensif 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai 
sebuah sistem hukum termasuk undang-undang cipta kerja dan 
peraturan pelaksanan dari UU cipta kerja. Pemaknaan terhadap 
PKWT dan PKWTT diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 35 
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Tahun 2021, dalam PP ini mengatur perbedaan konsep yang ada 
didalam UU ketenagakerjaan sehingga terjadi pemaknaan baru 
terhadap konsep PWKT. Ketentuan PKWT dapat dilihat dalam 
ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 

Pasal 4
(1)  PKWT didasarkan atas: 

a.  jangka waktu; atau 
b.  selesainya suatu pekerjaan tertentu. 

(2)  PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang 
bersifat tetap. 

Pasal 5 
1.  PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan 
tertentu yaitu: 
a.  pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya 

dalam waktu yang tidak terlalu lama; 
b.  pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
c.  pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, 

kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih 
dalam percobaan atau penjajakan. 

2.  PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b 
dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu: 
1.  pekerjaan yang sekali selesai; atau 
2.  pekerjaan yang sementara sifatnya. 

3.  Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), PKWT dapat dilaksanakan 
terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat 
atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Konsep PWKT yang berada dalam ketentuan PP diatas 
kedepan wajib untuk dijadikan dasar perimbangan hakim didalam 
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mengangani perkara sengketa perseslihan industial yang melibatkan 
pekerja dan pemberi kerja.

2. Pertimbangan berbeda dari hakim kedua 
merupakan concurrent opinion

Terhadap putusan ini terdapat perbedaan pendapat hakim 
anggota II. Hakim anggota II atas nama Imam P.H.Nasution, 
S.H.,M.H. melakukan (DO) atas pemeriksaan perkara PHI. Dalam 
subtansi DO yang diuraikan secara komprehensif oleh Hakim 
Anggota 2 mengambarkan dasar pijakan argumentasi yang kokoh 
dengan berbasis pada : 

1.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 
pada tanggal 19 September 2011 atas Uji Materi UU 
No.13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2) Jumto Pasal 155 
ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Repbulik Indonesia; 

2.  Yurisprudensi - Yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI 
seperti : Putusan Mahkamah Agung RI No 848 K/Pdt.
Sus/2009 tanggal 06 Mei 2010, Putusan Mahkamah 
Agung RI Nomor : 127 K/PHI/2006 tanggal 22 Februari 
2007, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 543 K/
Pdt.Sus/2009 tanggal 17 November 2009, Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor : 051 PK/Pdt.Sus/ 2009 
tanggal 11 November 2009, yang semuanya adalah 
tentang Pembayaran Upah Proses ; 

3.  Putusan-Putusan Pengadilan Hubungan Industrial 
Pekanbaru yang sudah inckracht atau sudah berkekuatan 
hukum tetap dan putusan-putusan lainnya tentang 
Pembayaran Upah Proses di PHI Pekanbaru seperti : 
Putusan PHI Nomor : 53, Nomor : 78 dan Nomor : 98/
Pdt.SusPHI/2016/PN.Pbr, Putusan PHI Nomor : 59, 
Nomor : 61 dan Nomor : 94/Pdt,Sus-PHI/2017/PN.Pbr, 
Putusan PHI Nomor : 39/Pdt.SusPHI/2018/PN.Pbr ; 

4.  Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No.13 Tahun 2003 Junto 
Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2015 ; 
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5.  Tahapan-tahapan di dalam Proses Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia ;

Berangkat dari basis pijakan ketentuan – ketentuan diatas 
maka Hakim Anggota 2 atas nama Imam P.H.Nasution, S.H.,M.H. 
berpandangan bahwa keadaan hukum penggugat maupun tergugat 
masih memiliki hak dan kewajiban sepanjang proses PHI. Sehingga 
upah proses wajib dimaknai dan dihitung dengan skema sabagai 
berikut: 

•	  upah Proses dari bulan Agustus 2017 s/d Desember 
2017 selama 5 (lima) bulan Upah Proses dikalikan 
dengan Upah Penggugat Tahun 2017 yaitu sebesar 
Rp.2.428.000,-/bulannya;

•	  Upah Proses dari bulan Januari 2018 s/d September 
2018 selama 9 (sembilan) bulan Upah Proses dikalikan 
UMK (Upah Minimum Kabupaten) Siak Tahun 2018 
sebesar Rp.2.600.614,-/bulannya;

DO atau pendapat yang berbeda dari hakim 2 ini dari hasil 
amatan dan anlisis terletak pada skema perhitungan dan pemaknaan 
terhadap upah proses, akan tetapi pada subatansi lainnya tidak 
memiliki perbedaan dengan hakim yang lain. Namun, ada hal yang 
menarik dari perbedaan pendapat hakim ini, hal yang menarik 
tersebut terletak pada kemampuan hakim ini untuk menilai fakta 
hukum yang komprehensif dikaitkan dengan bukti serta perubahan 
peraturan perundang – undangan khususnya pada ketentuan 
perubahan Upah Minimun pekerja di Kabupaten siak pada Tahun 
2018.

Terhadap Pemeriksaan kasus ini, pertimbangan yang dijadikan 
vonis untuk mengabulkan permohonan penggugat dibangun dengan 
logika yang tidak hanya menggunakan nalar hukum yang baik 
tetapi juga tunduk pada kaidah hukum bernalar. Pertimbangan 
yang dijadikan vonis untuk mengabulkan permohonan penggugat 
memiliki informasi yang memadai dan nampak majelis hakim 
memiliki kemampuan ilmu lain yang relevan, sehingga tampak 
analisis yang dibangun didalam pertimbangan tidaklah terlihat 
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miskin dan kering. Majelis hakim sangat cermat mensistimatisasi 
norma, dengan menggunakan logika dan penafsiran hukum yang 
baik. Nampak pula, argumentasi yang dibangun menggunakan 
“penafsiran sistimatis” yang dihubungkan dengan penerapan prinsip 
noscitur a sociis (memaknai kata atau norma dalam rangkaiannya). 
Hal ini ditampakan dalam membangun pertimbangan unsur PKWTT. 

Hakim memberi pertimbangan pada seluruh bagian gugatan 
sehingga menunjukan indikator sebagai vonis hakim yang baik.  
Tampak jelas bahwa Majelis dalam memeriksa perkara a quo 
menyentuh seluruh bagian gugatan. Majelis Hakim telah tepat 
disebut merumuskan vonis yang baik karena telah mengadili dengan 
memeriksa seluruh bagian perkara. Sebab maksud dan tujuan 
dari prinsip hakim wajib mengadili seluruh bagian perkara adalah 
mencegah agar hakim tidak terjebak pada sikap eklektik bermakna 
peyoratif, yang berakibat merugikan baik penggugat atau tergugat.

IV.  PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menunjukan 
kesimpulan analisis yakni pertama, alur pemikiran hakim yang 
digunakan didalam menilai peristiwa hukum dilakukan dengan 
pendekatan realisme hukum yakni menitik beratkan pada penilaian 
fakta terlebih dahulu kemudian menilai norma hukum. kedua, 
peristiwa hukum yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima 
kerja didalam perjanjian kerja merupakan pekerjaan yang termasuk 
dalam kategori PKWTT bukan PKWT sebagaimana yang dilakukan 
selama ini oleh pemberi kerja. Ketiga, perbedaan pertimbangan yang 
dilakukan oleh hakim anggota dua nampaknya bukan merupakan 
dissenting opinion melainkan concurrent opinion dikarenakan 
terdapat pertimbangan yang sama antara hakim anggota dua dengan 
majelis hakim lainya dalam hal pemaknaan bahwa perbuatan yang 
terjadi dalam perjanjian kerja merupakan PKWTT bukan PKWT. 
Namun hakim anggota dua memiliki perbedaan pandangan dalam 
hal penentuan upah proses yang harus dibayarkan. 
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Ketepatan Hakim dalam Mengabulkan 
Secara Kumulasi Gugatan Wanprestasi 

dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Dwi Ratna Indri Hapsari

(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)

Abstrak 

Salah satu tujuan dalam kerangka negara hukum dan demokrasi 
adalah mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas, 
merdeka, dan mandiri. Sebagai pejabat kekuasaan kehakiman 

yang menjalankan proses peradilan, termasuk proses peradilan 
perdata, hakim sangat bertanggung jawab atas putusan yang dibuat. 
Ketika mengadili dan menjatuhkan putusan, para hakim harus 
menggabungkan kedua kepentingan hukum dan keadilan sehingga 
putusan yang dibuat mengandung substansi keadilan. Putusan 
Nomor 45.Pdt.G/2020/PN Tte mengabulkan secara kumulasi gugatan 
wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum sehingga tulisan 
ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai analisis 
ketepatan pertimbangan hakim serta analisis pertimbangan hakim 
mengabulkan secara kumulasi gugatan wanprestasi dan gugatan 
perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Ternate Nomor 45.Pdt.G/2020/PN Tte. Berdasarkan pertimbangan 
hakim, penulis menilai majelis hakim telah tepat dalam memberikan 
putusan dengan mengabulkan gugatan wanprestasi dan perbuatan 
melawan hukum yang sesungguhkan diajukan oleh para pihak 
berseberangan. Meskipun putusan tersebut dibatalkan oleh 
Pengadilan Tinggi Nomor 15/Pdt/2021/PT Tte, akan tetapi penulis 
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berargumentasi bahwa Pengadilan Tinggi hanya menggunakan 
pandangan rechtmatigheid process sementara dalam Putusan Nomor 
45.Pdt.G/2020/PN Tte menggunakan pandangan doelmatigheid 
process. 
Kata kunci: kumulasi gugatan; wanprestasi; perbuatan 
melawan hukum 

Abstract 
Perspectives on Justice and Legal Certainty Judge’s Legal 
Considerations in Second Class Inheritance Cases Analysis of 
the Lumbuk Linggau District Court Decision.
One of the goals within the framework of the rule of law and democracy 
is to realize a judicial power that is free, independent and autonomous. As 
officials of the judicial power who carry out judicial processes, including 
civil judicial processes, judges are very responsible for the decisions they 
make. When adjudicating and rendering decisions, judges must combine 
both the interests of law and justice so that the decisions made contain the 
substance of justice. Decision Number 45.Pdt.G/2020/PN Tte granted a 
cumulation of default claims and tort claims so that this paper aims to 
conduct an in depth study regarding the analysis of the accuracy of the 
judge’s reasoning and the analysis of the judge’s consideration of granting 
a cumulation of default claims and tort claims in Ternate District 
Court Decision Number 45.Pdt.G/2020/PN Tte. Based on the judge’s 
consideration, the author considers that the panel of judges was correct 
in giving a decision by granting the lawsuit for default and unlawful acts 
that were actually filed by the opposing parties. Even though the decision 
was annulled by the Court of Appeal Number 15/Pdt/2021/PT Tte, the 
author argues that the Court of Appeal only used the “rechtmatigheid” 
process view, while Decision Number 45.Pdt.G/2020/PN Tte used the 
“doelmatigheid” process view. 
Keywords:cumulation of lawsuit; wanprestasi; tort 
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I.  PENDAHULUAN 

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tujuan 
Konstitusi Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah salah satu isu 
penting untuk masa depan pembangunan hukum termasuk penegakan 
hukum di Indonesia (M. Wantu, 2012). Salah satu tujuan dalam 
kerangka negara hukum dan demokrasi adalah mewujudkan kekuasaan 
kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri. Sebagai pejabat 
kekuasaan kehakiman yang menjalankan proses peradilan, termasuk 
proses peradilan perdata, hakim sangat bertanggung jawab atas putusan 
yang dibuat. Putusan pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah 
baru di masyarakat. Sehingga, kualitas putusan hakim berdampak pada 
masyarakat secara keseluruhan dan pada kewibawaan dan kredibilitas 
pengadilan itu sendiri (Fence M. Wantu, 2013). 

Fungsi hakim bukan hanya sebagai penerima atau pelaksana 
undang-undang, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk 
bertindak sebagai penemu hukum dan atau sebagai penegak hukum. 
Ketika mengadili dan menjatuhkan putusan, para hakim harus 
menggabungkan kedua kepentingan hukum dan keadilan sehingga 
putusan mereka mengandung substansi keadilan (Kesuma, 2023). 
Dalam proses peradilan, hakim adalah pilar utama dan tempat 
terakhir bagi pencari keadilan. Sebagai bagian dari kekuasaan 
kehakiman, mereka bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, 
dan memutus perkara, dan mereka ditugaskan untuk memberikan 
keadilan kepada para pencari keadilan (M. Wantu, 2012). 

Hukum perdata di Indonesia mengatur adanya 2 (dua) jenis 
gugatan perdata yang menjadi sebuah dasar gugatan, diantaranya 
adalah perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dasar hukum 
gugatan perdata tersebut berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata adalah 
suatu perikatan. Perikatan dapat dilahirkan dari suatu perjanjian atau 
undang – undang. Perikatan yang lahir dari undang – undang dapat 
dibagi lagi atas perikatan yang lahir dari undang - undang saja dan 
yang lahir dari undang – undang karena suatu perbuatan seseorang. 



ANALISIS PUTUSAN PERDATA 205

Dwi Ratna Indri Hapsari       

Perikatan yang lahir dari undang – undang karena suatu 
perbuatan sesorang dapat dibagi lagi atas perikatan yang lahir dari 
suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan 
yang berlawanan dengan hukum (Onrechtmatig). Perihal perikatan 
yang lahir dari undang – undang karena perbuatan sesorang 
melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 
tersebut mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum 
(Onrechtmatigedaad) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan 
tersebut untuk membayar kerugian, jika karena kesalahannya telah 
menimbulkan kerugian (M. Muhtarom, 2014). Perikatan yang lahir 
dari suatu perjanjian merupakan hubungan hukum di bidang hukum 
kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan 
pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. 
Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Akibat 
hukum ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memnuhi 
perikatan maka disebut dengan wanprestasi sehingga membuka hak 
kepada pihak lain untuk menuntut pemenuhan perikatan, menuntut 
pemutusan perikatan, menuntut ganti rugi atau menuntut 
pemenuhan perikatan dengan ganti rugi (Sinaga, 2019). 

Berdasarkan Hukum Perdata, hakim bersifat pasif dan hanya 
dapat menerima dan memeriksa gugatan. Oleh karena itu, tugas dan 
tanggung jawab hakim dalam proses perkara perdata terbatas pada 
(Fence M. Wantu, 2013): 

a.  Mencari dan menemukan kebenaran formil; 
b.  Kebenaran itu diwujudkan berdasarkan alasan dan fakta 

yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan. 
Gugatan dengan nomor register perkara 45.Pdt.G/2020/PN Tte 

merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Namun menariknya, 
pada kesempatan jawaban gugatan, tergugat mengajukan counterclaim 
atau gugatan rekonvensi dan mendalilkan bahwa tergugat rekonvensi/
penggugat konvensi melakukan wanprestasi. Hakim dalam amar 
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putusannya mengabulkan gugatan penggugat konvensi/tergugat 
rekonvensi sebagian yakni menyatakan tergugat rekonvensi/
penggugat konvensi adalah perbuatan melawan hukum. Sekaligus 
putusan tersebut dalam rekonvensi juga mengabulkan gugatan 
tergugat rekonvensi/penggugat konvensi sebagian yakni menyatakan 
tergugat rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat 
rekonvensi. 

Sementara jika merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung 
Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyebutkan 
bahwa Kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dengan 
wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus 
diselesaikan secara tersendiri pula (Isman, 2021). Sehubungan 
dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian 
mendalam mengenai analisis ketepatan pertimbangan hakim serta 
analisis pertimbangan hakim mengabulkan secara kumulasi gugatan 
wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45.Pdt.G/2020/PN Tte. 

A. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka rumusan malah dalam tulisan ini adalah sebagai 
berikut: 

1.  Bagaimanakah ketepatan pertimbangan hakim 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 
45.Pdt.G/2020/PN Tte? 

2.  Bagaimanakah analisis pertimbangan hakim mengabulkan 
secara kumulasi gugatan wanprestasi dan gugatan 
perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Ternate Nomor 45.Pdt.G/2020/PN Tte? 

B. Tujuan dan Kegunaan 
Tujuan dan kegunaan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 
1.  Guna menganalisis ketepatan pertimbangan hakim 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 
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45.Pdt.G/2020/PN Tte.
2.  Guna menganalisis pertimbangan hakim mengabulkan 

secara kumulasi gugatan wanprestasi dan gugatan 
perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Ternate Nomor 45.Pdt.G/2020/PN Tte. 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 
1. Tinjauan tentang Hukum Perjanjian 

Orang membuat perjanjian untuk memenuhi kepentingannya. 
Buku III (Pasal 1233-1864) dari KUHPerdata membahas perjanjian. 
Judul Bab II Buku III, “Tentang perikatan-perikatan yang berasal dari 
kontrak atau perjanjian”, menunjukkan bahwa istilah “perjanjian” dan 
“kontrak” digunakan untuk pengertian yang sama. Judul menunjukkan 
bahwa kontrak dan perjanjian sama (M. Muhtarom, 2014). 

Perjanjian, menurut Subekti, adalah suatu peristiwa di 
mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang setuju 
untuk melakukan sesuatu. Namun, perikatan adalah hubungan 
hukum antara dua orang atau dua pihak di mana pihak yang satu 
berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang 
lain berkewajiban untuk melakukannya.”Perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih,” menurut Pasal 1313 KUHPerdata 
(Sinaga, 2018). 

Menurut Black’s Law Dictionary, kontrak adalah “an agreement 
between two or more persons which creates an obligation, to do or 
not to do a particular thing.” Kontrak adalah perjanjian antara dua 
(dua) orang atau lebih yang mewajibkan satu orang untuk melakukan 
suatu tindakan tertentu. Hukum perjanjian diperlukan untuk 
mengatur semua hal yang berkaitan dengan perjanjian. Menurut 
Lawrence M. Friedman, hukum kontrak adalah: “Perangkat hukum 
yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis 
perjanjian tertentu.” Sementara Salim H.S., mendefinisikan Hukum 
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kontrak adalah: “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan 
kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum,”(Sinaga, 2019).

Konsep hukum perjanjian di Indonesia adalah menggunakan 
sistem terbuka. Artinya, setiap orang memiliki kebebasan untuk 
mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang tidak. 
Seperti yang ditunjukkan oleh ayat (1) Pasal 1338 KUH Perdata, yang 
menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” (Niland et 
al., 2020). 

Meskipun sistem yang digunakan adalah sistem terbuka, 
namun perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sah 
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang 
terdiri dari(Robianti & Zanariyah, 2022): 

a.  Sepakat; 
b.  Cakap; 
c.  Hal tertentu; 
d.  Sebab yang halal. 
Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena 

menyangkut pihak pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga 
dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari 
perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka 
perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat tidak 
terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula 
perjanjian dianggap tidak pernah terjadi(M. Muhtarom, 2014). 

Selain syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH 
Perdata, perjanjian juga harus mengikuti dan menerapkan prinsip-
prinsip / asas yang diatur dalam hukum perjanjian. Asas – asas dalam 
hukum perjanjian diantaranya asas konsensualisme, kebebasan 
berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt servanda), 
itikad baik (good faith), kepercayaan, personalitas, persamaan hukum, 
keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan, kebiasaan, dan 
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perlindungan. Dalam kegiatan hukum sehari-hari, prinsip-prinsip 
inilah yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. 

2. Tinjauan tentang Perjanjian Sewa Menyewa

Salah satu jenis perjanjian adalah perjanjian sewa-menyewa. 
Banyak digunakan oleh para pihak karena memiliki manfaat bagi 
para pihak: penyewa dan penyewa mendapatkan keuntungan dari 
harga sewa yang ditetapkan oleh penyewa. Sewa menyewa adalah 
perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh subyek hukum, baik 
badan hukum maupun individu. Pasal 1548–1549 KUH Perdata 
mengatur perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu 
perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak untuk memberikan 
kepada pihak yang lain manfaat dari suatu objek selama jangka waktu 
tertentu dengan pembayaran suatu harga yang kemudian disepakati 
oleh kedua pihak(A. A. Pradnyaswari, 2020). 

Konsekuensi dari perjanjianntersebut menimbulkan hak 
dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak penyewa 
maupun pihak yang menyewakan yang harus dilaksanakan. Pasal 
1550 KUHPerdata mengatur mengenai kewajiban pokok pihak yang 
menyewakan, yaitu(Niland et al., 2020): 

a.  Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa; 
b.  Memelihara barang yang disewakan sedemikian, 

sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang 
dimaksudkan; 

c.  Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada 
barang yang disewakan dalam berlangsungnya sewa. 

Hak yang menyewakan adalah : 

a.  Uang sewa harus dibayar oleh pihak penyewa tepat pada 
waktunya sesuai dengan perjanjian. 

b.  Pihak yang menyewakan berhak untuk menuntut 
ganti rugi kepada pihak penyewa apabila barang yang 
disewakan rusak. 
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Pasal 1560 KUH Perdata mengatur mengenai kewajiban pokok 
pihak penyewa, yaitu: 

a.  Untuk memakai barang sewaan secara sangat berhati-
hati dan menurut tujuan dan maksud dari persetujuan 
sewa menyewa. 

b.  Untuk membayar uang sewa pada waktu-waktu yang 
ditentukan. 

Hak dari pihak penyewa: 
a.  Penyerahan barang yang disewa harus dalam keadaan 

terpelihara sehingga dapat dipergunakan untuk 
keperluan yang dimaksud. 

b.  Adanya jaminan dari pihak yang menyewakan akan 
kenikmatan, ketentraman dan tidak adanya cacat dari 
barang yang disewa. 

Menurut Abdulkadir Muhammad wanprestasi atau tidak 
memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan mengandung dua 
kemungkinan alasannya yaitu: 

a.  Karena kesalahan penyewa, baik karena kesengajaan 
maupun karena kelalaian. 

b.  Karena keadaan memaksa (force majeure) jadi diluar 
kemampuan penyewa, penyewa tidak bersalah. 

3. Tinjauan tentang Perbedaan Wanprestasi dan 
Perbuatan Melawan Hukum 
Konsep hukum perikatan, janji adalah Tindakan (A.A. Dalem 

Jagat Krisno, 2015). Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, rumusan 
prestasi dalam hukum perikatan Indonesia adalah sebagai berikut 
(Ninu et al., 2023): 

1)  Memberikan sesuatu; 
2)  Berbuat sesuatu; 
3)  Tidak berbuat sesuatu. 
Wanprestasi terjadi manakala pada pihak debitur tidak 
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melaksanakan kewajiban dan bukan karena keadaan memaksa 
Wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi atau tidak 
melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak (Robianti & Zanariyah, 2022). Ada empat 
jenis wanprestasi: (1) tidak melakukan apa yang dijanjikannya; (2) 
melakukan apa yang dijanjikannya, (3) tetapi tidak sebagaimana 
mestinya; atau (4) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi 
terlambat. Jika suatu pihak tidak melakukan atau memenuhi suatu 
tugas yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut 
dianggap telah melakukan wanprestasi. Dalam hubungan hukum 
berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban 
dapat dinyatakan lalai, atau wanprestasi, dan dapat dimintai 
pertanggungjawaban hukum karena wanprestasi (Tamengge, 2018). 

Teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans 
Kelsen mengatakan bahwa pertanggungjawaban berarti bahwa 
seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu hal tertentu 
atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum sesuai dengan jabatan 
kedudukannya. Tanggung jawab hukum dengan dasar wanprestasi 
didasari adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual 
timbul karena perjanjian atau karena undang-undang (Sukayasa et 
al., 2021). 

Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum merupakan 
perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum 
menurut undang- undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan 
melawan hukum (onrechtmatigedaad) sama sengan perbuatan 
melawan undang-undang (onwetmatigedaad). Terminologi dari 
“Perbuatan Melawan Hukum” merupakan terjemahan dari kata 
onrechtmatigedaad, yang diatur dalam KUH Perdata Buku III 
tentang Perikatan, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Beberapa 
ahli hukum ada yang mempergunakan istilah “melanggar” dan ada 
yang mempergunakan istilah “melawan”. 

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan 
melanggar hukum”, dengan mengatakan: “Istilah onrechtmatigedaad 
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dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu 
arti yang dipakai dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek dan yang 
hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut (Prayogo, 
2016). 

Mariam Darus Badrulzaman memberikan pengertian yang lebih 
luas terkait perbuatan melawan hukum yaitu (1) Suatu perbuatan 
melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang 
lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya 
menebritkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut., (2) 
Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang 
lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan 
dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda 
orang lain, serta (3) Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu 
perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang 
melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar 
hukum (Prayogo, 2016). 

Perumusan norma dalam konsep Mariam Darus Badrulzaman 
ini telah mengabsorbsi perkembangan pemikiran yang baru mengenai 
perbuatan melawan hukum. Sebab dalam konsep itu pengertian 
melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan 
undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga bertentangan dengan 
kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat 
(hukum tidak tertulis). 

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan 
melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu(Kesuma, 2023): 

1)  Er moet een daad zijn verricht (harus ada yang melakukan 
perbuatan); 

2)  Die daad moet onrechtmatig zijn (perbuatan itu harus 
melawan hukum); 

3)  De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht 
(perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang 
lain); 
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4)  De daad moet aan schuld zijn te wijten (perbuatan itu 
karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya). 

4. Tinjauan tentang Gugatan Konvensi dan Rekonvensi 

Ada kemungkinan bahwa dalam suatu sengketa perdata, 
baik tergugat maupun penggugat memiliki hubungan hukum 
satu sama lain, sehingga mereka dapat saling menggugat untuk 
memenuhi hubungan hukum tersebut. Misalnya, jika penggugat juga 
melakukan wanprestasi terhadap tergugat, maka tergugat berhak 
untuk mengajukan gugatan terhadap penggugat tanpa menyimpangi 
ketentuan. Berdasarkan pasal 132 an ayat (1) HIR, rekonvensi adalah 
gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap 
gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan diajukan tergugat 
kepada Pengadilan Negeri selama proses pemeriksaan gugatan 
penggugat (Mokodonga, 2020). 

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) tidak menetapkan 
hubungan hukum antara gugatan rekonvensi dan konvensi. 
Namun, dalam praktik, hal ini dianggap tidak masuk akal apabila 
keduanya tidak memiliki hubungan hukum. Akibatnya, hakim dapat 
memisahkan kedua gugatan tersebut dan memeriksanya sebagai 
gugatan tunggal. Menurut Pasal 132 b ayat (1) HIR dan Pasal 158 
ayat (1) RBg, tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi baik 
secara lisan maupun tertulis (Priyono, 2018). 

Dasar hukum gugatan rekonvensi di atur dalam HIR Pasal 132 
a dan Pasal 132 b, serta dalam RBG di atur dalam Pasal 157 dan Pasal 
158. Pasal 132 a Ayat (1) HIR menyatakan: Dalam tiap-tiap perkara, 
tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali: 

a.   Bila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, 
sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau 
sebaliknya; (KUHPerd. 383, 452, 1655 dst.) 

b.   Bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak 
berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan 
pokok perselisihan itu; 



ANALISIS PUTUSAN PERDATA214

K e t e p a t a n H a k i m d a l a m M e n g a b u l k a n S e c a r a K u m u l a s i  G u g a t a n Wa n p r e s t a s i 
d a n G u g a t a n P e r b u a t a n M e l a w a n Hu k u m

08

c.   Dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan 
putusan hakim. 

Pengadilan negeri yang memeriksa tututan penggugat asal dan 
pengadilan negeri tersebut menyatakan diri tidak berhak memeriksa 
perkara tersebut, maka tergugat tidak dapat mengajukan gugatan 
balik atau rekonvensi(Agus Priyono et al., 2019). Sehingga jika 
gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan 
rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal demikian 
ini dinyatakan juga dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/
Sip/1976 yang menyatakan: “Karena gugatan rekonvensi yang telah 
diputus oleh judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan 
konvensi. sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena 
dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mustinya 
tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya 
diperiksa/diputus”(Mokodonga, 2020). 

III. METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual 
Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). 
Kajian bahan hukum berupa studi kepustakaan baik bahan hukum 
primer maupun bahan hukum sekunder (Nurhayati et al., 2021). 
Bahan hukum tersebut kemudian dikelola dengan teknik analisis 
menggunakan metode analisis deskriptif (Johnny Ibrahim, 2005). 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Ketepatan pertimbangan hakim dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45.Pdt.G/2020/PN Tte. 
Putusan dengan Nomor 45/Pdt.G/ 2020/PN Tte, merupakan 

perkara atas sengketa kesepakatan sewa menyewa toko, gudang 
dan dua lapak/los dalam Pusat Perbelanjaan Jatiland Mall antara 
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Penggugat Edi Arman melawan Tergugat Johnny Litan yang 
bertindak untuk dan atas nama PT. Jati Luhur Gemilang. Kasus posisi 
berdasarkan gugatan penggugat adalah Penggugat menempati toko, 
gudang dan dua lapak milik Tergugat (4 obyek sewa) dalam Pusat 
Perbelanjaan Jatiland Mall atas dasar Perpanjangan Kesepakatan 
Sewa Menyewa dengan Tergugat. 4 obyek sewa tersebut memiliki 
jangka waktu berakhir yang berbeda yaitu pada Juli 2019, September 
2019 serta kedua obyek lain berkahir tahun 2022. Saat jangka 
waktu semua obyek sewa berakhir, Penggugat menanyakan kepada 
tergugat terkait perpanjangan sewa Pihak tergugat menyatakan akan 
menyerahkan surat kesepakatan namun sampai diajukan gugatan 
belum juga disampaikan oleh tergugat. Kemudian bulan Maret 
2020 tanpa pemberitahuan secara lisan maupun tertulis, Tergugat 
menyegel ke empat obyek sewa dan menahan barang milik penggugat 
padahal Penggugat masih membayar biaya sewa sampai Maret 
2020. Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan tergugat yang tidak 
memperpanjang kesepakatn sewa menyewa atas obyek sewa serta 
menyegel semua obyek sewa tanpa ada nya pemberitahuan telah 
mengakibatkan penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun 
immateriil sehingga perbuatan tergugat merupakan perbuatan 
melawan hukum. Penggugat juga memohon diletakkan sita jaminan 
atas aset tergugat, dwangsom serta membayar seluruh biaya perkara. 

Selain tergugat menolak semua dalil – dalil dalam naskah surat 
gugatan, dalam jawaban gugatan, tergugat mengajukan gugatan 
rekonvensi terhadap penggugat. Dalam gugatannya, penggugat 
rekonvensi/tergugat konvensi mendalilkan bahwa terdapat 
kewajiban/prestasi yang harus dilaksanakan terlebih dahulu yakni 
ada wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat konvensi/tergugat 
rekonvensi sehingga akibat hukum dari wanprestasi tersebut 
menimbulkan hilangnya keuntungan bagi tergugat konvensi/
penggugat rekonvensi. 

Kemudian berdasarkan pertimbangan hakim akhirnya 
mengadili dengan amar putusan sebagai berikut: 
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Dalam Konvensi: 
1.  Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 
2.  Menyatakan sah menurut hukum: 

1)  Surat Perpanjangan Kesepakatan Sewa Menyewa 
Toko Istana Sepatu tanggal 13 Mei 2016; 

2)  Surat Perpanjangan Kesepakatan Sewa Menyewa 
Lapak / Los di depan Toko Istana Sepatu tanggal 
19 Maret 2019; dan 

3)  Surat Perpanjangan Kesepakatan Sewa Menyewa 
Lapak / Los di depan Toko Gramedia tanggal 19 
Maret 2019; 

3.  Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyegel objek 
sewa berupa: Toko Istana Sepatu, Lapak / Los depan 
Toko Istana Sepatu, Lapak / Los depan Toko Gramedia, 
dan gudang adalah perbuatan melawan hukum; 

4.  Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang 
diderita oleh Penggugat sebesar Rp3.054.877.250,00 
(tiga milyar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh 
puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara 
tunai dan sekaligus; 

5.  Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 
Dalam Rekonvensi: 
1.  Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 
2.  Menyatakan perpanjang perjanjian sewa menyewa 

periode 2019 sampai dengan 2022 sebagaimana 
disebutkan pada gugatan rekonvensi angka 1.3 antara 
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah 
sah menurut hukum; 

3.  Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah 
melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi; 

4.  Menetapkan kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan 
oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp471.867.984,00 
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(empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam 
puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat 
rupiah); 

5.  Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar total 
kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi 
sebesar Rp471.867.984,00 (empat ratus tujuh puluh 
satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan 
ratus delapan puluh empat rupiah) secara tunai dan 
sekaligus; 

6.  Menyatakan perjanjian sewa menyewa antara Penggugat 
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berakhir sejak 
putusan ini dibacakan; 

7.  Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan 
selebihnya. 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 
Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi 

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus 
sepuluh ribu rupiah). 

Berdasarkan pokok perkara melalui dalil – dalil yang diuraikan 
oleh para pihak dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/ 2020/PN Tte, 
menunjukkan bahwa hubungan hukum penggugat dan tergugat 
terikat berdasarkan perjanjian sewa menyewa Toko, lapak dan 
Gudang yang berada pada Jatiland Mall yang telah disepakati dimana 
Penggugat merupakan penyewa dan tergugat merupakan pemberi 
sewa. 

Penggugat dan tergugat dalam hal ini telah mengakui dan 
setidak-tidaknya tidak menyangkal adanya perjanjian sewa menyewa 
dengan obyek toko, lapak dan gudang yang sudah dilakukan pada 
Tahun 2016 – 2019 kemudian diperpanjang Kembali pada Tahun 
2019 – 2022. Meskipun surat perjanjian perpanjangan Tahun 2019 
– 2022 belum ditandatangani oleh para pihak namun Penggugat 
masih menempai obyek sewa maka menurut pertimbangan majelis 
hakim para pihak telah bersepakat secara diam – diam untuk 
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memperpanjang masa sewa sehingga perpanjangan perjanjian sewa 
menyewa antara penggugat dan tergugat adalah sah. 

Menurut pertimbangan hakim bahwa berdasarkan bukti– 
bukti dan keterangan saksi, kerusakan barang – barang milik 
penggugat karena telah dilakukan penyegelan toko oleh tergugat 
mengakibatkan hilangnya omzet penjualan serta stok barang jualan 
penggugat menjadi rusak sehingga perbuatan Tergugat tersebut 
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum 
Tergugat. Hal ini karena perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut 
tidak diatur di dalam perjanjian sewa yang dibuat para pihak. 
Perbuatan Tergugat tersebut juga telah melanggar hak subyektif dari 
Penggugat. Oleh karena itu perbuatan Tergugat telah memenuhi 
kriteria dari “perbuatan melawan hukum” sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1365 KUHPerdata. 

Sementara itu, pertimbangan hakim bahwa berdasarkan 
bukti – bukti dan keterangan saksi penggugat telah lalai dalam 
kewajibannya membayar biaya sewa sesuai yang disepakati dalam 
perjanjian sewa sehingga dalam hal ini penggugat telah memenuhi 
unsur telah melakukan wanprestasi. 

Analisis pertimbangan hakim Mengabulkan secara 
Kumulasi Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan 
Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate 
Nomor 45.Pdt.G/2020/PN Tte 

Penggugat rekonvensi / tergugat konvensi dalam gugatannya 
pada pokoknya mendalilkan bahwa antara penggugat rekonvensi 
dan tergugat rekonvensi terikat perjanjian sewa, yaitu Penggugat 
Rekonvensi sebagai penyedia ruangan di Jatiland Mall sedangkan 
Tergugat Rekonvensi sebagai penyewa yang berkewajiban membayar 
biaya sewa. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai penyewa tidak 
melakukan kewajiban yaitu membayar uang sewa. 

Bahwa berdasarkan Pasal 157 Rbg disebutkan rekonvensi 
adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai balasan terhadap 
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gugatan yang diajukan penggugat kepadanya dan gugatan rekonvensi 
ini diajukan terhadap Pengadilan Negeri pada saat berlangsung 
proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Majelis hakim 
menimbang bahwa undang – undang tidak mengatur syarat materiil 
mengenai gugatan rekonvensi, dalam Rbg hanya berisi penegasan 
bahwa tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan 
rekonvensi tidak disyaratkan antara keduanya mesti mempunyai 
hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial, sehingga 
rekonvensi tidak Asesor mengikuti putusan konvensi apabila antara 
keduanya tidak ada koneksitas maka dalam kasus demikian, karakter 
gugatan rekonvensi sebagai gugatan yang berdiri sendiri, harus 
dipertahankan. 

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45.Pdt.G/2020/
PN.Tte dalam amarnya memutus pihak penggugat konvensi/tergugat 
rekonvensi telah melakukan wanprestasi sekaligus memutus 
tergugat konvensi/penggugat rekonvensi telah melakukan perbuatan 
melawan hukum. Dalam hal ini Nampak bahwa dalah satu putusan 
mengabulkan dua jenis gugatan sekaligus atau kumulasi gugatan. 

Kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi 
telah sekian lama menjadi isu penting dalam praktik yudisial. Di 
satu sisi terdapat pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan 
pengaturan norma antara wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) 
dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), sehingga 
kumulasi keduanya dalam satu gugatan tidak dapat dibenarkan. 
Pandangan ini merupakan pendirian yang paling dominan diikuti 
sebagaimana tergambar dari sejumlah putusan, misalnya Putusan 
Nomor 1875 K/Pdt/1984 pada tanggal 24 April 1986, dan Putusan 
Nomor 879 K / Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001(Savitri, 2021). 

Sebaliknya, Putusan Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 
Januari 1987 mengambil pendirian hukum yang berbeda, karena 
mengafirmasi keabsahan kumulasi perbuatan melawan hukum dan 
wanprestasi. Di antara argumentasi hukum yang menjadi dasarnya 
adalah karena hakim memiliki wewenang untuk memperbaiki 
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amar petitum suatu gugatan, dan mengarahkannya berdasarkan 
posita terkait. Di samping itu, Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 
tanggal 24 Oktober 2007 juga memiliki pandangan hukum yang 
sama, memandang bahwa sepanjang uraian posita wanprestasi dan 
perbuatan melawan hukum diuraikan secara terpisah dan tegas, 
maka gugatan yang diajukan dapat diterima karena dikualifikasikan 
sebagai kumulasi objektif(Isman, 2021). 

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45.Pdt.G/2020/
PN.Tte mengabulkan sebagian petitum para pihak yakni 
menyatakan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah 
melakukan wanprestasi dan juga memutus tergugat konvensi/
penggugat rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan 
hukum. Namun pertimbangan tersebut pada tingkat Banding pada 
Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada Putusan Pengadilan Tinggi 
Nomor 15/Pdt/2021/PT Tte, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 
45.Pdt.G/2020/PN.Tte dibatalkan. Menurut Majelis hakim banding, 
kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi 
melanggar kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/
Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang pada pokoknya menyatakan 
kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi harus 
diselesaikan dengan gugatan yang terpisah. 

Dua pertimbangan hukum yang berbeda antara Pengadilan 
Negeri Ternate dengan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, membuktikan 
bahwa adanya tarik-menarik antara kaidah yurisprudensi yang 
membolehkan dan yang melarang kumulasi objektif di level judex 
facti. Fenomena ini menunjukkan urgensi untuk segera merumuskan 
pola penerapan hukum yang konvergensi, mengingat dalam praktik 
begitu banyak titik singgung dari aspek logika hukum dan fakta 
hukum antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. 

Meskipun pengadilan Tinggi Maluku Utara telah membatalkan 
Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45.Pdt.G/2020/PN.Tte, 
namun justru penulis menemukan bahwa dalam proses pemeriksaan 
sampai dengan putusan, majelis hakim telah melakukan terobosan 
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hukum yakni dengan melakukan afirmasi terhadap kumulasi gugatan 
meskipun gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 
dalam putusan tersebut merupakan gugatan yang saling berhadapan 
yakni antara konvensi dan rekonvensi. 

Kumulasi objektif merupakan penggabungan dua tuntutan 
hukum dalam satu gugatan perdata. Menurut segi pembuktian 
gugatan, positum merupakan uraian kejadian materiil yang harus 
dibuktikan guna mendukung petitum. Kumulasi gugatan wanprestasi 
dan perbuatan melawan hukum pada dasarnya tidak ditemukan 
sumber tekstual pengaturannya. Pasal 103 RV hanya membatasi 
kumulasi objektif pada aspek tuntutan hak menguasai (bezit) 
dengan tuntutan hak milik. Karena itu, Harahap menggunakan 
perspektif a contrario bahwa RV membolehkan kumulasi objektif 
(M. Yahya Harahap, 2017). Mengingat eksistensi kedua dalil gugatan 
di atas banyak dipengaruhi prinsip hukum perdata Indonesia yang 
menganut asas open system, maka kumulasi keduanya berkembang 
berdasarkan kebutuhan praktis para pihak yang bersengketa. Akan 
tetapi perkembangannya belum mengarah pada kesatuan norma 
hukum acara atau tertib beracara. 

Sejumlah penelitian terkait dengan kumulasi gugatan tersebut 
bermuara pada dua pandangan yang saling bertolak belakang. 
Pertama, pandangan yang mempertahankan pemisahan keduanya 
dengan alasan kumulasi gugatan melanggar tertib beracara karena 
masing-masing terikat dan tunduk pada prosedur beracara yang 
berbeda. Kedua, pandangan yang meninggalkan pemisahan absolut 
dengan alasan hubungan kontraktual (perjanjian) antara penggugat 
dan tergugat tidak menghalangi diajukannya gugatan perbuatan 
melawan hukum begitu juga sebaliknya. Pandangan pertama 
sejalan dengan asas rechtmatigheid process (kesesuaian dengan 
prosedur hukum), sehingga relatif muncul dalam tampilan yang 
dogmatik dan kaku. Sementara, pandangan yang kedua mewakili 
asas doelmatigheid process yang lebih menekankan pada manfaat 
dan efektivitas daripada pembatasan yudisial sebagaimana yang 
dikehendaki dalam prinsip rechmatigheid process. 
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Menurut Yasardin, syarat-syarat materiil kumulasi gugatan 
adalah(Mantili & Sutanto, 2019): 

a.  terdapat hubungan erat antara dua perbuatan; 
b.  objek yang sama dan diselesaikan dengan hukum acara 

yang sama; 
c.  antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 

merupakan kewenangan pengadilan yang sama; 
d.  untuk menyederhanakan proses dan menghindari dua 

putusan yang berbeda/bertentangan; 
e.  posita telah menguraikan secara jelas peristiwa 

wanprestasi dahulu, kemudian diikuti dengan uraian 
secara jelas pula tentang perbuatan melawan hukumnya 
dan demikian juga di dalam petitum sehingga yang 
nampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate 
Nomor 45.Pdt.G/2020/PN.Tte bahwa syarat – syarat 
materiil untuk dapat dilakukan kumulasi gugatan sudah 
terpenuhi yakni tidak dilaksanakannya kewajiban 
sehingga unsur – unsur wanprestasi telah terpenuhi 
serta adanya perbuatan yang secara hukum melanggar 
hak – hak penggugat sehingga unsur – unsur perbuatan 
melawan hukum telah terpenuhi, menunjukkan adanya 
hubungan erat yang didasari oleh perjanjian sewa antara 
penggugat dan tergugat. Obyek yang sama yakni obyek 
sewa berupa toko, lapak dan Gudang diselesaikan dengan 
hukum acara yang sama. Wanprestasi dan perbuatan 
melawan hukum tersebut merupakan kewenangan 
absolut Pengadilan Negeri Ternate. Putusan tersebut 
juga guna menyederhanakan proses dan menghindari 
dua putusan yang bertentangan serta masing – masing 
pihak telah mendalilkan dalam posita telah diuraikan 
dengan jelas peristiwa wanprestasi dan perbuatan 
melawan hukum. 
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Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45.Pdt.G/2020/
PN.Tte secara teoritis keabsahan, kumulasi obyektif dalam 
pertimbangan hakim telah sesuai dengan landasan teoritis dan doktrin 
hukum yang berkembang dalam sistem hukum positif di Indonesia. 
Pandangan yang serupa juga dapat diabstraksikan pada kaidah 
hukum yurisprudensi Putusan Nomor 575 K/Sip/1983. Putusan ini 
secara eksplisit mengafirmasi kumulasi objektif berdasarkan optik 
doelmatigheid process dengan mempertimbangkan bahwa kumulasi 
gugatan memiliki tujuan fungsional yang efektif untuk menyelesaikan 
perkara dan menghindari ambiguitas putusan terhadap satu perkara 
yang struktur faktanya sama. 

Kaidah yurisprudensi memiliki ratio decendi yang bersifat 
kasuistik, sehingga perlu dicermati kesesuaiannya dengan beragam 
variabel yang terkait dengan fakta hukum dan hubungan hukum 
sebelum diterapkan pada kasus lainnya (Siregar et al., 2023). 
Jika diabstraksikan dari beberapa pertimbangan hukum kaidah 
yurisprudensi Mahkamah Agung yang menolak kumulasi gugatan, 
maka dapat diketahui bahwa alasan-alasan penolakan kumulasi 
gugatan objektif lebih bersifat formal daripada materiil. Antara lain 
karena ketidaksempurnaan rumusan gugatan dan ketidaktepatan 
para pihak yang ditarik sebagai tergugat. 

V.  KESIMPULAN 

Berdasarkan pokok perkara melalui dalil – dalil yang diuraikan 
oleh para pihak dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/ 2020/PN Tte, 
menunjukkan bahwa hubungan hukum penggugat dan tergugat terikat 
berdasarkan perjanjian sewa menyewa Toko, lapak dan Gudang yang 
berada pada Jatiland Mall yang telah disepakati dimana Penggugat 
merupakan penyewa dan tergugat merupakan pemberi sewa. Putusan 
Nomor 45/Pdt.G/ 2020/PN Tte telah mengafirmasi adanya kumulasi 
gugatan meskipun telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi 
Nomor 15/Pdt/2021/PT.Tte, yang mana menurut hakim banding, 
kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi 
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melanggar kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/
Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang pada pokoknya menyatakan 
kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi 
harus diselesaikan dengan gugatan yang terpisah. Namun dalam 
hal ini justru penulis melihat bahwa putusan banding Pengadilan 
Tinggi tersebut hanya melihat perkara pada perspektif pendekatan 
rechtmatigheid process. Sementara jika dicermati lebih dalam lagi 
keabsahan kumulasi obyektif dalam pertimbangan hakim Pengadilan 
Negeri dengan berdasarkan pandangan doelmatigheid process. 

VI.  SARAN 

Setelah menemukan isu hukum serta melakukan kajian 
sebagaimana permasalahan tersebut di atas, penulis memberikan 
rekomendasi bahwa perlu segera membuat pola penerapan hukum 
yang konvergensi karena dalam praktik ada banyak titik singgung 
tentang aspek logika hukum dan fakta hukum antara perbuatan 
melawan hukum dan wanprestasi. 
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Pemeriksaan Gugatan Baru Hasil 
Putusan Niet Ontvenkelijke Verklaad di 
Pengadilan Hubungan Industrial yang 
Secara Bersamaan Sedang Diperiksa di 

Mahkamah Agung
Nur Putri Hidayah

(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)

Abstrak 

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan 
hakim yang tetap memeriksa gugatan baru yang sebelumnya 
telah diputus niet onvankelijke verklaad di PHI dan secara 

bersamaan juga dilakukan kasasi di Mahkamah Agung, serta 
dmenganalisis regulasi terkait upaya hukum terhadap putusan niet 
ontvankelijke verklaad. Penulisan ini menggunakan metode hukum 
normative dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim tetap meneruskan 
perkara dengan nomor registrasi 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg, 
alih-alih menghentikannya, padahal terdapat perkara yang pada 
pokoknya sama, juga sedang dalam pemeriksaan tingkat Kasasi. 
Hasil menunjukan bahwa terdapat benturan penegakan tujuan 
hukum antara keadilan dan kepastian hukum. Hakim Ketua dan 
Hakim Anggota 2 memandang harus tetap melanjutkan pemeriksaan 
pokok perkara, karena memandang tergugat tidak memiliki itikad 
baik dan berupaya mengulur-ulur waktu penuntasan perkara, alih-
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alih menghentikannya dan memutus NO sebagaimana dissenting 
opinion oleh Hakim Anggota 1. Pertimbangan para hakim sudah 
tepat mengingat keadilan harus dikedepankan dibandingkan 
kepastian hukum. Selain itu, dalam putusannya, hakim juga 
menggali aspek-aspek non hukum sehingga putusan yang diberikan 
bersifat progressif. Adapun permasalahan ini sebenarnya terjadi 
karena adanya kekaburan hukum terkait upaya hukum putusan niet 
onvankelijke verklaad, dan sebaiknya diatur oleh Mahkamah Agung 
baik melalui Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung ataupun Surat Edaran Mahkamah Konstutusi.
Kata Kunci: Keadilan; Tujuan Hukum; Penghentian Perkara. 

Abstract 
The Examination Of A New Lawsuit Resulting From The Decision 
Of Niet Ontvenkelijke Verklaad In The Industrial Relations 
Court Is Simultaneously Being Examined In The Supreme Court 
(Study Of Decision Number 37/Pdt.Sus Phi/2017/Pn.Smg). This 
paper aims to analyze the judge’s consideration of continuing to examine 
new lawsuits that have previously been decided niet onvankelijke verklaad 
in PHI and simultaneously also carried out cassation in the Supreme 
Court, as well as analyzing regulations related to legal remedies against 
niet ontvankelijke verklaad decisions. This writing uses normative legal 
methods with a case approach and a conceptual approach. The results 
showed that the judge continued the case with registration number 37/
Pdt.Sus PHI/2017/PN.Smg, instead of stopping it, even though there was 
a case that was essentially the same, also under Cassation examination at 
the Supreme Court. The results show that there is a clash of enforcement 
of legal objectives between justice and legal certainty. The Chief Judge 
and Member Judge 2 considered that they should continue to examine the 
subject matter because they considered that the defendant did not have 
good faith and tried to delay the resolution of the case, instead of stopping 
it and deciding NO as dissenting opinion by Member Judge 1. The judges’ 
judgment is appropriate considering that justice must be prioritized over 
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legal certainty. In addition, in his decision, the judge also explored non-
legal aspects so that the decision given was progressive. This problem 
actually occurs because of legal vagueness related to legal remedies for 
the niet onvankelijke verklaad decision, and should be regulated by the 
Supreme Court either through Supreme Court Regulations or the Decree 
of the Chief Justice of the Supreme Court. 
Keyword: Justice; the purpose of the law; Termination of Lawsuit. 

A.  PENDAHULUAN 
I. Latar Belakang 

Putusan hakim adalah produk hukum penyelesaian sengketa 
yang harus memuat nilai-nillai tujuan hukum yaitu Keadilan, 
kepastian dan kemanfaatan (Endang Pratiwi et al., 2022; Hermawati 
& Yeni widowaty, 2018; Palsari, 2021). Permasalahannya, 
penegakan seluruh tujuan hukum dalam putusan pengadilan tidak 
mudah dilakukan (Palsari, 2021; K. Tan & Disemadi, 2022). Acap 
terjadi benturan antara keadilan dengan kepastian hukum, atau 
kemanfaatan dengan kepastian hukum. 

Kesulitan menerapkan seluruh tujuan hukum juga dapat 
dilihat pada Putusan hakim dengan nomor registrasi perkara 37/
Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg yang merupakan perkara perselisihan 
pemutusan hubungan kerja antara Siti Harini (Penggugat) dan 
PT Batik Dana Hadi (Tergugat). Kasus posisi berdasarkan gugatan 
penggugat adalah permohonan pemutusan hubungan kerja oleh 
penggugat, karena tergugat secara sepihak melakukan mutasi 
kepada penggugat tanpa musyawarah dan kesepakatan penggugatn 
maupun pihak serikat pekerja perusahaan. Adapun latar belakang 
perusahaan memutasi adalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 
SP 3 yang dikeluarkan karena tergugat menganggap penggugat 
menyalahgunakan kewenangan. Namun terhadap permasalahan 
ini, penggugat tidak diberikan hak jawab, selain itu penggugat juga 
tidak pernah menerima SP3 tersebut. Adapun Penggugat dalam 
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petitumnya meminta agar hubungan kerja antara penggfugat dan 
tergugat berakhir, membayarkan uang pesangaon, UPMK dan 
UPH sebagaimana anjuran mediator, mengeluarkan parklaring dan 
menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara. 

Dalam jawabannya, tergugat lantas mengajukan provisi, 
bantahan pada pokok perkara dan rekonvensi. Di dalam provisinya, 
tergugat menyatakan bahwa perkara nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/
PN.Smg adalah perkara yang sama dengan perkara No. 19/Pdt.
Sus PHI/2017/PN.Smg yang sebelumnya diputus NO dan belum 
mempunyai kekuatan hukum tetap karena dajukan permohonan 
kasasi oleh Tergugat kepada Mahkamah Agung masih dalam 
tenggang waktu yang ditentukan Pasal 110 Undang-Undang No. 2 
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
Oleh karena itu, tergugat meminta dalam perkara a-quo tuntutan 
provisi, yang bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim 
menyatakan perkara perselisihan hubungan industrial/PHK No. 
37/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smg tidak dapat dilanjutkan menunggu 
sampai putusan perkara perselisihan hubungan industrial/PHK No. 
19/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smg berkekuatan hukum tetap. 

Perkara nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg pada akhirnya 
putus dengan amar putusan menolak provisi yang diajukan tergugat. 
Maknanya, hakim tidak menghentikan perkara dan juga mengadili 
pokok perkara yang diajukan penggugat. Pada penelitian ini, penulis 
akan menganalisis pertimbangan hakim terhadap provisi tergugat 
yang meminta penghentian pemeriksaan perkara nomor 37/Pdt.
Sus-PHI/2017/PN.Smg, karena perkara sebelumnya dengan nomor 
19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg sedang dalam proses upaya hukum 
ditingkat kasasi. 

B. Rumusan Masalah 
1.  Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap 

provisi Tergugat yang pada intinya memohon 
dihentikan perkara yang pada pokoknya sama dan 
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sedang berlangsung upaya hukum di tingkat Kasasi, 
ditinjau dari tujuan hukum (Studi Putusan Nomor 37/
Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg)?

2.  Bagaimana aturan hukum terkait upaya yang dilakukan 
para pihak terhadap putusan niet ontvankelijke 
verklaad? 

C. Tujuan dan Kegunaan 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1.  Melakukan analisis pertimbangan hakim terhadap 

provisi Tergugat yang pada intinya memohon 
dihentikan perkara yang pada pokoknya sama dan 
sedang berlangsung upaya hukum di tingkat Kasasi, 
ditinjau dari tujuan hukum (Studi Putusan Nomor 37/
Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg)? 

2.  Melakukan analisis terhadap aturan hukum terkait 
upaya yang dilakukan para pihak terhadap putusan niet 
ontvankelijke verklaad? 

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah: 
1.  Untuk ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menjadi 

sumber rujukan dan bahan belajar bagi mahasiswa yang 
sedang menempuh Hukum Acara Perselisihan Hubungan 
Industrial; 

2.  Untuk penegak keadilan, diharapkan dapat menjadi 
bagian dari bahan hukum yang digunakan; 

3.  Untuk masyarakat, diharapkan dapat menjadi rujukan 
bahan hukum untuk menyelesaikan perkaranya.

D. Tinjauan Pustaka 

Putusan merupakan produk penyelesaian sengketa di 
pengadilan, yang diputus oleh hakim baik tunggal maupun majelis 
(Agung Laksono Kholid UIN Raden Intan Lampung et al., 2022; Li & 
Dissanaike, 2022). Putusan hakim harus mewujudkan tujuan hukum. 
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Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari keadilan, 
kemanfaatan, dan kepastian hukum (Nahak & Jember, 2023; Yakub 
Aiyub Kadir & Rizki, 2023). 

Aspek keadilan harus ditegakan agar masyarakat dapat 
mengakses haknya dengan baik. Aspek kepastian hukum ditegakan 
untuk menghindarkan masyarakat (terutama golongan marjinal) 
untuk terhindar dari kesewenang-wenangan para oknum penegak 
hukum. Adapun aspek kemanfaatan ditegakan agar terdapat 
manfaat pada pelaksanaan penegakan hukum bagi masyarakat 
(Palsari, 2021). 

Pada sebuah putusan, tujuan hukum disadari tidak selalu 
dapat ditegakan bersamaan sehingga ada unsur proporsionalitas 
di dalamnya. Oleh karena itu, menurut Gustav Radbruch dapat 
diterapkan prinsip prioritas. Adapun prioritasnya meliputi keadilan, 
dilanjutkan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum (Palsari, 
2021). 

Membahas tentang perkara yang sama sedang diperiksa di 2 
(dua) pengadilan berbeda, ketentuan penghentian perkara secara 
konkrit harus dilakukan untuk sebuah perkara yang diselesaikan 
melalui dua hukum acara yaitu acara perdata dan acara pidana. 
Dalam hal ini, maka perkara perdata harus lebih dahulu diselesaikan 
dan perkara pidana harus ditangguhan terlebih dahulu. Istilah yang 
dikenal adalah prejudicial geschill yang dijelaskan juga dalam Surat 
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 1980 (Amiruddin 
et al., 2021). Tetapi, hal tersebut berlaku untuk perkara perdata dan 
pidana yang secara bersamaan sedang diperiksa. 

B.  METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini 
adalah metode penelitian hukum normatif(Muhammad Syahrum, 
ST., 2022; D. Tan, 2021) sebagaimana yang penulis lakukan pada 
penelitian-penelitian terdahulu dan sejenis(Anggraeny & Hidayah, 
2021; Hidayah et al., 2021; Jobul et al., 2023). Adapun pendekatan 



ANALISIS PUTUSAN PERDATA234

P e m e r i k s a a n G u g a t a n B a r u H a s i l  P u t u s a n N i e t  O n t v e n k e l i j k e  Ve r k l a a d  d i  P e n g a d i l a n 
Hu b u n g a n I n d u s t r i a l  y a n g S e c a r a B e r s a m a a n S e d a n g D i p e r i k s a d i  M a h k a m a h A g u n g

09

yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan 
konseptual. Seluruh bahan hukum yang digunakan meliputi bahan 
hukum primer yang bersumber dari peraturan perundangan,dan 
bahan hukum sekunder yang bersumber dari artikel jurnal, buku, 
dll. 

C.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pertimbangan Hakim tetap Melanjutkan Pemeriksaan 
Pokok Perkara yang sedang Diajukan Kasasi 

Pada perkara sebelumnya (Nomor 19/ Pdt.Sus-PHI/2017/PN 
Smg), pada intinya hakim memenangkan pihak PT Batik Dana Hadi 
yang meminta agar gugatan Siti Harini tidak dapat diterima/NO. 
Sedangkan upaya kasasi, juga dilakukan oleh PT Batik Dana Hadi. 
Hakim memandang ini sesuatu yang tidak lazim bagi pihak yang 
dimenangkan lantas tetap mengajukan upaya hukum, walaupun 
hakim juga menyadari pengajuan kasasi adalah hak para pihak 
yang berperkara. Hakim memandang bahwa dalam hal ini tergugat 
tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan 
hubungan industrial ini. Lebih konkrit, hakim melihat ini sebagai 
upaya mengulur waktu bahkan berupaya menghentikan perkara 
aquo, karena pengajuan kasasi dilakukan saat Siti Hartini sebagai 
penggugat mengajukan gugatan baru. 

Hal lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah mustahil 
jika dilakukan kasasi untuk pemeriksaan pokok perkara, mengingat 
Mahkamah Agung adalah judex juris, sedangkan perkara Nomor 
19/ Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smg belum pernah diperiksa materi 
pokok perkara. Oleh karena itu, dengan berpegangan pada asas 
peradilan yang cepat, murah, adil dan bermanfaat, maka provisi 
tergugat tidak dikabulkan dan perkara 37/Pdt.Sus- PHI/2017/
PN.Smg, tetap dilanjutkan untuk diperiksa, diadili dan diputus 
oleh majelis hakim. 
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Disenting Opinion 
Perkara ini tidak diputus dengan bulat, bermakna terdapat 

salah satu hakim yang memiliki pandangan berbeda terkait perkara 
ini. Hakim Anggota 1 (satu) dalam disentingnya berpendapat bahwa 
gugatan cacat formil dan premature karena perkara ini merupakan 
gugatan ulang dari perkara sebelumnya yaitu perkara nomor 19/ 
Pdt.Sus PHI/2017/PN Smg yang saat ini masih diperiksa ditingkat 
kasasi. Selain itu, guna menghindari terjadinya 2 (dua) Putusan 
yang berbeda dengan subyek dan obyek yang sama guna mencegah 
timbulnya pertentangan Putusan terhadap perkara yang sama. 
Oleh karena itu, hakim anggota 1 berpendapat provisi dalam surat 
jawaban harus dikabulkan dan gugatan penggugat diputus tidak 
diterima/NO. 

Pendaftar, Waktu Pendaftaran dan Waktu Putusan 
Perkara 

Untuk membuktikan pertimbangan hakim terkait Tergugat 
yang tidak memiliki itikad baik, maka harus dilakukan identifikasi 
terhadap pendaftar perkara, waktu pendaftaran dan waktu putusan 
perkara. Pertama-tama, Perkara PHI yang sedang dianalisis dengan 
nomor registrasi perkara 19/ Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smg ini 
didaftarkan oleh Siti Harini pada tanggal 30 Mei 2017 dan putusan 
dibacakan pada 12 September 2017 dengan putusan gugatan tidak 
diterima/NO. Selanjutnya, terhadap gugatan yang sama, diajukan 
Kembali oleh Siti Hartini dengan nomor registrasi 37/Pdt.Sus 
PHI/2017/PN Smg didaftarkan pada tanggal 28 September dan 
putusan dibacakan pada 18 Desember 2017. Terakhir, Terhadap 
putusan perkara nomor 19/ Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smg, oleh PT 
Batik Dana Hadi didaftarkan permohonan kasasinya pada tanggal 
10 Oktober setelah sebelumnya memutuskan untuk mengajukan 
kasasi pada 28 September 2017, dan kasasi putus pada tanggal 7 
Maret 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah 
ini:
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Nomor 
Perkara

Penggugat Tanggal 
Pendaftaran

Putusan 
Dibacakan

19/ Pdt.Sus-
PHI/2017/PN 
Smg

Siti Harini 30-May-17 12-Sep-17

37/Pdt.Sus- 
PHI/2017/
PN.Smg

Siti Harini 28-Sep-17 18-Dec-17

113 K/Pdt.
Sus-PHI/2018

PT Batik 
Dana Hadi

10-Oct-17 07-Mar-18

Table 1. Data Nomor Perkara, Pendaftar, Tanggal Waktu 
Pendaftaran dan Putusan

2 (dua) yang pada pokoknya sama akhirnya diputus (waktu 
putusan lihat tabel di atas). Adapun amar putusan hakim pada 2 
perkara tersebut, penulis tuangkan dalam tabel di bawah ini:

Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg VS Putusan 
Nomor 113 K/Pdt.Sus- PHI/2018

Table 2 Putusan Nomor 37/Pdt-sus-PHI/2017/PN.Smn VS 
Putusan Nomor 113 K/Pdt.sus-PHI/2018

Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-
PHI/2017/PN.Smg

Putusan Nomor 113 K/
Pdt.Sus-PHI/2018

Dalam Provisi: Menolak Provisi 
Tergugat unt seluruhnya;

Mengabulkan permohonan 
kasasi dari Pemohon Kasasi: 
PT. BATIK
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Dalam Pokok Perkara: 
Mengabulkan gugatan Penggugat 
untuk sebagian;
Menyatakan Surat Mutasi No. 795/
DH- HRD/JKT/II/2017 tanggal 
22 Februari 2017 yang ditebitkan 
Tergugat kepada Penggugat adalah 
tidak sah dan batal demi hukum;
Menyatakan Hubungan kerja 
antara Penggugat dengan Tergugat 
putus dan berakhir sejak tanggal 30 
Maret 2017;
Menghukum Tergugat untuk 
membayar uang pesangon, uang 
penghargaan masa kerja dan uang 
penggantian hak kepada Penggugat 
sebesar Rp Rp.133.623.100,- 
(seratus tiga puluh tiga juta enam 
ratus dua puluh tiga ribu seratus 
rupiah);
Memerintahkan Tergugat untuk 
mengeluarkan Surat Referensi 
Kerja/ Paklaring Penggugat;
Menolak gugatan Penggugat selain 
dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi: Menolak 
gugatan Penggugat Rekonpensi 
untuk seluruhnya
Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 
Biaya yang timbul dalam perkara 
ini sebesar Rp 276.000,00 (dua 
ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) 
dibebankan kepada Negara

DANAR HADI, tersebut;
Membatalkan putusan 
Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan 
Negeri Semarang Nomor 19/
Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smg   
tanggal   12
September 2017;
Dalam eksepsi: Menolak 
eksepsi tergugat
Dalam Pokok Perkara: 
Menolak gugatan penggugat 
untuk seluruhnya
Mengadili sendiri: 
Mengabulkan gugatan 
Penggugat Rekonvensi dalam 
tuntutan subsidair;
Menyatakan Surat 
Keputusan Mutasi Nomor  
795/DH-  HRD/JKT/II/2017
tanggal 22 Februari 2017 sah 
dan mengikat;
Menghukum Tergugat 
Rekonvensi (Pekerja) untuk 
melaksanakan mutasi 
selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari sejak putusan 
ini diterima Tergugat 
Rekonvensi;
Menolak gugatan Penggugat 
Rekonvensi untuk selain dan 
selebihnya;
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Sebagaimana analisis yang dituangkan dalam pertimbangan 
Hakim Anggota 1 yang melakukan dissenting opinion, ternyata 
putusan 2 pengadilan ini saling bertolak belakang. Putusan Nomor 
37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg pada intinya mengabulkan gugatan 
penggugat, sedangkan Putusan Nomor 113 K/Pdt.Sus-PHI/2018 
menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 

Adapun perkara yang lebih dahulu putusan adalah Nomor 
37/Pdt.Sus PHI/2017/PN.Smg pada , sedangkan kasasi putus di 
tanggal 7 Maret 2018. Artinya, para pihak telah terlebih dahulu 
melaksanakan putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg pada, 
dengan akibat hukum putus hubungan kerja antara penggugat dan 
tergugat. 

Analisis Pertimbangan Hakim 

Putusan yang didasarkan rasa keadilan akan menghasilkan 
putusan yang dilandasi prinsip moral dan etika (Palsari, 2021). 
Landasan moral dan etika berperan penting dalam menjaga integritas 
system peradilan dan memastikan keadilan eksis dan selaras dengan 
nilai-nilai di masyarakat. Jadi, dimensi keadilan sangat luas, tidak 
hanya bermakna pemenuhan hak masyarakat namun juga menjaga 
integritas peradilan di Indonesia. 

Adapun pertimbangan hakim untuk terus meneruskan 
pemeriksaan pokok perkara dan menolak gugatan provisi tergugat, 
jika didasarkan pada prinsip prioritas yang mengedepankan keadilan, 
maka putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg merupakan 
putusan yang tepat. Pertama, penilaian hakim didasarkan pada 
itikad tidak baik tergugat yang berusaha mengulur penuntasan 
perkara dengan cara mengajukan kasasi setelah gugatan didaftarkan 
ulang oleh penggugat. Artinya hakim menilai bahwa tergugat ingin 
menghalang-halangi terpenuhinya hak penggugat untuk menuntut 
haknya di PHI. Terlebih jika mengingat penuntasan perkara 
ditingkat kasasi biasanya berlangsung lebih lama karena banyaknya 
perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. 
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Kedua, hakim menimbang bahwa tidak seharusnya Mahkamah 
Agung memeriksa perkara tersebut disebabkan putusan niet 
onvankelijke verklaad bermakna bahwa pokok perkara tersebut belum 
diperiksa dan diadili. Padahal, peran hakim Mahkamah Agung adalah 
sebagai judex juries, bukan judex factie sebagaimana Pengadilan 
Negeri dan Pengadilan Tinggi (Sasongko & Wasahua, 2021). Analisis 
penulis, Hakim dalam hal ini menginginkan fakta persidangan 
memang seharusnya diperiksa pada pengadilan tingkat pertama, 
sebagaimana peran hakim di tingkatan peradilan. 

Benturan tujuan hukum dalam kasus ini adalah benturan 
antara keadilan dan kepastian hukum. Dalam dissenting opinion, 
Hakim Anggota 1 mengabulkan provisi tergugat dengan alasan 
pertama karena tergugat mengajukan kasasi masih dalam tenggat 
waktu yang seharusnya (berdasarkan UU No. 2/2004). Namun harus 
diperhatikan bahwa bukan berarti pengajuan gugatan kembali oleh 
pengguat cacat formil/tidak sah di mata hukum. Hingga saat ini, 
belum ada ketentuan hukum yang mengatur tentang kapan suatu 
gugatan yang sebelumnya telah diputus NO dapat diajukan kembali ke 
pengadilan. Terutama jika disandingkan dengan status berkekuatan 
hukum tetap sebuah perkara yang diputus niet ontvankelijke 
verklaad. Artinya gugatan yang diajukan sah di mata hukum, baik 
dilakukan sebelum maupun sesudah putusan berkekuatan hukum 
tetap. Bahkan, tidak ada pengaturan tenggat waktu yang bermakna 
gugatan ulang dapat dilakukan kapan saja hingga kurun waktu tidak 
terbatas. 

Kedua, perihal hasil putusan yang ternyata bertentangan, 
disinilah pentingnya hakim secara aktif menggali hal-hal terkait 
perkara yang sedang berlangsung, alih-alih hanya melihat pada sisi 
hukum formal semata. Penulis paham bahwa mengajukan kasasi 
adalah hak para pihak, tidak peduli menang-kalah. Namun, alangkah 
sangat baiknya jika hakim mampu mencermati aspek materiil 
termasuk itikad para pihak terutama maksud terselubung dalam 
suatu perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat manapun, agar 
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Pengadilan tidak menjadi tempat bagi orang-orang yang beritikad 
tidak baik untuk melegalkan maksud tujuannya. 

Saat kedua putusan (37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg dan 113 
K/Pdt.Sus-PHI/2018) ditelaah lebih dalam petitum yang diajukan 
para pihak (Pekerja dan Pengusaha), maka sebenarnya keduanya 
memiliki kesamaan petitium, yaitu sama-sama ingin putus hubungan 
kerja. Perbedaannya pada penentuan jumlah kompensasi (pesangon, 
upah penghargaan masa kerja, penggantian hak, dll). Namun, pada 
putusan nomor 113 K/Pdt.Sus-PHI/2018, hakim dengan dasar 
petitum para pihak “Memohon putusan yang seadil-adilnya” justru 
memutus yang berbeda dengan apa yang diinginkan para pihak. 
Hakim tidak memutus hubungan kerja diantara keduanya, bahkan 
memerintahkan termohon kasasi untuk melaksanakan mutasi ke 
makassar selambatnya 30 hari sejak putusan kasasi diterima oleh 
termohon kasasi. 

Putusan 113 K/Pdt.Sus-PHI/2018 terkait mutasi di atas 
bertolak belakang dengan putusan 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg. 
Penulis mengapresiasi Langkah Hakim PHI melakukan penggalian 
terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat, terkait peran seorang 
istri sekaligus ibu yang melekat satu kesatuan dengan diri pekerja 
perempuan. Selain itu hakim juga menjunjung tinggi kebebasan 
berserikat pekerja. Berserikat terutama dalam satu perusahaan 
sangatlah penting untuk menyeimbangkan posisi tawar yang tidak 
sesuai antara pekerja dengan pengusaha. Kedua hal ini menjadi 
bagian dari dasar pertimbangan hakim dalam memutus batal demi 
hukum surat mutasi yang dibuat oleh tergugat. 

Padahal harus diingat, bahwa dalam sengketa keperdataan, 
yang dikedepankan adalah win-win solution bagi kedua belah pihak 
yang bersengketa. Apalagi jika terdapat kesamaan tuntutan antara 
para pihak. 

Harus diingat bahwa hakim adalah manusia yang dibekali 
dengan akal dan naluri/hati. Artinya, jika memaksakan kepastian 
hukum tanpa disertai keaktifan dalam menggali fakta dan hal lain 



ANALISIS PUTUSAN PERDATA 241

Nur Putri Hidayah

yang tidak secara eksplisit di persidangan, maka hakim tidak ubahnya 
robot. Bahkan robot bisa lebih baik dari hakim, sebagaimana yang 
sedang di gagas di Estonia dan Beijing (Briony Harris, 2017; VICTOR 
TANGERMANN, 2019). Hal ini tidak berlebihan karena robot 
dengan bantuan Artificial Intelegence (AI) dapat dilatih menjadi 
sangat cerdas dan objektif, tidak memiliki hasrat yang mengarah ke 
sifat dan sikap koruptif. 

Radburch menyatakan bahwa hukum adalah pengemban 
keadilan(Khoiriyah et al., 2023). Keadilan yang nyata disini adalah 
adanya pihak pekerja yang berusaha mendapatkan hak nya secara sah 
melawan pengusaha yang telah menang di pengadilan tingkat pertama 
dan masih mengajukan kasasi begitu mengetahui pihak pekerja 
kembali mengajukan gugatan yang sama. Alih-alih menghentikan 
jalannya pemeriksaan pokok perkara, maka demi keadilan, lebih baik 
untuk terus mengadili dengan objektif berlandaskan nilai moral dan 
etika. 

Aturan Upaya Hukum Niet Ontvankelijke Verklaad 

Adapun permasalahan utama dari adanya ketidak pastian 
hukum pada 2 perkara di atas adalah tidak adanya ketentuan yang 
secara konkrit membahas tentang prosedur hukum yang dapat 
dilakukan oleh para pihak terhadap putusan niet ontvankelijke 
verklaad. Makna lainnya adalah adanya kekaburan hukum. 

Selama ini yang dipahami, putusan NO dapat diajukan kembali 
ke pengadilan atau melakukan upaya hukum banding(Gusti et al., 
2020; Makalew et al., 2023). Tidak ada pula pengaturan terkait 
tenggat waktu pengajuan dan kaitannya dengan kekuatan hukum 
putusan sebelumnya. Apakah gugatan didaftarkan setelah putusan 
NO berkekuatan hukum tetap, ataukan tidak. Maka,solusi terhadap 
kekaburan hukum adalah membuat produk hukum prosedur upaya 
hukum NO. 

Ketentuan itu pada dasarnya bisa saja diletakan pada UU 
No. 2/2004 karena secara konkrit merupakan dasar hukum acara 
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peradilan hubungan industrial. Namun, untuk ditingkat undang-
undang, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan hingga 
pengesahan akan memakan waktu yang lama.

Maka penulis berpikir, mengingat ketentuan ini hanya akan 
digunakan di lingkungan Mahkamah Agung maupun pengadilan di 
bawahnya, maka dapat disusun dalam sebuah Peraturan Mahkamah 
Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau Surat 
Edaran Ketua Mahkamah Agung (Asyura et al., 2019; Satory et 
al., 2020). Peraturan Mahkamah Agung dapat dijadikan produk 
hukum pengaturan, mengingat sifatnya yang umum, normative, 
berlaku untuk semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. 
Adapun contoh Peraturan Mahkamah Agung yang sudah ada 
adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Mediasi. Adapun Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung bersifat 
khusus dan konkrit. Surat Keputusan dikeluarkan untuk mengatur 
hal-hal yang spesifik, seperti hal-hal yang bersifat administrative, 
operasional maupun pengelolaan Mahkamah Agung. Sedangkan 
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung bersifat arahan/petunjuk 
teknis terkait pelaksanaan tugas ataupun fungsi peradilan di 
lingkungan Mahkamah Konsitusi dan pengadilan di bawahnya. 

D.  KESIMPULAN 

Jika tujuan hukum tidak dapat ditegakan secara keseluruhan, 
maka berdasarkan prinsip prioritas, keadilan adalah yang utama 
dan diikuti oleh kemanfaatan dan kepastian hukum. Permasalahan 
hukum terkait penolakan provisi tergugat pada perkara nomor 
37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg menyebabkan pokok perkara 
tetap diperiksa oleh hakim dan diputus. Padahal disisi lain, upaya 
hukum kasasi yang dilakukan tergugat terhadap pokok perkara 
yang sama juga tetap berjalan dan diputus nomor 113 K/Pdt.Sus-
PHI/2018. Langkah hakim PHI menolak provisi dan meneruskan 
pemeriksaan perkara sudah sangat benar dan berkeadilan, dibanding 
mengedepankan kepastian hukum karena akan adanya putusan 
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yang bertolak belakang. Lebih jauh, permasalahan yang sama dapat 
dicegah jika kekaburan hukum terkait prosedur upaya hukum 
putusan niet ontvankelijke verklaad disusun setidaknya ditingkat 
Mahkamah Agung.

E.  SARAN 

Mahkamah Agung diharapkan dapat menyusun produk hukum 
baik berupa Peraturan Mahkamah Agung, atau Surat Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung, ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung, 
yang berisi pedoman konrit perihal pengajuan kembali gugatan yang 
sebelumnya telah diputus NO, terutama pada bagian tenggat waktu 
pengajuan gugatan. 
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Abstrak

Melalui studi kasus gugatn Etika Waty R. artikel ini membahas 
pertentangan antara pihak-pihak terlibat, seperti Tuniyati, 
Samudi, Megawati, Mugiarta, dan Een Cholik, dan 

memperlihatkan perbedaan pandangan di kalangan penegak hukum, 
artikel ini merupakan berdasarkan penelitian kepustakaan yang 
bersifat yuridis-normatif dengan sumber bahan hukum primer berupa 
Putusan Pengadilan Negeri Lumbuk Linggau No 9/Pdt.G/2022/PN 
Llg, artikel ini memberikan gambaran umum tentang hukum waris, 
perbuatan melawan hukum, dan teori keadilan oleh John Rawls serta 
teori kepastian hukum Jan Michiel Otto. Diskusi juga memaparkan 
pertimbangan hakim yang menolak gugatan berdasarkan cacat 
hukum dalam akta hibah, Penelitian menyoroti implikasi kepastian 
hukum, merespons dissenting opinion, dan menekankan peran bukti 
hukum dalam mencapai keadilan, jurnal ini menggarisbawahi urgensi 
pertimbangan hakim dan bukti hukum dari aspek kepastian hukum 
dan keadilan dalam konteks peradilan.
Kata kunci : Putusan Pengadilan Negeri Lumbuk Linggau No 
9/Pdt.G/2022/PN Llg, Waris, perbuatan melawan hukum
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Abstract 
Perspectives on Justice and Legal Certainty Judge’s Legal 
Considerations in Second Class Inheritance Cases Analysis of 
the Lumbuk Linggau District Court Decision. Through a case 
study of the Waty R. Ethics lawsuit, this article discusses the conflict 
between the parties involved, such as Tuniyati, Samudi, Megawati, 
Mugiarta, and Een Cholik, and shows the differences in views among law 
enforcers. This article is based on juridical literature research- normative 
with primary legal source material in the form of the Lumbuk Linggau 
District Court Decision No 9/Pdt.G/2022/PN Llg, this article provides 
a general overview of inheritance law, unlawful acts, and the theory of 
justice by John Rawls and the theory of legal certainty by Jan Michiel 
Otto . The discussion also explains the considerations of judges who reject 
lawsuits based on legal defects in grant deeds. The research highlights 
the implications of legal certainty, responds to dissenting opinions, and 
emphasizes the role of legal evidence in achieving justice. This journal 
underlines the urgency of judges’ considerations and legal evidence from 
the aspects of legal certainty and justice in judicial context.
Keywords: Lumbuk Linggau District Court Decision No 9/
Pdt.G/2022/PN Llg, Inheritance, unlawful act.

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

  Penegakan hukum adalah suatu proses untuk menggabungkan 
ide, nilai, dan cita-cita yang abstrak menjadi tujuan konkret yang 
mencakup prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran (Satjipto Raharjo, 
2009; 1). Adanya perbedaan pendapat di kalangan penegak hukum 
tentang jenis perbuatan melawan hukum adalah masalah yang sering 
terjadi dalam proses peradilan, yang pada akhirnya menyebabkan 
lembaga peradilan membuat keputusan yang kontroversial. 

  Putusan perkara dengan gugatan perbuatan melawan hukum 
atas penguasaan tanah dan bangunan, dengan pihak penggugat adalah 
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Etika Waty R, pemegang Seripikat Hak Milik Nomor : 293/2018 yang 
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, surat 
ukur nomor : 293/2018 tetanggal 26 Maret 2018, lawan para tergugat 
yang antara lain Tuniyati, Samudi, Megawati, Mugiarta, dan Een Cholik 
yang bertempat tinggal pada objek sengketa berupa lahan pekarangan 
seluas 1,260 M2 (seribu duaratus enam puluh meter persegi) diatasnya 
berdiri rumah, terletak di jalan Maluku, Nomor: 426 Rt 7 Rw 03 
Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Timur II Kota Lubuklinggau perlu 
dikaji apakah merupakan salah satu putusan yang kontroversial.

  Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan 
undang-undang, tetapi juga melanggar hak orang lain dan melanggar 
kesusilaan, kepantasan, dan kepatutan. Selain itu, pelanggaran 
hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan norma hukum yang 
dimaksudkan untuk mengontrol atau mengatur perilaku dalam 
bermasyarakat, memiliki tanggung jawab atas kerugian yang 
disebabkan oleh interaksi sosial, dan mengganti kerugian korban 
dengan nilai yang tepat (Rini Dameria dkk , 2017; 2).

  Pewarisan merupakan suatu pemindahan harta dari individu 
yang telah wafat kepada ahli waris untuk dimanfaatkan oleh ahli 
waris guna peningkatan kesejahteraan (Dian Anisya dkk, 2022; 205), 
dan kita mengenal adanya dua dasar untuk mewaris yaitu ab intestato 
berdasar undang undang dan testamentair berdasar wasiat, serta di 
Indonesia kita mengenal tiga jenis hukum waris yaitu hukum waris 
adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata.

  Syarat terjadinya pewarisan ada tiga yang pertama ada yang 
meninggal dalam kasus ini adalah Almarhum Atmo Sanjoyo bin 
Potro Sumitra dan Almarhumah Rukimen binti Subradono yang 
merupakan suami istri dan tidak memiliki anak, yang kedua adalah 
adanya ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang mempunyai 
hubungan mewaris dengan pewaris, dalam kasus ini adalah Drs 
Soedjono saudara dari Almarhumah Rukimen binti Subradono 
(dari pihak istri) dan bapak Ratto berserta dua saudaranya yang 
merupakan saudara dari Almarhum Atmo Sanjoyo bin Potro Sumitra 
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(dari pihak suami), yang ketiga adalah adanya harta waris dalam hal 
ini adalah objek sengketa berupa lahan pekarangan seluas 1,260 M2 
(seribu dua ratus enam puluh meter persegi).

  Dalam kasus ini yang berperkara adalah keturunan dari ahli 
waris adalah Etika Waty R, pemegang Seripikat Hak Milik Nomor : 
293/2018 yang diperoleh melalui penetapan ahli waris oleh Pengadilan 
Agama Lubuklinggau Nomor : 04/Pdt.P/201/PA.LLG, tahun 2017 
dan akta hibah nomor : 60/2018 yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma 
SH selaku PPAT, melawan Tuniyati, Samudi, Megawati, Mugiarta, dan 
Een Cholik yang bertempat tinggal pada objek sengketa. 

  Putusan Hakim pada kasus ini hakim menolak gugatan 
penggugat secara seluruhnya karena penggugat tidak dapat 
membuktikan kepemilikan objek sengketa, dengan dissenting 
opinion oleh hakim anggota yang mengabulkan sebagian gugatan 
penggugat khususnya tentang hak atas objek sengketa.

  Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan 
penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan 
sumber bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri 
Lumbuk Linggau No 9/Pdt.G/2022/PN Llg.

B. Rumusan Masalah

1.   Bagaimana pertimbangan hukum hakim ditinjau dari 
aspek kepastian hukum dan keadilan? 

2.   Bagaimana dissenting opinion hakim anggota ditinjau 
dari aspek kepastian hukum dan keadilan?

II.  TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjuan Umum tentang Waris

  Hukum waris adalah suatu peraturan yang mengatur mengenai 
prosedur perpindahan hak dari generasi sebelumnya ke generasi 
selanjutnya, Peraturan yang membahas tentang suatu peninggalan 
yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya karena meninggal dunia 
dan berupa kekayaan, serta memunculkan suatu perpindahan hak 
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milik ke orang yang di percayakan oleh pemilik sebelumnya (Ni Luh 
Gede Swarni dkk, 2020; 150). 

  Pengertian dari hukum waris biasanya berdasarkan hubungan 
keluarga dari pemilik sebelumnya ataupun pihak ketiga. Akan 
tetapi banyaknya pengertian dari hukum waris membuat para ahli 
sependapat jika hukum waris ialah peraturan yang mengatur cara 
dan proses perpindahan kekayaan dari pewaris kepada ahli waris 
atau para ahli warisannya (Ni Luh Gede Swarni dkk, 2020; 150). 

  Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal 3 asas 
ahli waris. Asas yang pertama yaitu asas pribadi, bahwa ahli waris itu 
perorangan. kedua, asas bilateral yaitu asas yang mengatur bahwa 
ahli waris akan memperoleh harta warisan sesuai dengan silsilah dari 
pihak laki-laki maupun dari silsilah pihak perempuan, begitu pula 
dengan pewarisnya dapat sesuai silsilah dari laki-laki atau silsilah 
dari perempuan. ketiga adalah asas penderajatan, maksudnya adalah 
penerima harta warisan ialah orang atau ahli waris yang memiliki 
kekerabatan lebih akrab bersama si pewaris (Dian Anisya dkk, 2022; 
206).

  Pada pasal 832 KUHPerdata, ahli waris yang ditetapkanoleh 
Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang 
sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika 
meninggal dunia. 

  Dalam hukum perdata, ahli waris dibedakan menjadi 4 
golongan yang antara lain : 

1.   Golongan I, ahli waris yang juga termasuk anak-anak 
garis lurus ke bawah, anak luar kawin, suami atau istri, 
anak yang diakui sah, anak angkat yang diangkat karena 
penetapan pengadilan dan disahkan sebagai anak sah. 

2.   Golongan II, ahli waris meliputi ayah dan ibu yang 
mengikuti keturunan garis lurus keatas serta saudara 
laki-laki dan perempuan. 

3.   Golongan III, ahli waris meliputi nenek dan kakek 
keturunan garis lurus keatas. 
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4.   Golongan IV, ahli waris meliputi saudara dari kedua 
orang tua pewaris atau golongan III dan golongan IV. 

Ahli waris testamenter adalah ahli waris berdasar wasiat yang 
diberikan oleh pewaris sebelum meninggal. 

B. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum 

  Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) adalah suatu 
ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Berdasarkan 
Pasal 1365 KUHPerdata, maka terdapat lima unsur perbuatan 
melawan hukum, yakni: 1. Adanya suatu perbuatan; 2. Perbuatan itu 
melawan hukum; 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya 
kerugian bagi korban; dan 5. Adanya hubungan kausal antara 
perbuatan dengan kerugian (Dian Anggreina Kamagi, 2018; 68). 

  Mengacu pada ketentuan Pasal 1352 dan Pasal 1353 KUH 
Perdata, Perikatan yang dilahirkan dari UU meliputi perikatan yang 
timbul dari UU saja dan perikatan yang timbul dari UU sebagai akibat 
dari perbuatan orang. Perikatan yang dilahirkan dari UU sebagai akibat 
dari perbuatan orang mencakup perikatan yang terbit dari perbuatan 
halal dan perikatan yang terbit dari PMH.Karenanya PMH menerbitkan 
perikatan bagi: (i) pihak yang dirugikan, yaitu hak untuk menuntut 
pihak yang merugikan; dan (ii) pihak yang merugikan, yakni kewajiban 
untuk memenuhi tuntutan dimaksud (Parade Sitorus, 2021; 974). 

C. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hukum Hakim 
dalam Putusan 
  Mengacu pada pendapat Utrecht, jika undang-undang tidak 

menyebut suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif 
sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim 
harus bertindak untuk menentukan mana yang merupakan hukum 
mana yang tidak, sekali pun undang-undang tidak mencantumkan. 
Tindakan hakim inilah yang dinamakan sebagai pembentuk hukum 
(Dian Anggreina Kamagi, 2018; 58). 

  Pertimbangan hakim adalah salah saru aspek terpenting 
dalam menentukan terwujudnya nilai dari dari putusan hakim 
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yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung 
kepastian hukum, juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 
bersangkutan sehingga pertimbangan hukum waris dapat dicermati, 
teliti, dan diperhatikan. Apabila pertimbangan hakim tidak dicermati, 
teliti, dan diperhatikan maka putusan hakim yang berasal dari 
pertimbangan hakim tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. 

  Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan 
pengadilan perlu didasari oleh teori dan hasil penelitian yang saling 
berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam tataran 
teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum 
kehakiman, di mana hakim merupakan penegak hukum tertinggi 
dalam memutuskan perkara untuk mencapai kepastian hukum. 

  Pertimbangan hakim adalah alasan untuk menentukan nilai 
dari suatu putusan pengadilan, yang diketahui oleh para pihak 
yang berperkara dan hakim memeriksa putusan tersebut dalam 
pemeriksaan. 

D. Tinjauan Umum tentang Hibah 

  Hibah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak 
kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Ada beberapa 
bentuk perbuatan hukum pemindahan hak selain dilakukan dengan 
cara hibah, diantaranya jual beli, tukar menukar, pemberian menurut 
adat, pemasukan dalam perusahaan (inbreng) dan hibah wasiat 
(legaat). Pemindahan hak dilakukan pada waktu pemegang haknya 
masih hidup dan merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai, 
kecuali hibah wasiat (Suisno, 2017; 17).

III.  PEMBAHASAN 
A. Pertimbangan hukum hakim ditinjau dari aspek 

kepastian hukum dan keadilan 

  Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumbuk Linggau No 9/
Pdt.G/2022/PN Llg pertimbangan hukum hakim meliputi: 
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1. Bahwa penggugat mendalilkan sebagai pemilik objek 
sengketa dengan bukti Seripikat Hak Milik Nomor: 
293/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Kota Lubuklinggau, surat ukur nomor : 
293/2018 tetanggal 26 Maret 2018. 

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik diterbitkan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau atas dasar Akta 
Hibah 60/2018 yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma 
SH selaku PPAT. 

3. Bahwa Akta Hibah yang diterbitkan dengan bentuk 
tidak sesuai dengan Undang Undang menjadikan akta 
tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat karena bertentangan dengan 
peraturan perundang undangan yang berlaku. 

4. Bahwa Akta Hibah tersebut mengandung cacat 
hukum maka segala sesuatu yang ditimbukan oleh 
diterbitkannya akta tersebut menjadi cacat hukum juga 
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

5. Bahwa Seripikat Hak Milik Nomor: 293/2018 yang 
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Lubuklinggau diterbitkan atas dasar Akta Hibah 
tersebut menjadi cacat hukum dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat. 

  Berdasarkan pertimbangan diatas maka hakim menolak 
gugatan penggugat secara seluruhnya karena penggugat tidak dapat 
membuktikan kepemilikan objek sengketa, sehingga tidak ada 
perbuatan melawan hukum yang bisa digugatkan. 

  Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) adalah 
suatu ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang 
artinya bahwa perbuatan itu dilakukan pada objek orang yang 
mendakwakan terjadinya perbuatan melawan hukum, dalam kasus 
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ini adalah penggugat, dengan mendalilkan sebagai pemilik objek 
sengketa dengan bukti Seripikat Hak Milik Nomor: 293/2018 yang 
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, 
surat ukur nomor : 293/2018 tetanggal 26 Maret 2018. 

  Dalam Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 20 dikatakan bahwasannya “Hak 
Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah”, yang artinya Hak milik adalah hak 
kebendaan yang haknya mengikuti orangnya dan bersifat mutlak, 

  Sertipikat Hak Milik diterbitkan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Kota Lubuklinggau atas dasar Akta Hibah 60/2018 yang 
dibuat oleh Notaris Ida Kesuma SH selaku PPAT, Akta Hibah yang 
diterbitkan dengan bentuk tidak sesuai dengan Undang Undang 
menjadikan akta tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat karena bertentangan dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

  Pasal 165 HIR ditentukan, bahwa akta otentik merupakan 
sebagai bukti yang cukup terhadap kedua belah pihak, sekalian para 
ahli waris serta mana orang yang mendapat hak daripadanya, tentang 
apa yang tersebut didalamnya perihal pokok soal dan juga tentang 
apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila hal yang 
disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok 
soal tersebut (Widya Anggraeni, 2006; 43-47). 

  Akta hibah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna 
terhadap para pihak atau kedua belah pihak serta sekalian ahli waris 
dan sekalian dari orang yang memperoleh hak daripadanya tentang 
hal yang dimuat pada kta tersebut. Akta Otentik sebagai bukti 
yang bersifat mengikat dimana kebenaran atas hal yang tercantum 
didalam akta haruslah mendapat pengakuan dari hakim, yakni 
kebenaran akta dianggap benar selama mengenai kebenarannya tidak 
dibuktikan dengan sebaliknya oleh pihak lain. kekuatan pembuktian 
atas akta terhadap pihak ketiga adalah bebas, dimana bebas terhadap 
pihak ketiga, oleh karena kebenaran atas isi akta tersebut diserahkan 
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terhadap penilaian dari seorang hakim, jika kemudian dapat 
dibuktikan sebaliknya (Herlien Budiono, 2012; 364). 

  Dalam kasus ini untuk menilai keabsahan akta hibah maka 
perlu diketahuai terlebih dahulu ahli waris dari harta pewaris, Hibah 
merupakan perbuatan hukum pemindahan hak kepemilikan yang 
sengaja dialihkan kepada pihak lain. Ada beberapa bentuk perbuatan 
hukum pemindahan hak selain dilakukan dengan cara hibah, 
diantaranya jual beli, tukar menukar, pemberian menurut adat, 
pemasukan dalam perusahaan (inbreng) dan hibah wasiat (legaat). 
Pemindahan hak dilakukan pada waktu pemegang haknya masih 
hidup dan merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali 
hibah wasiat (Suisno, 2017; 17). 

  Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal 3 asas 
ahli waris. Asas yang pertama yaitu asas pribadi, bahwa ahli waris itu 
perorangan. kedua, asas bilateral yaitu asas yang mengatur bahwa 
ahli waris akan memperoleh harta warisan sesuai dengan silsilah dari 
pihak laki-laki maupun dari silsilah pihak perempuan, begitu pula 
dengan pewarisnya dapat sesuai silsilah dari laki-laki atau silsilah 
dari perempuan. ketiga adalah asas penderajatan, maksudnya adalah 
penerima harta warisan ialah orang atau ahli waris yang memiliki 
kekerabatan lebih akrab bersama si pewaris (Dian Anisya dkk, 2022; 
206). 

  Dalam kasus ini ada ahli waris dari silsilah laki laki dan 
silsilah perempuan yakni saudara dari pewaris laki laki dan saudara 
dari pewaris wanita, sementara akta Hibah yang menjadi dasar 
dibuatnya sertipikat hak milik adalah akta hibah yang berasal dari 
saudara penggugat (saudara dari pewaris laki laki) tanpa melibatkan 
saudara dari pewaris wanita (tergugat), sehingga dikatakan hakim 
dalam pertimbangan hukumnya bahwa sertipikat hibah tersebut 
bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

  Akta Hibah yang mengandung cacat hukum maka segala 
sesuatu yang ditimbukan oleh diterbitkannya akta tersebut menjadi 
cacat hukum juga dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 
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Seripikat Hak Milik Nomor : 293/2018 yang diterbitkan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau diterbitkan atas dasar Akta 
Hibah tersebut menjadi cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat. 

  Rawls mencoba merumuskan prinsip keadilan distributif, the 
greatest equal principle, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang 
sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang 
sama bagi semua orang (John Rawls, 1997; 61-71).

  Prinsip keadilan, Rawls menyatakan, haruslah berdasar pada 
asas hak, bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka 
ia akan mengabaikan prosedur yang fair: hal yang dianggap utama 
adalah hasil akhirnya yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak 
mungkin orang tanpa mengindahkan cara dan prosedurnya (the 
greatest good for the greatest number). Sebaliknya, prinsip keadilan 
yang berdasarkan pada asas hak akan melahirkan prosedur yang fair 
karena berdasar pada hak-hak (individu) yang tak boleh dilanggar, 
yaitu hak-hak individu memang hal yang dengan gigih diperjuangkan 
Rawls untuk melawan kaum utilitarian (Muhammad Taufiq, 2013; 
56-57). 

  Jika dianalisis dengan teori keadilan John Rawls maka putusan 
ini telah memenuhi aspek keadilan, hal ini dikarenakan dengan 
ditolaknya gugatan penggugat dikarenakan akta hibah yang menjadi 
dasar dibuatnya sertifikat hak milik cacat hukum, dalam hal ini tidak 
memenuhi syarat keadilan karena ada pihak yang berhak yang tidak 
memberi kewenangan untuk memiliki objek sengketa atau dalam 
kata lain hanya sebagian yang berhak yang memberikan kewenangan 
memiliki objek sengketa melalui akta hibah. 

  Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan 
sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: a) Tersedia 
aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, 
diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. b) Instansi-
instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum 
tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 
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c) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap 
aturanaturan tersebut. d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri 
dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut 
secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 
e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan (Soeroso, 
2011). 

Jika dianalisis dengan teori kepastian hukum dari Jan Michiel 
Otto maka pertimbangan dalam putusan ini memberikan kepastian 
hukum khususnya bagi pemilik Sertipikat Hak milik yang dengan teori 
ini seharusnya mendapatkan hak atas tanah sesuai peraturan yang 
berlaku sehingga memiliki kekuatan akan keabsahan sertipikatnya. 

B. Dissenting Opinion Hakim Anggota Ditinjau Dari 
Aspek Kepastian Hukum Dan Keadilan

  Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumbuk Linggau No 9/
Pdt.G/2022/PN Llg Hakim II memberikan Disenting Opinion dengan 
pertimbangan hukum meliputi: 

1.   Bahwa penggugat mendalilkan sebagai pemilik objek 
sengketa dengan bukti Seripikat Hak Milik Nomor: 
293/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Kota Lubuklinggau, surat ukur nomor : 
293/2018 tetanggal 26 Maret 2018. 

2.   Bahwa Sertipikat Hak Milik diterbitkan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau diperoleh selaku 
ahli waris dari Almarhum Atmo Sanjoyo Berdasarkan 
Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor: 04/
Pdt.P/2017/PA.LLG, Tanggal 2 Januari 2017. 

3.   Bahwa selanjutnya berdasar atas dasar Akta Hibah 
60/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris 
Ida Kesuma SH selaku PPAT, Penggugat memiliki hak 
penuh sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa 
tersebut 
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4.   Bahwa pada tahun 2018 Penggugat bermaksud meminta 
para tergugat mengosongkan rumah dan membongkar 
bangunan yang didirikan tanpa ijin. 

5.   Bahwa para Tergugat tidak bersedia mengosongkan 
objek sengketasehingga menimbulkan kerugian materiil 
dan imateriil. 

6.   Bahwa para tergugat terbukti melakukan perbuatan 
melawan hukum. 

  Pada pasal 1866 KUH perdata dikemukakan bahwa urutan 
pertama alat bukti itu adalah bukti tulisan, sehingga alat bukti 
tulisan itu merupakan alat bukti utama dan paling penting pada 
tahap pembuktian di pengadilan (Rosdalina Bukido, 2011; 475).

  Akta otentik, didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang 
– Undang Hukum Perdata sebagai suatu akta yang dibuat dalam 
bentuk yang ditentukan undang–undang oleh atau dihadapan 
pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. 

 Pada Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris pengertian Notaris dijabarkan “Notaris 
adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik 
dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang ini atau berdasarkan undang –undang lainnya.” 

 Bahwa kedudukan akta notaris sebagai alat bukti sempurna, 
kecuali dapat dibuktian bahwa akta tersebut palsu ataupun 
melanggar ketentuan Undang Undang. Dengan demikian, hakim 
harus menerima akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna 
dalam hukum acara perdata. 

  Penetapan dapat diajukan untuk masalah yang bersifat 
kepentingan sepihak saja (for benefit of one party only). Penetapan 
diterbitkan murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon 
tentang suatu permasalahan yang memerlukan suatu kepastian 
hukum, di mana yang dipermasalahkan tersebut tidak bersentuhan 
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dengan hak dan kepentingan orang lain. Sifat penetapan harus 
tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences 
with another party). Artinya tidak dibenarkan mengajukan 
permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan 
maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau 
pihak ketiga serta tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan 
atau bersifat ex-parte (Harahap MY, 2014; 29). Dalam menjalankan 
kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka terdapat asas yang 
bersifat universal yaitu asas res judicata pro veritate habetur yang 
artinya putusan hakim harus dianggap benar. 

  Dissenting opinion yang diajukan hakim anggota ini 
didasarkan pada suatu fakta hukum bahwa penggugat pemilik 
Seripikat Hak Milik Nomor : 293/2018 yang diterbitkan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, surat ukur nomor : 293/2018 
tetanggal 26 Maret 2018 yang sah, yang diperoleh selaku ahli waris 
dari Almarhum Atmo Sanjoyo Berdasarkan Penetapan Pengadilan 
Agama Lubuklinggau Nomor : 04/Pdt.P/2017/PA.LLG, Tanggal 2 
Januari 2017, dan berdasar atas dasar Akta Hibah 60/2018 tanggal 
13 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma SH selaku 
PPAT, Penggugat memiliki hak penuh sebagai pemilik yang sah atas 
objek sengketa tersebut. 

  Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya kunci 
penentuan ahli waris dalam dissenting opinion ini adalah berdasar 
Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor : 04/Pdt.P/2017/
PA.LLG, Tanggal 2 Januari 2017, Penetapan dapat diajukan untuk 
masalah yang bersifat kepentingan sepihak saja dalah hal ini 
penetapan ahli waris adalah penetapan yang bersifat sepihak.

  Penetapan diterbitkan murni untuk menyelesaikan 
kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan yang 
memerlukan suatu kepastian hukum, di mana yang dipermasalahkan 
tersebut tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, 
dalam hal ini ada kepentingan pihak lain yaitu ahli waris dari dari 
Almarhumah Rukimen binti Subradono (dari pihak istri). 
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  Pemindahan hak dilakukan pada waktu pemegang haknya 
masih hidup dan merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai, 
kecuali hibah wasiat (Suisno, 2017; 17 ), dalam hal ini hibah diberikan 
oleh para ahli waris Almarhum Atmo Sanjoyo bin Potro Sumitra (dari 
pihak suami) pada salah satu ahli waris Almarhum Atmo Sanjoyo bin 
Potro Sumitra (dari pihak suami), sehingga bukanlah merupakan 
hibah wasiat, dalam kasus ini pewaris adalah Almarhum Atmo Sanjoyo 
bin Potro Sumitra (suami) dan Almarhumah Rukimen binti Subradono 
(istri) yang merupakan suami istri, sehingga pihak dalam hibah ini 
masih menyangkut setengah dari pihak yang berhak sebagai pewaris. 

  Secara fakta bahwa terdapat Seripikat Hak Milik Nomor: 
293/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Lubuklinggau, surat ukur nomor : 293/2018 tetanggal 26 Maret 
2018, yang menunjukkan kepemilikan objek sengketa, bahwa para 
tergugat yang menempati objek tidak memiliki bukti kepemilikan 
atas objek sengketa. 

  Jika dianalisis dengan teori kepastian hukum dari Jan Michiel 
Otto maka pertimbangan dalam dissenting opinion ini tidak 
kepastian hukum khususnya bagi ahliwaris dari pihak istri yang hak 
nya dilanggar. 

  Jika dianalisis dengan teori keadilan John Rawls maka 
dissenting opinion ini tidak memenuhi aspek keadilan, hal ini 
dikarenakan dengan diterimanya gugatan penggugat dikarenakan 
penetapan pengadilan yang ada masih mengesampingkan hak pihak 
lain, dalam hal ini tidak memenuhi syarat keadilan karena ada pihak 
yang berhak yang tidak mendapat kewenangan untuk memiliki 
objek sengketa atau dalam kata lain hanya sebagian yang berhak 
yang memberikan kewenangan memiliki objek sengketa melalui 
penetapan hakim. 

IV.  PENUTUP 

  Putusan Pengadilan Negeri Lumbuk Linggau No 9/
Pdt.G/2022/PN Llg atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam 
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persidangannya terdapat satu hakim yang melakukan dissenting 
opinion, pertimbangan hakim dalam putusan ini memenuhi aspek 
keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum dengan mengacu 
teori keadilan John Rawls dan teori Kepastian Hukum dari Jan 
Michiel Otto, sebaliknya untuk pertimbangan hukum dissenting 
opinion hakim lebih tidak memenuhi unsur kepastian hukum dan 
unsur keadilan, dalam sebuah putusan hakim menurut penulis unsur 
keadilan lebih tepat diutamakan untuk menjaga hak para pihak. 

5
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